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DEKAN FIS fﬁ
F

Prof. Dr. Ajat Sudrajat M.Ag. %

uji dan syukur hanya bagi-Mu Ya Allah, Dzat Yang Maha Pem-

beri rahmat dan karunia lagi Maha ‘Alim. Atas izin dan perke-
nan-Mu jua lah, buku yang merupakan kumpulan pidato Guru
Besar pada Fakultas lImu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta,
akhirnya dapat diterbitkan. Buku yang diberi judul “Dari Karang-
malang Untuk Pengembangan llmu dan Pembangunan Bangsa”,
selain merupakan bentuk penghormatan atas karya intelektual
mereka, juga sebagai fondasi dari sebuah mimpi bagi terwujudnya
Mazhab Keilmuan Sosial Karangmalang pada Fakultas IImu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta, yang berlokasi di Karangmalang.

Pada saat yang bersamaan, buku dengan judul “Dari Karang-
malang Untuk Pengembangan llmu dan Pembangunan Bangsa”,
sengaja diterbitkan pada saat peringatan Dies Natalis ke-51 FIS
UNY bukanlah tanpa alasan. Selain dua alasan yang telah dise-
butkan di atas, peringatan hari kelahiran bagi siapa pun, apala-
gi bagi sebuah lembaga yang merupakan tempat berkiprahnya
para pemikir, intelektual, dan cendekiawan, sungguh merupakan
peristiwa yang tidak boleh hanya lewat begitu saja. Buku adalah
sahabat terbaik yang akan memberikan pencerahan kepada para
pembacanya, apalagi ketika di dalamnya berisi karya intelektual
berupa pidato pengukuhan Guru Besar yang sekaligus menjadi
penanda pencapaian tertinggi di bidang akademik. Selain dipo-
sisikan untuk melakukan proses napak tilas sekaligus refleksi per-
jalanan gagasan, juga sebagai bentuk kesadaran bahwa ruh du-
nia kampus ada pada produksi gagasan ini. Dalam konteks itulah
makna dari kehadiran buku ini.



Penerbitan buku dengan judul “Dari Karangmalang Untuk Pe-
ngembangan lImu dan Pembangunan Bangsa”, menyusuli buku
sebelumnya yang berjudul “Refleksi Pendidikan Indonesia”. Buku
yang disebut terakhir merupakan kumpulan dari pidato dies nata-
lis Fakultas IImu Sosial pada sepuluh tahun terakhir yang diterbit-
kan pada tahun 2014 atau dies ke-49. Inilah salah satu cara yang
dilakukan oleh Fakultas IImu Sosial Universitas Yogyakarta untuk
memelihara dan menjaga marwah para intektual sekaligus mem-
berikan penghargaan yang tinggi kepada ilmu pengetahuan.

Saya selaku pimpinan FIS menyampaikan ucapan terimaka-
sih kepada tim editor yang telah mengupayakan untuk terbitnya
buku ini. Kami sangat berharap, pemikiran dan gagasan yang
tersaji dalam buku ini, semakin memperkuat dan mempercepat
berseminya perkembangan gagasan llmu Sosial dalam bing-
kai kelndonesiaan yang telah menjadi mimpi besar di Fakultas
[Imu Sosial. Namun demikian, kami juga menyadari sepenuhnya
bahwa di dalam buku ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata
sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan
usulan demi perbaikan karya-karya yang telah kami buat di masa
yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna
tanpa saran yang membangun.

Akhirnya, kepada para pembaca yang budiman disampaikan
selamat menikmati, semoga mendapatkan seteguk air pelepas
dahaga keilmuan. Semoga buku ini bisa menjadi teman yang baik
dalam menjalani kehidupan serta memberi inspirasi untuk menu-
ju kejayaan Indonesia yang dicita-citakan para founding fathers,
Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Indonesia yang
berdaulat dalam pengembangan ilmu, termasuk ilmu-ilmu sosial.
Aamiin.

31 Agustus 2016

Prof. Dr. Ajat Sudrajat M.Ag.



MENGINDONESIAKAN
ILMU-ILMU SOSIAL

oLeH : HALILI, S.PD., M. A

pa dan mengapa tema “mengindonesiakan” menjadi mende-

sak untuk diupayakan dalam konteks dinamika kontempo-
rer ilmu-ilmu sosial dan kondisi aktual keindonesiaan? Apa dan
bagaimana tantangan terbesar untuk agenda mengindonesiakan
ilmu-ilmu sosial? Apa yang bisa kita lakukan?

Itulah beberapa pertanyaan kunci yang akan coba didiskursus-
kan dalam artikel pendek nan semenjana ini. Namun sebelum-
nya penulis ingin curhat terlebih dahulu bahwa menyampaikan
catatan untuk menghantarkan tulisan-tulisan para guru besar
Fakultas llmu Sosial (dari mulanya bernama FKIS) Universitas
Negeri Yogyakarta (dh. IKIP Yogyakarta) dalam buku ini meru-
pakan tugas yang terlalu tinggi untuk penulis. Di sisi lain, penulis
memaknai ini sebagai dorongan semangat sekaligus doa mudah-
mudahan selalu ada akumulasi gagasan yang penulis produksi—
syukur-syukur bisa disampaikan dalam forum sebagaimana selu-
ruh gagasan pada bagian inti buku ini pernah dipidatokan pada
titimangsanya masing-masing.

EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI “MENGINDONESIAKAN"

Apa intensi di balik pilihan kata “mengindonesiakan” dalam
tulisan ini? Ada dua makna utama yang dibayangkan. Pertama,
“menjadikannya Indonesia”?, dengan cara menginstrumentasi

1 Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Ketua Panitia Dies Natalis
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta ke-51

2 KBBI mengartikan “Mengindonesiakan” dengan “menjadikan Indonesia (tentang
kata)”. Secara tersirat pengindonesiaan hanya sebatas mengenai kata, dan karenanya
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Indonesia sebagai laboratorium pokok untuk mengambil data-
data utama (sebagai objek materiil) dalam rangka pengembangan
teori-teori sosial serta menjadikan kekayaan orisinal Indonesia
sebagai alternatif strategi, metode dan pendekatan dalam ilmu-
ilmu sosial. Isu ini sangat penting mengingat ilmu pengetahuan
di bidang sosial dan humaniora tidak boleh tidak harus berakar
pada entitas masyarakat tertentu, termasuk kita, masyarakat
Indonesia.

Tidak ada ilmu pengetahuan yang betul-betul netral, hattaa
ilmu eksakta sekalipun. Mengindonesiakan ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu-ilmu sosial, dalam konteks itu akan menegaskan
bahwa ilmu itu bukan hanya soal ekspresi keilmuan sesuai kehen-
dak (dan kepentingan—kalau ada) ilmuwan namun juga perkara
bagaimana mengagungkan lokus dimana ilmu itu dikembangkan.
Dengan demikian, membaca fenomena, fakta, dan data ilmiah
dalam lokus Indonesia dengan selalu menggunakan optik ilmu-
wan Barat yang tidak betul-betul netral itu, adalah sebentuk ke-
jahatan ilmuwan.

Secara objektif kita mesti akui bahwa Barat secara riil meru-
pakan salah satu logos sentrum, terutama sejak saintisme meng-
gelora padaabad 17 di Eropa—sebagai logos sentrum baru setelah
berabad lama sebelumnya berlokus di Timur Tengah. Dalam eufo-
ria saintisme, para saintis berkeyakinan, ilmu pengetahuan dapat
mengatasi seluruh persoalan manusia. llmu pengetahuan yang
dibincang adalah ilmu alam, ilmu eksakta. Saintisme menempat-
kan ilmu sosial sebagai bukan ilmu, atau ilmu kelas dua. Untuk
mengangkat derajat ilmu sosial mendekati derajat ilmu eksakta,
maka diperkenalkan (juga dipaksakan) positivisme-empirik—pen-
dekatan utama dalam eksakta—ke dalam ilmu sosial.

Objektivitas dan netralitas (kebebasnilaian) menurut saintis
hanya dimungkinkan dengan pendekatan positivistik itu. [Imu
pengetahuan dibayangkan sebagai sistem yang tertutup. Kebena-
ran ilmu pengetahuan menampik kebenaran lain di luarnya: mis-
tik, norma komunal, budaya, dan agama. Bahkan dalam kacamata

mengenai kata. http://kbbi.web.id/Indonesia, diakses pada 1 September 2016. Namun
tulisan ini berusaha untuk melakukan ekstensifikasi tidak hanya pada soal kata, tapi
mengenai pemaknaan.
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Prolog

saintifik, agama akan dinilai benar secara epistemologis jika teruji
menurut metodologi ilmiah. Dalam konteks itu, ilmu sosial akh-
irnya pelan-pelan dilepaskan dari dimensi keruangan dimana ma-
nusia—yang makhluk sosial itu—berruang.

Oleh karena itu, mengindonesiakan dalam makna yang per-
tama sejatinya merupakan perlawanan atas kemapanan ilmu-il-
mu pengetahuan (versi) Barat. Intelektual neo-marxist dari Italia,
Antonio Gramsci (1891-1937) telah memberikan warning kepada
kita semua bahwa hegemoni kelompok dominan dilakukan, an-
tara lain, melalui indoktrinasi intelektual untuk membangun kes-
adaran palsu*—yang tentunya dikombinasi dengan paksaan fisik,
dominasi ekonomi, serta indoktrinasi moral dan kultural. Situasi
tersebut melahirkan kemapanan tunggal yang menghegemoni
ilmu sosial dan studi-studi pembangunan yang oleh Syed Farid
Alatas disebut sebagai captive mind.* Instrumen perlawanan pa-
ling utama dan mendasar atas situasi tersebut adalah revolusi in-
telektual yang dalam bahasa Gramsci disebut kontra hegemoni.

Kedua, “berorientasi untuk Indonesia”, artinya masyarakat In-
donesia dengan aneka kekhasan, kebutuhan, dan kepentingannya,
harus menjadi penerima maslahat terbesar dari perkembangan
ilmu-ilmu sosial. Sangat banyak kisah bagaimana perkembangan
ilmu melalui riset-riset ilmiah yang berorientasi pada ilmu itu send-
iri, bukan untuk masyarakat sekitar dimana diskoveri itu dilakukan,
dan bahkan pada akhirnya menghancurkan masyarakat.

Sejarah eksplorasi Tembagapura di Papua merupakan salah
satu tragedi ilmiah yang paling tragik. Bermula dari catatan eks-
peditif Kapten Jan Cartenz pada 1632 mengenai pegunungan ber-
salju di Papua yang kemudian disebut pegunungan Carstenz un-
tuk mengenang jasa sang empunya nama, ekspedisi lebih serius
dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907. Eks-
pedisi ilmiah kemudian berlanjut pada 1936 yang berujung pada
“penemuan” kandungan tembaga® di area pegunungan Timika

3 Adamson, Walter L (1980), Hegemony and Revolution: Antonio Gramsci's Political
and Cultural Theory (University of California Press Itd, California dan London), hlm.
234

4 Syed Hussein Alatas (1996), Intelektual Masyarakat Membangun (Dewan Pustaka dan
Bahasa, Malaysia), hlm. xviii

5 Itulah mengapa area pegunungan tersebut kemudian disebut sebagai Tembagapura.
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Papua yang pada perkembangannya dinamai Ertsberg. Temuan
tersebut dilanjutkan dengan eksplorasi ilmiah yang dilakukan
oleh ahli geologi Freeport bernama Forbes Wilson pada tahun
1959 yang akhirnya menemukan kandungan emas. Area yang
dalam perspektif ulayat merupakan bagian dari hak tradisional
suku-suku asli Papua—Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal,
Moni dan Mee atau Ekari—itulah yang selanjutnya menjadi objek
eksplorasi PT Freeport Indonesia melalui konsesi tahun 1967 yang
“tahu-tahu” menjadi kontrak karya itu.

Yang menimpa masyarakat kemudian adalah tragedi. Terjadi
pemiskinan besar-besaran di sekitar area eksplorasi Freeport, ke-
senjangan sosial ekonomi akut, kegagalan massif pembangunan
di Papua, kejahatan ekologis dan penghancuran ekosistem, serta
pelanggaran berat hak asasi manusia.® Sampai titik ini, rasanya
tidak perlu menoleh pada mega skandal lain untuk mengatakan
bahwa ilmu pengetahuan tidak jarang berhilir pada tragedi-trage-
di kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Secara aksiologis, dua pemaknaan tersebut di tengah konteks
faktual di sekitarnya berimplikasi pada tuntutan terhadap kaum
intelektual, khususnya ilmuwan-ilmuwan sosial, untuk melakukan
perjuangan intelektual yang serius dalam rangka mengindone-
siakan ilmu-ilmu sosial pada dua ranah sekaligus; pengembangan
ilmu itu sendiri dan pembangunan nasional kita sebagai bangsa
merdeka. Bukan perkara gampang, tapi perjuangan tersebut
dapat dimulai dengan agenda-agenda sederhana seperti riset,
khususnya grounded research, dan publikasi ilmiah.

KENDALA KULTURAL DAN STRUKTURAL

Perlawanan intelektual tersebut bukan perkara mudah. Ken-
dala terbesar untuk melaksanakan revolusi intelektual dalam
ilmu-ilmu sosial hadir dalam dua lapisan, kultural dan struktural.
Pertama, pada ranah kultural dapat kita identifikasi dua patogen
psikologi sosial pokok yang sangat berpotesi menghambat, yaitu
ketidakpercayaan pada orang lain (distrust) dan ketidakpercay-

6  Siti Maimunah (ed), (2006), Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga
Raksasa Menjajah Indonesia (WALHI dan JATAM, Jakarta), hlm. 17-63.
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aan pada diri sendiri (lack of confidence). Dua hambatan kultural
tersebut mengingatkan penulis pada salah satu ciri negatif ma-
nusia Indonesia yang diceramahkan Muchtar Lubis pada tahun
1977, yaitu berwatak lemah.”

Soal trust, penulis tidak berpretensi secara khusus untuk me-
legitimasi adagium Francis Fukuyama, tetapi fenomena kontem-
porer memperkuat dugaan penulis bahwa telah terjadi degradasi
trust secara serius di kalangan kita. Ada dua gejala menarik dalam
pemanfaatan media sosial, khususnya yang berbasis WhatsApp
dan Facebook®, yang dapat memperkuat hipotesis mengenai
distrust tersebut. Penulis terlibat dalam banyak grup yang par-
tisipannya sebagian besar para intelektual. Teramat sering kita
mendapati postingan berupa nasehat-nasehat sederhana dan
analisis-analisis fenomena harian dari para motivator, agamawan
dan sebagainya, yang sejatinya mampu kita sampaikan dalam ka-
limat kita dengan by name kita sendiri. Akan tetapi faktanya kita
lebih senang mem-viral-kan postingan orang-orang yang bahkan
kita tidak kenal siapa mereka itu. Mengapa demikian? Dugaan
saya, sekali lagi dugaan, disebabkan oleh rendahnya kepercay-
aan dari komunitas kepada sesama intelektual dalam komunitas
tersebut—minimal di grup medsos itu. Sederhananya, dua ka-
limat yang dibagi atas nama Mario Teguh akan lebih dipercayai
dibandingkan atas nama Mukidi misalnya, teman kantor yang me-
janya berada persis di sebelah kita.

Fememena itu, di lain sisi, barangkali juga merupakan ekspresi
dari gejala kedua; ketidakpercayaan diri. Di grup-grup media so-
sial kita kerap menemukan postingan mengenai analisis-analisis
ilmiah yang masuk akal namun diatasnamakan seseorang yang
“Pakar Kesehatan Harvard” lah, “Pakar Hukum Internasional Ul”
lah dan lain sebagainya. Beberapa postingan dibantah oleh yang
memiliki nama dan dinyatakan sebagai hoax dan yang lain sulit
untuk kita verifikasi. Jika fenomena itu dilakukan oleh buzzer un-
tuk mengiring opini publik dan menciptakan “kesadaran palsu”

7  Muchtar Lubis, (2001) Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban. (Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta)

8 Penulis tidak menggunakan aplikasi Blackberry Messenger (BBM), sehingga tidak
bisa berbagi pengalaman mengenai lalu lintas informasi berbasis program tersebut.
Namun demikian penulis menduga fenomena dimaksud tidak jauh berbeda.
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menggunakan dunia maya, seperti buzzer politik berkedok rela-
wan yang marak belakangan ini, tentu membutuhkan analisis dan
pembacaan yang berbeda.

Jika kita scale-up pada fenomena yang lebih teoretik, maka
kita akan lebih mudah mengidentifikasi dua gejala ketidakper-
cayaan intra dan ekstra personal tersebut. Salah satu yang bisa
kita bahas antara lain, dalam bidang keilmuan penulis yaitu politik
dan pemerintahan, soal konsep demokrasi sosial dan demokrasi
permusyawaratan. Proses seputar perumusan Pancasila oleh para
pendiri negara dapat kita jadikan refleksi untuk membaca itu.

Satu dari Trisila yang diabstraksi Sukarno dari Pancasila adalah
sosio-demokrasi, demokrasi yang berorientasi pada kesejahteran,
kemakmuran bersama dan keadilan sosial. Sayangnya, dalam per-
kembangan keilmuan di Indonesia, ilmuwan politik tidak banyak
mengeksplorasi gagasan tersebut untuk diinstrumentasi menjadi
sistem politik yang diturunkan dari nilai Pancasila dan selanjutnya
diadopsi di negara Pancasila ini. Hingga kita terpesona mendapati
negara-negara Skandinavia, seperti Islandia dan Norwegia, yang
menganut social democracy (sering juga disebut social market)
dalam dekade terakhir mendominasi nomor-nomor buncit dalam
Indeks Negara Gagal (Failed States Index), artinya mereka sangat
berhasil sebagai negara dalam penyelenggaraan negaranya.

Bahkan, belakangan akademisi politik terkagum-kagum de-
ngan deliberative democracy yang umumnya dinisbatkan pada
Jurgen Habermas.® Para ilmuwan mulai mendiskusikan dan men-
diseminasikannya di kelas-kelas ilmu dan teori politik. Padahal,
bukankah demokrasi permusyawaratan sudah menjadi prefer-
ensi para pendiri negara-bangsa 71 tahun lalu dan nyata tersurat
dalam sila keempat Pancasila?

Di bidang ekonomi, lebih tragis lagi. Prof Mubyarto—guru
penulis saat bersama berbagai elemen kaum muda Yogyakarta
mengelola Sekolah Ekonomi Rakyat (SER) di Pustep UGM—beker-
ja keras mengonseptualisasi tema yang digagas Emil Salim, yaitu
Ekonomi Pancasila. Pak Muby bersama para ekonom progresif

9  Habermas, Jurgen, (1996), Between Facts and Norms (MIT Press, Cambridge, Mas-
sachusset)
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lainnya gigih merumuskan Pancasila sebagai panduan moral
dalam pembangunan ekonomi dan ekonomika. Sayang, konsep
ekonomi Pancasila lebih sering ditertawakan. Para ekonom dan
pemangku kebijakan lebih percaya pada fundamentalisme pasar
dibandingkan nilai inti Pancasila untuk memandu ekonomi dan
ekonomika. Hingga wafat, beliau “kesepian”, bahkan di fakultas-
nya sendiri. Nama “Pusat Studi Ekonomi Pancasila” pun hilang
sepeninggal beliau.

Kedua, secara struktural kendala terbesar hadir dalam bentuk
lemahnya politik ilmu pengetahuan dari pemerintah. Lemahnya
politik ilmu pengetahuan tersebut dapat dibaca dari acakadutnya
politik bahasa. Dibandingkan dengan Jepang, negara Timur yang
mampu menyejajarkan diri dengan dominasi ilmu dan teknologi
Barat, kita ketinggalan dalam hal politik bahasa. Pemerintah Je-
pang mengambil inisitif kebijakan untuk menerjemahkan buku-
buku berbahasa asing. Dengan demikian, perkara menyerap ilmu,
dari Barat melalui buku-buku yang pada mulanya berbahasa In-
ggris serta mengajukan antitesis dan membangun sintesis bagi
para ilmuwan Jepang yang tidak menguasai bahasa Inggris jauh
lebih mudah dibandingkan disini. Bagi mereka, pengembangan
ilmu pengetahuan berbasis apa-apa yang mereka punya dan tun-
tutan pergaulan global adalah dua hal yang berbeda.

Di sisi lain, juga tidak tampak political will pemerintah untuk
mengembangkan apa yang sejatinya sudah ditemukan oleh para
intelektual pendiri negara. Salah satu misal yang membuat kita
miris adalah di bidang pendidikan. Gagasan-gagasan besar yang
telah dihasilkan oleh, utamanya Ki Hadjar Dewantara, tidak per-
nah secara serius digali oleh pemerintah sebagai dasar untuk
pengembangan kebijakan pendidikan nasional. Kita lebih sering
melakukan studi banding ke negara-negara maju setiap akan
merumuskan kebijakan pengembangan kurikulum baru, diband-
ingkan dengan membuka arsip-arsip lama yang memuat gagasan-
gagasan besar Ki Hadjar. Bahkan, untuk strategi pembelajaran
yang sangat teknis sekalipun, kita sering kulakan dari negara lain
seperti Australia, Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa. Pa-
dahal seorang intelektual petualang yang sangat kritikal terha-
dap hegemoni Barat (baca; negara-negara maju) bernama Andre
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Gunder Frank mengingatkan negara-negara non Barat dengan
adagium the underdevelopment of development.°

Imuwan Jerman itu kurang lebih mengingatkan bahwa jika
negara-negara berkembang (developing countries) dan negara-
negara dunia ketiga (underdeveloping countries) ingin maiju,
janganlah mengikuti jalan negara-negara maju (developed coun-
tries). Jika mereka mengikuti jalan negara-negara maju tersebut,
yakinlah bahwa yang akan semakin maju adalah negara-negara
maju itu, sedangkan pembangunan di negara negara-negara yang
mengikuti akan semakin mundur belaka.

KONTRIBUSI FAKULTAS ILMU SOSIAL

Di tengah situasi yang kurang menggembirakan itu, Di usianya
yang menginjak tahun ke-51, FIS UNY telah memberikan kontri-
busi yang cukup besar untuk pengembangan ilmu dan pemba-
ngunan nasional. Sebelas gagasan para guru besar yang saat ini
berada di tangan pembaca hanya salah satu dari sekian artefak
dan bukti konkrit dari kontribusi dimaksud.

Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa seluruh pemikiran yang
disampaikan para guru besar FIS dalam pengukuhan masing-ma-
sing sebagai guru besar merupakan salah satu puncak tertinggi
dalam karir akademik beliau-beliau. Secara objektif kita harus
katakan bahwa hampir seluruhnya sangat bagus.

Beberapa tulisan secara substantif sangat inspiratif sesuai de-
ngan konteks jamannya, bahkan beberapa di antaranya melam-
paui jamannya. Salah satu yang patut dicatat tentu pemikiran
Prof. Drs. Lafran Pane. Membaca judulnya saja kita tahu bahwa
pemikiran beliau sangat progresif. Sebagaimana jamak dimafhu-
mi, rezim Orde Baru yang bertahta secara formal sejak 1967 se-
lalu mengglorifikasi kemurnian Pancasila dan UUD 1945 dengan
‘tagline’ “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen”.

10 Melihat terma yang digunakan, tentulah optik yang digunakan Frank adalah studi eko-
nomi politik. Frank, Andre Gunder, (1996), The Underdevelopment of development.
Versi booklet tulisan Frank tersebut tersedia di alamat: https://aprendeenlinea.udea.
edu.co/revistas/index.php/ceo/article/download/6716/6151, diakses pada 31 Agustus
2016
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Lebih jauh dari itu, mari kita cermati kutipan berikut.

“...kalau kita...ingin menganut sistem presidentiil secara tegas, lebih
baik diubah saja cara pemilihan presiden. Tidak dipilih lagi oleh MPR
tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian presiden
tidak harus bertanggungjawab lagi kepada MPR dalam arti luas. Dan
dengan demikian ada jaminan kestabilan pemerintah.”

Membaca kutipan tersebut, kita seperti membaca opini pa-
kar hukum tata negara pasca reformasi. Padahal, gagasan terse-
but disampaikan dalam pengukuhan beliau sebagai guru besar
pada tanggal 16 Juli 1970. Sejarah mencatat, akhirnya kita mulai
mengimplementasikan gagasan pemilihan presiden secara lang-
sung tersebut pada tahun 2004, tentu sebagai implikasi amande-
men UUD 1945—atau dalam frasa Prof Lafran; perubahan konsti-
tusionil.

Kontribusi beliau sangat besar bagi perjalanan negara-bang-
sa. Sumbangsih pemikiran beliau dilengkapi dengan “urun”
dalam bentuk gerakan sosial kemahasiswaan dalam mengisi
kemerdekaan dengan mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) yang alumninya silih berganti menjadi penyelenggara nega-
ra. Jadi kita akan heran dan sangat apresiatif jika pada saatnya Pe-
merintah menganugerahi beliau gelar “Pahlawan Nasional”. Jika
takdir mencatat begitu, maka seluruh civitas akademika FIS UNY
sangat layak berbangga atas anugerah tersebut.

Selain itu, kita tidak bisa tidak harus secara objektif menye-
but pemikiran Prof. Ahmad Syafii Maarif. Kita ditakdirkan Allah
untuk menapak sejarah besar dimana salah satu intelektualnya
mendapat pengakuan luar biasa atas kiprah dan pemikirannya
bagi, tidak hanya bagi bangsa dan negara, akan tetapi juga bagi
dunia global dan kemanusiaan universal.'! Kita tidak perlu men-
cari dengan bantuan google untuk membuat list kiprah dan pe-
mikiran beliau. Kalaupun itu kita lakukan, impresi kita sebagai
intelektual atas kapasitas dan kiprah intelektual beliau pasti ber-
lipatganda.

11 Bahwa beliau tidak mendapat peran-peran sentral untuk menata (terutama struktur)
kampus beliau sendiri, menurut saya, itu harus kita akui sebagai sebuah “kekhilafan
historis” yang tidak boleh terulang.
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Berpijak pada apa yang Buya sampaikan sebagai pidato pen-
gukuhan guru besar beliau, kita akan dengan mudah menyimpul-
kan bahwa pemikiran beliau tetap sangat relevan jika pun dice-
ramahkan hari ini. Penulis ingin mencuplik sebagian sangat kecil
saja dari pidato beliau.

“..untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana
yang sering diucapkan memang bukan pekerjaan gampang. Inilah
di antara tantangan mendasar yang harus dicarikan jalan keluarnya
oleh para pengambil kebijakan, pemikir, ulama sejarawan, atau siapa
saja yang memiliki kepekaan nurani, demi menjaga bangsa ini agar
tidak jauh terpuruk secara moral. ... Menurut pendangan saya, sejar-
awan bersama dengan kekuatan intelektual yang lain adalah avant-
garde, penjaga gawang moral bangsa. Bila penjaga gawangnya juga
kebobolan, lalu kepada siapa lagi bangsa ini mengadukan persoalan-
nya?

Tulisan sederhana ini sama sekali tidak berpretensi untuk
mengulas seluruh pemikiran sebelas guru besar Fakultas [Imu
Sosial yang akan segera pembaca nikmati pada bagian-bagian
inti buku ini. Seluruh pemikiran guru besar yang tertuang dalam
buku ini, mulai dari Prof. Drs. Lafran Pane, guru besar pertama
di Fakultas llmu Sosial ini hingga guru besar termuda di fakultas
ini—sayangnya kini satu-satunya, Prof. Dr. Ajat Sudarajat, M.Ag.,
tentu merupakan gagasan-gagasan puncak dalam keilmuan, spe-
ktrum dan coverage masing-masing yang seluruhnya patut kita
banggakan sebagai kontribusi civitas akademika bagi bangsa dan
negara, dalam bentuk pengembangan ilmu dan praksis pemba-
ngunan bangsa.

Yang justru ingin disampaikan adalah catatan bahwa kita me-
miliki modal retrospektif, aktual, dan prospektif yang sangat be-
sar untuk berkontribusi lebih besar lagi bagi pengembangan ilmu,
khususnya ilmu-ilmu sosial—termasuk pendidikan—dan pem-
bangunan bangsa. Persoalannya sekarang, apa dan bagaimana
agenda-agenda pokok (main) dan pendukung (auxiliary) yang
akan kita lakukan untuk melipatgandakan kontribusi yang sudah
diberikan oleh para guru besar kita.

Terkait dengan gagasan inti yang ingin ditekankan penulis
dalam prolog ini, kita tetunya harus memproyeksikan langkah-
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langkah untuk mengindonesiakan pengembangan ilmu-ilmu so-
sial dalam maknanya yang pertama dan kedua yang telah penulis
bahas pada bagian awal tulisan ini. Langkah utama yang perlu
dipikirkan dan diambil segera adalah bagaimana dengan sekuat
tenaga mengatasi kendala-kendala kultural dan struktural yang
juga sudah penulis ulas.

Di tingkatan operasional, alat (tool) yang paling memung-
kinkan adalah kebijakan. Diperlukan road map kebijakan untuk
memastikan agenda-agenda pengindonesiaan ilmu-ilmu sosial
melalui intelektual-intelektual fakultas dan universitas melalui
massifikasi (sekaligus substansiasi) grounded research, publikasi,
dan network. Di sisi lain, penataan kelembagaan dan kultur aka-
demik serta transformasi manajemen fakultas dan universitas
harus berada dalam satu tarikan nafas dengan agenda-agenda
tersebut.

Melihat potensi sumber daya manusia yang ada dan lingkung-
an sosio-kultural yang challenging, penulis sangat yakin kontribu-
si intelektual-intelektual kita untuk mengindonesiakan ilmu-ilmu
sosial sangat bisa kita harapkan. Kebijakan yang kondusif dan sup-
portif tentu akan lebih memungkinkan harapan tersebut menjadi
nyata.[*]
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PERUBAHAN KONSTITUSIONIL

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur susunan
negara yang tertentu. Hukum Tata Negara Republik Indone-
sia mengatur susunan negara Republik Indonesia. Hukum adalah
himpunan norma-norma, himpunan apa yang seharusnya dan
apa yang tidak seharusnya, yang diterapkan atau yang diakui oleh
Pemerintah, tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat.
Hukum Tata Negara adalah himpunan norma-norma, himpunan
apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya mengenai
susunan Negara.

Negara adalah satu organisasi, yaitu satu sistem kerjasama
yang teratur untuk mencapai tujuan bersama yang tertentu. De-
ngan demikian Hukum Tata Negara tergantung pada orang-orang
yang membentuk sistem kerja sama itu. Dalam negara yang
menganut ajaran kedaulatan rakyat, rakyatlah yang membentuk
sistem kerja sama itu. Dengan demikian, materi (isi) dari pada
Hukum Tata Negara itu tergantung pada rakyat. Apa yang seha-
rusnya dan apa yang tidak seharusnya tergantung pada penilaian
rakyat. Dan penilaian itu tergantung pada keyakinan rakyat. Dan
keyakinan rakyat ini ditetapkan oleh bermacam-macam faktor
psikologi, faktor kultur, dan lain-lain. Faktor mana yang paling me-
nentukan, tergantung pada waktu. Dengan demikian, keyakinan
rakyat senantiasa berubah-ubah sesuai dengan berubahnya fak-
tor-faktor yang menetapkannya. Dengan demikian, penilaian apa
yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya berubah pula
sesuai dengan berubahnya keyakinan itu. Dan dengan demikian
materi (isi) dari pada Hukum Tata Negara berubah pula.

Isi dari pada Hukum Tata Negara dapat kita lihat pada Un-
dang-Undang Dasar (UUD), Undang-undang (UU), Peraturan Pe-
merintah, dan peraturan-peraturan tertulis lainnya, serta pada
peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Berubahnya isi dari pada
Hukum Tata Negara berarti berubahnya peraturan-peraturan
tersebut. Lepas dari pada isinya, kita dapat mengatakan dengan
berubahnya Hukum Tata Negara berarti harus berubah pula per-
aturan-peraturan tersebut. Biarpun redaksi peraturan-peraturan
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tersebut tidak berubah, peraturan-peraturan tersebut tidak
memuat lagi Hukum Tata Negara seperti yang berlaku semula.
Atau dengan perkataan lain, peraturan-peraturan tersebut tidak
lagi menggambarkan Hukum Tata Negara yang berlaku.

Penjelasan tentang UUD Negara Indonesia pada Bagian Umum
Nomor 1 alinea ke-2 menyebut bahwa hukum dasar adalah sama
dengan droit constitutionelle dalam bahasa Perancis. Dan tentun-
ya sama dengan constitutional law dalam bahasa Inggeris dan Hu-
kum Tata Negara dalam bahasa Indonesia. Tetapi pada bagian lain
(alinea 1 Bagian Umum Nomor 1) disebut bahwa hukum dasar
tertulis sama dengan UUD. Dan selanjutnya pada Bagian Umum
Nomor IV dijelaskan bahwa bukan dasar yang tertulis itu hanya
memuat aturan-aturan pokok dan selanjutnya penyelenggaraan
aturan-aturan pokok ini diatur oleh undang-undang. Dengan
demikian, saya mengambil kesimpulan bahwa Penjelasan tentang
UUD mengenal dua pengertian terhadap perkataan hukum dasar.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indo-
nesia (BPUPKI) dalam Rencana Pembukaan mempergunakaan
perkataan Hukum Dasar yang diganti oleh Panitia Persiapan Ke-
merdekaan Indonesia (PPKI) dengan perkataan UUD. Andaikata
tidak diganti maka kita akan mengalami kesulitan dalam me-
nyusun Negara Republik Indonesia selanjutnya. Karena dengan
demikian kita akan menyamakan UUD dengan Hukum Dasar. Dan
dengan mempergunakan pengertian pertama mengenai Hukum
Dasar, maka seolah-olah susunan Negara Republik Indonesia kita
akan bertemu hanya pada Hukum Dasar.

Saya tidak sependapat dengan orang-orang yang menyamakan
undang-undang dengan hokum dan UUD dengan Hukum Dasar.
Bagi saya, undang-undang pada waktu yang tertentu memuat
hukum, tetapi beberapa waktu sesudah itu dapat tidak memuat
hukum lagi. Begitupun UUD pada waktu tertentu memuat hu-
kum dasar (aturan-aturan pokok), tetapi beberapa waktu sesu-
dah itu dapat tidak memuat hukum dasar lagi. Tegasnya, pada
waktu tertentu, suatu undang-undang menggambarkan hukum,
tetapi kalau keadaan berubah mungkin undang-undang itu tidak
menggambarkan hukum lagi. Mungkin satu peraturan yang tidak
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tertulis telah menggantikannya, menggambarkan hukum yang
berlaku. Dengan demikian, undang-undang maupun UUD harus
senantiasa diubah sesuai dengan berubahnya hukum, sesuai de-
ngan berubahnya penilaian mengenai apa yang seharusnya dan
apa yang tidak seharusnya. Jangan sekali-sekali sesuatu yang
menggambarkan sesuatu kita samakan sesuatu yang digambar-
kan itu. Jangan kita samakan gambar seseorang dengan orang-
nya. Gambar seseorang 50 tahun yang lalu sudah pasti berbeda
dengan gambarnya hari ini. Dalam bahasa Inggeris dibedakan an-
tara a law dengan law, atau antara Law dengan huruf besar “L”,
dengan law dengan huruf kecil “I”. dalam bahasa Jerman anta-
ra Gesets dengan Recht, di Uni Soviet antara zakon dengan pravo,
serta di Negeri Belanda antara wet dengan recht.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan rakyat
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
yang dimaksud dengan rakyat dalam pasal ini tentu adalah rakyat
yang hidup pada masa jabatan MPR yang bersangkutan. Biarpun
dalam UUD 1945 tidak disebut masa jabatan MPR tetapi analog
dengan interpretasi otentik mengenai Pasal 3 UUD 1945 tentang
penetapan garis-garis besar haluan Negara yang harus dilaku-
kan tiap lima tahun dan masa jabatan Presiden maupun Wakil
Presiden adalah lima tahun, dapat kita mengambil kesimpulan
bahwa masa jabatan MPR adalah lima tahun. Dengan demikian
MPR yang bersangkutan hanya mempunyai mandat dari rakyat
yang hidup pada masa jabatan lima tahun itu. la harus dapat
menggambarkan keinginan rakyat dan kepentingan rakyat yang
ia wakili. 1a harus dapat mengetahui keyakinan rakyat mengenai
apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya pada waktu
itu dan menilai segala sesuatu berdasarkan keyakinan itu.

Dengan demikian keputusan MPR yang bermasa jabatan mulai
tahun 1971 sampai dengan 1976, mungkin lain dengan keputusan
MPR bermasa jabatan 1976 sampai dengan 1981 mengenai ma-
teri yang sama. MPR bermasa jabatan 1971 sampai dengan 1976
tidak mempunyai hak untuk mendikte MPR bermasa jabatan
1976 sampai dengfan 1981. Tegasnya, rakyat yang hidup pada ta-
hun 1971 sampai dengan 1976 tidak punya hak untuk mendikte
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rakyat yang hidup pada tahun 1976 sampai dengan 1981 dan
tahun-tahun selanjutnya. Kalau berlaku yang sebaliknya, maka
akan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ini akan
merupakan diktatuur yang dilakukan oleh rakyat terhadap rakyat
yang masa hidupnya berbeda. Dan dapat dikatakan rakyat yang
diwakili oleh MPR bermasa jabatan tahun 1971 sampai dengan
1976 itu ingin agar rakyat sesudah masa jabatan MPR ini menjadi
konservatif. Dan terutama MPR yang sekarang ini sekali-kali tidak
boleh mendikte MPR yang akan datang.

Sampai sekarang ini pendirian saya mengenai wewenang MPR
masih tetap seperti yang saya ajukan pada bulan Januari 1960
(lihat tulisan kedua di buku ini, “Wewenang Majelis Permusy-
awaratan Rakyat”, Pidato Dies Natalis XV Universitas Islam Indo-
nesia, Yogyakarta, 26 Januari 1960 —ed), yaitu:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar,

2. Mengubah Undang-Undang Dasar,

3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

4. Menetapkan garis-garis besar haluan Negara.

Wewenang/kekuasaan melakukan kedaulatan rakyat sepenuh-
nya adalah wewenang yang bersifat umum (genus) dan empat we-
wenang yang saya sebut tadi adalah wewenang yang bersifat khu-
sus (specie). Sesuai dengan yang disebut pada Penjelasan tentang
UUD Negara Indonesia akibat dengan dipilihnya Presiden dan Wakil
Presiden oleh MPR dan ditetapkannya garis-garis besar haluan ne-
gara oleh MPR dan harus dilaksanakan oleh Presiden maka adalah
logis kalau Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR dalam
arti yang luas. Dan selanjutnya dengan adanya wewenang MPR
untuk menetapkan/mengubah UUD mengakibatkan ia mempunyai
wewenang untuk menafsirkan UUD. lalah yang mengetahui apakah
suatu keputusan Presiden bertentangan dengan UUD atau tidak.
Dan ia pulalah yang paling mengetahui apakah suatu undang-un-
dang bertentangan dengan UUD atau tidak.

Baru-baru ini dalam DPR-GR ada anggota-anggota yang men-
gatakan bahwa beberapa pasal dalam RUU Pemilihan Umum ber-
tentangan dengan konstitusi. Benar atau tidaknya pendapat ini
tentu tergantung pada MPRS yang sekarang melakukan tugas MPR.
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Saya termasuk pada orang-orang yang tidak menyetujui
pendapat bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang un-
tuk menguji sesuatu undang-undang secara materiil (materiele
toetsingsrecht). Sesuai dengan pendapat saya tadi bahwa MPR-
lah yang paling mengetahui apakah sesuatu undang-undang
konstitusionil atau tidak, maka saya berpendapat MPR-lah yang
mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang secara
materiil. MPR dapat membentuk satu Panitia Penguji Hukum
yang ditugaskan untuk tujuan ini. Panitia ini dengan sendirinya
memerlukan bantuan dari ahli-ahli hukum. Panitia ini bertang-
gungjawab sepenuhnya kepada MPR.

Janganlah disamakan Supreme Court of Justice Amerika Seri-
kat dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Biarpun sistem
pemerintahan kita sama, yaitu sistem presidentiil, Amerika Serikat
adalah satu negara federal di mana diadakan pembagian kekua-
saan antara pusat dengan negara-negara bagian secara konstitu-
sionil dan pusat tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi
kekuasaan negara-negara bagian.

Dapat kita menerima kalau Supreme Court mempunyai we-
wenang menguji suatu keputusan Presiden maupun menguiji
suatu act secara materiil. Di Amerika Serikat tidak ada satu badan
seperti MPR kita yang dapat bersidang setiap waktu untuk meni-
lai tindakan Presiden maupun tindakan Presiden bersama-sama
DPR. Dan juga tidak dapat kita contoh negara Perancis dengan
Dewan Konstitusinya yang antara lain mempunyai tugas untuk
menguji suatu undang-undang maupun suatu keputusan peme-
rintah pada konstitusi, mengingat sistem pemerintahan kita ber-
beda dengan Perancis.

Apakah suatu keputusan MPR sesuai dengan keyakinan rak-
yat atau tidak, secara formil dapat kita dengan mudah mengeta-
hui. Tiap keputusan MPR adalah sesuai dengan keyakinan rakyat
karena badan ini anggota-anggotanya adalah wakil-wakil rakyat.
Secara materiil adalah sukar, karena keputusan itu harus kita uji
dulu dengan keyakinan tiap-tiap warga Negara Republik Indone-
sia. Atau diuji dengan satu ukuran yang menggambarkan keyaki-
nan rakyat. Dalam hal ini harus kita bersyukur kepada Tuhan Yang
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Maha Esa yang kita sudah memiliki satu kriterium hukum, satu re-
chtsidee, satu cita hukum (berbeda dengan Penjelasan tentang
UUD Negara Indonesia Bagian Umum nomor lll yang menyalin re-
chtsidee ini dengan cita-cita hukum). Saya mengambil kesimpulan
bahwa pokok-pokok pikiran yang dimaksud Penjelasan tentang
UUD Negara Indonesia Bagian Umum nomor Ill yang merupakan
perwujudan dari pada rechtsidee itu adalah dasar negara, yaitu
Pancasila. Dengan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertu-
lis senantiasa harus dinilai, sesuaikah ini dengan Pancasila atau
tidak. Kalau tidak sesuai, maka hukum itu tidak sesuai dengan
keyakinan rakyat dan harus diganti/diubah.

Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau Pemerintah atau
MPR mengadakan interpretasi yang tegas mengenai Pancasila
ini, karena dengan demikian akan terikatlah Pancasila ini de-
ngan waktu. Biarkan saja tiap golongan mempunyai interpretasi
sendiri-sendiri mengenai Pancasila ini. Dan interpretasi golongan-
golongan ini mungkin pula akan berbeda-beda sesuai dengan
perkembangan zaman. Adanya perbedaan-perbedaan interpreta-
si ini menunjukkan kemampuan hidup Pancasila ini untuk selama-
lamanya sebagai dasar (filsafat) Negara.

Antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 sudah berkali-
kali UUD 1945 diubah, yaitu dengan Maklumat Wakil Presiden
Nomor X, yaitu perubahan Aturan Peralihan Pasal IV mengenai
tugas Komite Nasional Pusat (KNP). Dengan Pengumuman Badan
Pekerja Nomor 5 Tahun 1945 yaitu perubahan Pasal 4 dan Pasal
17, biarpun perubahan ini dicabut kembali dengan terbentuknya
Kabinet Presidentiil pada tahun 1948 yang sehari-hari dipimpin
oleh Wakil Presiden. Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1948 menambah ketentuan dalam Pasal 8, yaitu mengenai penun-
jukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia.
Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1949 diubah Pasal 37
dan Aturan Peralihan Pasal IV yaitu pemberian wewenang kepada
KNP untuk mengubah UUD bersama-sama dengan Pemerintah
dengan ketentuan sidang-sidang KNP untuk tujuan ini cukup di-
hadiri oleh separuh dari jumlah seluruh anggota ditambah satu
serta keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak. Dan
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pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1949 dengan sendirinya men-
cakup pengertian bahwa UUD 1945 dengan demikian diubah. Se-
gala ketentuan dalam UUD 1945 yang tidak sesuai dengan Konsti-
tusi RIS tidak berlaku lagi sejak tanggal 14 Desember 1949 yaitu
sejak diumumkannya undang-undang tersebut. Artinya segala
pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hal-hal yang tidak
merupakan urusan Negara Bagian Republik Indonesia tidak ber-
laku lagi, antara lain Pasal 10 dan Pasal 30 mengenai Pertahanan,
Pasal 11 dan Pasal 13 mengenai Hubungan Luar Negeri, dan Pasal
26 mengenai Warga Negara.

Tentunya perubahan-perubahan dilakukan melihat keadaan
pada waktu itu dan dengan sendirinya keyakinan rakyat senan-
tiasa dipergunakan sebagai ukuran. Perubahan-perubahan tidak
dilakukan pada tubuh UUD 1945, tapi dapat kita anggap sebagai
lampiran dari pada UUD itu. Dan seperti kita lihat tadi, perubah-
an-perubahan itu tidak dilakukan dalam bentuk peraturan yang
tertentu, tetapi dalam tiga macam bentuk yaitu Maklumat Wakil
Presiden, Pengumuman Badan Pekerja KNP, dan undang-undang.
Memang, seperti pernah saya katakan bentuk peraturan yang
memuat realisasi wewenang MPR seperti perubahan UUD dan
penetapan garis-garis besar haluan negara, tidak ada kesatuan.
Garis-garis besar haluan negara ditetapkan dalam Maklumat Poli-
tik yang diumumkan pada tanggal 1 November 1945. Barulah
pada tahun 1960 kita mengenal Ketetapan-ketetapan MPRS.

Seperti saya katakan tadi, lampiran-lampiran yang merupakan
perubahan UUD dapat pula sewaktu-waktu dicabut kembali atau
diubah, sama dengan yang berlaku pada Konstitusi Amerika Seri-
kat. Kita mengenal umpamanya Amandemen Nomor 18 yang di-
cabut dengan Amandemen Nomor 21.

Konstitusi RIS pun pernah diubah dengan tidak melalui
prosedur yang ditentukan dalam Konstitusi itu, yaitu dengan di-
tunjuknya empat orang pembentuk kabinet, sedangkan dalam
Konstitusi disebut harus tiga orang. Karena tindakan Presiden
ini dianggap syah, berarti dasar hukum yang dipergunakan bagi
penunjukan itu sudah berubah.
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Begitu pun ketentuan Konstitusi RIS mengenai penggabungan
satu daerah bagian atau bagian dari pada satu daerah bagian pada
daerah bagian lain harus dilakukan berdasarkan undang-undang.
Tetapi pada tahun 1950, penggabungan dilakukan berdasarkan
Undang-undang Darurat. Sedangkan menurut Pasal 139 Konsti-
tusi RIS, yang dapat diatur dalam Undang-undang Darurat adalah
penyelenggaraan pemerintahan. Karena penggabungan semua
daerah bagian kepada daerah bagian Republik Indonesia pada ta-
hun 1950 adalah syah, berarti Pasal 139 Konstitusi RIS dianggap
sudah berubah. Seperti kita ketahui, perubahan pada Konstitusi
RIS harus dilakukan dengan satu undang-undang yang ditetap-
kan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat RIS.
Rapat DPR dan Senat RIS dapat mengambil keputusan mengenai
perubahan Konstitusi kalau dihadiri oleh masing-masing paling
sedikit dua pertiga dari seluruh anggota-anggotanya. Dan usul
perubahan ini harus disetujui oleh paling sedikit dua pertiga dari
pada yang hadir. Dan selanjutnya harus diundangkan dengan ke-
luhuran.

Biarpun perubahan-perubahan mengenai UUD 1945 yang di-
lakukan antara 1945 sampai dengan 1949 seperti saya katakan tadi
dilakukan dalam bentuk peraturan yang berbeda-beda, perubah-
an-perubahan itu dilakukan sesuai dengan UUD 1945. Perubahan-
perubahan itu senantiasa dilakukan atas dasar Aturan Peralihan
Pasal IV yaitu dasar wewenang Presiden dengan bantuan Komite
Nasional mengubah UUD sebelum MPR terbentuk. Hanya dalam
bentuk peraturan apa dituangkan perubahan itu, tidak ada ke-
tentuannya dalam UUD 1945. Tetapi seperti saya katakan tadi,
dalam Konstitusi RIS bentuk peraturan ini tegas disebut. Saya ber-
pendapat bahwa perubahan pada Konstitusi RIS pun tidak dapat
dilakukan dalam batang tubuh Konstitusi ini, tetapi merupakan
lampiran dari pada Konstitusi ini. Seperti saya katakan tadi, pe-
rubahan pada UUD 1945 seperti juga pada perubahan Konstitusi
Amerika Serikat dapat diubah lagi sesuai dengan keadaan, berlaku
pula terhadap perubahan pada Konstitusi RIS. Hal ini secara khusus
dicantumkan pula dalam UUD 1950 pada Pasal 140, tetapi dengan
prosedur yang sulit. Rencana perubahan UUD Sementara 1950
harus disetujui lebih dahulu dengan undang-undang. Sesudah itu
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dibawa ke dalam Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar yang
anggota-anggotanya terdiri dari pada seluruh anggota-anggota
DPR Sementara dan semua anggota-anggota Komite Nasional Pu-
sat yang tidak menjadi anggota DPR Sementara.

Waktu DPR Sementara dibentuk yang anggota-anggotanya
sesuai dengan Pasal 77 UUD Sementara 1950 terdiri dari Ketua,
Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota DPR RIS; Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota-angota Senat RIS; Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; dan
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan
Agung; Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar tidak dibentuk.
Dan sampai UUD Sementara 1950 tidak berlaku lagi yaitu sejak 5
Juli 1959 tidak pernah Majelis ini terbentuk. Mengingat sejak 17
Agustus 1950 Komite Nasional Pusat sudah tidak ada lagi, maka
timbullah persoalan apakah masih mungkin dibentuk Majelis
Perubahan Undang-Undang Dasar, kalau tidak dibentuk segera
sesudah terbentuk Negara Kesatuan, seperti dilakukan menge-
nai DPR Sementara, mengingat dengan tidak adanya lagi Komite
Nasional Pusat dengan sendirinya tidak ada lagi anggota-anggota
KNP. Dan tambah sukar lagi kalau dibentuk sesudah terbentuknya
DPR berdasarkan pemilihan umum. Karena dalam pasal itu dise-
but sebagian anggota-anggotanya adalah anggota-anggota DPR
Sementara. Tegasnya, akan timbullah persoalan apakah anggota-
anggota DPR yang tidak bersifat sementara lagi boleh menjadi
anggota-anggota Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar ini?

Mungkin karena sukarnya untuk membentuk Majelis Perubah-
an Undang-Undang Dasar ini, maka Pemerintah bersama-sama
dengan DPR tiap kali hendak mengubah UUD Sementara 1950
merasa cukup dengan undang-undang saja. Apalagi dengan ada-
nya ketentuan Pasal 95 yang mengatakan bahwa undang-undang
tidak dapat diganggu gugat lagi.

Kita mengingat Undang-undang Nomor 37 Tahun 1953 yang
memuat perubahan Pasal 77 Undang-Undang Dasar Sementara
1950, dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1957 yang merupak-
an tambahan terhadap Pasal 45 UUD Sementara 1950.

Sebetulnya di samping dengan melalui Dekrit Presiden ma-
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sih ada lagi jalan yang dapat ditempuh untuk kembali ke UUD
1945. Andaikata Pemerintah sesudah melihat keadaan pada
Konstituante bulan Mei 1959 mengajukan kepada DPR satu ren-
cana undang-undang mengenai perubahan Pasal 137 Undang-
Undang Dasar Sementara 1950, menurut perhitungan pasti akan
mendapat persetujuan. Mengingat mayoritas angota-anggota
DPR pada waktu itu pada pihak Pemerintah.

Perubahan-perubahan itu adalah mengenai quarum Sidang
Konstituante dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah
anggota sidang menjadi sekurang-kurangnya separuh dari jumlah
anggota sidang dan rancangan disetujui kalau sekurang-kurang-
nya separuh jumlah suara anggota yang hadir menerimanya. Ka-
lau Pasal 45 dan Pasal 77 boleh diubah, kenapa pula Pasal 137
tidak boleh diubah? Dan seperti saya sebut tadi, berdasarkan Un-
dang-undang Nomor 9 Tahun 1949 rapat-rapat Komite Nasional
Pusat boleh mengambil keputusan mengenai perubahan UUD
1945 kalau dihadiri oleh separuh dari seluruh anggota-anggot-
anya ditambah satu dan segala keputusan diambil dengan suara
terbanyak mutlak. Dengan diubahnya Pasal 137 itu, anjuran Pe-
merintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen, pasti
akan diterima oleh Konstituante mengingat yang setuju dengan
anjuran Pemerintah itu dalam Konstituante merupakan mayoritas
mutlak.

Jalan lain yang dapat ditempuh untuk mengubah UUD adalah
dengan Peraturan Penguasa Militer. Kita mengingat pada waktu
itu Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya.

Pada tahun 1957 sesudah negara ditetapkan dalam ke-
adaan bahaya, Penguasa Militer Pusat untuk kepentingan ke-
amanan mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/
PM/09/1957 mengenai Kewarganegaraan. Sedangkan sesuai de-
ngan UUD Sementara 1950 hal ini harus diatur dengan undang-
undang. Pada tahun 1958 Penguasa Militer Pusat membentuk
satu panitia untuk merancang mengenai satu peraturan menge-
nai pemerintahan daerah. Hasil Panitia ini tidak jadi dituangkan
dalam satu Peraturan Penguasa Militer. Yang penting bagi kita di
sini adalah Penguasa Militer demi keamanan mempunyai hak un-
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tuk mengatur hal yang seharusnya diatur dalam undang-undang.
Seperti kita ketahui, pemerintahan daerah menurut Pasal 131
UUD Sementara 1950 harus diatur dengan undang-undang. Kalau
Pasal 137 UUD Sementara 1950 dapat diubah dengan undang-un-
dang, dengan melihat contoh-contoh yang saya sebut tadi, pasal
tersebut dapat pula diubah dengan Peraturan Penguasa Militer
demi keamanan Negara.

Sidang Umum IV MPRS yang diadakan mulai tanggal 21 Juni
sampai dengan 5 Juli 1966 menurut saya juga mengadakan pe-
rubahan pada UUD 1945, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XV yang
pada Pasal 9 menentukan kalau Presiden berhalangan maka Pe-
megang Surat Perintah 11 Maret 1966 memegang jabatan Pres-
iden (sebutan Pemegang Surat Perintah 1 Maret 1966 sebetul-
nya tidak tepat, mengingat Surat Perintah itu sudah ditingkatkan
menjadi Ketetapan MPRS Nomor IX). Pada Pasal 3 ditentukan jika
Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewa-
jibannya dalam masa jabatannya, MPRS segera memilih Pejabat
Presiden yang bertugas sampai dengan terbentuknya MPRS hasil
Pemilihan Umum.

Menurut saya, Ketetapan MPRS Nomor XV ini merupakan
tambahan pada Pasal 8 UUD 1945.Tambahan pada UUD adalah
perubahan pada UUD.

Mengenai sebutan Pejabat Presiden berdasarkan Keteta-
pan MPRS Nomor XV ini, pada kuliah umum yang diadakan oleh
Fakultas Keguruan IlImu Sosial (FKIS) pada tahun 1967, saya tidak
menyetujui. Menurut saya, sebutan itu seharusnya Presiden. Dan
alasan saya waktu itu dapat diperkuat lagi dengan kenyataan
bahwa perkataan pejabat pada Pasal 3 (Ketetapan MPRS Nomor
XV —ed) itu ditulis tidak dengan huruf besar. Memang, Presiden
adalah satu jabatan. Bukan orang. Memilih pejabat Presiden be-
rarti memilih orang yang akan menjabat Presiden. Kalau pendapat
saya ini dianut oleh MPRS, tentu tidak perlu ada Ketetapan MPRS
Nomor XLIV yang menetapkan Jenderal Soeharto, Pengembang
Ketetapan MPRS Nomor IX, menjadi Presiden Republik Indonesia
sejak 27 Maret 1968.

Dan dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor XLIV ini dapat
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kita mengambil kesimpulan bahwa Pasal 3 Ketetapan MPRS No-
mor XV sudah berubah. Begitu pun Pasal 2 sudah pasti berubah,
karena tidak mungkjin Presiden Soeharto kalau berhalangan
dapat menyerahkan kekuasaan untuk sementara kepada Peme-
gang Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan ditunjuknya Menteri
Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) melakukan ja-
batan Presiden, waktu Presiden Soeharto baru-baru ini pergi ke
luar negeri, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa dalam prak-
tik (menurut hukum yang tidak tertulis) Pasal 2 (Ketetapan MPRS
Nomor XV —ed) ini sudah berubah.

Mungkin sekarang ini dianggap tidak tepat untuk mengatur
hal ini dalam satu undang-undang atau satu Peraturan Pemerin-
tah Pengganti Undang-undang (Perppu) seperti terjadi dengan
Perppu Nomor 10 Tahun 1960 yang menentukan Menteri Per-
tama melakukan jabatan Presiden kalau Presiden berhalangan.
Andaikata hal ini diatur dengan yang dilakukan pada tahun 1960
itu, tentu kita akan mengatakan karena ini merupakan perubahan
(tambahan) pada UUD 1945, maka harus dilakukan dengan satu
Ketetapan MPRS.

Begitupun andaikata Komisi yang dibentuk dalam Sidang
Umum V MPRS untuk merumuskan hak-hak asasi manusia ber-
hasil dengan tugasnya dan disyahkan oleh rapat pleno MPRS,
dengan demikian menjadi Ketetapan MPRS, maka hak-hak asasi
manusia yang tercantum dalam beberapa Pasal UUD 1945 ber-
tambah. Tegasnya, dengan adanya pengesahan itu, berubahlah
UuUD 1945.

Seperti kita mengetahui, hasil Panitia Penyusun Perincian Hak-
hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Ketetapan MPRS
Nomor XIV sudah disetujui oleh Badan Pekerja MPRS. Dan se-
lanjutnya harus disyahkan oleh sidang MPRS/MPR. Pada sidang
MPRS yang baru lalu, sesuai dengan prosedur persidangan, harus
diputuskan dulu oleh Komisi, sesudah itu baru dibawa ke rapat
Pleno.

Begitupun pendapat yang mengatakan sejak 5 Juli 1959
UUD 1945 adalah UUD yang bersifat tetap, mencakup penger-
tian bahwa UUD 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan
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Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 sudah
berubah, yaitu Pasal 3. Tegasnya MPR tidak mempunyai hak lagi
menetapkan UUD. Seperti kita mengetahui, UUD 1945 hasil pene-
tapan PPKI itu adalah UUD yang bersifat sementara. Hal ini dapat
kita lihat pada Pasal 3, Aturan Tambahan, dan notulen rapat PPKI.

Saya tidak sependapat dengan MPRS yang mengatakan bahwa
MPR nanti berhak menetapkan UUD sesuai Pasal 3 itu. Pendapat
MPRS itu dapat kita lihat pada Keputusan MPRS Nomor 8/
MPRS/1968 tentang Peraturan Tata Tertib MPRS. Penjelasan res-
mi mengenai Pasal 1 pada alinea ke-2 berbunyi seperti berikut:
“MPRS sebagai lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi,
sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, berhak dan
berwewenang pula menentukan garis-garis besar daripada se-
gala kegiatan kenegaraan, kecuali penetapan serta perubahan
Undang-Undang Dasar.” Dengan argumentum a contrario saya
mengambil kesimpulan bahwa MPR yang bersifat tidak semen-
tara mempunyai hak untuk menetapkan UUD, menggantikan
UuD1945.

Hal yang serupa pernah kita bertemu dalam Konstitusi RIS yaitu
Pasal 122 yang mengatakan bahwa DPR RIS yang bersifat semen-
tara tidak berhak memaksa kabinet atau masing-masing menteri
meletakkan jabatan. Dengan argumentum a contrario kita men-
gambil kesimpulan bahwa DPR RIS yang tidak bersifat sementara
mempunyai hak untuk memaksa kabinet atau masing-masing
menteri meletakkan jabatan.

Saya berpendapat bahwa UUD yang sekarang ini tidak dapat
diganti lagi. Tegasnya MPR tidak mempunyai hak untuk menetap-
kan UUD seperti disebut dalam Pasal 3. Kita menganut mengenai
hal ini seperti yang dianut oleh Amerika Serikat. Perubahan dapat
saja sewaktu-waktu diadakan yang merupakan lampiran daripada
UUD ini. Perubahan-perubahan (amandemen) yang secara formal
dilakukan oleh Kongres Amerika Serikat sejak tahun 1789 sam-
pai dengan tahun 1962 ada 24 buah, tetapi bukan berarti yang
Konstitusi Amerika Serikat berubah hanya dalam 24 amandemen
itu, mengingat adanya wewenang Supreme Court (Mahkamah
Agung --ed) untuk menginterpretasikan Konstitusi yang dapat
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menimbulkan perubahan pada Konstitusi. Umpamanya dengan
ajaran implied power Hamilton, Supreme Court dapat menambah
wewenang Pemerintah Federal seperti tersebut dalam Article 1
section 8 Konstitusi Amerika Serikat. Penambahan pada Konsti-
tusi adalah perubahan Konstitusi.

Kita tidak menganut cara negara Perancis. Antara tahun 1789
sampai dengan tahun 1970, Konstitusi Perancis berganti seban-
yak 16 kali. Zaman Republik Perancis 1(1792-1804) mengenal tiga
konstitusi. Zaman Republik Perancis 1l (1848-1852) satu konstitu-
si. Zaman Republik Perancis Il (1875-1940) satu konstitusi.Zaman
Republik Perancis IV (1945-1958) satu konstitusi sementara dan
satu konsitusi tetap. Dan zaman Republik Perancis V (1958-seka-
rang) satu konstitusi. Konstitusi Republik Perancis ini sesuai de-
ngan keadaan mengalami perubahan, antara lain Konstitusi za-
man Republik IV telah diubah pada tanggal 9 Desember 1954,
Begitupun Konstitusi sekarang ini sudah mengalami perubahan.
Menurut Konstitusi, Presiden dipilih oleh satu Badan Pemilih
(electoral college). Setelah diadakan perubahan, yaitu dengan
referendum tanggal 25 Oktober 1962, Presiden dipilih langsung
oleh rakyat dalam satu pemilihan umum.

Uni Soviet sudah mengenal tiga UUD, yaitu UUD Tahun 1918,
UUD Tahun 1924, dan UUD yang berlaku sekarang ini yaitu UUD
Tahun 1936.

Kalau kita teliti secara mendalam, masih ada beberapa Keteta-
pan MPRS yang memuat perubahan pada UUD 1945, biarpun
dalam Peraturan Tata Tertib yang saya kutip tadi MPRS tidak
mempunyai hak untuk mengubah UUD.

Kenyataan ini menunjukkan, bagaimanapun juga UUD 1945
adalah sama dengan UUD negara-negara lain. Sesuai dengan
keadaan harus mengalami perubahan. Dan ini memang diperke-
nankan oleh UUD 1945 pada Pasal 37 yang melalui argumentum
a contrario dianut pula oleh MPRS seperti tersebut dalam Per-
aturan Tata Tertib MPRS. Begitupun semua Negara di dunia se-
tahu saya menentukan di dalam UUD cara mengubah UUD-nya.
Prosedur mengubah UUD termasuk yang tidak terlalu ringan dan
juga tidak teralu sulit.
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Konstitusi Inggeris (unwritten constitution) dapat diubah de-
ngan satu Parliament Act, sama dengan mengubah satu Parlia-
ment Act yang lain. UUD Uni Soeviet menurut Pasal 146 dapat
diubah oleh Soviet Tertinggi dengan persetujuan paling sedikit
dua pertiga dari seluruh anggota. Di Negeri Belanda, perubahan
harus ditetapkan lebih dahulu dalam wet segala usul untuk men-
gubah UUD, dan dengan tegas harus menunjuk perubahan yang
diusulkan. Dan selanjutnya harus dinyatakan bahwa untuk men-
gadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu ada dasarnya.
Sesudah wet ini diundangkan, Staten-Generaal (Parlemen Be-
landa) dibubarkan. Seperti kita mengetahui,wet ditetapkan
oleh Kroon bersama-sama dengasn Staten-Generaal.

Staten-Generaal yang baru, mengambil keputusan menyetujui
usul perubahan itu kalau paling sedikit dua pertiga dari seluruh
anggotanya menyetui.

UUD lItalia diubah dengan satu undang-undang yang disetujui
oleh Parlemen Italia pada dua rapat berturut-turut. Dan rapat ini
berantara waktu paling sedikit tiga bulan serta disetujui oleh pa-
ling sedikit separuh dari seluruh anggota. Perubahan UUD dapat
diajukan kepada referendum rakyat.

Di Amerika Serikat, usul perubahan harus disetujui oleh dua
pertiga dari seluruh anggota Senate dan House of Refresentata-
tives dan harus diratifikasikan oleh Dewan-dewan Legislatif/kon-
vensi-konvensi dari tiga perempat Negara-negara Bagian. Atau
dengan cara lain, yaitu Congress mengadakan satu konvensi untuk
mengusulkan perubahan konstitusi atas permintaan dua pertiga
dari seluruh Dewan-dewan Legislatif Negara-negara Bagian. Dan
keputusan konvensi ini harus diratifikasikan oleh Dewan-dewan
Legislatif/konvensi-konvensi dari tiga perempat Negara-negara
Bagian.

Usul pada UUD negara Jepang dilakukan oleh Diet (Parlemen
Jepang) dengan suara paling sedikit dua pertiga dari seluruh ang-
gota masing-masing kamar menyetujui. Usul ini disampaikan un-
tuk disyahkan oleh rakyat pada suatu referendum atau pada satu
pemilihan yang diatur oleh Diet.

UUD Republik Federal Jerman menganut ketentuan perubah-
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an dapat dilakukan dengan satu undang-undang yang disetujui
oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Bundes-
rat dan Bundestag. Perubahan ini dapat merupakan perubahan
pada batang tubuh UUD, dan dapat pula sebagai supplement dari
pada UUD.

Beberapa negara mengadakan ketentuan dalam UUD menge-
nai hal-hal yang tidak boleh diubah, seperti kita lihat pada UUD
Turki, UUD Perancis, dan UUD lItalia, yaitu adanya ketentuan
bahwa sekali-kali tidak boleh diubah bentuk negara republik.
Begitupun Konstitusi Amerika Serikat menentukan dalam Article
V bahwa tidak boleh diadakan amandemen sebelum tahun 1808
mengenai Article 1 section 9 ayat (1) dan ayat (4), dan tidak boleh
diadakan perubahan pada konstitusi sehingga satu negara tanpa
persetujuannya kehilangan haknya untuk mempunyai perwakilan
yang sama dalam senat.

Biarpun dalam UUD 1945 tidak ada ketentuan mengenai ada-
nya larangan untuk mengubah beberapa hal dalam Pembukaan
maupun batang tubuh UUD 1945, saya berpendapat mengingat
sejarah terbentuknya UUD ini dan adanya konsensus nasional
yang dapat kita anggap berlaku sekarang ini, memang ada hal-hal
yang tidak boleh diubah.

Yang pertama-tama adalah dasar (filsafat) negara yaitu Pan-
casila. Seperti kita mengetahui, dasar negara ini adalah hasil per-
setujuan antara semua golongan dalam Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya dalam
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menetapkan
Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945.

Yang kedua adalah tujuan negara. Seperti saya katakan tadi,
negara adalah satu organisasi. Organisasi ini diadakan untuk
mencapai tujuan yang tertentu. Negara Republik Indonesia didiri-
kan oleh rakyat untuk mencapai tujuan seperti tercantum dalam
Pembukaan UUD.

Yang ketiga adalah asas negara hukum. Asas ini dapat kita li-
hat pada Pembukaan UUD dan lebih tegas lagi dalam Penjelasan
UUD. Pada tahun 1945 kita mendirikan negara hukum. Bukan ne-
gara kekuasaan.
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Yang keempat adalah asas kedaulatan rakyat. Asas ini tercan-
tum dalam Pembukaan UUD. Kita membentuk negara di mana
rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Pendapat dan keinginan
rakyatlah yang harus menjadi pedoman penguasa dalam melaku-
kan tugasnya.

Yang kelima adalah asas kesatuan. Pada tahun 1945, sebelum
Proklamasi Kemerdekaan, pada sidang Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan maupun dalam masyarakat ramai
dipersoalkan apakah negara yang akan kita bentuk itu Negara Ke-
satuan atau Negara Federal? Akhirnya dicapai satu persetujuan
bahwa yang diinginkan adalah Negara Kesatuan.

Yang keenam adalah asas republik. Dalam Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan maupun dalam masyarakat
pada waktu merupakan persoalan, karena adanya orang—orang
yang menginginkan bentuk negara kerajaan. Dan soal ini sudah
selesai pada waktu itu. Andaikata sekarang ini maupun kemudian
hari ada orang-orang yang menginginkan negara kerajaan, akan
mengalami kesulitan untuk mendapatkan seorang calon raja.
Saya kira lama kelamaan di seluruh dunia ini akan hilang bentuk
negara kerajaan. Yang sudah pasti, tidak akan bertambah lagi neg-
ara-negara kerajaan yang sekarang ada.

Menurut pendapat saya, kalau salah satu hal yang saya sebut
tadi diubah, maka negara ini tidak sesuai lagi dengan negara yang
kita inginkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau dasar (filsafat)
negara dan dan tujuan negara diubah dapat kita malahan men-
gatakan bahwa negara ini bukan lagi negara yang kita proklam-
irkan pada 17 Agustus 1945. Dan hal ini berlaku juga terhadap
organisasi manapun juga. Tujuan dan dasar satu organisasi meru-
pakan eksistensi organisasi itu.

Apakah Negara Republik Indonesia harus menganut sistem
presidentiil atau sistem parlementer, menurut pendapat saya
merupakan persoalan yang tidak prinsipiil. Kita mengingat sejarah
ketatanegaraan Republik Indonesia antara tanggal 14 November
1945 sampai 17 Agustus 1950. Memang kita kembali ke UUD 1945
antara lain adalah karena UUD Sementara 1950 menganut sistem
parlementer yang menimbulkan tiap kali pergantian kabinet. Kita
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menginginkan suatu pemerintahan yang stabil. Berdasarkan UUD
Sementara 1950 menteri-menteri sendiri-sendiri atau pun bers-
ama-sama (kabinet) bertanggungjawab kepada DPR, dalam arti
kalau pertanggungjawaban itu ditolak, maka menteri yang ber-
sangkutan atau kabinet harus meletakkan jabatan. Pertanggung-
jawaban ini adalah mengenai kebijaksanaan menteri atau kabinet
yang berhubungan dengan tugasnya (pertanggungjawaban poli-
tik).

Apakah sungguh-sungguh UUD 1945 menganut sistem presi-
dentiil? Menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar, Presiden
adalah mandataris MPR dan harus bertanggungjawab kepada
MPR. Bertanggungjawab di sini dalam arti yang luas. Artinya ka-
lau pertanggungjawaban Presiden ini ditolak, maka ia harus me-
letakkan jabatan. Dengan demikian, biarpun menurut UUD 1945
masa jabatan Presiden adalah lima tahun, bukan berarti yang ia
akan memegang jabatan selama lima tahun. Karena mungkin ia
baru memegang jabatan satu tahun, sudah mendapat mosi tidak
percaya dari MPR. Dengan demikian ia harus meletakkan jabatan.

Seperti kita mengetahui, selama UUD Sementara 1950 yang
menganut dengan tegas sistem parlementer itu berlaku yaitu
sejak 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 belum pernah
ada menteri atau kabinet yang jatuh karena mosi tidak percaya
DPR (parlemen). Baru sejak UUD 1945 berlaku yaitu tanggal 5 Juli
1959 pernah Pemerintah jatuh atas keputusan MPRS. Kita meng-
ingat jatuhnya Presiden Sukarno dengan Ketetapan MPRS Nomor
XXXl Tahun 1967. Berdasarkan UUD Sementara 1950, Kabinet
(Pemerintah) dapat dijatuhkan oleh DPR (Parlemen); sedangkan
berdasarkan UUD 1945, Presiden (Pemerintah) dapat dijatuhkan
oleh MPR. Memang DPR berdasarkan UUD 1945 tidak mempun-
yai hak untuk menuntut agar Presiden meletakkan jabatan. Tetapi
yang pokok di sini bukan mana yang punya wewenang. Yang po-
kok adalah menurut sistem yang dianut oleh UUD 1945, Presiden
harus bertanggungjawab dalam arti luas kepada MPR.

Di Amerika Serikat yang menganut dengan tegas sistem presi-
dentiil, tidak mungkin seorang Presiden jatuh karena kebijaksa-
naan politiknya. Senat Amerika Serikat memang dapat menjatuh-
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kan hukuman kepada Presiden berupa pemecatan (jika Presiden)
melakukan kejahatan yang tertentu sesuai dengan yang ditetap-
kan dalam Konstitusi Amerika Serikat Article |l section 4. Tuduhan
dilakukan oleh House of Refresentatives.

Menurut pendapat saya, dengan berpegang teguh kepada enam
hal yang saya sebut tadi, yaitu hal-hal yang tidak dapat diubah, kita
dapat mengadakan perubahan pada tata Negara kita.

Kedaulatan rakyat haruskah yang melakukannya satu majelis
yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau oleh satu
majelis dengan nama lain, menurut pendapat saya tidak meru-
pakan hal yang prinsipiil. Dan kenapa hanya MPR yang melakukan
kedaulatan rakyat, dapat dipersoalkan. Melihat dari namanya dan
cara pembentukannya, apakah Dewan Perwakilan Rakyat tidak
pantas pula disebut satu majelis yang melakukan kedaulatan rak-
yat.

Sampai sekarang, menurut saya pengertian “MPR melakukan
kedaulatan rakyat sepenuhnya” masih menjadi persoalan. Bagi
saya, seperti saya katakana tadi, pengertian tugas melakukan ke-
daulatan rakyat sepenuhnya adalah tugas yang bersifat umum
yang diperinci dalam 4 tugas dan ditambah dengan tugas-tugas
lain sebagai akibat logis dari empat tugas tadi. Yang terang se-
suai dengan UUD 1945, MPR tidak berhak menetapkan berapa
anggota-anggota MPR selain anggota-anggota DPR yang dengan
sendirinya menjadi anggota MPR. Hal ini harus ditetapkan dalam
undang-undang. Jadi oleh Presiden bersama-sama dengan DPR.

Memang ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa ini adalah
atas kehendak MPR, karena yang menetapkan UUD adalah MPR.
Jadi, MPR mengikatkan dirinya dengan sukarela (selbstbindung)
pada keputusan Presiden dan DPR. Begitupun mengadili adalah
wewenang Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan lain-
nya. MPR tidak mempunyai hak. Ini pun tentu mereka katakana
karena adanya selbstbindung dari MPR. Dengan demikian, andai-
kata MPR pada satu waktu tidak mau terikat kepada keputusan
Presiden dan DPR, atau kepada putusan Mahkamah Agung, MPR
dapat mengubah keputusan tersebut. Ini mecakup pengertian
bahwa Presiden dan DPR, maupun Mahkamah Agung bertang-
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gungjawab kepada MPR.

Kalau pengertian mengenai melakukan kedaulatan rakyat
sepenuhnya adalah demikian, menurut saya lebih baik yang di-
pilih oleh rakyat secara langsung adalah anggota-anggota MPR.
Dewan Perwakilan Rakyat lebih baik ditiadakan dan diganti de-
ngan Badan Pekerja MPR yang mempunyai tugas seperti Badan
Pekerja MPRS ditambah dengan tugas membuat undang-undang
bersama-sama dengan Presiden, dan tugas-tugas yang lain yang
dimiliki oleh DPR sekarang ini.

Dalam UUD Sementara 1950 kita kenal pada Pasal 133 Badan
Pekerja Konstituante yang melakukan tugas DPR sebelum badan
ini terbentuk. Memang Badan Pekerja Konstituante seperti yang
dimaksud oleh pasal itu tidak pernah terbentuk karena DPR lebih
dahulu dibentuk daripada Konstituante. Banyaknya anggota-ang-
gota Badan Pekerja MPR ditetapkan umpamya dua perlima dari
seluruh anggota MPR yang dipilih dari dan oleh MPR.

Ketua dan Anggita-anggota Mahkamah Agung diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan MPR. Begitupun
Dewan Pertimbangan Agung lebih baik ditiadakan dan diganti
dengan satu Panitia yang dipilih dari dan oleh MPR. Dengan
demikian nasihat yang diberikan oleh Panitia ini kepada Peme-
rintah akan mempunyai kewibawaan mengingat Presiden harus
bertanggungjawab kepada MPR. Tentu saja sama dengan Panitia
Penguji Hukum yang saya sebut tadi, senantiasa harus didampingi
oleh ahli-ahli yanhg sesuai dengan bidangnya.

Selanjutnya kalau kita tokoh ingin menganut sistem presiden-
tiil secara tegas, lebih baik diubah saja cara pemilihan presiden.
Tidak dipilih lagi oleh MPR tetapi dipilih secara langsung oleh
rakyat. Dengan demikian presiden tidak harus bertanggungjaw-
ab lagi kepada MPR dalam arti luas. Dan dengan demikian ada
jaminan kestabilan pemerintah. Seperti kita mengetahui, sistem
pemilihan presiden Amerika Serikat pun sedang direncanakan un-
tuk diubah dari bertingkat ke sistem langsung dipilih oleh rakyat.
Dengan demikian akan mengubah konstitusi.
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PENUTUP

Pada peristiwa yang bagi saya sangat besar ini, izinkanlah saya
pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke-
pada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Pen-
didikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan pengangkatan
saya sebagai Guru Besar llmu Tata Negara pada Fakultas Keguru-
an llmu Sosial Institut Keguruan dan limu Pendidikan Yogyakarta.

Terima kasih saya ucapkan pula kepada Rektor IKIP Yogyakarta
yang mengusulkan pengangkatan saya menjadi Guru Besar.

Dan kepada Senat IKIP Yogyakarta juga saya ucapkan terima
kasih akan keputusannya yang bijaksana menyetujui pengang-
katan saya menjadi Guru Besar. Dan pada tempatnya pula saya
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya sekerja
pada FKIS yang selama ini memberikan bantuan kepada saya se-
hingga saya dapat melakukan tugas saya dengan baik sehingga
dapat diangkat menjadi Guru Besar.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada
semua guru-guru saya yang telah mendidik dan mengajar saya.
Mudah-mudahan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ber-
kat dan rahmat-Nya kepada mereka senantiasa.

Pada kesempatan ini saya memohon kepada Allah subhanahu
wa ta’ala agar mengampuni dosa Almarhumah lbu dan almarhum
Ayah saya, Sutan Pangurabaan. Dan bersama ini pula saya memo-
hon agar Allah subhanahu wa ta’ala mengasihi mereka sebagai-
mana mereka mengasihi saya waktu saya masih kecil.

Kepada kakak-kakak saya, bersama ini pula saya mengucapkan
terima kasih akan bantuan dan bimbingan yang mereka berikan
kepada saya sejak kecil sampai sekarang ini. Dan khusus kepada
kakak-kakak saya yang sudah meninggal dunia, Almarhum Sanusi
Pane dan Almarhum Armijn Pane, saya memohon kepada Al-
lah subhanahu wa ta’ala agar segala dosa mereka diampuni dan
agar mereka dimasukkan ke dalam sorga.

Dan selanjutnya terima kasih saya kepada isteri saya yang
mendampingi saya selama ini.

Terima kasih.

22



Perubahan Konstitusionil

DAFTAR BACAAN

Apeldoorn, Prof. Mr. R., Inleiding tot de studie van het Nederlandse Re-
cht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954.

Baharudin, Z, Menjongsong Lahirnja Undang-Undang Dasar dengan
Konstitusi Tudjuh Negara sebagai Bahan Perbandingan, Tinta Mas,
Jakarta, 1957.

Bolter, Albert, The Soviet Legal System Studies on The Soviet Union, Vol-
ume VII, No. 2, 1967, Institute for the Study of the USSR, Munich,
1967.

Gouw Giok Siong, Prof. Mr. Dr., Warga Negara dan Orang2 Asing, Pener-
bit Keng Po, Jakarta, 1958.

Kementerian Penerangan, Res Publica Sekali Lagi Res Publica! Amanat
Presiden kepada Sidang Pleno Konstituante di Bandung 22 April
1959, Jakarta, 1959.

Kirichenko, SA. Denisof M., Soviet State Law, Foreign Languages Publish-
ing House, Moscow, 1960.

Koesnoprodjo, Himpunan Undang2 Penetapan2 Peraturan2 Pemerintah
Republik Indonesia 1945, S.K. Seno, Jakarta, 1951.

, Himpunan Undang2 Penetapan2 Peraturan2 Pemerintah
Republik Indonesia 1949, Cetakan Pertama.

Kranenburg Prof. Mr. R., Infleiding in de vergelijkende Staatrechtswet-
wnschap, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarler, 1950.

Logeman Dr. J.H.A., Over de theory van een stellig staatsrecht, Saksama,
Jakarta, 1954.

Pane, Lafran, Wewenang MPR, Penerbit Ull, Yogyakarta, 1960.

Pantjuran Tudjuh, Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS disertai Un-
dang-Undang Dasar 1945, Jakarta, 1969.

Polak Mr. M. V., Schets van het Amerikaansche, Uniestaatresht Universi-
taire Pers, Leidep, 1946.

Pot Prof. Mr. C.W. van der, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1953.

Sayre, Wallace S, American Government, Baners & Noble Inc, New York,
1966.

Wede E.C.S and Philips G. Govrey, Constitutional Government, Littlefield
Adams & Co, Paterson, 1963.

Witman, Shepherd R, and Wuest, John J., Comparative Government,
Littlefield, Adams & Co, Paterson, 1963.

23



Prof. Drs. Lafran Pane

Yamin, Mr. Muhammad, Konstituante Indonesia dalam Gelanggang De-
mokrasi, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1950.

Zevenbergen, Mr. Willem, Formeele Encyclopaedie der Rechwetwnsc-
hap, Gerb. Belinfante, ‘s Gravenhage, 1925.

Sumber tulisan: Pidato diucapkan pada peresmian peneri-
maan jabatan Guru Besar dalam mata pelajaran llmu Tata Negara
pada Fakultas Keguruan llmu Sosial Institut Keguruan dan limu
Pendidikan (FKIS-IKIP) Yogyakarta, di Yogyakarta, pada hari Kamis
tanggal 16 Juli 1970. Lafran Pane diangkat oleh Presiden Republik
Indonesia sebagai Guru Besar dalam llmu Tata Negara pada FKIS-
IKIP Yogyakarta mulai tanggal 1 Desember 1966.

24



PERANAN GURU DALAM
MEMBINA MANUSIA INDONESIA
YANG BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM
KEADAAN SEHAT DAN BAHAGIA

Pidato Pengukuhan dalam Bidang IImu Pendidikan

pada Fakultas Pendidikan IImu Pengetahuan Sosial IKIP Yogyakarta. Diucapkan di
Depan Rapat Terbuka Senat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta
Yogyakarta, 18 Februari 1989

PROF. DR. SAIDIHARJO |

25



Prof. Dr. Saidiharjo

Yang terhormat,

Bapak Rektor Ketua Senat IKIP Yogyakarta
Para guru besar

Para Pimpinan Institut

Para Pimpinan Fakultas

Para tamu dan hadirin yang saya muliakan

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

ertama-tama marilah kita besama memanjatkan puji syukur

ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridlo-
Nya sehingga kita dapat hadir pada rapat senat terbuka IKIP Yog-
yakarta dalam upacara pidato pengukuhan guru besar di bidang
lImu Pendidikan dengan judul Peranan Guru dalam Membina Ma-
nusia Indonesia yang berwawasan kependudukan dan lingkungan
hidup dalam keadaan sehat dan bahagia.

PENGANTAR

Pada awal tahun 1975 dalam buku Pendidikan Kependudukan
yang saya susun, saya mengawali rangkaian kalimat sebagai berikut:

Pada suatu tempat di bumi ini kita dilahirkan. Pertama kali
menyentuh dan menghirup udara di bumi. Kita belum sadar dan
sampai saat ini kita semua yang sudah melampaui masa kanak-
kanak tidak dapat mengenang kembali kapan dan bagaimana
waktu kita dilahirkan dan proses apa yang terjadi pada diri kita
masing-masing sampai saat mulai dapat berjalan.

Setelah kita mengalami masa kanak-kanak dan ingatan kita
sudah mulai baik, barulah kita melihat di kanan kiri kita bahwa
disitu ada manusia lain disamping saya. Ada ibu, ayah, nenek, ka-
kek bahkan adik atau kakak serta teman-teman dari tetangga dan
lain-lain.

Kehidupan kita makin lama makin dewasa, kata orang. Dewa-
sa jasmaninya dan dewasa rokhaninya. Mula-mula tuntutan kita
terhadap pakaian dan makanan tidak sebanyak ibu dan ayahnya,
tetapi setelah jasmani tumbuh, makan dan pakaian menuntut
berganti yang lebih banyak dan lebih besar daripada satu atau
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dua tahun yang lampau.

Setelah bertambah dewasa sudah mempunyai perasaan
senang, sedih dan perasaan kasihan terhadap sesama umat dan
kawan. Sesudah itu menuntut pendidikan secara formal di seko-
lah-sekolah, di madrasah-madrasah karena dalam hatinya sudah
merasakan bahwa belajar dan sekolah mempunyai faedah kelak
dalam hidupnya.

Proses kehidupan sejauh ini rupa-rupanya tidak jauh berbeda
diantara manusia-manusia satu dengan tempat yang lain di bumi,
di desa dan di kota.

Setelah kita dewasa dalam arti ada pertumbuhan fisik yang
memadai dengan pertumbuhan perasaan serta intelegensinya,
kita dihadapkan kepada naluriah untuk memproses keadaan dan
kejadian sebagaimana 20 atau 25 tahun yang lampau sewaktu
kita dilahirkan dari kandungan ibu kita di bumi ini. Teman-teman
atau orang sebaya hampir berbarengan mengalaminya karena
adanya proses pernikahan dan perkawinan dari manusia itu
sendiri. Kalau di tempat itu mula-mula sepertinya ada anak-anak
dan ayah serta ibu, tetapi kalau sekarang kita kembali ke tempat
itu keadaan sudah berubah menjadi sekelompok manusia yang
disebutkan sebagai cucu, anak dan kakek serta nenek. Padahal
bila teman-teman sebaya juga dalam proses yang sama, berarti
sekumpulan manusia yang terdiri dari berkelompok-kelompok.
Begitu seterusnya.

Kalau seorang pemuda atau pemudi kampung sejak kanak-
kanak mengembara mengadu nasib ke kota atau belajar di kota
bertahun-bertahun dan pada suatu saat kembali menegok ke
kampung halamannya, maka apa yang ia saksikan adalah bahwa
teman-temannya yang lalu, baik keadaan fisik maupun keadaan
sikap dan cara berguraunya. Apa yang ia lihat adalah orang-
orang atau anak-anak yang dulu belum lahir sekarang sudah lahir,
temannya yang sewaktu dia pergi baru beradik satu atau belum
beradik sekarang sudah menjadi lima atau enam. Teman yang lain
yang dulu lebih tua atau sedikit lebih muda dan masih biasa me-
nolong pekerjaan ibunya mencarikan kayu bakar, atau mencari
rumput sudah punya teman hidup wanita dan seorang anak bah-
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kan ada dua orang anak.

Jumlah anak yang semula masih jarang dan pekarangan yang
masih kosong dengan tanaman palawija saja. Sekarang sudah be-
diri rumah-rumah tempat tinggal baru. Tanah-tanah kosong yang
dulu penuh rumput dan ilalang sekarang sudah menjadi tanaman
ketela pohon dan lain-lain tanaman lagi.

Juga keadaan di kota terasa keadaan bangunan perumah-
an, pabrik-pabrik, pertokoan bertambah banyak. Keadaan kota
yang semula bersih dan teratur, terasa sekarang ini di sana sini
bergerombol orang-orang yang tak punya rumah, pakaiannya
compang-camping, tuna karya sehingga menyebabkan peman-
dangan yang tidak sedap dipandang mata.

Kantor sensus mencatat masuknya penduduk ke kota makin
bertambah banyak, urbanisasi meningkat setiap tahunnya. Jalan-
jalan raya yang sepuluh tahun yang lampau masih cukup lebar,
sekarang ini sudah terasa sangat sempit. Keadaan pencurian yang
semula tidak begitu dirasakan sekarang meningkat menjadi ben-
tuk terang-terangan seperti pencopetan, penjambretan, pengge-
doran dan penodongan.

Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa keadaan menjadi
berubah sedemikian rupa, yang apabila kita tidak menyadarinya
benar-benar tidak merasakan perubahan itu. Orang-orang tua
akan berkata dengan merengut, kami ini sangat heran, waktu ke-
cil saya, anak-anak kecil tidak sebanyak ini, tempat sana belum
ada apa-apa, di sana dulu kuburan, gedung-gedung sekolah bisa
dihitung, dan sebagainya. Marilah kita sadari bahwa bila demiki-
an, segalanya bertambah jumlahnya. Rumah-rumah, bangunan-
bangunan, jalan-jalan, gedung-gedung sekolah, tanah-tanah
pertanian, pabrik-pabrik semuanya bertambah atau bahkan yang
dulu tidak ada sekarang menjadi ada.

Mengapa lingkungan itu berubah, karena manusianya bertam-
bah. Pertambahan ini baru disadari setelah di sana sini sulit didiri-
kan bangunan perumahan, serta tanah-tanah untuk pertanian
terasa semakin sempit. Akibat pertambahan yang mengejutkan
itu menyeabkan semua kebutuhan hidup terutama pangan, pa-
pan dan sandang terasa sulit dicari, terutama di desa-desa yang
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tanah pertaniannya semakin berkurang, sedang penduduknya se-
tiap tahun bertambah tidak sedikit. Di kota-kota akibat banyaknya
pabrik dan padatnya rumah menyebabkan adanya pengotoran
udara di atas kota tersebut, yang dapat menganggu kesehatan
peduduk kota itu sendiri.

Makin banyak penduduknya makin banyak kebutuhan hidup
dan makin banyak gerakan penduduk satu tempat ke tempat lain
untuk memelihara hidupnya. Untuk pergi ke tempat lain perlu
angkutan agar lebih cepat dan lancar. Akibatnya sangat ramai dan
kecelakaan lalu-lintas pun banyak terjadi (Saidihardjo, 1975, 1-4).

[lustrasi tersebut di atas dapat diamati dimana-mana, dan kita
merasakannya. Pertengahan tahun 1987 Badan Dana Perserika-
tan Bangsa-bangsa untuk kegiatan Kependudukan (UNFPA) men-
gumumkan telah lahir bayi yang ke lima milyar di dunia (Denda
S. 1987, 1). Penduduk Indonesia tahun 1988 berjumlah 176 juta
orang dan diperkirakan akan menjadi 216 juta orang pada tahun
2000.

Kabinet Pembangunan Republik Indonesia memunculkan
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup (Kabinet Pembangunan Ill) dan berubah menajadi Men-
teri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) pada
kabinet Pembangunan VI dan V. kemudian menyusul munucul-
nya Biro-biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH)
di tiap propinsi, serta munculnya pusat studi (penelitian) di bi-
dang kependudukan dan lingkungan hidup di berbagai perguruan
tinggi di Indonesia (Saidihardjo, 1980, 3).

Produk hukum yang berkaitan dengan kependudukan dan
lingkungan hidup telah lahir berupa antara lain telah dimasukan-
nya masalah kependudukan dan lingkungan hidup dalam GBHN
(1978, 1983, 19881), lahirnya Undang-undang no.4 tahun 1982
tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan
Hidup dan bertepatan dengan hari Lingkungan Hidup sedunia
tanggal 5 Juni 1987 pemerintah Indonesia memberlakukan Per-
aturan Pemerintah no. 29 tahun 1986 tentang analisa mengenai
dampak lingkungan.

Rentetan peristiwa tersebut menunjukan bahwa masalah
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kependudukan dan lingkungan hidup di negeri kita ini memerlu-
kan perhatian yang serius, dalam hubungannya dengan pemba-
ngunan dan upaya peningkatan kesejahteraan hidup bangsa.

Ini berarti kita harus mengusahakan agar jumlah penduduk
Indonesia yang menduduki urutan besar ke lima di dunia ini ke-
beradaannya di imbangi oleh daya dukung lingkungannya. Daya
dukung lingkungan yang dimaksud adalah kemampuan lingkung-
an untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya (Emil Salim, 1984, 1). Masa kini, ungkapan banyak anak
banyak rejeki yang cenderung mendorong terbentuknya keluarga
besar sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan kelu-
arga besar dapat menyulitkan tercapainya kesejahteraan keluarga
maupun terbitnya lingkungan yang utuh fungsinya.

Masalahnya adalah bagaimana kita dapat menciptakan iklim
bagi manusia Indonesia untuk dapat menyadari perlunya men-
gantisipasi permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup
yang ada yang akan menghadang di depan bangsa Indonesia.
Jawabannya adalah pendidikan sebagai salah satu pendekatan-
nya, yaitu bidang pendidikan yang menggarap pembinaan dan
pengembangan sikap dan perilaku yang berwawasan kependudu-
kan dn lingkungan hidup, yang dikenal sebagai Pendidikan Kepen-
dudukan dan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat dengan
PKLH).

Pendidikan di suatu negara adalah realisasi kebijaksanaan ne-
gara yang bersangkutan untuk meningkatkan masyarakat sebagai
keseluruhan ke taraf kesejahteraan yng dicita-citakan (Imam Ber-
nadib, 1982, 2). PKLH dikembangkan dikembangkan di Indone-
sia tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional Indonesia dalam
dalam rangka menumbuhkan manusia-manusia pembangunan
yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-bersama
bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Indonesia membangun dalam rangka meningkatkan kese-
jahteraan bangsanya. Oleh karena itu usaha peningkatan penge-
tahuan aspek kependudukan dan lingkungan hidup serta penga-
ruhnya terhadap kelangsungan hidup bangsa yang secara khusus
dinamakan PKLH, adalah bagian yang tak terpisahkan dari pro-
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gam pendidikan nasional Indonesia.

Kehadiran PKLH sebagai komponen baru dalam sistem pendi-
dikan di Indonesia merupakan suatu inovasi dalam perkembang-
an pendidikan di Indonesia. Inovasi adalah usaha untuk menga-
dakan perubahan dan perkembangan terhadap terhadap sesuatu
yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dalam arti kualitatif
lebih baik daripada apa yang telah tercapai sebelumnya. (Imam
Bernadib, 1982, 30).

PKLH adalah inovasi dari perkembangan pendidikan di Indone-
sia. Sebab progam pendidikan ini suatu realisasi dari tanggapan
dan tanggungjawab pendidikan terhadap salah satu dari sekian
masalah nasional yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk yang
tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata serta berbagai
dampak perusakan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia
adalah beberapa diantara masalah-masalah yang memerlukan
penanganan melalui progam PKLH.

Dunia pendidikan sesuai dengan fungsinya berusaha untuk
memberikan sumbangan dalam memecahkan masalah-masalah
yang berat dan komplek berupa masalah kependudukan dan ling-
kungan hidup melalui usaha-usaha pendidikan, karena mengang-
gap bahwa perubahan sikap dan tingkah laku adalah persoalan
pendidikan. (Maftuchah Jusuf, 1981, 5).

Ini berarti bahwa lembaga pendidikan khususnya pendidikan
formal sejak sekolah dasar sampai ke pendidikan tinggi merupak-
an tumpuan harapan untuk mengembangkan wawasan kepen-
dudukan dan lingkungan hidup sesuai dengan tuntutan zaman.

TUNTUTAN ZAMAN

Menurut Emil Salim (1987, 2) tuntutan zaman untuk memin-
ta perubahan sikap yang mendasar untuk generasi akan datang
adalah:

Faktor pertambahan penduduk cukup besar di masa kini dan
akan datang yang membawa penduduk Indonesia dari 176 juta
orang (1988) menjadi 216 juta orang (2000). Pertambahan pen-
duduk ini disertai mobilitas penduduk yang meningkat berkat
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kelancaran fasilitas angkutan.

Struktur ekonomi Indonesia yang berubah dari struktur yang
semulanya berat sebelah pertanian dan pertambangan menjadi
struktur ekonomi yang lebih berimbang, sehingga efektifitas baru
akan muncul, seperti manufaktur, jasa asuransi, jasa komputer,
dan lain-lain.

Perubahan struktur ekonomi juga memberi dampaknya pada
struktur politik, akibat tumbuhnya kelompok-kelompok sosial
baru seperti industriawan, karyawan, bukan pertanian dan lain-
lain.

Dengan perubahan sistem ekonomi ini lebih banyak penduduk
akan tinggal di kota. diperkirakan sepertiga penduduk Indonesia
akan tinggal hidup di kota-kota. hal ini membawa masalah sosial
yang lain lagi.

Sementara itu keadaan dunia internasional mengalami peru-
bahan penting baik di bidang ekonomi maupun bidang politik.
Persebaran pusat-pusat ekonomi di Jepang dan Eropa Barat, di
samping Amerika serikat yang disertai tumbuhnya negara-negara
industri baru di Asia dan Amerika Latin merubah perimbangan
kekuasaan ekonomi dan politik dunia. Persaingan menjadi sema-
kin keras. Negara-negara nasional perlu memperkuat diri dalam
kesatuan kelompok kesatuan regional. Saling keterkaitan antar
ekonomi dan politik negara di dunia internasional menjadi sema-
kin kuat. Semua ini menandakan perubahan tuntutan zaman.

Jadi beban terberat yang harus didukung lingkungan hidup
adalah penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Ini berarti
bahwa kebutuhan akan sumber alam serta hasilnya terus akan
meningkat baik untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun fasil-
itas hidup lainnya.

Beban ini akan semakin berat pula karena adanya perubahan
gaya hidup serta meningkatkan jenis dan mutu kebutuhan sum-
ber alam seperti air untuk berbagai macam keperluan baru. Gizi
yang lebih berkualitas dan energi untuk berbagai peralatan kon-
sumtif kehidupan modern.

Tantangan yang dihadapi seperti dikemukakan oleh Alwi Dah-
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lan (1988, 6) adalah kemampuan sumber alam dan lingkungan
akan makin terbatas, bahkan ada yag mulai tidak mencukupi.

Berbagai contoh diberikan misalnya:

Perkiraan mengenai kebutuhan air tanah dari berbagai sektor
menunjukkan, bahwa pulau Jawa akan kekurangan persediaan air
sebanyak 22 milyard M3 pada tahun 1990. Banyak lahan pertani-
an yang baik telah dikonversikan untuk keperluan non pertanian.
Di daerah tidak ada tata ruang yang baik, sehingga penggunaan
lahan tidak memerhatikan potensinya. Menurut taksiran sampai
tahun 2000 diperlukan lagi lahan baru apabila cara penggunaan
lahan untuk pembanguan masih terus dilakukan seperti sekarang.
Padahal luas tanah air kita tidak bertambah. Masalah ini masih
diperberat lagi oleh perusakan kemampuan yang ada, baik secara
sengaja atau karena terpaksa oleh rakyat setempat untuk mem-
pertahankan kehidupan mereka yang minimal.

Berbagai cuplikan laporan menunjukkan bahwa erosi menin-
gkat di seluruh daerah aliran sungai terutama di Jawa. akibatnya
luas tanah kritis yang pada tahun 1975 berjumlah 20 juta hektare
diperkirakan setiap tahunnya akan meningkat sebanyak 200.000
hektare. Pencemaran berat ditemukan di Jawa, Bali, dan Suma-
tra. Kebutuhan oksigen biologis (KOB) dan kebutuhan oksigen
kimiawi (KOK) sudah begitu menurun sehingga sungai di tempat
tersebut tidak lagi menjalankan fungsinya dan membersihkan
dirinya sendiri. Dibeberapa lokasi mulai ditemukan kasus-kasus
pencemaran logam berat dan bahan beracun berbahaya (B3),
serta pencemaran udara. Semua keadaan ini akan bertambah
serius di masa depan dengan peningkatan indutrialisasi dan ke-
giatan sektor energi. Indonesia sekaligus harus menghadapi dua
permasalahan lingkungan dalam membangun yaitu:

Resiko lingkungan yang timbul dari kegiatan, perilaku, sikap,
dan kebiasaan masyarakat tradisional.

Resiko modern yang tumbuh dari kebiasaan dan cara hidup
datang bersama modernisasi. Potensi resiko modern ini akan
meningkat karena kita mulai memasuki era industrialisasi untuk
memperbaiki struktur ekonomi.

Di Negara berkembang resiko tradisional (ladang berpindah,
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penyakit lingkungan tradisional muntaber, dan sebagainya) ter-
jadi bersamaan dengan berkembangnya resiko modern.

Kendala lain yang memperberat beban lingkungan adalah
kekurangan pengetahuan, keahlian dan kemampuan sumber-
daya manusia. Banyak orang melakukan sesuatu tindakan yang
berdampak negatif meskipun berikhtihar baik, karena kekuran-
gan pemahaman. Sebagai contoh pendekatan hama wereng yang
disebabkan oleh penggunaan pestisida /insektisida (obat-obatan)
yang boros, tidak tepat lingkungan, dan kurang hati-hati, didorong
pula oleh kampanye menjual yang sebanyak-banyaknya serta in-
formasi yang tidak tepat. Akibatnya hama yang resisten muncul
dan musuh hama yang alami musnah, sehingga kerugian yang ti-
dak sedikit bagi petani, dan kerugian kemampuan lingkungan dan
pembangunan.

Demikianlah beberapa hal tantangan kependudukan dan ling-
kungan hidup yang dihadapi Indonesia dewasa ini dan proyek-
sinya di masa yang akan datang seperti diutarakan oleh tokoh-
tokoh formula dari kantor Menteri Negara Kependudukan dan
Lingkungan Hidup Indonesia. Berbagai perubahan ini berlangsung
dalam luas tanah dan air ini, yang tidak bertambah banyak.

Perubahan dan perkembangan ini memerlukan daya tanggap
manusia terhadap kependudukan dan lingkungan. PKLH diharap
memberi kerangka sistematis, pengetahuan dasar, dan metode
mengenai tata cara manusia melihat lingkungan yang mencer-
minkan tuntutan zaman.

Melalui pendidikan anak khususnya dan generasi muda um-
umnya diharapkan dapat pula ditularkan wawasan lingkungan ke-
pada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Paling tidak dapat
ditangkal persepsi orang tua yang keliru mengenai kependudukan
dan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman
(Emil Salim, 1987, 3).

PERKEMBANGAN PKLH PADA PROGAM SEKOLAH

Pada tahun 1970 diselenggarakan seminar nasional Pendidi-
kan Kependudukan oleh Badan Pengembangan Pendidikan (BPP)
Depdikbud bekerja sama dengan Colombo Plan dan UNESCO.
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Pada saat itulah sebenarnya awal mula dikenalkannya pendidikan
kependudukan di Indonesia. Rekomendasi dari seminar tersebut
telah berhasil memasukan pendidikan kependudukan sebagai
salah satu komponen baru dalam sistem pendidikan nasional In-
donesia. Selanjutnya program pendidikan kependudukan ini se-
cara resmi masuk kurikulum sekolah 1975 bagi pendidikan dasar
dan menengah dan masuk kurikulum 1976 bagi pendidikan keju-
ruan melalui integratif (terpadu) pada bidang studi.

Oleh karena pendidikan kependudukan ini sesuatu yang baru
khususnya bagi para guru maka dilakukanlah penataran-penata-
ran bagi para guru yang ada. Dana yang dikeluarkan untuk pro-
gam ini tentu saja cukup besar dan kemampuannya terbatas.

Apabila pengadaan guru pendidikan kependudukan ini hanya
mengandalkan penataran, waktu yang diperlukan cukup lama, se-
bab guru harus memperoleh penataran pendidikan kependudu-
kan.

Untuk menetralisir masalah pengadaan guru ini maka lemba-
ga pendidkan guru sebaikanya diberikan mata kuliah pendidikan
kependudukan, agar kelak bila siswa lembaga tersebut menjadi
guru tidak harus memperoleh penataran pendidikan kependudu-
kan lagi.

Kemudian keluarlah surat keputusan Mendikbud No.
0193/U/1976 yang menyatakan:

¢ Pendidikan kependudukan dimasukkan dalam kurikulum IKIP,

FKG, dan FIP sebagai suatu mata kuliah umum.
¢ Pendidikan kependudukan diberikan pada tingkat sarjana

muda semester pertama tahun ke tiga paling sedikit 2 (dua)

kredit.
¢ Pelaksanaan progam pendidikan kependudukan sudah dapat

dimulai pada tanggal 1 Januari 1977.

IKIP Yogyakarta pada mulanya menempatkan pendidikan
kependudukan sebagai mata kuliah pilihan dalam rangkaian
proyek perintis pendidikan kependudukan di IKIP Yogyakarta, IKIP
Malang, IKIP Jakarta dan IKIP Bandung. Karena menyadari betapa
pentingnya progam pendidikan kependudukan baik bagi dirinya
sendiri maupun bagi calon guru, maka IKIP Yogyakarta menem-
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patkan mata kuliah pendidikan kependudukan pada kelompok
Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU).

Secara material mata kuliah Pendidikan Kependudukan ini
telah memasukkan materi pendidikan lingkungan hidup di dalam-
nya. Sejak awalnya perumusan yang dihasilkan dalam seminar
nasional pendidikan kependudukan 1970 memang telah mema-
sukkan komponen lingkungan hidup dalam materi pendidikan
kependudukan ini.

Setelah disadari bahwa banyak permasalahan lingkungan
hidup sebagai akibat ulah manusia dan kurangnya pemahaman
terhadap dampak negatif dalam pengeloalaan lingkungan hidup
yang kurang bertanggung jawab, maka masalah lingkungan hidup
ini menjadi penting untuk dikaji secara khusus.

Sejalan dengan perkembangan tersebut maka muncul suatu
konsep bahwa sungguhpun dapat dibedakan, antara kependudu-
kan dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu
sistem yang utuh lingkaran hidup mempunyai pengaruh pada
kependudukan. Sebaliknya sebagai komponen yang dominan
kependudukan dapat membawa pengaruh kuat pada lingkungan
hidup, karena itu pembinaannya harus dilakukan secara bersa-
maan dan menyatu.

Sasaran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup ke-
lihatannya berbeda namun obyek kajianya banyak mempunyai
persamaan. Pendidikan kependudukan mempunyai sasaran uta-
ma pada perubahan sikap dan perilaku manusia yang berkaitan
dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, persebaran serta
aspek dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk. Pen-
didikan lingkungan hidup sasaran utamanya perubahan sikap dan
perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam dan ling-
kungannya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup
fisik dan sosial.

Mengingat pengembangan kependudukan dan lingkungan
hidup tidak dapat dipisahkan, maka pengembangan harus dilihat
sebagai konsep yang menyatu. Pelaksanaan dan prosesnya berja-
lan secara bersamaan dengan konsep dasar yaitu melihat kepen-
dudukan dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan gejala yang
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berhubungan timbal balik.

Oleh karena ruang lingkup pendidikan kependudukan dan pen-
didikan lingkungan hidup mencakup pengembangan hubungan
timbal balik antara dinamika kependudukan dan lingkungan hidup
maka istilahnya ditegaskan menjadi Pendidikan Kependudukan
dan Lingkungan Hidup (PKLH). IKIP Yogyakarta dalam kurikulum
1986 juga telah secara tegas mencamtumkan mata kuliah PKLH
sebagai salah satu mata kuliah dasar umum, yang pada kurikuk-
lum sebelumnya hanya tercantum Pendidikan Kependudukan.

Ruang lingkup pendidikan kependudukan dan lingkungan hid-
up mencakup pengembangan konsep hubungan timbal balik an-
tara dinamika kependudukan dan lingkungan hidup dalam rangka
keserasian dan keselaran antara kependudukan dan lingkungan
hidup.

Secara operasional PKLH dirumuskan sebagai: usaha untuk
meningkatkan pengetahuan, membina sikap mental dan perilaku
yang rasional dalam menghadapi dinamika dan masalah-masalah
lingkungan hidup, baik secara kognitif, afektif maupun psikomoto-
rik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (acuan Pendidikan
KLH, 1986).

Secara garis besar ruang lingkup PKLH mencakup beberapa as-
pek yaitu, (1) konsep dasar kependudukan dan lingkungan hidup;
(2) pengaruh timbal balik antara dinamika penduduk dengan ling-
kungan fisik maupun sosial; (3) pengaruh perkembangan ilmu dan
teknologi pada kualitas penduduk dan lingkungan hidup.

Sejak awal diprogramkan Pendidikan Kependudukan (terma-
suk di dalamnya pendidikan lingkungan hidup) ditegaskan bahwa
mata pelajaran ini diberikan di sekolah dengan cara memadukan
(mengintegrasikan) ke dalam bidang studi yang relevan.

Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup melalui jalur
pendidikan umum mempunyai ruang lingkup yang mendasar. Sa-
sarannya lebih kepada pengembangan wawasan yang dapat men-
jadikan dasar perilaku pada semua aspek kehidupan. Penekanan
materinya bukan pengetahuan praktis melainkan pengenalan
konsep-konsep dasar kependudukan dan lingkungan hidup yang
dikaitkan pada setiap ilmu pengetahuan yang relevan.
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Melalui pendekatan ini diharapkan setiap perilaku generasi
mendatang yang menekuni bidang pertanian, kedokteran, per-
mesinan, kehutanan, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi
mauapun bidang lainnya melekat wawasan yang menjunjung
tinggi azas keserasian dan keselarasan kependudukan dan ling-
kungan hidup. Jadi sasarannya bukan kepada keahlian ataupun
keterampilan tetapi lebih kepada upaya membina wawasan dan
pembinaan sikap mental.

Pada pendidikan dasar dan menengah ditekankan pada pe-
ngembangan fungsi kognitif, afektif individu dan keterampilan
psikomotoriknya, sedangkan pada pendidikan tinggi lebih kepada
pengembangan keilmuannya.

Cakupan materi PKLH pada pendidikan dasar dan pendidikan
menengah diawali dengan pengenalan konsep yang dipadukan
pada setiap mata pelajaran, sedangkan pada tahap berikutnya di-
perkaya dengan pengetahuan dasar kependudukan dan lingkung-
an hidup. PKLH mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari
pemerintah sejalan dengan keputusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, khususnya TAP MPR No. II/MPR/1983 di bidang kepen-
dudukan dan keluarga berencana yang menyatakan.

Penerangan dan pendidikan mengenai masalah kependudu-
kan bagi seluruh lapisan masyarakat baik wanita maupun pria,
terutama generasi muda perlu ditingkatkan dan lebih diperluas
agar makin disadari mendesaknya masalah kependudukan serta
pentingnya keluarga kecil sebagai cara hidup yang layak dan ber-
tanggung jawab.

Sedangkan mengenai masalah lingkungan hidup, Presiden Su-
harto dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 1984 an-
tara lain menyatakan:

Pelestarian sumber-sumber alam dan peningkatan serta pembinaan
kualitas lingkungan hidup akan tetap merupakan masalah yang harus
dihadapi dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk mengha-
dapi masalah-masalah tersebut telah dipersiapkan dan dilaksanakan
berbagai progam pembinaan pengelolaan sumber-sumber alam dan
lingkungan hidup seperti rehabilitasi lahan kritis, pelestarian ling-
kungan, pengembangan metereologi dan geofisika dan pencegahan
pencemaran lingkungan hidup.
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Tujuan utama dari progam-progam pembangunan tersebut di-
atas adalah melestarikan dan meningkatkan mutu lingkungan hid-
up. Dalam rangka progam-progam tersebut maka telah dilaksana-
kan kegiatan-kegiatan penyelamat hutan, tanah dan air, reklamasi
tanah kritis, penanggulangan dan pencegahan kerusakan wilayah
pesisir, pencegahan perusakan hutan dan ekositem, pengem-
bangan metereologi dan geofisika, peningkatan kesadaran ma-
syarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup, dan pelestarian
alam serta perlindungan margasatwa.

Pengembangan PKLH sebenarnya merupakan sebagain dari
kegiatan pembangunan untuk mengembangkan sumber daya
manusia. Masalah (problem) utama dala pembangunan sumber
daya manusia dipusatkan pada tiga hal yaitu kesempatan kerja
dan pengembangan tenaga kerja, ilmu dan teknologi serta kuanti-
tas hidup ini adalah usaha pengendalian kelahiran dan kematian,
khususnya kematian bayi. Penurunan angka kelahiran dicapai
melalui intervensi langsung yaitu penggunaan kontrasepsi serta
upaya tidak langsung melalui pendidikan kependudukan dan ling-
kungan hidup.

Pengembangan sumber daya manusia yang mendapat pri-
oritas dalam Repelita V menekankan pada peningkatan gizi, ke-
sehatan, pendidikan dan latihan serta pengembangan sikap dan
kelembagaan (Kartomo, W, 1988, 12).

Kebijaksanaan kependudukan di Indonesia meliputi pengen-
dalian pertumbuhan, persebaran, dan pengembangan kualitas
penduduk. Terwujudnya usaha ini PKLH diharapkan ikut berperan
melalui proses bekerjanya sistem pendidikan di sekolah.

PERANAN GURU PKLH

Konsep yang dikenalkan tahun 1970 bernama Pendidikan
Kependudukan telah berkembang menjadi Pendidikan Kepen-
dudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) dengan sendirinya me-
merlukan peninjauan ulang materi Pendidikan dan Kependidikan
yang selama ini diberlakukan di IKIP dan Fakultas Keguruan (seka-
rang FKIP). Suatu GBPP PKLH yang memenuhi ketentuan Direk-
tur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 20/DJ/1983 telah disusun dan

39



Prof. Dr. Saidiharjo

telah ditulis dua naskah buku pegangan dosen dan mahasiswa
oleh para ahli yang berkompeten.

Penelaahan dan penyepakatan dokumen tersebut serta konsen-
sus untuk pelaksanaannya sudah disepakati oleh Rektor IKIP dan
Dekan FKIP se-Indonesia pada lokakarya yang diselenggarakan pada
tanggal 6-9 Desember 1987 di Jakarta (Hasan Walindo,1988, 4).

IKIP dan FKIP dalam universitas merupakan lembaga penghasil
tenaga kependidikan khususnya calon-calon guru yang diharap-
kan dapat mengembangkan profesionalismenya dengan baik,
termasuk di dalamnya mengajarkan PKLH di sekolah ataupun di
lingkungannya. Oleh karena itu keberadaan PKLH pada kuriku-
lum IKIP dan FKIP mempunyai tujuan ganda. Pertama, para ma-
hasiswa memperoleh pengetahuan PKLH berguna bagi dirinya,
dan kedua, merupakan bekal keterampilan mengajarkan PKLH
di sekolah bila kelak mereka menjadi guru. Kebijaksanaan yang
ditempuh pemerintah (Depdikbud) dalam mengajarkan PKLH di
sekolah melalui pendekatan terpadu (integratif) pada bidang stu-
di. Ini berarti bahwa keterlibatan para guru untuk mengejarkan
PKLH yang diintegrasikan di sekolah cukup besar, meskipun daya
serap tiap bidang studi terhadap materi PKLH tidak sama.

Oleh karena itu kurikulum PKLH bagi mahasiswa IKIP dan FKIP
(calon guru) haruslah melengkapi dengan pendekatan pengaja-
ran PKLH yang memuat pendekatan monolotik dan pendekatan
integratif serta implemetasinya dalam pengajaran di kelas. Porsi
metode mengajar PKLH yang diintegrasikan ini akan sangat mem-
bantu keberhasilan dan keterlibatan para guru yang mengajarkan
PKLH di sekolah. Dengan demikian usaha penataran pada saatnya
ditekankan hanya sampai pada tingkat penyegaran saja.

Untuk mempersiapkan tenaga pengajar PKLH di Perguruan
Tinggi (termasuk IKIP dan FKIP) Fakultas Pascasarjana di berbagai
Perguruan Tinggi telah menghasilkan lulusan S2 (Magister) dan
Doktor (S3) Progam Studi PKLH, Kependudukan dan llmu Linkun-
gan. Merekalah yang diharapkan mengembangkan mata kuliah
PKLH di perguruan tingginya masing-masing, dan bagi mereka yan
mengajarkan PKLH di IKIP dan FKIP, di sampng memperkaya ma-
teri-materi kependudukan dan lingkungan hidup pada para calon
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guru, harus mempersiapkannya mampu mengajarkan PKLH yang
diintegrasikan (dipadukan) pada bidang studi yang dibinanya.
Pembangunan kependudukan dan lingkungan hidup saling terkait
dan pengaruh mempengaruhi dalam satu dinamika hubungan se-
cara sangat erat. Saling keterkaitan ketiga bidang ini tidak hanya
relevan dari segi kajian ilimiah, tetapi juga segi wawasan masyara-
kat serta pembanguan nasional yang konkret.

Saling interaksi ini akan makin penting di masa depan, pada
waktu generasi muda, siswa, murid sekarang berangkat dewasa
yang dihadapkan pada:

e Strategi pembangunan berkelanjutan, mendorong kegiatan
dan langkah yang memperbesar keterkaitan (GBHN 1988).
e Sasaran pembnagunan jangka panjang tahan Il adalah kualitas
manusia dan masyarakat.
¢ Kecenderungan perkembangan keadaan lingkungan hidup.
Karena akan sangat mempengaruhi segala segi kehidupan
generasi yang akan datang, interaksi ini perlu dipahami oleh anak
didik semenjak sekarang. Sasaran yang dituju adalah pemahaman
menngenai esensi interaksi tersebut, sehingga anak didik dapat
mengenali masalah interaksi dalam kehidupan nyata di lingkung-
an/kediamannya sendiri. Untuk dapat mengajarkannya, pendidik
tentu memerlukan pemehaman yang lebih mengenai lingkung-
an hidup dalam arti kata luas (M. Alwi Dahlan, 1988, 2) Tugas ini
perlu kesungguhan sebab diharapkan menghasilkan guru yang
berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup.

PKLH diharapkan dapat menjadi wahana dalam memberikan
kotribusinya terhadap tujuan pembangunan bangsa dan negara
melalui tujuan pendidikan nasioanal yang sudah digariskan dalam
GBHN 1988.

Manusia Indonesia Pancasila seutuhnya ini hidup dalam dua
suasana eksistensi psikologis, yaitu pada suatu pihak ia adalah
makhluk sosial yang dituntut menyesuaikan diri pada berb-
agai situasi berkenaan dengan kepentingan bangsanya (orang
lain), lingkungannya dan alamnya, dan pada pihak lain dituntut
daripadanya kemandirian dan kemampuan mencipta. Kedua do-
rongan untuk mempertahankan diri dan dorongan untuk berkem-
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bang. Sebagai makhluk sosial ia berupaya mempertahankan apa
yang sudah ia miliki dan mencari pengakuan dan penghargaan
tentang prestasinya serta memiliki “a sense of belonging”. Pada
pihak lain ia sebagai makhluk individu terus menerus ingin mewu-
judkan diri, memiliki ambisi dan arah. Menurut Piaget dua kecen-
derungan ini adalah “self sustaining dan self generating”.

Selain ingin mempertahankan apa yang dimilikinya (self sus-
taining), dan untuk itu ia harus memiliki kepekaan terhadap ke-
cenderungan dan kepentingan lingkungan; ia juga mencipta dan
mengusahakan dirinya (self generating). Ada self starter yang in-
herent dalam dirinya yang menjadikan dorongan untuk tumbuh
dan berkembang berlangsung. Kedua kecenderungan ini menyatu
dalam dirinya dan Pancasila menghendaki keseimbangan dan ke-
selaran antara dua kecenderungan ini, suatu monodualitas yang
harus ditumbuhkan di sekolah kita (Conny Semiawan, 1985, 5).

Selanjutnya Conny Semiawan menyatakan bahwa teori ten-
tang ilmu pengetahuan (tercakup di dalamnya llmu Sosial dan
PKLH), dapat dianggap sebagai interpretasi manusia daripada si-
fat yang terinteraktif dunia fisik maupun non fisik untuk diteliti
terus menerus dalam menemukan informasi ilmiah baru. Sifat
obyetif dalam usaha ilmiah ini menjadikan informasi ini dasar
yang berguna bagi dasar perkembangan teknologi yang opera-
sional. Sebaliknya umpan balik yang diperoleh dari teknologi ini
dengan berbagai inovasi esensial bermakna bagi perkembangan
ilmu. Untuk mewujudkan semua itu dalam rangka pengajaran di
sekolah para calon guru mempunyai peranan penting.

Kependudukan dan Lingkungan Hidup dua hal yang dapat dibe-
dakan namun tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu seorang guru
PKLH tentu mempunyai perilaku yang berwawasan pada keduanya.
Artinya ia seharusnya membawa para siswanya untuk berwawasan
lingkungan hidup dalam perilakunya.

Perilaku kependudukan dapat diberi pengertian sebagai
tingkah laku tentang reproduksi, perkawinan dan perceraian, mi-
garsi dan urbanisasi, perencanaan keluarga, pembinaan keluarga
bertanggung jawab. Dalam kajian kependudukan, seluruh perilaku
tersebut selalu dikaitkan dengan peningkatan kualitas penduduk,
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situasi kependudukan dalam mana setiap orang dalam keadaan
sehat, sejahtera, terdidik, berproduktivitas tinggi, memiliki ha-
rapan hidup panjang, dan dalam hubungan yang serasi dengan
sesamanya.

Perilaku manusia yang berwawasan pada lingkungan hidup
adalah perlakuan dan pengelolaan manusia terhadap sumber
daya yang tersedia. Misalnya pengeloaan sumber daya alam
hayati dan non-hayati yang dapat menimbulkan dampak baik
yang positif maupun negatif. Perilaku yang mempunyai dampak
positif misalnya pengelolaan lahan, hutan, daerah deposit ben-
da-benda tambang dan mineral, secara nasional, hemat dan ber-
tanggung jawab, perlakuan sumber daya air, secara proposional,
penggunaan teknologi untuk memberikan kesempatan sumber
daya hayati dapat memperbaharui diri, baik melalui hukum alam
yang berlaku, maupun melalui usaha/budidaya: menciptakan bib-
it unggul, membuang limbah pada tempat yang tidak menggan-
gu kesehatan dan kelestarian sumber daya. Menjaga keserasian
hubungan antara penduduk (jumlah dan perilakunya) dengan
lingkungan fisiknya, sehingga lingkungan hidup mempunyai daya
dukung yang tinggi dan lestari dalam waktu relatif lama serta me-
ningkatkan rasa senang, tentram dan nyaman pada penduduknya.

Tegasnya para guru PKLH seharusnya berwawasan kepen-
dudukan dan lingkungan hidup (KLH). Ini berarti wawasannya
(orietasinya dalam pendekatannya, landasannya, pikirannya,
perhubungannya) dalam mengajarkan PKLH haruslah membawa
siswa berperilaku yang berorientasi kepada dampak positif bagi
terbinanya keserasian hubungan anatar kependudukan dan ling-
kungan hidup. Seseorang yang dalam tingkah lakunya berorientasi
terhadap keserasian KLH akan berpikir dua kali jika perbuatan itu
dipertimbangkan akan membawa akibat negatif terhadap kesera-
sian KLH. Dalam pengertian ini orang tersebut akan berbuat ra-
sional dan bertanggungjawab, baik dalam tingkah laku reproduksi
dan mobilitasnya maupun dalam hal perlakuannya terhadap sum-
ber daya yang tersedia. Sehingga ketimpangan hubungan antara
KLH yang akhirnya akan merosotkan kualitas penduduk dan ling-
kungan dihindarkan.
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Dalam kenyataannya lingkungan hidup dimana manusia ber-
tempat tinggal tidak sama. Ini berarti bahwa wawasan manusia
tentang kependudukan dan lingkungan hidup akan berbeda ter-
gantung dari mana ia tinggal. Antara manusia dengan lingkungan-
nya dapat dilihat manusia menyesuaikan diri terhadap lingkun-
gannya dan manusia yang membina dan mencipta lingkungannya.
Ini berarti bahwa setiap manusia perilaku merupakan respon baik
terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Emil Salim
(1986, 12-13) melihat bahwa manusialah penyebab utama ben-
cana gangguan lingkungan.

Masalahnya sekarang ialah bagaimana menumbuhkan kes-
adaran lingkungan manusia supaya pengelolaan sumber alam
bagi pembangunan dapat dilakukan sejalan dengan pengem-
bangan lingkungan. Bagaimana menyebarluaskan penghayatan
dan penglibatan manusia pada proses pembangunan tanpa keru-
sakan lingkungan. Bagaimana menumbuhkan di kalangan ma-
syarakat luas penglibatan dan orientasi pembangunan dengan
pengembangan lingkungan.

Sehubungan dengan ini kebijaksanaan lingkungan seperti di-
ucapkan Presiden Soeharto dalam Amanat Lingkungan, 5 Juli
1982, memuat lima pokok penting:

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling
membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Diperlukan
sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, an-
tar daerah, antar negara dan antar generasi.

2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan
sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Ke-
butuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu diken-
dalikan untuk disesuaikan dengan pola pembangunan sumber
daya alam secara bijaksana.

3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mau menaggapi
tentang pembangunan tanpa merusak lingkungan. Mampu
mengembangkan teknologi tanpa limbah yang banyak dan
mengehemat sumber alam. Mampu mencegah terulangnya
pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti dialami
negara-negara maju.
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4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyara-
kat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.

5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang
dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakan partisipa-
si masyarakat dalam mencapai tujuan pengeloaan lingkungan
hidup.

Dari lima pokok kebijaksanaan lingkungan ini dapat disimpulkan
bahwa diperlukan ciri-ciri perilaku kreatif seperti mempunyai daya
imajinasi, prakarsa, jiwa wiraswasta, kemandirian, kepekaan dalam
pengamatan, dan dapat mengantisipasi masalah.

Pengetahuan kesadaran seperti diuraikan di atas perlu dimiliki
oleh para guru (calon guru) sebagai perwujudan guru PKLH yang
berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup. Hal ini meng-
ingat Indonesia melihat peningkatan kualitas penduduk melalui
perbaikan kualitas fisik dan non-fisik. Kualitas fisik dikembang-
kan melalui perbaikan gizi dan kesehatan, sedang yang non-fisik
menekankan pada sikap-sikap kemandirian, solidaritas, sosial dan
sejenisnya (Kartomo W, 1988, 6).

MATERI PKLH DAN PENDEKATAN INTEGRATIF (TERPADU)

PKLH diharapkan mewujudkan sesuai dengan yang diharapkan
kepada para siswa di sekolah. Ini berarti peran dan keterlibatan
guru PKLH sangat penting. Guru dihasilkan oleh Lembaga pendi-
dikan guru (IKIP dan FKIP). Oleh karena itu para calon guru yang
akan mengajarkan PKLH yang berwawasan kependudukan dan
lingkungan hidup menurut hemat saya harus dibekali pengeta-
huan (materi) PKLH yang berwawasan (berorientasi) pada dam-
pak (positif dan negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia
(penduduk), keadaan lingkungan hidup dan pengelolaan ling-
kungan hidup oleh manusia itu sendiri.

Para guru (calon guru) harus menyadari bahwa yang perlu
dikembangkan adalah kebijaksanaan kependudukan dan ling-
kungan hidup yang memuat pokok-pokok sebagai berikut:

Pertama, sasaran pokok bidang kependudukan adalah
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mengembangkan segi-segi yang mempengaruhi kuantitas, mo-
bilitas dan kualitas kependudukan. Inti kebijaksanaan ini adalah
meningkatkan kualitas penduduk, meningkatkan keterlibatannya
dalam pembangunan dan merubah penduduk dari beban men-
jadi penggerak pembangunan.

Kedua, sasaran pokok lingkungan hidup adalah mengusahakan
keutuhan kemampuan fungsi lingkungan menopang pembangun-
an secara berkelanjutan generasi demi generasi. Keutuhan fungsi
lingkungan dapat dipelihara apabila prinsip-prinsip tatanan ling-
kungan dapat ditegakkan dalam ikhtiar mengelola lingkungan.

Ketiga, mengusahakan keselarasan antara kependudukan dan
lingkungan agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa dam-
pak negatif bagi kependudukan dan lingkungan, sedangkan dam-
pak positifnya meningkatkan hubungan keselarasan lingkungan
dan kependudukan.

Pendekatan integratif (terpadu) merupakan cara yang dipan-
dang tepat sesuai dengan kondisi kurikulum sekolah yang berlaku
di Indonesia dewasa ini dan sifat dari komponen kependudukan
dan lingkungan yang ekosistemik, semua unsur kependudukan
dan lingkungan sebenarnaya merupakan obyek dari mata ajaran
lain. Oleh karena itu untuk wawasan kependudukan dan lingkung-
an hidup khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan menen-
gah lebih tepat memasukkan PKLH secara integratif (dipadukan,
disisipkan) ke dalam mata pelajaran (bidang studi) yang ada.

Seperti halnya tubuh kita memerlukan gula, garam, vitamin.
Bahwa gula, garam, vitamin kita perlukan, memang ya. Namun
untuk sampai pada kita, tidak selalu harus diminum secara utuh
berupa gula, garam dan vitamin tersebut, tetapi dapat berinte-
grasi (terpadu) melalui sayur, kue, buah-buahan, air the dan lain-
lain. ltulah sebenarnya prinsip integrasi (keterpaduan) materi
PKLH ke dalam bidang studi lain yang ada. Cara pendekatan inte-
gratif pada dasarnya adalah pendidikan berwawasan lingkungan
yaitu menanamkan wawasan dan cara dalam memandang berb-
agai segi kehidupan atau pengetahuan.

Karena alasan itulah, maka KLH sebaiknya integratif yang me-
mang lebih nalar (logis) dan juuga lebih efisien dan lebih efektif.
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ltulah sebabnya untuk tingkat pendidikan dasar menengah prak-
tis diterapkan kepada banyak mata pelajaran seperti lImu Pen-
getahuan Sosial (IPS), liImu Pengetahuan Alam (IPA), Pendidikan
Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Agama, Olahraga dan Kese-
hatan, bahasa, kesenian, dan lain-lain.

Pandangan integratif ini telah menjadi pandangan bersama
antara penentu kebijaksanaan pendidikan kependudukan dan
lingkungan hidup termasuk BKKBN, para ahli ilmu KLH, Bappenas
dan sebagainya. sedangkan untuk pendidikan tinggi, khususnya
bagi IKIP dan FKIP PKLH diberikan sebagai mata kuliah tersendiri
(monopolitik) dengan menambahkan pokok bahasan implemen-
tasi pengembangan metode dan teknik pengajaran PKLH melalui
pendekatan integratif pada progam sekolah. Penambahan pokok
bahasan ini dimaksudkan agar para calon guru kelak dalam pro-
fesinya sebagai guru mampu mengajar PKLH yang kreatif dalam
mengintegrasikan (memadukan) pada bidang-bidang studi yang
dipegangnya.

Pokok bahasan pendekatan integratif dalam pengajaran PKLH
di sekolah diperlukan dalam kurikulum PKLH di IKIP dan FKIP
mengingat kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita su-
dah sepakati untuk dilaksanakan melalui pendekatan integratif ke
dalam bidang studi.

Integrasi bukan sekedar menyisipkan bahan atau materi pen-
gajaran PKLH ke dalam bidang studi yang diajarkan oleh guru.
Bukan pula sekedar membicarakan masalah kependudukan dan
lingkungan hidup pada setiap kali guru mengajar pokok bahasan
suatu bidang studi. Integrasi yang diharapkan adalah integrasi
konseptual yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis
berdasarkan kurikulumnya sehingga baik tujuan maupun materi
kedua pokok bahasan (dari bidang studi dan PKLH) benar-benar
menyatu, saling mengisi dan menunjang serta mempercaya pen-
getahuan dan pemahaman para siswa.

Oleh sebab itu integrasi (paduan) sekurang-kurangnya harus
tercermin dalam empat hal yaitu:

Integrasi dalam kurikulum khususnya garis-garis besar progam
pengajaran (GBPP). Dilihat dari pokok bahasan yang ada dalam
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GBPP, materi PKLH telah dimasukkan dalam GBPP berbagai bi-
dang studi pada pendidikan dasar dan menengah baik kurikulum
1975 yang disempurnakan maupun kurikulum 1984 untuk SMA.
Integrasi dalam GBPP bidang studi, pengembangan PKLH mengi-
kuti bidang studi yang menyerapnya khususnya dalam hal materi,
alokasi waktu maupun distribusinya dalam kelas, semester atau-
pun catur wulan.

Integrasi dalam satuan pelajaran berdasarkan GBPP bidang
studi yang telah diintegrasikan. Ini berarti dalam proses belajar
mengajar hanya ada satu satuan pelajaran, tujuan, materi, kegiat-
an belajar mengajar, metode dan alat serta penilaian yang men-
cakup integrasi bidang studi PKLH.

Integrasi dalam proses belajar mengajar, artinya belajar men-
gajar harus merupakan satu kesatuan yang bulat sehingga para
siswa tidak mempunyai PKLH terpisah dari berbagai bidang studi
yang menyerapnya. Kesan yang ada pada siswa adalah bahwa
mereka sedang belajar bidang studi tertentu dari guru yang men-
gajarnya atau buku bidan studi yang dipelajarinya.

Integrasi dalam penilaian formatif ataupun penilaian suma-
tif. Ini berarti penilaian hasil belajar siswa dalam PKLH ada atau
tercermin pada saat melakukan penilaian bidang studi yang me-
nyerap (berintegrasi) dengan PKLH.

Apabila paduan (integrasi) telah tercermin dalam empat bi-
dang diatas, berarti PKLH telah dapat berintergrasi dalam bidang
studi yang relevan. Secara teknis pengajaran PKLH yang diintegra-
sikan lebih sulit dibandingkan dengan pengajaran PKLH sebagai
mata pelajaran tersendiri (monopolitik). Pendekatan integratif
melibatkan sebagian besar guru bidang studi di sekolah. Mereka
diharapkan mengintegrasikan materi PKLH pada saat mengajar-
kan pokok bahasan dari bidang studi yang dibinanya yang diang-
gap ada kaitan pembahasannya.

Hasil penelitian di sekolah dasar yang menggunakan buku
bidang studi terpadu dengan materi pendidikan kependudukan
(termasuk di dalamnya pendidikan lingkungan hidup) oleh Saidi-
hardjo (1985) menunjukan bahwa:

Penggunaan buku-buku bidang studi terpadu dengan materi
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pendidikan kependudukan menghasilkan prestasi belajar pen-
didikan kependudukan (dan lingkungan hidup) yang lebih baik
dibandingkan dengan penggunaan buku-buku bidang studi bu-
kan terpadu materi pendidikan kependudukan (dan lingkungan
hidup).

Murid-murid sekolah dasar di daerah perkotaan memiliki
prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan murid-mu-
rid sekolah dasar di pedesaan dalam mata pelajaran pendidikan
kependudukan (dan lingkungan hidup).

Prestasi belajar pendidikan kependudukan (dan lingkungan
hidup) yang lebih tercermin pada pandangan murid-murid yang
bersikap positif terhadap aspek pengaruh pertambahan pen-
duduk terhadap kehidupan manusia.

Penggunaan buku-buku bidang studi terpadu materi pendidi-
kan kependudukan dan lingkungan hidup memberikan pengaruh
positif terhadap kegiatan belajar mengajar murid di sekolah mau-
pun di luar sekolah dibandingkan dengan pengajarannya yang
hanya bertumpu pada guru.

Penggunaan buku-buku studi terpadu materi pendidikan
kependudukan dan lingkungan hidup memberikan kemudahan
bagi para guru dalam pelaksanaan pengajaran PKLH yang diinte-
grasikan pada bidang studi di sekolah dasar.

Bahwa pendidikan kependudukan mempunyai dampak ter-
hadap sikap dan persepsi seseorang ditunjukan oleh penelitian
Saidihardjo (1986) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
persepsi mahasiswa terhadap penundaan masa kawin menunjuk-
kan bahwa mahasiswa yang memperoleh mata kuliah pendidikan
kependudukan lebih positif persepsinya tentang penundaan masa
kawin dibandingkan dengan mahasiswa yang belum memperoleh
mata kuliah pendidikan kependudukan.

Demikian upaya membentuk manusia Indonesia yang berwa-
wasan kependudukan dan lingkungan hidup melalui pendekatan
pendidikan yang berpaling kepada lembaga pendidikan tenaga
kependidikan (IKIP dan FKIP) sebagai tumpuan harapannya.

Marilah kita bersyukur bahwa salah satu usaha pembangun-
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an di bidang kependudukan melalui keluarga berencana keber-
hasilannya telah mengundang kekaguman dunia sehingga ba-
nyak negara-negara berkembang belajar tentang pengelolaan
dan pelaksanaan kegiatan gerakan keluarga berencana di negara
kita. Kita sambut dengan rasa syukur bahwa baru-baru ini Bapak
Presiden Soeharto telah menerima Global Population Statesman
Award yang untuk pertama kalinya diberikan kepada seorang
kepala negara oleh Population Institute di Washington, Amerika
Serikat. (Haryono Suyono, 1988, 7).

Penghargaan ini tentunya harus menjadi motivasi kuat un-
tuk melanjutkan perjuangan kita, karena sesungguhnya masalah
yang kita hadapi masih sangat besar. Selanjutnya Haryono Suy-
ono mengatakan (1988) bahwa untuk mendapatkan perubahan
tingkah laku yang rasional diperlukan proses yang panjang. la
merupakan perubahan sikap manusia dalam lingkungannya atau
masyarakatnya. Pengetahuan teknis tentang keluarga berencana
tahun 1968-1969 itu sangat rendah, sehingga kita kemudian me-
nentukan bahwa progam KB ini harus dimulai dengan pendidikan
serta penyuluhan yang gencar, agar perbedaan antara sikap dan
tingkah laku makin lama makin dekat, dan bisa berakibat pada pe-
rubahan tingkah laku. Setelah diselenggarakan pendidikan tahun
1970 telah berhasil mendapatkan peserta KB 50 ribu setahun.

Disinilah komponen PKLH yang diberikan oleh para guru me-
lalui program sekolah khususnya dan generasi muda umumnya
diharapkan berperan besar dalam memberikan sumbangannya.

Dengan bekal yang berupa pemahaman sasaran pokok bi-
dang kependudukan, lingkungan hidup dan usaha menciptakan
keselarasan antara kependudukan dan lingkungan hidup serta
bagaimana mengintegrasikan PKLH ke dalam bidang studi yang
dibina oleh para guru, diharapkan dapat diwujudkan situasi dan
kondisi keselarasan dalam berinteraksi antara komponen kepen-
dudukan dan lingkungan hidupnya. Untuk mewujudkan harapan
itu menurut hemat saya, struktur kurikulum PKLH lembaga pen-
didikan tenaga kependidikan (IKIP dan FKIP) dengan bobot 2 sks,
sekurang-kurangnya memuat pokok-pokok materi sebagai beri-
kut:
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1.

Pengantar Pengajaran Pendidikan Kependudukan dan Ling-
kungan Hidup
a. Latar belakang
b. Kedudukan
c. Tujuan
Konsep Dasar Kepandudukan dan Lingkungan Hidup
a. Konsep dasar kependudukan
b. Konsep dasar lingkungan hidup
c. Permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup
Interaksi Kependudukan dan Lingkungan Hidup
a. Interaksi kependudukan dan lingkungan hidup
b. Interaksi kependudukan dengan pembangunan
c. Interaksi lingkungan hidup dengan pembangunan
Parameter Kependudukan, Lingkungan Hidup dan Pemba-
ngunan
a. Parameter Kependudukan
b. Parameter Lingkungan Hidup
c. Parameter Pembangunan
Kependudukan
Perkembangan penduduk Indonesia dan dunia
Pengukuran dinamika kependudukan
Beberapa teori kependudukan
Konsep ketenagakerjaan di Indonesia
Sistem kependudukan di Indonesia
Prospek kependudukan di Indonesia
Llngkungan Hidup
I. Lingkungan Hidup Alam
Konsep ekosistem
Dinamika dan stabilitas ekosistem
Energi dan kehidupan
Faktor pembatas
Dinamika populasi dan komunitas
Perkembangan dan evaluasi ekosistem
Biografi
Il. Llngkungan Hidup Binaan

a. Sumber daya

b. Tata ruang dan wilayah
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c. Ekonomi sumber daya
d. llmu pengetahuan dan teknologi
e. Konsep limbah
. Lingkungan Hidup Sosial
a. Konsep lingkungan hidup sosial
b. Sistem sosial
c. Dinamika dan perubahan sosial
d. Sistem sosial di Indonesia
7. Pengelolaan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
I. Prinsip Pengelolaan dan Kebijaksanaan Kependudukan
a. Keluarga berencana
b. Transmigrasi
Il. Prinsip-prinsip Pengelolaan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Hidup
a. Komponen yang terkait
b. Keanekaragaman masalah
c. Prinsip keseimbangan dan keserasian
8. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pesisir
a. Pengelolaan daerah aliran sungai dan
b. Pengelolaan daerah hutan
c. Pelestarian hutan dan pantai
d. Pengelolaan bahan buangan laut
e. Pengendalian pencemaran laut
9. Pembinaan Mutu Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam
I. Pembinaan dan Pelestarian Alam
a. Pengembangan suaka alam, taman nasional dan ka-
wasan lindung
b. Kelestarian tanah, air dan hutan
II. Pembinaan Mutu Lingkungan
a. Pengembangan kriteria mutu lingkungan
b. Pemantauan mutu lingkungan hidup
10.Pengembangan Pemukiman dan Pengelolaan Tata Ruang
a. Wilayah perkotaan
b. Wilayah pedesaan
11.Dasar-dasar Analisis Dampak Lingkungan
a. Kegunaan
b. Metode pelaksanaan dan penyusunan andal
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c. Metodologi andal

d. Peraturan perundangan kependudukan dan lingkungan
hidup

e. Lembaga swadaya masyarakat

12.Implementasi Pengajaran PKLH pada Progam Sekolah dan Luar

Sekolah

a. Pendekatan pengajaran

b. Progam sekolah

c. Progam luar sekolah

d. Konsekuensi pendekatan terpadu materi PKLH pada bidang
studi

e. Evaluasi belajar PKLH

EVALUASI BELAJAR PKLH

Untuk progam studi satu semester dengan bobot 2 sks, po-
kok-pokok bahasan materi tersebut di atas saya anggap memadai
dalam rangka mempersiapkan calon guru di sekolah yang mem-
bawa misi mengintegrasikan PKLH dalam usaha membentuk ma-
nusia Indonesia yang berwawasan kependudukan dan lingkungan
hidup, dengan rincian sebagai berikut:

Pokok Bahasan Frekuensi tatap muka
100 menit
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
2 kali
3 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
11. 2 kali
12. 1 kali
Ujian hasil belajar 2 kali

Jumlah 18 kali
PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH
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Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankan-
lah saya mengucapkan beberapa kata penghargaan dan ucapan
terimakasih kepada pihak-pihak yang memungkinkan saya mem-
peroleh kepercayaan memangku jabatan Guru Besar ini.

Pertama, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada
yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah
memberikan kepercayaan yang sangat mulia ini kepada saya un-
tuk memangku jabatan sebagai Guru Besar. Semoga Tuhan Yang
Maha Esa berkenan menganugerahkan kemampuan kepada saya
untuk berbuat lebih banyak bagi pendidikan di Indonesia dalam
batas-batas kemampuan saya sebagai manusia.

Kedua, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Bapak Rek-
tor IKIP Yogyakarta dan saudara-saudara anggota Senat Guru Be-
sar IKIP Yogyakarta yang telah berkenan menerima kehadiran saya
dalam kelompok profesi ilmiah yang terhormat ini. Semoga Tuhan
yang Maha Esa melimpahkan bimbingannya agar saya dapat ber-
partisipasi aktif dalam lembaga terhormat ini.

Ketiga, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada para man-
tan promotor saya vyaitu ibu Prof. Dr. Ny Maftuchah Jusuf, Bapak
Prof. Imam Bernadib MA, dan Bapak Prof. Drs. Sutrisno Hadi MA.
Dari beliau-beliau itulah semangat, ambisi dan inspirasi saya ter-
dorong untuk meraih jabatan tertinggi di bidang pendidikan ini,
dan saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ambisi
itu telah menjadi kenyataan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya
menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-
besarnya.

Keempat, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada segenap
sivitas akademika dalam lingkup Fakultas Pendidikan IImu Pen-
getahuan Sosial IKIP Yogyakarta yang telah memungkinkan saya
menduduki jabatan Guru Besar ini. Saya bersyukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa bahwa 20 tahun saya telah menekuni profesi ke-
guruan dan kependidikan ini bersama saudara-saudara dengan
segala suka dan rasa dan diberi kesempatan pertama menduduki
jabatan tertinggi sebagai Guru Besar di dalam lingkungan FPIPS
IKIP Yogyakarta. saya berdoa semoga jabatan ini akan segera disu-
sul oleh saudara-saudara yang lain.
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Kelima, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada mahasiswa
dalam lingkungan IKIP Yogyakarta khususnya. Mahasiswa adalah
komponen dalam civitas akademika. Tanpa saudara mahasiswa
maka jabatan dan gelar Guru Besar ini tak mungkin ada. Bahkan
proses belajar mengajar dan pendidikan di lembaga ini akan tia-
da. Dalam proses pengejaran pendidikan inilah saya dapat belajar
dari saudara. Harapan saya agar saudara kelak menjadi guru dan
pendidik yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup.
Saudara-saudara mahasiswa memikul beban tanggung jawab bagi
generasi mendatang untuk dapat mempertahankan dan mening-
katkan kesejahteraan hidupnya sebagai bangsa yang bebudaya,
kokoh dan tegar di bawah panji-panji Pancasila dan UUD 1945.

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam suasana yang berbahagia dan bersejarah bagi saya ini
terkenanglah saya pada seluruh figur yang telah turut membesar-
kan saya, mendidik, mendampingi, dan membantu saya sehingga
sampai ke jenjang yang sekarang ini. Mereka adalah para guru saya
dari sekolah dasar sampai sekolah dasar sampai Pascasarjana, ayah
dan ibu saya (almarhumah), mertua saya (almarhum), semua pa-
man dan bibi saya, adik-adik saya, istri dan anak-anak saya. Berkat
bimbingan dan dorongan dari semuanya itu maka akhirnya men-
gantarkan saya ke jenjang yang sekarang ini. Atas semua ini saya
sampaikan rasa hormat dan terimakasihku yang tulus.

Khususnya kepada isteri dan anak-anak saya yang tercinta saya
sampaikan terimakasihku yang tulus, karena mereka telah dapat
menciptakan suasana yang memungkinkan saya mencapai ke jen-
jang karier tertinggi yang sekarang ini.

Akhirnya kepada segenap hadirin dan undangan terhormat,
yang telah berkenan menghadiri upacara ini, saya ucapkan teri-
makasih banyak. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu
menunjukan jalan yang benar, jalan dari orang-orang yang dirid-
hoinya.

Sekian.

Wassalamu’alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

Yogyakarta, 18 Februari 1989.
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RIWAYAT PENDIDIKAN

1955, tamat sekolah Rakyat di Jatilawang, Purwokerto

1959, lulus Sekolah Guru B (SGB) 3 tahun di Purwokerto

1962, lulus Sekolah Guru A (SGA) di Purwokwrto

1965, lulus Sarjana Muda Pendidikan Geografi pada Fakultas Kegu-
ruan llmu Sosial IKIP Yogyakarta

1968, lulus Sarjana Pendidikan Geografi pada Fakultas Keguruan Iimu
Sosial IKIP Yogyakarta

1983, lulus Magister Pendidikan (M.Pd) progam studi Pendidikan
Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pasca Sarjana IKIP Jakarta
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9/K Tahun 1988 terhitung mulai 1 April 1988 diangkat sebagai Guru
Besar Gol. IV/d pada FPIPS-IKIP Yogyakarta

e Ketua Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS Yogyakarta, 1985-1988
e Pembantu Dekan | FPIPS- IKIP Yogyakarta, 1985-1988
e Dekan FPIPS- IKIP Yogyakarta, 1988-sekarang
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PENGALAMAN LAIN

Peserta Seminar Nasional Pendidikan Kependudukan, Dedikbud, Ci-
loto, 1970

Anggota Tim Penyusun buku-buku pelajaran Pendidikan Kependudu-
kan SD, SMP, SMA dan sekolah Kejuruan, PNPK Depdibud-BKKBN, Ja-
karta 1974-1982

Kursus Intensif Pendidikan Kependudukan, PNPK Depdikbud, 1974
Penataran Dosen IKIP dan FKg seluruh Indonesia dalam rangka men-
dukung progam doctor (memperoleh rekomendasi untuk promosi
Doktor), 1979

Penataran penyusunan bahan instruktusional jarak jauh IKIP Band-
ung dan Pusat TKPK, 1980

Studi Banding pelaksanaan pengajaran pendidikan kependudukan di
Malaysia, Srilanka, India, Thiland, Korea Selatan dan philipina, de-
ngan beaya UNESCO, 1977

Latihan Metode Penelitian Survey, PPSK UGM, 1979

Penataran IPS P3G Depdikbud di Semarang, 1979

Penataran Manajemen dan Administrasi Perguruan Tinggi Depdik-
bud di Cipayung, 1986

Penataran pengawasan Melekat Tingkat Pusat (TARWASKAT) angka-
tan IX, Jakarta, 1988

KEGIATAN LAIN

Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan
(LP2K) IKIP Yogyakarta 1972-1986

Anggota Dewan redaksi Cakrawala Pendidikan dan Jurnal Kependidi-
kan IKIP Yogyakarta, 1971-1979 dan 1984 sampai sekarang

Ketua Umum Himpunan Peminat dan Ahli Pendidikan Kependudukan
dan Lingkungan Hidup (HIPA PKLHI) cabang Yogyakarta, 1984-seka-
rang

Konsultasi Kursus Tertulis Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta,
1980-1986

Konsultasi Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar (P3D) Derah Istime-
wa Yogyakarta bidang Studi llmu Pengetahuan Sosial (IPS) 1974-1978
Konsultasi proyek pendidikan Kependudukan lewat Pengajian, Mu-
hammadiyah, 1975-1976

Ketua Umum lkatan Keluarga Alumni FPIPS (IKAPIS) IKIP Yogyakarta,
1987-sekarang
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MAJALAH DAN JURNAL

Membangun Desa, DERMAHA, Th. Ill, No. 4, 1968, p. 13-16

Apakah Pendidikan Kependudukan itu?, Jurnal IKIP Yogyakarta, No. I, Th. 1,
1971, p. 2-9

Peranan Kaum Pendidik dalam Berpartisiapasi Mensukseskan Progam Kepen-
dudukan di Indonesia, INFORMASI No. 3 Th. Il, 1972, p. 13-18

Masalah Pendekatan dalam Pelaksanaan Pengajaran pendidikan Kependudukan
dalam Progam Sekolah, PUSARA, No. 1, th. 51, 1983, p.10-16

Mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan ke dalam Social Studies, BULETIN
SEKOLAH PEMBANGUNAN, No. 7, 1973, p. 50-55

Perkembangan Pendidikan Kependudukan di Indonesia Dewasa ini, INFORMASI,
No. 2, th. IV, 1974, p. 4-13

Melibatkan lembaga Pendidikan Guru dalam Pendidikan Kependudukan, JUR-
NAL IKIP YOGYAKARTA, No. 8, Th. IV, 1974, p. 1-12

Mengapa limu-ilmu Sosial Dianggap Lemah di Indonesia, INFORMASI, No. 2, Th.
VIl 1977, p. 13-16

Implikasi Pendidikan Kependudukan di Sekolah dalam Pelaksanaann Kurikulum
1975, INFORMASI, No. 2, Th. IX, 1979, p. 12-19

Masalah Kependidikan Sekitar Penyediaan Guru Geografi dalam Lingkungan IKIP
Yogyakarta, No. 13, Th. IX, 1979, p. 16-14

Guru dalam ikut ambil bagian Pendidikan Lingkungan, JURNAL IKIP YOGYAKAR-
TA, No. 13, Th. IX, 1979, p. 21-37

Pendidikan terbuka, kuliah terbuka dan kemungkinan memanfaatkannya di lem-
baga tenaga kependidikan, CAKRAWALA PENDIDIKAN, No. 1, Th. XlI, 1982,
p. 57-64

Gotong Royong dalam berbagai bentuknya di Indonesia serta pengarunya ter-
hadap pengaruhnya terhadap nilai anak, INFORMASI, No. 1, Th. XIlI, 1982,
p. 26-37

Refleksi Prestasi Belajar Murid Sekolah Dasar dalam mata Pelajaran Pendidikan
Kependudukan terhadap sikap tentang pengaruh pertumbuhan pendudk
terhadap segi kehidupan mmanusia. Jurnal Kependidikan No.l Volume 15
tahun 1985.

Strategi menciptakan Iklim yang menunjang terjadinya Transmigrasi Swakarya,
Cakrawala pendidikan, No. | Volume V 1986

Pengaruh Progam KB Nasioanal terhadap pergeseran Nilai anak dalam masyara-
kat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Kependidikan No. 2 Volume XVII,
1987

Sentuhan Pendidikan bagi anak kurang beruntung di Indonesia, Cakrawala Pen-
didikan No. 3 tahun VII, 1988.
Penelitian dan Kertas Kerja

Kerjina Batik, Gerabah dan Pendidikan di Daerah Bayat, Informasi No. 1 Th. Ill,
1973 p. 31-46

Progam Pendidikan Lingkungan dengan pendekatan terpadu, 1978 (kertas kerja
Dies Natalis X1V, IKIP Yogyakarta)

Korelasi antara frekuwensi Penggunaan buku-buku literature dalam hubungan-
nya dengan prestasi belajar mahasiswa jurusan Geografi FKIS IKIP Yogyakar-
ta, 1979 (anggota peneliti)
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Penjajagan tentang persepsi pengetahuan bidang studi IPS bagi mahasiswa
tingkat pertama FKIS IKIP Yogyakarta, 1979/1980 (laporan penelitian)

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan progam pendidi-
kan kependudukan uang diintegrasikan pada murid-murid SMP, di Kotama-
dya Yogyakarta, 1980 (anggota peneliti)

Evaluasi keberhasilan pengajaran bidang studi IPS di Sekolah Lanjutan, 1981 (la-
poran penelitian)

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penundaan
masa kawin, 1986 (laporan penelitian)

Pengaruh Progam KB Nasional terhadap pergeseran nilai anak dalam masyara-
kat di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1987 (laporan penelitian)

Pengetahuan dan sikap tentang Pendidikan KB dan KB mandiri, bagi generasi
muda di Kotamadya Yogyakarta, 1987 (laporan penelitian)

Pengembangan kurikulum PKLH yang berwawasan Lingkungan, (kertas kerja
Seminar Pendidikan dan Kependudukan IKIP Yogyakarta 1988)
Buku-Buku Pelajaran

Guru dalam masa pembangunan di Indonesia, Karya Tulis dalam rangka me-
nyambut Dies Natalis XIIl IKIP Yogyakarta , 1977 p. 61-65

Pedoman pengembangan kurikulum Pendidikan Kependudukan, (konstributor)
PNPK-BKKBN 1976

Bidang Studi IPS dalam Pelaksanaan Kurikulum 1975, IKIP Yogyakarta (Seri Ino-
vasi Pendidikan)

Team Teaching IKIP Yogyakarta, 1978 (Seri Inovasi Pendidikan)

Penduduk dan Pendidikan Kependudukan, BURSA BUKU Yogyakarta 1979

Dasar-dasar Kependudukan, BURSA BUKU Yogyakarta 1979

Pengantar Bidang Studi IPS di sekolah Lanjutan, TIGA SERANGKAI Solo, 1982

Penduduk, Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, TIGA SERANGKAI Solo,
1983

Diktat Bahan Kuliah Pendidikan Kependudukan, FPIPS IKIP Yogyakarta, 1984

Belajar Aktif dalam IPS untuk Sekolah Dasar, TIGA SERANGKAI Solo, 1987

IPS Sejarah untuk Sekolah Dasar (Ditulis bersama Drs. Sardiman AM), TIGA SE-
RANGKAI Solo, 1988

IPS Geografi dan Kependudukan untuk SMP, TIGA SERANGKAI Solo, 1988

IPS Sejarah untuk SMP (Ditulis bersama Drs. Sardiman AM), TIGA SERANGKAI
Solo, 1988

IPS Ekonomi Koperasi untuk SMPP, TIGA SERANGKAI Solo, 1988

Geografi untuk SMA, TIGA SERANGKAI Solo, 1986

TESIS SARJANA

Masalah Pertanian dan akibat-akibantnya di Kecamatan Jatilawang,
Kabupaten Banyumas, 1986

TESIS MAGISTER

Pengaruh Sistem Penyampaian Team Teaching (Pengajaran Beregu)
pada Prestasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kepen-
dudukan yang diintegrasikan di SMP Laboratori IKIP Yogyakarta, 1983
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DISERTASI

Pengaruh Penggunaan Buku studi terpadu dengan materi Pendidi-

kan Kependudukan pada Prestasi belajar murid dalam mata Pelajaran
Pendidikan Kependidikan di sekolah dasar, 1985

MATA PELAJARAN YANG DIBINA

1. Pendidikan Kepedudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH)
2. Geografi sosial

3. llmu kependudukan

4,
5
6
7.

Seminar geografi

. Penilaian Pencapaian Belajar Geografi
. Metode Penelitian Pendidikan

Filsafat llmu Sosial
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PERANAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
MASYARAKAT INDONESIA

Diucapkan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Terbatas IKIP YOGYAKARTA pada
Tanggal 21 Juli 1990

PROF. DRS. HADITONO

Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Madya dalam
Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pada
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut
Keguruan Dan Iimu Pendidikan Yogyakarta.
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Saudara Ketua Senat,
Saudara Sekretaris Senat,
Saudara Anggota Senat,
Hadirin sekalian yang mulia,

Saya merasa bahagia, bahwa pada hari ini mendapat kesem-
patan menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Be-
sar bidang Pendidikan lImu Pengetahuan Sosial. Pendidikan Iimu
Pengetahuan Sosial ini menarik perhatian karena peranannya
yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan manusia
dan masyarakat. Tetapi di samping peranannya yang menarik per-
hatian, juga terdapatnya keraguan ontologis dalam dirinya, yang
timbul sebagai akibat dari interpretasi ganda dari padanya, antara
lain:

Pendidikan IImu Pengetahuan Sosial diartikan sebagai pendi-
dikan yang bertujuan membuat peserta didik/si terdidik memiliki
kesadaran dan pemikiran (mindedness) akan Iimu Pengetahuan
Sosial.

Pendidikan IlImu Pengetahuan Sosial diartikan sebagai pro-ses
kegiatan mendewasakan peserta didik/di terdidik melalui ilmu
pengetahuan sosial.

Perbedaan interpretasi ini konsekuensinya terjadi perbedaan
konsepsi dan konsep ganda pada pendidikan llmu Pengetahuan
Sosial itu. Dalam keadaan keraguan ontologis, keraguan konsepsi,
sulit akan menangani dan mengembangkannya. Maka masalah
keraguan itu harus dipecahkan untuk memungkinkan penanga-
nan dan pengembangan dengan baik. Tetapi karena tidak adanya
konsep resmi dan pedoman resmi untuk menentukan konsep
pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu, maka konsep itu ditentu-
kan sendiri dengan dasar pemikiran yang dicari dalam semangat
kehidupan pendidikan itu sendiri. Pada era orde baru ini semangat
pendidikan pada umumnya mengarah kepada menunjang pelak-
sanaan pembangunan nasional. Konsep pembangunan nasional
Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam GBHN mencakup
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangun-
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an seluruh masyarakat Indonesia. Manusia Indonesia seutuhnya
dididik ditingkatkah ketagwaanya kepada Tuhan YME, ditingkat-
kan kecerdasan dan ketrampilannya, dipertinggi budi pekerti-
nya, diperkuat kepribadiannya dipertebal semangat kebangsaan
dan cinta tanah airnya agar dengan demikian manusia Indonesia
dapat membangun dirinya sendiri dan membangun masyarakat.
Atau singkatnya, manusia Indonesia dididik untuk menjadi manu-
sia pembangunan sedangkan masyarakat Indonesia dibangun un-
tuk mewujudkan kondisi adil dan makmur, yang memungkinkan
manusia Indonesia dapat hidup bahagia.

Dalam konsep pembangunan itu mengandung arti memberi
kesempatan yang cukup leluasa kepada manusia Indonesia yang
bersifat multi dimensional dan menempatkan pada posisi sentral
dalam berperan melaksanakan hidup bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Manusia Indonesia di satu pihak menjadi objek
yang dididik dan dibangun, tetapi di lain Pihak sekaligus men-
jadi subjek yang mendidik dan membangun dirinya sendiri yang
produknya berupa manusia seutuhnya dan membangun masyara-
kat yang produknya berupa kondisi adil dan makmur.

Berdasar atas pemikiran tentang semangat kehidupan pendi-
dikan ini, tepat kiranya jika ditentukan konsep pendidikan ilmu
pengetahuan sosial sebagai proses pendewasan peserta didik
melalui peran ilmu pengetahuan sosial.

Hadirin yang mulia,

Jika dipikirkan, pelaksanaan pembangunan Indonesia itu pada
dasarnya berupa suatu proses kegiatan yang membuat perubah-
an atau /mengubah situasi kehidupan orang dan masyarakat yang
lama menjadi situasi kehidupan baru. Dengan istilah yang populer
yang lama itu disebut kolot, sedang yang baru disebut modern.
Jadi pelaksanaan pembangunan berarti proses kegiatan men-
gubah kehidupan masyarakat kolot menjadi kehidupan masyara-
kat modern. Bertolak dari pengertian masyarakat kolot dan ma-
syarakat modern itu, pelaksanaan pembangunan juga di pahami
sebagai proses modernisasi. Namun dalam hal hubungan antara
pembangunan dan modernisasi itu tak ada kesatuan pendapat,
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terdapat banyak variasi.

Di antara pendapat-pendapat itu yang ekstrim di satu pihak
menyatakan bahwa pembangunan itu sendiri adalah modernisa-
si. Di lain pihak menyatakan bahwa pembangunan tidak identik
dengan modernisasi. Masing-masing mempunyai identitasnya
sendiri; namun keduanya ada hubungan fungsional yang penting,
ialah bahwa pembangunan akan terwujud baik apabila pelaksa-
naannya dilakukan dengan modernisasi. Terlepas dari persoa-
lan kebenaran dari pendapat ekstrim itu, pada umumnya orang
sependapat bahwa modernisasi tepat dipergunakan sebagai
landasan berpikir pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian
perlu diketahui apa modernisasi itu.

Para ilmuwan banyak mengkaji modernisasi itu; pada umum-
nya menyatakan bahwa modernisasi itu mencakup masalah yang
kompleks, karenanya sukar didefinisikan secara tepat. Dr. J.W.
Schoorl, memandang modernisasi itu dan segi operasional yang
diambil dari pengalaman negara-negara maju, memberi definisi
modernisasi itu secara umum: “Modernisasi adalah penerapan
pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas, semua
bidang kehidupan atau kepada semua aspek-aspek masyarakat”.
Definisi muncul dari pengamatannya bahwa bertambahnya pen-
getahuan ilmiah itu merupakan faktor terpenting dalam proses
modernisasi. Maka besar atau kecilnya modernitas sesuatu ma-
syarakat akan tergantung pada besar atau kecilnya penerapan
pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dr. Sudjatmoko, dalam makalahnya berjudul Modernisasi,
Sekularisme dan Kekuasaan, menjelaskan arti modernisasi untuk
masyarakat Indonesia sebagai berikut: Modernisasi masyarakat
dan budaya Indonesia merupakan keharusan bagi bangsa Indone-
sia, agar mampu bertahan di dunia modern sebagai suatu bangsa
yang merdeka dan otonom. Usaha pembangunan masyarakat
Indonesia mau tak mau harus dapat mempertinggi kemampuan
itu. Modernisasi meliputi penguasaan serta kemampuan meman-
faatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk menja-
wab tantangan dan peluang yang dihadapi suatu bangsa. Tanpa
kemampuan menerapkan dan mengembangkan pengetahuan
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modern, pengetahuan berdasar ilmu pengetahuan, suatu bangsa
akan terdesak dari lingkaran kekuasaan tempat diambil kepu-
tusan-keputusan yang akan menentukan masa depan bangsa-
bangsa di dunia.

Penjelasan modernisasi Dr. Sudjatmoko itu didasarkan atas
pandangan dan pemikirannya perkembangan masyarakat dan
bangsa untuk masa depan. Dua ungkapan modernisasai itu, baik
dari Dr. JW. Schoorl maupun dari Dr. Sudjatmoko menunjukkan
hakekat modernisasi yaitu penguasaan dan penerapan ilmu pen-
getahuan atau pengetahuan ilmiah pada segala aspek kehidupan
manusia dan masyarakat untuk mengubah pandangan hidup, si-
kap hidup, dan gaya hidup yang terkait oleh adat atau tradisi kolot
menjadi modern.

Bagi Indonesia, apa yang dimaksud masyarakat tradisional
kolot dan apa yang dimaksud masyarakat modern belum tegas
secara terinci. Banyak konsep yang berbeda-beda. Namun jika
diamati, ada penegasan di dalam GBHN yang menyatakan bahwa
feodalis me-kolonialisme harus dikikis habis. Penegasan dapat
dipakai sebagai patokan untuk memahami masyarakat tradisional
kolot, bahwa yang dimaksud, masyarakat tradisional kolot oleh
GBHN tak lain dari pada masyarakat feodal-kolonial. “Masyarakat
ini adalah masyarakat yang dijiwai oleh mental feodalisme-kolo-
nialisme. Gejala yang muncul di permukaan masyarakat feodal-
kolonial ini antara lain.

1. Struktur sosial yang berkesenjangan tinggi antara kelompok
elite dan kelompok bawah.
2. Posisi sosial ditentukan dengan sistem warisan.

3. Pelaksanaan kekuasaan secara otoriter; demokrasi tidak ada.
Penguasa menekan, sedang rakyat berkewajiban harus mela-
yani kepentingan penguasa/atasan.

4. Rakyat bersikap takut terhadap atasan; menerima nasib, apa-
tis.

5. Rakyat pada umumnya bodoh; aktivitas, kreativitas dan din-
amikanya rendah.

6. Penghasilan rakyat rendah, kehidupannya miskin.
7. Sebaliknya masyarakat modern yang kita maksudkan adalah
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masyarakat yang gejalanya berlawanan dari gejala masyarakat
feodal-kolonial tersebut, atau secara singkatnya masyarakat
yang gejalanya adil, makmur dan stabil.

Hadirin yang mulia,

Pelaksanaan pembangunan, baik perkembangan manusia
maupun pembangunan masyarakat indonesia melalui proses
modernisasi sepertitersebut di atas, nampak jelas peran ilmu pen-
getahuan. llmu pengetahuan mutlak diperlukan. Adapun bentuk
perannya, sejajar dengan ide yang terkandung dalam ilmu pen-
getahuan itu sendiri. Setiap ilmu pengetahuan meyakini bahwa
realitas adalah perwujudan hubungan gejala-gejala baik simultan
maupun sekuensial. IlImu menjelaskan hubungan kausal/fung-
sional antara gejala-gejala itu secara logis dan rasional. Secara
singkat dikatakan bahwa ide ilmu adalah pemikiran secara kau-
salitas yang logis dan rasional. Dalam pelaksanaan pembangunan
dengan proses modernisasi, menerapkan ilmu pengetahuan un-
tuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia berarti men-
didik manusia Indonesia mampu berpikir secara kausalitas yang
logis dan rasional. Berpikir semacam ini disebut juga berpikir ilmi-
ah berarti bebas dari ikatan tradisi kolot dan menjadikan manusia
dan masyarakat Indonesia modern. Adapun peran Iimu Pengeta-
huan Sosial dalam hubungan ini, secara umum sama seperti ilmu
pengetahuan pada umumnya yaitu mendidik berpikir kausalitas
yang logis dan rasional; secara khusus IImu Pengetahuan Sosial
berhubungan dengan kehidupan sosial kehidupan yang langsung
dihadapi dan dihayati oleh manusia dan masyarakat setiap saat.

Menurut teori Talcott Parsons (seorang teoretikus sosial
ulung), bahwa seluruh kehidupan manusia dilaksanakan/diwu-
judkan dalam bentuk tindak-tindakan (actions). Agar dapat dica-
painya tujuan hidup dengan baik orang menyusun urutan tujuan-
tujuannya menjadi satu sistem tujuan, sehingga tindakan untuk
mencapai tujuan itupun tersusun menjadi satu sistem tindakan.
Dalam masyarakat kehidupan sosial yang diwujudkan dengan
tindakan sosial (social actions) itu tersusun rapi yang keseluru-
hannya disebut sistem sosial. Sistem sosial itu dilaksanakan untuk
mencapai tujuan sosial; sedang tujuan sosial tersusun menjadi,
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empat sub tujuan sosial yaitu: ekonomi, politik, sosialisasi dan
kultural. Tindakan sosial untuk mencapai sub-sub tujuan sosial itu
disebut sub sistem sosial. Jadi dalam sistem sosial terdapat empat
sub sistem sosial, yaitu: sub sistem ekonomi, sub sistem politik,
sub sistem sosialisasi dan sub sistem kultural.

Dari teori Talcott Parsons ini dapat kita pahami bahwa sub
sistem ekonomi, politik, sosialisasi dan kultural itu merupakan tu-
juan atau saran hidup yang disadari dan dihayati langsung oleh
setiap orang dan masyarakat. Jika dibandingkan dengan sasaran-
sasaran pembangunan Indonesia, saran pembangunan itu sama
dengan sub-sub sistem sosial Parsons, ditambah dengan sub
sistem hankam.

Dalam praktek, setiap sub sistem sosial itu telah dipelajari
dan dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan: ilmu ekonomi,
ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu kebudayaan dan ilmu kewiraan.
Dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan untuk pelaksanaan
pembangunan itu, llmu-ilmu Pengetahuan Sosial itu diajarkan
dan dipelajari oleh manusia masyarakat Indonesia, yang hasilnya
akan tercerna menjadi nilai-nilai yang, dipakai sebagai landasan
pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan kehidu-
pan sosialnya.

Dari uraian di atas jelas bahwa IImu Pengetahuan Sosial mem-
punyai posisi/peran yang sangat sentral dalam pelaksanaan pem-
bangunan manusia Indonesia yang diharapkan mampu mewu-
judkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar
Pancasila.

Hadirin yang mulia,

Pelaksanaan peran Iimu Pengetahuan Sosial dalam pemba-
ngunan Indonesia perlu kita ketahui sampai dimana keberhasi-
lannya. Keberhasilan itu diukur dari produk yang dihasilkan oleh
pelaksanaan pendidikan/pengajaran ilmu pengetahuan sosial
selama proses pembangunan Indonesia berjalan. Tetapi produk
yang langsung mengena pada sasaran manusia Indonesia seutuh-
nya yang berupa peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan, pening-
katan kecerdasan dan ketrampilan, peningkatan kebangsaan dan
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cinta tanah air terlalu sukar diukur karena kita memang belum
mempunyai alat ukur yang akurat untuk itu. Yang mungkin dapat
diukur adalah produk yang dihasilkan oleh manusia pembangun-
an itu sendiri, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur
berdasar Pancasila.

Cita masyarakat adil dan makmur yang dimaksud oleh GBHN
dalam pelaksanaannya jelas tertuang dalam trilogi pembangun-
an, yaitu: pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas na-
sional.

Tentang keadilan, yang dimaksud adalah situasi perasaan puas
sebagai ungkapan dari pemerataan. Ada delapan sasaran yang
harus diratakan, yang penjabaran dalam pencapaiannya melalui
delapan jalur pemerataan, yaitu:

1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya san-
dang, pangan, dan perumahan.

2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pela-
yanan kesehatan.

3. Pemerataan pembagian pendapatan.

4. Pemerataan kesempatan kerja.

5. Pemerataan kesempatan berusaha.

6. Pemerataan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemba-
ngunan, khususnya generasi muda dan kaum wanita.

7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah ta-
nah air.

8. Pemerataan kesempatan memperoleh pengadilan.

Delapan sasaran pemerataan itu pada hakekatnya tidak berdiri
sendiri-sendiri, melainkan terkait sama lain merupakan satu ke-
satuan. Pengukuran produk pemerataan ini sukar dikerjakan,
karena kita belum mempunyai metode pengukuran dan alat ukur
yang tepat. Untuk dapat melakukan pengukuran pada umumnya
orang mengambil salah satu dari delapan sasaran pemerataan
yang dipandang punya peran dominan sebagai tolok ukur. Bi-
asanya pemerataan pembagian pendapatan yang dipakai sebagai
tolok ukur yang tepat. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pem-
bangunan di Indonesia yang meletakkan titik berat pembangun-
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an pada pembangunan ekonomi, karena dianggap kehidupan
ekonomi mempunyai peran dominan dalam proses pelaksanaan
pembangunan. Sedangkan pembagian pendapatan di dalam eko-
nomi memang sudah biasa dipakai sebagai tolok ukur pemer-
ataan kemakmuran, bahkan juga dipakai sebagai indikator sistem
ekonomi itu sendiri.

Selanjutnya tentang masyarakat makmur yang dimaksud oleh
GBHN tertuang dalam logi kedua yaitu: pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pertumbuhan produk-
si dan hasil produksi, berupa tersedianya benda dan jasa untuk
memuaskan kebutuhan hidup. Masyarakat makmur akan terwujud
jika penyediaan benda dan jasa cukup banyak sehingga banyak ke-
butuhan hidup yang dapat dipuaskan. Dalam masyarakat modern
hasil produksi suatu negara biasanya dinyatakan dengan perhitun-
gan uang, yang disebut pendapatan nasional. Pendapatan nasional
ini akan menentukan besarnya kemakmuran masyarakat negara
itu. Untuk cepat memperoleh gambaran berapa besar kemakmu-
ran masyarakat biasa juga digunakan konsep pendapatan perkap-
ita. Dalam ekonomi telah ada metode dan instrumen menghitung
pendapatan nasional dan pendapatan perkapita itu yang akurat.

Hadirin yang mulia,

Sejak awal pelaksanaan pembangunan Indonesia selalu dipan-
tau oleh lembaga-lembaga kajian baik dari dalam negeri maupun
dari luar negeri. Pemantauan juga menggunakan kriteria konsep
pemerataan pembagian pendapatan dan pendapatan perkap-
ita f sebagai pencerminan wujud masyarakat adil dan makmur.
Pada tahun 1976 Prof . Dr. Sumitro Djojohadikusuno dari Cen-
tral Policy Study (CPS) mempelajari situasi masyarakat adil dan
makmur Indonesia, dengan mengolah data-data dari Biro Pusat
Statistik (BPS). Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga
lapisan: lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah.
Kemudian diperbandingkan besarnya jumlah penduduk dan
besarnya pendapatan antara lapisan-lapisan itu. Untuk pemba-
gian pendapatan besar penduduk 20% dari jumlah penduduk,
memiliki pendapatan 56% . dari pendapatan nasional. lapisan
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menengah, besar penduduk 40% dari jumlah penduduk, memiliki
pendapatan 33% dari pendapatan nasional. Lapisan bawah, be-
sar penduduk 40% dari jumlah penduduk, memiliki pendapatan
11% dari pendapatan nasional. Untuk kemakmuran ditunjukkan
dengan besarnya pendapatan perkapita; pada waktu itu besarnya
US $ 150 setahun.

Dari perumusan ini dapat kita menginterpretasi: Mengenai
situasi kemakmuran, pendapatan perkapita. US & 150 setahun
itu termasuk pendapatan yang rendah. Jika dibanding dengan
pendapatan sesama negara Asia, pendapatan Indonesia itu
yang paling rendah, tetapi tidak yang terendah dalam bandin-
gan dengan pendapatan negara-negara di dunia. Pada waktu itu
pendapatan Indonesia masih termasuk nomor tiga dari bawah.
Jadi dapat dikatakan pada waktu itu bangsa Indonesia masih
miskin.

Mengenai pembagian pendapatan yang mencerminkan keadi-
lan, rumus Sumitro tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kes-
eimbangan pemerataan. Bahkan pakar-pakar sosial ekonomi baik
dari dalam negeri maupun dari luar negeri, terutama Bank Dunia:
menyebut/menyatakan bahwa pembagian pendapatan; Indone-
sia itu sebagai kesenjangan tinggi atau terkenal dengan istilah
high ineguality. Dalam rumus pembagian pendapatan Dr. Sumi-
tro itu nampak menyolok perbedaan pendapatan antara, lapisan
atas dan lapisan bawah. Menurut ahli-ahli sosial ekonomi lapisan
bawah yang besarnya 40% dari jumlah penduduk itu dikategori-
kan sebagai lapisan miskin mutlak, atau juga disebut lapisan yang
hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu hidup yang hanya mampu
mempertahankan hidup saja tanpa, pengembangan. Dengan ada-
nya kesenjangan tinggi itu, berarti bahwa cita-cita keadilan sosial
atau masyarakat adil belum terwujud.

Sebelas tahun kemudian atau tepatnya tahun 1987 Prof. Dr.
Sumitro Djojohadikusumo kembali memaparkan pendapatan
perkapita dan pembagian pendapatan Indonesia. Pendapatan
perkapita telah mencapai US $ 500 setahun. Sedang pembagian
pendapatan: Lapisan atas, 20% dari jumlah penduduk, memiliki
pendapatan 43% dari pendapatan nasional. Lapisan menengah,
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40% dari jumlah penduduk, memiliki pendapatan 37,4% dari
pendapatan nasional. Lapisan bawah, 40% dari jumlah pen-
duduk, memiliki pendapatan 19,6% dari pendapatan nasional.
Angka-angka dan susunannya di atas menunjukkan adanya pe-
rubahan situasi hasil pelaksanaan pembangunan dalam jangka
waktu sebelas tahun. Kemakmuran meningkat lebih dari tiga kali.
Penyediaan benda dan jasa, pemuas kebutuhan cukup melimpah
di mana-mana. Ini adalah suatu prestasi pembangunan yang luar
biasa. Inipun berarti juga keberhasilan penerapan llmu Penge-
tahuan Sosial untuk mendidik/mengajar manusia menjadi ma-
nusia pembangunan. Pada pembagian pendapatan telah terjadi
perubahan juga. Dengan stratifikasi yang sama lapisan atas turun
13%, lapisan menengah naik 4,4%, dan lapisan bawah naik 8,6%.
Yang menyolok, naiknya pendapatan lapisan bawah, dengan 8,6%
itu. Di negara-negara berkembang pendapatan lapisan bawah
19% itu sudah termasuk baik sekali. Kita boleh bangga dengan
perubahan itu, yang menunjukan menciutnya kesenjangan sosial
dan bahwa proses terwujudnya cita-cita masyarakat adil berjalan
lancar. Tetapi di samping bangga, dapat pula kita curiga, apakah
perubahan pembagian pendapatan itu merata atau tidak.

Nampaknya di dalam setiap strata itu juga terjadi pergeseran
bahkan pergeseran itu mungkin tajam. Kalau kita melihat masih
adanya kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan pada
strata bawah, meskipun jumlahnya hanya’ 30 juta orang; menun-
jukkan bahwa perubahan pembagian pendapatan dalam strata
ini tidak merata, sehingga terdapat kesenjangan yang jumlahnya
menciut, tetapi tingginya meruncing. Jika di lapisan bawah terjadi
pergeseran kesenjangan menciut dan meruncing, lapisan atas
pun terjadi pergeseran semacam itu. Pergeseran menciut dan
meruncingnya kesenjangan lapisan atas dapat diketahui dari data
angka-angka pembayaran pajak.

Sampai sekarang penduduk yang terdaftar sebagai wajib pa-
jak perseorangan hanya 783.422 orang. Wajib pajak yang sudah
dikomputer baru 250.000 orang. Dari wajib pajak yang dikom-
puter ini dapat diketahui bahwa.

¢ Yang berpenghasilan Rp 1 milyar ke atas setahun 162 orang.
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Yang berpenghasilan Rp 100 juta - Rp 1 milyar setahun 7950
orang.
Yang berpenghasilan Rp 30 juta - Rp 100 juta setahun 88073
orang.
Menurut penjelasan seorang pejabat pajak, tercatat 10% wa-

jib pajak membayar 90% dari seluruh hasil pajak. Dari angka-ang-
ka ini dapat diketahui betapa meruncingnya kesenjangan sosial,
walaupun jumlahnya menciut. Meskipun kenyataan kesenjangan
tinggi itu terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan, na-
mun tanggapan para ahli tentang itu berbeda- beda:

1. Kesenjangan sosial itu bersifat struktural, dalam arti merupak-

an komponen yang harus ada di dalam setiap struktur sosial.
Karena itu kesenjangan sosial bukanlah masalah sosial. Kesen-
jangan sosial itu akan membentuk keharmonisannya sendiri di
dalam proses perkembangan sosial itu.

Pendapat ini benar: tetapi kesenjangan sosial itu dapat men-
jadi masalah sosial jika membawa internalisasi-sosial-ekonomi
yang menggebu sekarang ini mendorong timbulnya transfor-
masi sosial ekonomi di Indonesia; dari transformasi ini nampak
bahwa kesenjangan sosial makin meruncing. Meruncingnya
kesenjangan sosial memperlihatkan gejala kecenderungan ter-
bentuknya dualisme sosial-ekonomi antara lapisan elite dan
lapisan bawah. Dualisme sosial ekonomi ini akan mengham-
bat/menghalangi proses pelaksanaan kebijaksanaan pemba-
ngunan Indonesia.

Pendapat lain mengatakan bahwa kesenjangan sosial itu
merupakan masalah yang bersifat struktural. Tetapi struktur
sosial itu tidak mutlak. Struktur sosial itu dapat berubah dan
dapat diubah. Maka masalah kesenjangan sosial dapat disele-
saikan dengan mengubah atau memperbaiki struktur sosial.
Dr. Mubyarto ahli administrasi pembangunan menyoroti ke-
senjangan dari segi administrasi berpendapat bahwa ke-
senjangan sosial itu merupakan masalah yang cukup serius,
karena kesenjangan itu pencerminan dari ketidakmerataan
hasil-hasil pembangunan. Dikatakan bahwa bagaimanapun
baiknya suatu konsep pembangunan, pelaksanaannya sangat

72



Peranan ilmu pengetahuan sosial

tergantung pada kualitas birokrasi. Mudah dilihat bahwa,
dalam wilayah kerja birokrasi terjadi perbentur fungsi memo-
bilisasi berbagai sumber, mengalokasikan dan mengkonversi-
kan sumber-sumber menjadi output yang direncanakan, baik
dalam pertumbuhan, pemerataan distribusi hasil pembangun-
an ataupun nilai-nilai lain yang dikehendaki. Dalam kaitan de-
ngan pelaksanaan kebijaksanaan pemerataan, mudah ditemu-
kan masih adanya ambivalensi kebijaksanaan, yang tertuang
pula dalam sikap dan perilaku aparat birokrasi. Di satu pihak
ada kehendak melaksanakan kebijaksanaan pemerataan, di
lain pihak pada waktu yang bersamaan ijin-ijin yang dikeluar-
kan kurang mendukung pemerataan (8 sasaran pemerataan).
Yang memprihatinkan ialah bahwa perbuatan penyimpangan
dilaksanakan tanpa perasaan bersalah. Keadaan semikian su-
dah menyebar di hampir seluruh wilayah kerja birokrasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan so-
sial itu sumbernya terletak pada tingkah laku orang-orang aparat
birokrasi, bukan pada sistem birokrasinya sendiri.

Dalam menanggapi masalah kesenjangan sosial ini, saya
sependapat bahwa kesenjangan sosial itu pencerminan ketidak-
merataan hasil-hasil pembangunan atau belum tercapainya cita-
cita masyarakat adil dan dari pembangunan Indonesia. Karena
kenyataan itu biasanya kesenjangan sosial diidentikkan dengan
ketidakadilan, yang pada hakekatnya menjadi rasa kebencian
dan kecemburuan sosial, yang akhirnya menjadi sumber dan in-
stabilitas sosial. Meskipun sering juga diungkapkan bahwa faktor
yang mendorong timbulnya keresahan dan instabilitas sosial itu
kemiskinan, tetapi jika kemiskinan itu tidak disertai oleh rasa ke-
benciaan dan kecemburuan sosial tidak akan ada pengaruhnya
terhadap instabilitas sosial itu.

Saya juga sependapat bahwa sumber kesenjangan sosial itu
terletak pada sikap dan perilaku orang-orang pelaksana pemba-
ngunan; orang-orang pelaksana pembangunan itu bukan hanya
aparat birokrasi saja, melainkan semua orang yang berpartisipasi
dalam: pelaksanaan pembangunan, atau secara umum disebut
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manusia-manusia pembangunan Indonesia.

Persoalannya sekarang, mengapa manusia-manusia pelaksana
pembangunan itu dapat menjadi sumber; kesenjangan sosial?
Jaksa Agung Sukarton Marmosujono menjelaskan bahwa latar
belakang titik tolak orang-orang pelaksana pembangunan itu me-
mang berbeda-beda; jadi hasil perkembangannya pun berbeda-
beda. Namun demikian dalam proses pembangunan ini harus
diupayakan agar perbedaan/kesenjangan sosial itu menyempit.

Dalam suatu kesempatan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo men-
erangkan bahwa sistem nilai masyarakat sekarang ini cenderung
materialistis dan konsumeristis. Kalangan kelas -menengah se-
makin ingin kemanusiaan seperti nilai etika, nilai moral, ailai de-
mokrasi, nilai kebebasan. Selanjutnya dikemukakan bahwa fungsi
kaum intelektual sebagai pemikir selalu ikut bertanggungjawab
moril dan sosial pada situasi dan perkembangan masyarakat. Jika
dikaitkan dengan pembangunan, pembangunan sebagai totalitas
usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa,
tidak lepas dari salah satu unsur pokok dewasa ini yaitu Science
dan fungsi ilmu pengetahuan.

Hadirin yang mulia,

Dengan melihat kepada kenyataan dan memperhatikan
pendapat serta keterangan-keterangan para ahli tentang kesen-
jangan sosial tersebut di atas, dapat diketahui bahwa selama
pelaksanaan pembangunan terdapat kesenjangan sosial yang
cenderung makin meruncing, kesenjangan sosial itu mencer-
minkan belum terwujudnya cita-cita masyarakat adil. Sumber ke-
senjangan sosial terletak pada sikap dan tingkah laku manusia-
manusia pelaksana pembangunan tidak dilandasi oleh nilai-nilai
kemanusiaan seperti nilai moral, nilai etika, nilai demokrasi, nilai
kebebasan. Kenyataan ini menunjukan bahwa penerapan limu
Pengetahuan Sosial untuk men-didik/mengajar manusia-manusia
pembangunan Indonesia masih belum berhasil seperti yang di-
harapkan. Perlu dipikirkan dimana letak kelemahan penerapan
itu. Jika diperhatikan bahwa di bidang kemakmuran penerapan
IImu Pengetahuan Sosial itu berhasil baik, maka ketidakberhasi-
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lan di bidang keadilan tentu bukan cara penerapannya yang le-
mah, melainkan kualitas IImu Pengetahuan Sosial itu belum/tidak
sesuai dengan hasil keadilan yang diharapkan. Kualitas yang di-
maksud bukan yang bersangkutan dengan ontologisnya, melain-
kan semata-mata hanya epistemologinya.

Hadirin yang mulia.

Jika ditelusuri ke belakang akan nampak jelas bahwa lImu-ilmu
Pengetahuan Sosial yang berkembang di Indonesia sekarang ini
bukan hasil ciptaan ilmuwan Indonesia sendiri, melainkan ber-
asal dari Eropa, dibawa masuk ke Indonesia langsung oleh orang-
orang Belanda zaman penjajahan dulu, dan sebagian dibawa
masuk oleh orang-orang Indonesia sendiri lewat Amerika Serikat.
[Imu ini disebut lImu Pengetahuan Sosial baru atau modern, yang
dibangun oleh Auguste Comte dengan dasar pemikiran/falsafah
positivisme-empirisme. Pada IImu Pengetahuan Sosial baru ini
terdapat tuntutan (c/laim) “validitas universal”. Tuntutan ini mula-
mula diperkenalkan oleh ahli ilmu alam, ternyata mempengaruhi
besar kepada para ahli ilmu sosial, yang kemudian diambil alih se-
bagai keyakinannya sendiri, dan kenyataannya dianggap berlaku
juga untuk bidang Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial.

Pemikiran baru ini muncul disebabkan oleh terjadinya proses
perkembangan masyarakat dengan perubahan-perubahan besar
di dunia Barat. Dalam menghadapi perubahan yang begitu besar
itu masyarakat Barat membutuhkan penjelasan-penjelasan baru
yang diharapkan datang dari pemikir-pemikir sosial dan ilmuwan
sosial, yang melalui salah satu cara dapat melegitimasikan per-
kembangan baru itu. Pada umumnya terdapat dua penjelasan
yang kuat, yang biasanya kebenarannya diterima begitu saja: Per-
tama, masyarakat baru yang dibangun atas dasar ilmu pengeta-
huan dan industri/teknologi lebih baik daripada masyarakat lama
yang dibangun atas dasar kekuatan agama dan militer; karenanya
masyarakat baru itu harus didukung kemenangannya. Kedua, cara
berpikir ilmiah diambil sebagai model universal dari segala jenis
sistem kognitif, yang dapat diterima tiap bangsa dari kebudayaan
apapun, dan harus menjadi metode satu-satunya dalam menan-
gani setiap jenis masalah.
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Masyarakat industri diambil oleh Auguste Comte sebagai
model universal untuk segala jenis masyarakat di dunia. Masyara-
kat industri dibangun atas dasar pemikiran positif, yaitu bentuk
pemikiran manusia setelah melampaui tahap pemikiran teologis
dan metafisis. Karenanya mempelajari masyarakat hanya akan
tepat jika pendekatannya menggunakan Pemikiran positif. Ini be-
rarti bahwa lImu Pengetahuan Sosial harus bebas dari nilai-nilai
agama dan kemanusiaan termasuk etika, moral kebebasan, de-
mokrasi dan seterusnya.

Dalam bentuk epistemologisnya ilmu positif untuk kebenaran
formalnya meneruskan ilmu empiris yang lahir dari falsafat Aris-
toteles. llmu empiris berkembang melalui penelitian-penelitian.
Yang melalui penelitian murni langkah-langkah metodologisnya
adalah: pengumpulan data, klasifikasi data diskripsi data, uraian
tentang hubungan fungsional antar data, dan berdasarkan itu
membangun suatu keterangan sebab-akibat yang umum sifat-
nya. Secara teknis metodologis langkah-langkah itu dinyatakan:
deskripsi-analisa-konseptualisasi/generalisasi. Dalam penelitian
terapan, ilmu empiris tetap mempertahankan langkah-langkah
yang sama, tetapi tekanannya untuk menjelaskan data-data yang
dikumpul menggunakan hukum umum.

Inti hukum ilmiah adalah kausalitas yang dibentuk dengan me-
nerapkan salah satu prosedur logika Aristoteles, yang menegas-
kan asas: kebenaran konklusi dideduksi dari kebenaran premis.:
Rumus dasarnya: jika A maka B. Rumus ini umum sifatnya, dapat
diterapkan pada segala tingkat kebenaran: metafisis, etis, empiris
(Positivisme hanya menerapkan pada tingkat kebenaran empiris).
Penerapan asas ini menjadi hukum kausalitas asasnya: Jika ada
sebab tentu akan timbul akibat. Jika sebabnya diketahui akan di-
ketahui juga akibatnya. Sebab diusahakan diketahui untuk mem-
prediksi munculnya akibat. Lebih lanjut, jika sebab itu diciptakan
dengan sengaja, maka dapat dengan sengaja pula memunculkan
akibat yang dikehendaki.

Untuk kebenaran materialnya ilmu positif banyak dipengaruhi
oleh ajaran rasionalisme Descartes. Falsafah Descartes dibangun
atas dasar adagium: Cogito Ergo Sum (aku berpikir, karena itu aku
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ada): Cogito berarti menempatkan peran berpikir menjadi peran
yang menentukan bagi manusia. Dalam falsafah Descartes se-
benarnya dibedakan antara psikologi yang disebut res cogitans
dan kosmologi yang disebut res extensa. Tetapi dalam hubungan
dengan manusia, peran res extansa ditempatkan lebih rendah
daripada res cogitans. Menurut ajarannya, bahwa segala sesuatu
yang lain yang berada di luar diri manusia baru ada jika sudah di-
ketahui oleh manusia atas cara jelas dan pasti (clear and distinct).
Ergo sum membuat peran ego menjadi menonjol dalam hidup
manusia. Maka dampak falsafah Descartes terhadap manusia
adalah bahwa seluruh usaha berpikir itu seolah-olah bukan untuk
membuktikan ada banyak hal yang lain, tetapi hanya untuk mem-
buktikan selalu ditentukan oleh sang ego atau ada saya. Berpikir
selalu ditentukan oleh sang ego itu.

Jika dihubungkan logika Aristoteles dan rasionalisme Cartes-
sian yang diterapkan dalam llmu Pengetahuan Sosial, logika Ar-
istoteles memberi pengetahuan manusia sifat penguasaan atas
masyarakat, sedangkan rasionalisme Cartessian membuat akal
manusia menjadi sangat egosentris. Jadi dari keduanya itu men-
dorong semangat orang untuk dapat mengetahui dan menguasai
masyarakat untuk tujuan kepentingan sendiri.

Demikian itulah hakekat epistemologi IImu Pengetahuan Sosi-
al modern yang dibangun oleh Auguste Comte atas dasar falsafah
positivisme-empirisme-rasionalisme. Dalam perkembangannya,
sampai sekarang dan yang di Indonesia berlaku dominan, [Imu
Pengetahuan Sosial itu berciri positif-logis-rasionalistis-obyek-
tif-murni-verifiable-empiris. Inti hukum ilmunya berupa hukum
kausal, hukum sebab-akibat dari kausa efisien.

Ternyata pemikiran ilmu yang berpasal pada hukum kausal,
ilmu itu hanya mengajarkan cara menarik kesimpulan atau cara
memprediksi akibat; ilmu ini tidak mengajarkan menemukan nilai
(nilai justru ditolak), yang penting artinya bagi kehidupan manu-
sia, terutama yang dapat mencegah pretensi dan kecenderungan
manusia akan penguasaan yang berlebihan. Pemikiran kausal
memang melatih berpikir logis tetapi tidak melatih berpikir etis,
orang dilatih menjadi lebih pintar, tetapi tidak dilatih bertanggung
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jawab; orang mendapat metode stok mengetahui lebih banyak,
tetapi tidak diberi stode untuk memutuskan lebih baik. Prof. Dr.
Daud Yusuf mengatakan bahwa IImu Pengetahuan Sosial positif
ini sering dan hampa akan nilai-nilai kemanusiaan.

llImu Pengetahuan Sosial positif/modern ini senang berperan
sangat menopang perkembangan revolusi industri dan kapital-
isme. llmu ini sangat efektif diterapkan untuk membangun manu-
sia dan masyarakat industri dan kapitalis yang semangat hidupnya
mengejar kemakmuran.

Bagi manusia dan masyarakat Indonesia yang bersifat multi-
dimensional, yang semangat hidupnya di samping mengejar ke-
makmuran juga mengejar keadilan dan ketenteraman/kestabilan,
ternyata tidak cukup dibangun dengan menerapkan limu Penge-
tahuan Sosial modern itu secara murni. Semangat mengejar ke-
makmuran dapat terpenuhi dengan baik, tetapi semangat menge-
jar keadilan dan kestabilan/ketentraman yang bertumpu pada
nilai-nilai kemanusiaan tak mungkin terpenuhi, karena ilmu itu
memang membersihkan diri dan nilai kemanusiaan. Dalam usaha
mengimbangi ketimpangan membangun manusia adil Indonesia
juga menerapkan ilmu-ilmu humaniora yang sesuai dengn falsa-
fah Pancasila dalam proses modernisasi pendidikannya. Teta-
pi karena penerapan ilmu itu secara monolitik terpisah satu
sama lain, hasilnya tak dapat luluh dalam diri masing-masing.
Ternyata dalam praktek kehidupan sehari-hari orang seolah-
olah membuat demarkasi bidang perbuatannya menurut ajaran:
masing-masing ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Pada ke-
sempatan berkegiatan beragama misalnya orang semangat dan
tekun melaksanakan kegiatan menurut ajaran agama yang mere-
ka peroleh; sebaliknya pada kesempatan berkegiatan berdagang/
berekonomi, ajaran agama yang diperoleh itu tak nampak tak dis-
adari sehingga kegiatannya murni: berdagang/berekonomi saja.

Hadirin yang mulia,

Situasi yang dialami bangsa Indonesia tersebut, dialami pula
oleh negara-negara berkembang lainnya. Pemikir-pemikir dan
ilmuwan sosial senior negara-negara berkembang itu kemudian
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menyadari akan, kelemahan penerapan Iimu Pengetahuan So-
sial positif-empiris dalam proses modernisasinya. Tetapi pada
awalnya mereka tak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki
kelemahannya itu, karena mereka tidak mempunyai epistemologi
lImu Sosial lain yang dipandang lebih baik.

Munculnya epistemologi llmu Pengetahuan Sosial dari mazhab
Frankfurt khususnya dari tokoh Jurgen Habermas yang kemudian
menjadi populer, nampaknya mempengaruhi cakrawala pemikir
dan ilmuwan sosial negara-negara berkembang tadi. Menurut
Habermas, kehidupan masyarakat selalu dilatar-belakangi oleh
dorongan-dorongan kepentingan hidup. Ada 3 kepentingan hid-
up, yaitu kepentingan teknis yang melahirkan kesadaran eko-
nomi, kepentingan praktis yang melahirkan kesadaran kemanu-
siaan/ budaya dan kepentingan emansipatoris yang melahirkan
kesadaran politik. Ketiga kepentingan/kesadaran itu dalam prak-
tek kehidupan sosial selalu berkaitan satu sama lain, tidak ter-
pisah berdiri sendiri, masing-masing memainkan perannya dalam
satu bentuk bersama untuk mewujudkan kehidupan sosial itu.

Atas pengaruh epistemologis Habermas ini, pemikir dan il-
muwan sosial negara-negara berkembang tadi bangkit berusaha
memperbaharui epistenologi lImu Pengetahuan Sosialnya me-
lalui kegiatan/gerakan yang disebut indigenisasi. Di Indonesiapun
tidak ketinggalan, pemikir dan ilmuwan sosial senior (yang saya
kenal lewat Karya-karyanya misalnya: Dr. Mubiyarta, Dr. Sartono
Kartodirdjo, Dr. Sudjatmoko, Dr. Umar Senoadji, dan lain-lain)
bangkit dan sadar melakukan usaha indigenisasi itu. Lalu apa yang
dindigenisasikan itu? Yang diindigenisasikan adalah dimensi uta-
ma llmu Pengetahuan Sosial yang terkandung dalam epistemologi,
yaitu dimensi ideologi, dimensi teori dan dimensi metodologi.

Tentang dimensi ideologi, yang dimaksud ideologi IImu Pen-
getahuan Sosial ialah preferensi nilai yang menentukan asumsi-
asumsi dasar sebuah teori sosial. Dalam IImu Pengetahuan Sosial
positif empiris nilai itu ditolak karena keyakinannya bahwa lImu
Pengetahuan Sosial memang hanya berurusan dengan reality
judgement, bukan dengan value judgement. Ilmu Pengetahuan
Sosial harus objektif, netral, bebas dari nilai (value free), bebas
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dari kepentingan (interest free) dan bebas dari kekuasaan (power
free). Bagaimanapun juga sebenarnya orang tak dapat menolak
nilai dalam ilmu pengetahuan, karena peranannya sebagai basis
suatu teori dan implikasi-implikasi yang timbul dari penerapan
teori itu. Nilai menunjukkan pengaruh status budaya atas ter-
bentuknya asumsi, dasar suatu teori kepentingan menunjukkan
pengaruh status ekonomi dan kekuasaan menunjukkan pengaruh
status politik, semuanya ini harus ada dalam kehidupan masyara-
kat karena itu bilamana status budaya berubah, status ekonomi
berubah, status politik pun harus berubah. Masyarakat Indone-
sia yang mempunyai status budaya status ekonomi dan status
politik yang berbeda dari masyarakat model yang dipakai dasar
menyusun llmu Pengetahuan Sosial positif-empiris, maka untuk
menyusun lImu Pengetahuan Sosial yang cocok kita harus menyu-
sun/menentukan ideologi ilmu pengetahuan yang tepat. Tentu
saja untuk ini dibutuhkan banyak penelitian-penelitian. Ideologi
merupakan dimensi yang sangat dominan untuk pengembangan
IImu Pengetahuan Sosial.

Tentang dimensi teori, asumsi dasar suatu teori sosial selalu
tergantung pada suatu sistem nilai budaya; ini berarti bahwa isi
teori sosial itu pun tergantung pada sistem kognitif dalam suatu
kebudayaan. Karena itu teori Ilmu Pengetahuan Sosial tidak dapat
lepas, dari sifatnya sebagai pencerminan pola berpikir tertentu.
Dalam hubungan dengan sistem kognitif tadi, suatu teori llmu
Pengetahuan Sosial dapat berperan ganda, yaitu melegitimasi
atau menentang sistem kognitif dari mana asal teori sosial itu lahir.
Maka indigenisasi teori sosial itu berarti menyesuaikan asumsi
dasar teori pengetahuan sosial dengan sistem nilai nasional In-
donesia serta merekonstruksi isi teori atas dasar sistem kognitif
nasional.

Tentang dimensi metodologi, metodologi diarti sebagai seper-
angkat peraturan formal yang membantu seseorang membuat
keputusan tentang apa dan mengapa pendapatnya benar dan
tepat. Metodologi dibangun berdasar atas logika formal. Se-
benarnya banyak jenis logika formal itu. Tetapi yang umumnya
dipakai adalah logika Aristoteles, sebagaimana yang dipakai
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membangun metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial positif empiris.
Dalam rangka indigenisasi itu dapat dipilih jenis logika yang di-
pandang lebih relevan/tepat, misalnya logika dialektis. Tetapi ba-
nyak ilmuwan sosial yang menyarankan, bahwa dalam memilih
metodologi hendaknya jangan gegabah. Sebaiknya dipilih met-
odologi yang sudah terbukti diterima secara luas dan teruji ke-
benarannya; karena metodologi merupakan kriteria yang dapat
menjamin validitas pengetahuan, apakah sistem pengetahuan itu
dapat diterima atau harus ditolak.

Hadirin yang mulia,

Segala yang diuraikan di atas, sebenarnya hanya suatu mani-
festasi dari keinginan saya untuk menyatakan bahwa limu Penge-
tahuan Sosial kita yang memainkan peran sangat sentral dalam
proses modernisasi membangun manusia dan masyarakat Indo-
nesia baru dapat memenuhi tuntutan membangun manusia dan
masyarakat makmur. Tuntutan manusia dan masyarakat adil be-
lum terpenuhi, karena llmu Pengetahuan Sosial yang diterapkan
dalam proses modernisasi adalah llmu Pengetahuan Sosial, posi-
tif-empiris yang tidak memiliki/ mengandung ideologi sistem nilai
budaya Indonesia (sedangkan sistem nilai itu menjadi tumpuan
rasa keadilan sosial), dan dengan sendirinya teori-teoti sosialnya
tak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Didorong oleh rasa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab
akademisnya, sementara pemikir dan ilmuwan sosial (senior)
kita telah sadar dan berusaha memperbaiki atau memperbarui
epistemologis ilmu pengetahuan sosial kita itu melalui kegiatan/
gerakan indigenisasi, untuk menemukan kesesuaian model ke-
hidupan sosial dan model pembangunan Indonesia dengan ilmu
pengetahuan sosial dipakai sebagai landasannya.

Sehubungan dengan itu, saya percaya bahwa teman-teman pe-
mikir dan ilmuwan sosial di IKIP ini juga, menyadari akan tanggung
jawab sosial dan akademis dalam menerapkan llmu Pengetahuan
Sosial-nya, untuk mendidik/membangun manusia dan masyarakat
Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita menghimbau
bahkan mengajak mendukung dan mengikuti jejak mereka yang
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melakukan kegiatan indigenisasi ilmu pengetahuan sosial, untuk
membantu mempercepat proses modernisasi membangun manu-
sia dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Demikian sekelumit uraian saya, semoga ada manfaatnya.
Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan.

Hadirin yang mulia

Perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan
terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan kepada
saya memangku jabatan Guru Besar. Juga terima kasih, saya sam-
paikan kepada Senat IKIP Yogyakarta atas kesediaan mengusulkan
saya memangku jabatan ini. Saya sampaikan pula terima kasih ke-
pada teman-teman sivitas akademika FPIPS yang banyak mem-
bantu saya menyiapkan pengusulan jabatan ini.

Banyak terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru
saya dari SD, SMTP, SMTA dan Perguruan Tinggi yang berjasa be-
sar mendewasakan saya.

Kepada bapak almarhum dan ibu tercinta saya sampaikan
sembah sungkem sebagai tanda terima kasih atas jasa-jasanya
membesarkan saya, kepada saudara-saudara saya yang selalu
membantu usaha-usaha saya.

Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada keluarga saya
sendiri, isteri dan anak-anak saya terutama kepada isteri yang ba-
nyak sekali mendorong semangat dan membantu segala usaha
saya sehingga dapat mencapai jenjang ini.

Akhirnya kepada hadirin yang mulia saya ucapkan terima kasih
atas perhatiannya.
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“Dunia adalah tempat aku lahir, hidup, dan bekerja. Dari Pagi sampai
malam dunia ini terbentang di hadapan mata Dan bila pada malam
hari aku tidur dapat dipastikan oleh Orang lain bahwa akutetap berada
di dunia di tengah-tengah makhluk dunia lainnya”.

Huybers, 1985

Yang terhormat rektor/Ketua Senat, Sekertaris Senat,
Senat Guru Besar, dan seluruh anggota Senat
IKIP YOGYAKARTA,
Yang terhormat Pimpinan Institut dan Staf,
Yang terhormat Pimpinan Fakultas dan Staf,
Yang terhormat segenap sivitas akademika
IKIP YOGYAKARTA
Yang terhomat para tamu undangan,
Handai taulan, dan hadirin sekalian,
Para mahasiswa yang saya cintai.

Kiranya damai sejahtera menyertai kita

engan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha

Esa, karena berkat kasih karunia Nya maka pada pagi hari ini
saya dapat berdiri di mimbar yang terhormat untuk menyampai-
kan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Madya pada Fakultas
Pendidikan [Imu Pengetahuan Sosial IKIP YOGYAKARTA.

Sebagai Guru Besar Madya yang mendapat tugas untuk mem-
bina Pendidikan Geografi , pada kesempatan ini saya akan me-
nyampaikan paparan tentang: “PENDIDIKAN GEOGRAFI, TUJUAN,
FUNGSI, TANTANGAN, DAN PELUANGNYA DALAM MENYONG-
SONG PEMBANGUAN JANGKA PANJANG KEDUA DI INDONESIA”.

PENDAHULUAN

Indonesia yang sedang membangun, memprioritaskan pem-
bangunannya pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Di samping
itu pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengejar keting-
galan dari negara lain yang maju, yang telah berhasil mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam membangun
bangsa, kemampuan mengidentifikasi potensi sendiri, dan pelu-
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ang dukungan luar menjadi amat penting. Untuk menumbuh-
kan kemampuan mengidentifikasi, peran ilmu pengetahuan dan
teknologi menempati posisi strategis, sedang untuk memperole-
hdukungan luar, kemampuan menghargai keberadaan bangsa
lain sangat di perlukan.

Kemampuan mengidentifikasi potensi sendiri dan menghargai
keberadaan bangsa lain, dapat ditempuh melaluiusaha pendidi-
kan dan pemgajaran. Pendidikan yaang secara eksplisit mempun-
yai kedudukan yang strategis adalah Pendidikan Geografi. Hal itu
tampak dalam rumusan tujuan Pendidikan Geografi, yaitu :

Agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan
mengembangkan kemampuan berfikir analitis geografis dalam
memahami gejala geosfer, memupuk rasa cinta tanah air, meng-
hargai keberadaan negara lain, dan dalam menghadapi masalah-
masalah yang timbul sebagai akibat interaksi antara manusia de-
ngan lingkungannya (Depdikbud, 1933: 1)

Saya tidak bermaksud menempatkan Pendidikan Geografi se-
bagai komponen satu-satunya (menentukan) yang mengemban
tugas tersebut. Tetapi di kandung maksud untuk mengajak kita
semua meletakkan fungsi berbagai disiplin ilmu sebagai bahan
ajar secara proporsional. Geografi sebagai bahan ajar, merupakan
bagian dari llmu Pengetahuan Sosial (IPS), terutama pada jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah Umum. Dewasa ini, Geografi di-
anggap kurang dapat memberikan dukungan terhadap pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kurang penting
sumbangannya terhadap pembangunan bangsa.

Masyarakat modern yang akan dihasilkan melalui pembangun-
an jangka panjang pertama maupun kedua, adalah masyarakat in-
dustri salah satu upaya untuk mencapai kondisi tersebut adalah
melalui jalur pendidikan formal. Fungsi jalur pendidikan formal
atau lembaga pendidikan adalah mewariskan nilai kepribadian
bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada generasi muda
bangsa. Untuk mengkondisikan masyarakat industri modern me-
lalui jalur pendidikan, kepada generasi muda peserta didik harus
diajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. IImu pengetahuan
dan teknologi sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan dan
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penghidupan masa depan, yang cenderung makin ketat dalam
persaingan.

Pendidikan sebagai wahana untuk mewariskan ilmu penge-
tahuan dan teknologi, menjadikan peserta didik dari tidak tahu
menjadi tahu, dari tidak ber-ajar menjadi ber-ajar. Pendidikan IPS,
termasuk didalamnya Geografi, menjelaskan gambaran tentang
perilaku kehidupan sosial, bagaimana berperilaku, bagaimana
merekonstruksi kehidupan sosial secara keilmuwan. Geografi,
menjelaskan status dan peran anggota masyarakat dalam hidup
bersama dalam lingkungannya. Sebagai wujud dari pengertian
dasar Geografi sebagai ilmu yang memberikan deskripsi tentang
bumi, dan hubungan antara manusia dan lingkungannya ( Free-
man dan Raup, 1949 : 1; Hagget, 1972 : 2; Getis/Getis/Fellimann,
1988 : 4). Lebih lanjut bintarto menyatakan bahwa Geografi seba-
gai ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta-fakta yang beraso-
siasi dalam ruang (Bintarto, 1979 : 4). Dengan demikian, pema-
haman atas konsep esensial ke-Geografian menjadikan peserta
didik berangsur-angsur menjadi insan pembangunan yang arif,
mengenal dirinya sendiri di tengah-tengah orang lain.

PERKEMBANGAN GEOGRAFI

Geografi sebagai bahan ajar, dalam perjalanan sejarahnya
telah mengalami pergeseran yang penting. Isi substansi, tujuan,
fungsi, terus menerus mengalami pembaruan disesuaikan de-
ngan perkembangan yang terjadi di luar. Hal ini sesuai dengan
sifat Geografi sebagai ilmu yang dinamis, sebab hubungan antara
manusia dengan lingkungan alam itu selalu berubah, bahkan Free-
man menyatakan bahwa yang tetapi itu adalah adanya perubah-
an tersebut (Freeman, 1949, v). Sejalan dengan itu, yang terjadi
di Indonesia pun secara berangsur-angsur mengikuti tuntunan
adanya dinamika dan pergeseran dalam menempatkan substansi,
tujuan, fungsi, dan metode pembelajaran Geografi di sekolah.

Perang dunia kedua merupakan awal pergeseran Geografi
sebagai sarana untuk menemukan, mengenali, dan selanjutnya
memanfaatkannya untuk kesejahteraan manusia, termasuk di In-
donesia. Geografi Kolonial (Dickenson, 1990 : xvii) menempatkan

88



Pendidikan geografi,

Geografi sebagai sarana untuk mendeskrepsikan daerah jajahan,
yang selanjutnya dapat dikuasai demi kemakmuran penjajah.
Sejalan dengan itu, bahan ajar Geografi didominasi kepentingan
penjajah, yaitu upaya untuk mengetahui (deskripsi) kekayaan
alam yang ada di suatu tempat.

Peserta didik diajar menghafal fakta-fakta di muka bumi. Pola
ajar demikian cenderung membosankan, kurang menarik (ker-
ing). Pada saatnya, bahan ajar kurang diminati, bahkan diremeh-
kan. Pada saat ini, Geografi sebagai bahan ajar seharusnya sudah
mengurangi tahap pertama yaitu Geografi deskriptif dan tahap
kedua Geografi klasifikatoris, tetapi menambah porsi Geografi
produktif (Abdulrachman, 1988: 18; Haring 1983: 5), sedang Bin-
tarto, menyebut urutan itu deskriptif, penjelasan, analisis, dan
penerapan (Bintarto, 1968 : 11). Jelas kiranya bahwa sebagai ba-
han ajar, Geografi mengantarkan peserta didik berkemampuan
melakukan tindakan mendeskripsikan, menjelaskan, menganali-
sis, dan akhirnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Barangkali saya boleh menambahkan sehubungan dengan ke-
adaan sekarang, adalah tahap pengendalian setelah analisis dan
prediktif. Hal ini saya pandang penting mengingat sifat kandungan
bumi yang bermanfaat bagi manusia terbatas dan dapat habis.

Di samping itu, kehidupan sekarang cenderung boros terha-
dap sumber alam; sedangkan pembangunan yang dilaksanakan
menganut pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan
(Emil Salim, 1988 : xxi), pembangunan yang berkesinambungan
dan berkelanjutan (GBHN 1993). Pentahapan tersebut tidak di-
maksudkan sebagai tahapan terpisah, dan ditinggalkan, tetapi
hingga sekarang pun masih difungsikan. Fungsi pentahapan itu
disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Propor-
si penyajian fakta (deskripsi dan klasifikatoris) amat bermanfaat
untuk jenjang pendidikan dasar, makin tinggi tingkatnya tentu ha-
rus makin berat pada analisis prediktif dan pengadilan. Rasanya
rambu-rambu proporsi muatan unsur keilmuan Pendidikan IPS,
termasuk Geografi yang ditawarkan oleh Damayanti berikut,
dapat dipakai sebagai referensi: Geografi sebagai iimu memang
berangkat dari fakta yang memerlukan observasi lapang dengan
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mata telanjang sekalipun (Briault and Shave dalam Walford, 1976:
108). Hal ini Pendidikan jalur sekolah disesuaikan dengan tingkat
perkembangan peserta didik, bahan ajar, dan tujuan yang hendak
dicapai. Rumusan fungsi dan tujuan pembelajaran geografi dalam
kadar yang berjenjang pula.

Fungsi Pendidikan Geografi mengembangkan kemampuan
siswa dalam mengenali dan memahami gejala alam dan ke-
hidupan dalam kaitannya dengan keruangan dan kewilayahan.
Di samping itu juga mengembangkan sikap positif dan rasional
dalam menghadapi permasalahan yang timbul.

TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN GEOGRAFI

Tujuan Pendidikan Geografi, sebagaimana dikutip pada bagian
terdahulu, secara harfiah menunjuk adanya tugas yang demiki-
an penting, yang dibebankan kepada Geografi; yakni menum-
buhkembangkan rasa cinta tanah air, sekaligus menghargai ke-
beradaan bangsa lain. Dengan demikian pembelajaran Geografi
mempunyai nilai lebih, dalam dimensi ke dalam dan ke luar.

Sementara itu, tugas lain sebagai tujuan pendidikan seperti
menumbuhkan kemampuan berfikir rasional, analisis tetap me-
lekat padanya. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan
menjadikan insan indonesia sebagai bangsa yang maju, tidak
kerdil, tidak merasa rendah diri. Atau boleh saya sebut berhasil
membangun keseimbangan diri. Hal ini tidak berarti melemah-
kan kontribusi substansi tersebut. Menurut hemat saya, semua
bahan ajar yang diprogramkan untuk pembekalan generasi muda
bangsa mencapai karakter yang diinginkan mempunyai dukungan
yang setara.

Di kalangan masyarakat modern, dalam tatanan hidup indus-
tri, timbul anggapan bahwa ajar yang penting untuk itu adalah
Matematika, llmu Alam, Kimia, dan Biologi. Cabang ilmu lain kurang
perlu (Dimyati, 1988 : viii). Karena itu pengajaran llmu Pengetahuan
Alam (IPA) dianggap lebih penting dibanding dengan yang lain. pe-
mikiran dikotomis yang bernada memojokkan, berkembang men-
jadi persepsi yang salah terhadap fungsi cabang ilmu lain. Gejala ini
rasanya sudah berkembang dalam masyarakat indonesia, termasuk
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masyarakat ilmu. Orang tua (tidak seluruhnya) memonitor prestasi
belajar anaknya berdasar prestasi IPA. Apabila nilai IPA rendah, de-
ngan wajah muram, ia mengatakan bahwa anaknya “bodoh”. Tin-
dakan selanjutnya adalah, upaya mencari terobosan melalui pem-
berian pelajaran tambahan (les) atau perlakuan lain agar prestasi
anaknya meningkat. Keluhan hampir tidak pernah ada, apabila nilai
lainnya rendah. Dalam praktik keseharian, timbul anggapan bahwa
jurusan IPA lebih unggul dibanding IPS, bahkan lahir anggapan bah-
wa apabila IPA-nya baik dengan sendirinya IPS-nya juga baik. Hail
itu nampak pada kesempatan yang diberikan kepada kelompok
IPA; mereka boleh memilih IPS dalam sistem penerimaan maha-
siswa baru, sedang kelompok IPS tidak boleh memilih IPA. Mungkin
pemikiran ini ada betulnya, tetapi perlu diingat bahwa memberi-
kan hak istimewa kepada salah satu kelompok ilmu merupakan
suatu tindakan yang kurang tepat. Tidakan seperti tersebut di atas
melupakan esensi keberadaan alam dan manusia, yang menurut
kenyataannya menunjukkan keanekaragaman, yang di dalamnya
masing-masing komponen menempati posisi dan peran yang ma-
pan pada saatnya

Hal itu dapat saya analogikan dengan lima jari tangan yang
saya miliki. Pada saat saya akan memberikan pujian kepada se-
seorang, maka ibu jarilah yang tampil, lainnya tunduk. Pada saat
telinga kita terasa gatal, jari kelingking memperoleh tugas berat,
bisa mengangkat badan, atau terpaksa memukul dengan tangan,
semuannya bersatu menghasilkan tenaga yang ampuh.

Alam ini memang beragam, masing-masing menempati posisi
dan peran yang sama pentingnya, walaupun tidak dalam waktu
yang bersamaan. Adi, meniadakan salah satu satu sebenarnya ti-
dak sesuai dengan kenyataanya.

Firman Tuhan pun mengajarkan kepada saya:

Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh, mata tidak dapat
berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kepala ti-
dak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. .....
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada ang-
gota yang tidak mulia diberi penghormatan khusus, supaya tidak ter-
jadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang
berbeda itu saling memperhatikan (Anonim, 1983 : 219).
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Hal serupa juga dinyatakan oleh Todaro, dunia ini sama de-
ngan tubuh manusia. Jika sebagian tubuh ada yang sakit, yang
lain pun akan merasakannya. Jika sebagian tubuh ada yang luka,
maka seluruh/sekujur tubuh akan menderita (Todaro, 1983 : 53).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tugas mem-
bangun kepribadian peserta didik, perilaku sosio civics dan in-
telektual. Ke semua aspek tersebut dibangun hingga terintegrasi
dengan kehidupan peserta didik. Sekolah mengajarkan ilmu
pengetahuan sebagai tindakan yang berorientasi pada tujuan.
Setelah mengikuti aktivitas belajar, diharapkan siswa tumbuh
menjadi insan yang utuh, yang berkemampuan memperoleh ke-
benaran, berpengetahuan, mampu menjelaskan, memprediksi,
mengendalikan, dan merupakan pengetahuan yang benar ( Dim-
yanti, 1988:64).

Geografi sebagai bahan ajar, dalam perjalanan panjangnya
telah mengalami pasang surut. Sebagai ilmu pengetahuan mo-
dern, Geografi memberikan kontribusi pada bidang pemerintah-
an, industri, tata kota, militer, pembangunan wilayah, pemecahan
masalah-masalah kemasyarakatan ( Dimyati, 1988 : 32; Bintarto,
1989 : 10; Boyce,1982: 21; GBHN 1993).

Dalam struktur kurikulum sekolah di indonesia sejak ke-
merdekaan hingga saat ini, mata pelajaran Geografi belum pernah
lepas dari keanggotaan mata ajar di sekolah. Walaupun demikian,
posisinya sangat lemah. Hal ini terbukti, pada Kurikulum 1984,
mata pelajaran Geografi dengan nama Geografi dan Kependudu-
kan, merupakan mata pelajaran inti, tetapi tidak merupakan bah-
an Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Sedang pada
kurikulum 1994 khusus untuk Sekolah Menengah Umum hanya
diberikan pada kelas satu dan dua, dan terjadi pengurangan jam
belajar dalam tiap minggunya. Dengan demikian keberadaan
mata ajar Geografi sebenarnya ada pada posisi yang kurang
menguntungkan, bila dibandingkan dengan tuntunan yang dibe-
bankan kepadanya.

Apabila diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dilacak dari
ketentuan konstitusi, posisi Geografi sebagai bahan ajar selayak-
nya mendapat tempat yang terhormat. Undang Undang Dasar
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1945 pasal 33 butir 3 mengisyaratkan fungsi pengguasaan un-
sur Geografi bagi kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas dalam
GBNH 1968/1973 — 1993/1988 yang menempatkan unsur Geo-
grafi sebagai modal dasar dan faktor dominan dalam pemba-
ngunan bangsa. Sembilan unsur modal dasar, tiga diantaranya
adalah unsur Geografi yaitu: kedudukan Indonesia, kekayaan
alam, dan penduduk. Selanjutnya, dalam melaksanakan pemba-
ngunan terdapat delapan faktor yang harus diperhatikan/faktor
dominan, lima diantaranya adalah unsur Geografi yaitu: kepen-
dudukan, kepulauan, sumber daya alam, kualitas manusia, dan
perkembangan regional/kewilayahan. Selanjutnya dalam Undang
Undang No. 2 tahun 1989, pasal 39, butir 3h, menempatkan ilmu
bumi sebagai anggota kurikulum pada jenjang pendidikan dasar.

Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini mendorong pen-
guasaan konsep-konsep esensial Geografi harus semakin mantap.
Beberapa fenomena yang setiap hari dihadapi oleh bangsa Indo-
nesia, termasuk peserta didik yang relevan dengan unsur kegeo-
grafian terdiri sebagai berikut.

1. Perubahan arus informasi yang cepat, dalam percakapan se-
hari-hari berdampak pada penyebutan dunia makin sempit,
jarak makin dekat, kejadian di negara lain dapat disaksikan
dalam waktu yang bersamaan.

2. Makin transparannya hubungan antarnegara.

3. Makin terasa ketergantungan kehidupan antarbangsa, oleh
sebab distribusi sumber daya alam yang tidak merata dan ter-
batas.

4. Fenomena Geografi setempat berakibat sangat luas. Kerusakan
hutan mengakibatkan banjir, kerusakan hutan tropis sebagai
paru-paru dunia, akan mengancam kehidupan keseluruhan.

5. Timbulnya polarisasi kekuatan dunia, dalam keseharian menye-
babkan timbulnya penyebutan negara Adidaya dan Adikuasa.

6. Perubahan peta politik, ekonomi dunia, dalam keseharian me-
munculkan penyebutan: Utara-Selatan, Dunia Ketiga ( Gambar
1,2).

7. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang berpengaruh
penting terhadap pergeseran arus manusia dan barang.
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Contoh: Cekung Pasifik, yaitu negara-negara pantai timur Asia
dan Amerika Barat, Australia, sebagai kekuatan baru dunia dis-
amping eropa. Negara —negara Cekung Pasifik yang berjumlah
lebih dari 27 negara besar kecil, pada tahun 1991 berpendudukan
lebih dari 2,5 miliyar atau 47 persen penduduk dunia.

Fenomena tersebut berdampak pula terhadap dunia pendi-
dikan, dalam hal ini tugas mata ajar untuk membekali peserta di-
dik menjadi terbuka, kritis daya penalarannya dalam menyimak
dunia sekitarnya. Rupanya isyarat dan ajakan Ruslan Abdulgani
menjadi relevan dengan situasi yang sedang berkembang saat ini:

Posisi indonesia sebagai bagian dari wilayah Asia Tenggara,
Asia maupun dunia perlu waspada dengan gejolak yang sedang
terjadi di muka bumi ini, dan bukannya semakin mereda, tetapi
bahkan akan berlanjut, apabila tidak dalam wujud gejolak fisik,
akan muncul dalam wajah lain misal dalam bentuk perang dagang
(Abdulgani, 1994 : 10).

Prediksi tersebut perlu dicermati. Tampak bahwa mata ajar
Geografi di sekolah mempunyai kontribusi yang penting. Daya na-
lar yang kritis analitis menumbuhkan saling pengertian diantara
daerah yang berbeda, menghindarkan diri dari sikap kepicikan
(Barley, 1974 : 23).

RUANG LINGKUP GEOGRAFI

Geografi mampu merespon tantangan melalui upaya terus
menerus dari para pakar, pengembang, pengampu mata ajar
Geografi. Pembenahan dan pemantapan konsep esensial, kara-
kteristik, metode, dan teknologi pembelajaran berangsur-angsur
dimantapkan. Seminar, lokakarya, sarasehan dilakukan untuk
menemukan dan menentukan konsep esensial meliputi: aglom-
erasi, jarak, letak, keterjangkauan, interaksi, distribusi/diferen-
siasi keruangan, dan keterpaduan (Sutanto, 1990 : 10). Catatan
yang diusulkan oleh tim kerja penyusunan draf GBPP Geografi
SMU 1994 menambahkan beberapa butir, disamping butir yang
sudah disebut tadi. Tambahan konsep esensial itu adalah: pola,
morfologi, gerak, pertumbuhan/kesinambungan, dan nilai kegu-
naan (Depdikbud, 1991 : 3-4).
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Konsep esensial yang sudah disebutkan, memberikan keya-
kinan kepada kita, bahwa Geografi sebagai bahan dari IPS yang
diprogramkan pada setiap jenjang pendidikan; selain mempun-
yai nilai akademis juga nilai praktis bahkan moral. Aktivitas hidup
manusia dan makhluk hidup lainnya, dalam keseharian berkaitan
langsung dengan konsep esensial Geografi. Hal ini dirasakan oleh
siswa SMA DIY, bahwa Geografi itu berhubungan dengan kejadian
sehari-hari (Soemantri, dkk.:1990 : 28). Sadar atau tidak, aktivitas
manusia dalam keseharian memanfaatkan konsep Geografi. Con-
toh: Harga tanah akan makin tinggi bila jaraknya makin dekat de-
ngan pusat kota atau jalan besar. Contoh lain, jarak fisiknya sangat
dekat, keterjangkauannya amat rendah, misal seorang pimpinan
univesitas/institut lain, barang kali jarak relatif ini sesuai dengan
ungkapan lama “adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan”.

Geografi sebagai bahan ajar, substansinya sudah demikian
luas. Hal ini nampak pada luasnya cabang-cabang Geografi hingga
saat ini; dari Geografi ortodok hingga Geografi terpadu.

Skema tersebut memberikan penjelasan kepada kita, betapa
luas dan kompleksnya substansi Geografi hingga saat ini. Unsur-
unsur di dalamnya amat dekat dan dibutuhkan bagi kehidupan
dan penghidupan manusia sekarang dan yang akan datang. Geo-
grafi sebagai bahan ajar anggota IPS, susbstansinya demikian luas
kompleks. Karena itu, sangat mungkin terjadi topik pembahasan
Geografi berimpitan dengan disiplin ilmu lain. namun demikian,
sebagai disiplin ilmu yang sudah berkembang, Geografi mempu-
nyai sifat khas.

Sifat khas yang dimaksud adalah penggunaan tradisi dalam
pembelajaran, meliputi: (1) tradisi ilmu kebumian, (2) tradisi ling-
kungan alam dan budaya, (3) tradisi keruangan, dan (4) tradisi
analisis kewilayahan (Getis/Getis/Fellman, 1988:15).

Selanjutnya, praktik pembelajaran yang terkait dengan tradisi
tersebut, sekaligus memperkuat sifat khas Geografi, yang meliputi:
1. Tradisi keruangan, merefleksikan kepentingan para ahli Geo-

grafi tentang pola-pola keruangan, dengan menggunakan peta

sebagai alat penjelas,
2. Tradisi penelahan wilayah, memperhatikan sifat-sifat khas
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tempat-tempat di muka bumi, dalam rangka pendekatan re-

gional,

3. Tradisi manusia-daratan, menekankan pada hubungan timbal
balik antara manusia dengan lingkungannya,

4. Tradisi ilmu pengetahuan tentang bumi, untuk kepentingan
deskripsi, penjelasan sifat-sifat jenis muka bumi. (Abdurach-
man, 1988 :13).

Tradisi pembelajaran demikian mengisyaratkan bahwa dalam
praktik pun menuntut penanganan sebagaimana lazimnya mata
ajar lain, ditambah dengan penggunaan peta sebagai alat bantu
vital, dan observasi lapang langsung, sebagai upaya pengenalan
dan pemantapan konsep esensial Geografi (Depdikbud, 1993 : 5;
Piaget dalam Bailey, 1974:26; John Everson dalam Walford, 1976:
106; Tharlls, 1958 : 19).

TANTANGAN DAN PELUANG

Posisi pembelajaran Geografi dilihat dari tujuan dan fungsi
amatlah strategis. Dapat dikatakan sarat dengan muatan, baik
dilihat dari cakupan wilayah maupun tujuan dan fungsi yang di-
bebankan kepadanya. Namun demikian tantangan yang di hadapi
masih cukup besar. Kalangan yang kurang menaruh perhatian
terhadap Geografi, mengalami kesulitan memahami Geografi
itu. Geografi sendiri dalam upaya mempertajam pemahaman
membagi substansi Geografi menjadi dua kelompok utama, yaitu
Geografi fisik dan Geografi manusia. Pembagian ini semata-mata
sebagai alat untuk memahami fenomena khas apa yang ada di
muka bumi (Haring, 1983 : 7; Clark, 1972 : 1). Dualisme tersebut
mengundang pertanyaan, terutama di kalangan pengamat sisti-
matika keilmuwan. Geografi masuk kelompok ilmu alam ataukah
ilmu kelompok ilmu sosial?

Hal lain turut memperberat tantangan pemahaman terhadap
Geografi adalah, kerancuan menggunakan konsep esensial. Bebe-
rapa contoh dapat disebut disini yakni: (1) Penggunaan konsep
jarak titik. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah jarak digunakan
untuk menunjukkan dekat jauh. pembicaraan yang berkonotasi
jarak yang membingungkan: penyebutan Timur Tengah, Timur
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Dekat untuk Jazirah Arab; Timur Jauh untuk jepang. Penyebutan
semacam ini menandakan adanya kekurang pahaman dalam pe-
makaian konsep esensial geografi bagi orang indonesia.

(2) Konsep arah. Dewasa ini makin marak dengan penyebu-
tan: belahan bumi utara selatan. Tetapi penggunaan konsep
arah tersebut, ternyata tidak mengacu pada arah, yang dimak-
sud dalam geografi. Yang dipakai adalah kemajuan ekonomi dan
budaya negara yang bersangkutan. Sedang dalam geografi, yang
dimasud dengan belahan bumi utara atau selatan menggunakan
garis khatulistiwa sebagai batas. Demikian pula penggunaan isti-
lah dunia ketiga, negara maju,dan non blok dapat menimbulkan
kesulitan.

(3) Kedudukan dalam kurikulum sekolah, porsi jam tatap muka
perminggu dalam kurikulum 1994 kurang menguntungkan. Kon-
disi yang seperti itu, ternyata membawa dampak terhadap peng-
adaan bahan ajar (sampai sekarang belum ada buku paket seba-
gaimana mata ajar yang lain).

Dalam hal pengadaan pengangkatan guru pun mengalami
hambatan. (4) Isu penghapusan jurusan Geografi, keberadaan
jurusan Geografi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(LPTK) akhir-akhir ini disanksi kan jam tatap muka di SMU hanya
delapan jam per minggu, dan hanya untuk kelas | dan II.

(5) Kualifikasi guru pengampu Geografi. Pengampu mata ajar
Geografi untuk jenjang SMP DIY lebih dari 33% berlatarbelakang
bukan program studi bukan jurusan Geografi (hasil pantauan
seminar alumni jurusan Pendidikan Geografi 1994 di Jogjakarta).
Pada jenjang SMA terdapat 20% diampu oleh guru berlatarbe-
lakang pendidikan bukan Geografi (Soemantri, 1990 : 16)

Gambaran tersebut dapat ditafsirkan dalam dua dimensi,
yakni ada anggapan bahwa Geografi sebagai bahan ajar hafalan
yang mudah, atau kurang penting kedudukannya dalam struk-
tur kurikulum sekolah, sehingga dapat diberikan oleh siapa saja
yang mau. Akibat lebih lanjut adalah penguasaan konsep Geo-
grafi pada pengampunya kurang, seterusnya berlanjut pada ren-
dahnya mutu pembelajaran Geografi (Hasan, 1990 : 2; Berita IGl,
1988 :2).
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Sebagai bahan ilustrasi, bagaimana rendahnya pengguasaan
konsep esensial Geografi oleh peserta didik, dapat dikatakan bah-
wa mereka umumnya tahu nama, tetapi dimana menempatkan-
nya dalam peta dengan tepat belum tepat.

Saya menduga bahwa kesempatan untuk menggunakan peta
saat berlangsungnya proses pembelajaran kurang mendapat per-
hatian. Hal itu terkait dengan sedikitnya kesempatan tatap muka
sebagai akibat terbatasnya jam yang tersedia (Soemantri, 1990 :
24). Tantangan yang bersumber pada substansi, institusi, praktek
lapangan, maupun anggapan masyarakat dan siswa akan sema-
kin dalam dan luas, akhirnya akan memojokkan fungsi bahan ajar
Geografi. Upaya mencari solusi dalam rangka menempatkan Geo-
grafi pada posisi yang sebenarnya, sesuai dengan fungsinya perlu
terus menerus dilakukan. Kalangan pengembang dan pengampu
mata ajar Geografi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
dapat melakukan kegiatan nyata, bukan sebaliknya menerima ke-
nyataan seperti yang sekarang ada sebagaimana hal yang wajar.

Sampailah sekarang pada pembahasan mengenai peluang
yang dapat dikerjakan untuk menempatkan mata ajar Geografi
sesuai dengan fungsinya, dan mencapai tujuan sebagaimana
sudah disinggung pada awal paparan ini Kondisi obyektif yang
merupakan peluang untuk kegiatan tersebut dapat disebutkan
disini sebagai berikut:

1. Landasan idiil dan kostitusional.

Landasan ini diketemukan pada pembukaan UUD 1945 alenia

4; UUD 1945 pasal 33 butir 3; dan Undang-Undang no.2 tahun

1989 pasal 39 butir 3h.

2. Landasan operasional

Landasan ini ditemukan pada GBHN yang menyangkut modal

dasar dan faktor dominan dalam pembangunan nasional,dan

GBPP Geografi kurikulum 1994.

Dengan landasan tersebut, upaya untuk menempatkan mata
ajar Geografi pada posisi yang mapan dalam struktur kurikulum
sekolah, bukanlah tindakan yang mengada-ada, tetapi sebagai
perwujudan dari amanat konstitusi. Karena itu, kewajiban para
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pengembang dan pengampu mata ajar Geografi adalah terus
menerus mengusahakan agar Geografi mapan dan sepadan de-
ngan tujuan, fungsi dan tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi.

Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai peluang untuk
mencari jalan keluar. Peluang yang tersedia dapat disebut:

1. Persepsi dan tanggapan masyarakat yang kurang tepat, meru-
pakan peluang untuk memasyarakatkan Geografi sebagai ilmu
yang bernilai praktis dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kemampuan guru yang masih belum optimal, merupakan
peluang untuk melakukan pemantapan penguasaan dan tugas
melalaui penataran, temu wicara, seminar yang membahas
hal-hal yang berhubungan dengan ke-Geografian.

3. Belum adanya buku teks/paket, merupakan peluang bagi para
pakar penulis/guru untuk secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri mengadakannya, melalui lomba karya tulis penulisan
buku.

4. Terbatas alat bantu mengajar seperti peta, peta tematik, grafik,
diagram merupakan peluang untuk menyalurkan kreatifitas
guru dan siswa untuk membuat, sekaligus peluang pasar bagi
pengusaha yang tertarik pada pengadaan alat bantu belajar.

5. Terbatasnya waktu tatap muka (Kurikulum 1994 SMU) meru-
pakan tantangan sekaligus peluang untuk menumbuhkan ke-
jelian dan kreatifitas guru dalam pembelajaran.

Tantangan dan peluang itu, akan tetap sebagai tantangan dan
peluang, apabila tidak ada usaha untuk mengatasi dan memanfaat-
kannya. Masalah itu tidak dapat diserahkan perbaikannya kepada
pihak lain. tetapi para pengembang dan pengampulah yang ha-
rus mengambil prakarsa untuk perbaikan kontribusi pengembang
adalah merumuskan konsep esensial Geografi dan memilihnya,
hingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta menemukan
metode dan teknologi pembelajaran yang mempunyai nilai guna
tinggi. Selain itu para pengembang dan pengampu harus berusaha
menemukan teknik evaluasi sesuai dengan sifat khas Geografi. Se-
perti sudah disinggung pada bagian paparan ini, mata ajar Geografi
tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi tahu.

Tetapi berdasarkan apa yang diketahui tersebut dapat diman-
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faatkannya dalam tindakan nyata. Pengampu pendidikan Geografi di
sekolah semestinya mempunyai keyakinan, bahwa apa yang diajar-
kan merupakan mata ajar yang mempunyai nilai lebih.

KONTRIBUSI PENDIDIKAN GEOGRAFI PADA PJP 11

Pembangunan Indonesia pada PJP Il bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi, diprioritaskan untuk menghasilkan manusia Indo-
nesia yang berkualitas. llImu pengetahuan dan teknologi meru-
pakan muatan kurikulum sekolah. Berbagai disiplin ilmu secara
serentak dipilih sebagai muatan kurikulum jenjang pendidikan
tertentu.

Sejak awal pembangunan berencana dan seterusnya selalu di-
usahakan bagaimana menemukan kesesuaian antara pendidikan
dan pembangunan. Dalam pembicaraan yang sedang hangat de-
wasa ini, adalah istilah link and match sebagaimana dilansir oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan VI.
Keterkaitan dan keselarasan, dapat diberi makna dalam artian
luas (marko) maupun sempit (mikro). Dalam artian luas, setiap
usaha mencerdaskan putra bangsa harus berorientasi pada fungsi
manusia sebagai subjek pembangunan.

Hal ini tampak jelas dalam jenis-jenis pendidikan jalur seko-
lah. Undang-Undang no. 2 tahun 1989 pasal 11 menyebut jenis
pendidikan meliputi: Pendidikan Umum, Pendidikan Kejuruan,
Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Kedinasan, Pendidikan Ke-
agamaan, Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesional. Produk
pendidikan ini diharapkan mempunyai keterkaitan dengan fungsi
peserta didik pada kemudian hari. Sedang artian sempit, dapat
diberi makna hal-hal yang berkaitan dengan isi program pendi-
dikan pada masing-masing jenjang dan jenis. Isi program pendi-
dikan, tampak dalam struktur kurikulum sekolah. Bidang studi/
mata ajar muatan kurikulum, merupakan perangkat untuk men-
capai tujuan pendidikan nasional, yang bersama-sama, dukung
mendukung dalam keseimbangan menghasilkan manusia indo-
nesia yang berkualitas. Kesemuannya secara akademis mengem-
bangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan secara moral
mengembangkan ketakwaan, budi pekerti luhur dan berkeprib-
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adiaan indonesia. Dalam artian patriotisme semuanya menum-
buhkan rasa cinta tanah air.

Perincian ciri manusia hasil pembangunan pendidikan seper-
ti dirumuskan dalam GBHN 1993 mencakup 20 butir. Ciri yang
menggambarkan kualitas manusia Indonesia, yaitu beriman, ber-
budi luhur, berkepribadiaan indonesia, mandiri, maju, tangguh,
cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, tang-
gung jawab, produktif, sehat jasmani, patriotik, cinta tanah air,
setia kawan, menghargai jasa pahlawan, dan orientalis (GBHN
1993 :129).

Ciri-ciri tersebut sangat di perlukan untuk menyukseskan
pembangunan nasional dewasa ini, maupun pada masa datang.
Dalam kaitan ini, Presiden Soeharto dalam kesempatan pembu-
kaan KTT X Gerakan Non Blok di jakarta tahun 1992, menyatakan
sebagai berikut.

Pembangunan suatu bangsa adalah tanggung jawab bangsa
itu sendiri, karena itu harus meningkatkan secara maksimal sum-
ber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber pembiyayaan
yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Sudirdjo, 1993 : 29).

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dewasa ini, ber-
tumpu pada kekuatan sendiri, baik dalam pengadaan sumber daya
manusia, bahan mentah maupun pembiayaanya artinya pemba-
ngunan yang dilaksanakan tetap mengandalkan pada modal dasar
dan faktor dominan yang ada di bumi indonesia. Tahapan dalam
proses pembangunan meliputi: perencanaan,telaah kelayakan
pelaksanaan dan hasil yang akan dicapai, yaitu terwujudnya pe-
ningkatan kesejahteraan rakyat. Apabila tekanan pembangunan
ada pada peningkatan kualitas manusia ternyata tidak akan lepas
dari pengadaan prasarana dan sarana. Pembangunan fisik seper-
ti: jalan, jembatan, bendungan, perumahan, perkantoran, perto-
koan jelas membutuhkan sumber daya alam, dalam hal ini lahan.

Sebaliknya pembangunan non fisik seperti: pendidikan, kes-
ehatan, gizi, keagamaan ternyata juga tidak akan terlepas dari ke-
butuhan akan lahan. Karena itu, sumber daya alam dan manusia
yang disebut-sebut sebgai modal dasar dan faktor dominan dalam
pelaksanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk diketa-

101



Prof. Drs. Sumantri Wardoyo

hui. Adanya kekhawatiran sementara pihak terhadap cadangan
sumber alam memang beralasan. Minyak bumi dikhawatirkan
dalam waktu dekat akan habis, lahan pertaniaan sumber produksi
pangan, makin berkurang dan telah mendekati batas kritis.

Timbulnya kekhawatiran itu mengisyaratkan bahwa tindakan
yang tetap perlu segera diambil. Pengetahuan yang memadahi
tentang sifat-sifat dan kandungan sumber alam nasional harus di-
ketahui. Kondisi ini tidak akan lahir dengan sendirinya, dalam hal
ini Pendidikan Geografi sangat relevan.

Melalui pendidikan dan pengajaran yang terarah, dapat di-
pastikan bahwa kondisi itu akan terwujud. Pendidikan diseko-
lah bertugas menghasilkan insan yang berkemampuan untuk
mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, memprediksi, dan
mengendalikan fakta-fakta muka bumi.

Manusia yang berkualitas rumusan GBHN 1993, melalui pen-
gajaran geografi dapat diberi makna operasional, terutama dilihat
dari kemampuan yang dihasilkan, setelah mengikuti pembelaja-
ran yang bermutu.

Demikian berat, tugas yang bebankan kepada mata ajar
Geografi, bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar
peserta didik mampu memanfaatkan sumber daya alam yang
tersedia. Namun demikian, tantangan yang dihadapi cukup be-
sar, sehingga akhirnya para pengembang, pengampunya dituntut
untuk meyakini perannya yang demikian besar, supaya terhindar
dari keputusasaan.

PENUTUP

Sebelum mengakhiri pembacaan naskah pidato pengukuhan
Jabatan Guru Besar Madya ini, perkenankanlah saya menyampai-
kan terima kasih kepada guru-guru saya di Sekolah Rakyat, Seko-
lah Menengah Pertama, Sekolah Guru Atas, Dosen-dosen yang
saat ini hadir, yang telah mengantarkan saya hingga mencapai
derajad seperti sekarang ini.

Kepada teman sejawat pada FPIPS IKIP YOGYAKARTA, khusus-
nya kepada kepada jurusan Pendidikan Geografi yang memberi
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dorongan dan kerja sama yang baik selama ini.

Secara khusus saya sampaikan terima kasih dan penghargaan
kepada Prof.DR. H. Saidihardjo. M.Pd yang telah menilai karya-
karya saya sebagai bahan pengusulan jabatan Guru Besar Madya.

Kepada Rektor/Ketua Senior, Sekertaris Senat, Senat Guru
Besar, dan Anggota Senat Institut yang telah memproses usulan
pengangkatan sebagai Guru Besar Madya, saya ucapkan terima
kasih.

Kepada Presiden Republik Indonesia, yang telah memberi ke-
percayaan dan mengangkat saya menduduki jabatan Guru Besar
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Yang Terhormat Rektor/Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para ang-
gota Senat, serta Para Tamu Undangan

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb

Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Illahi,
pada pagi hari ini mendapat limpahan rakhmat sehingga saya
dapat mengucapkan pidato Pengukuhan Guru Besar. Tema yang
saya pilih adalah Mobilitas Penduduk Dan Pembangunan Pede-
saan, sesuai dengan mimbar saya.

PENDAHULUAN

alam kitab suci Al Qur’an surah Thahaa ayat 123 Tuhan Al-

lah berfirman kepada Nabi a.s. “Turunlah kamu berdua dari
surga bersama-sama, sebagaian kamu menjadi musuh sebagian
yang lain. maka jika datang petunjuk-Ku mereka tidak akan sesat
dan tidak akan celaka’. Demikianlah kemarahan Tuhan Allah ke-
pada Nabi Adam a.s yang tidak tahan terhadap godaan syaitan
sehingga makan buah pohon kuldi larangan Allah (Q; 20 : 120).

Dari sekelumit kisah di atas, menjadi jelas bahwa mobilitas
penduduk permanen telah terjadi sejak manusia pertama Adam
menghuni bumi. Sejak itu mobilitas Geografis makin berkembang
seirama dengan makin banyaknya anak keturunan Adam a.s. yang
sampai sekarang telah mencapai lebih dari 5 milyar jiwa. Manu-
sia pertama Adam diturunkan oleh Allah menurut haditz Bukhari
Muslim di Padang Arafah, termasuk daerah Saudi Arabia sekarang
ini. Dari sini anak-cucu Adam a.s. mulai mengembara terutama ke
arah Barat menuju lembah sungai Nil dan ke arah Timur menuju
Asia Tengah.

Pengembaraan mereka makin lama makin jauh untuk mencari
dan memilih daerah-daerah yang mempunyai nilai kefaedahan
tempat (place utility) yang tinggi. Fenomena ini diperkuat oleh
pendapat Koentjaraningrat (1989) bahwa orang-orang Asia Teng-
gara, Asia Timur bahkan orang-orang Indian di Amerika Selatan
mempunyai kampung yang sama yaitu Asia Tengah. Mereka ber-
mukim, menata masyarakat, mengatur ekonomi, menetapkan nilai,
mengangkat pemimpin dalam struktur yang hierarkhis. Dari sinilah
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konsep awal terbentuknya sebuah pemerintahan yang dikemudian
hari berkembang menjadi daerah perkotaan. Sementara itu di luar
pemukiman ini berkembang pemukiman lain yang lebih mengan-
dalkan pada potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Daerah yang dikemudian hari disebut sebagai daerah pedesaan,
mempunyai ciri-ciri khusus seperti irama kehidupan yang lamban,
tradisional, agraris, kolektif, rukun dan bersistem paguyuban. Ciri-
ciri ini berbeda dengan wilayah perkotaan yang modern, dinamis,
non agraris, individualistis, dan bersistem patembayan.

PEMUDA DESA MAKIN JAUH DARI KULTUR TANI

Adanya perbedaan sifat, kondisi dan kesempatan antara desa
dengan kota terutama dalam peluang pekerjaan, timbullah mo-
bilitas penduduk. Beberapa ahli Geografi dan demografi (Titus,
1978;Gould & Prothero, 1974;Pryor 1975) mengatakan bahwa mo-
bilitas penduduk disebabkan oleh perbedaan antara dua daerah.
Hubungan kausalistik ini bersifat positif, yaitu makin besar kesen-
jangan antara dua tempat, makin besar pula arus pelaku mobilitas.
Keanekaragaman yang dimiliki oleh suatu daerah menurut Raven-
stein (dalam Lee, 1966) akan memperbesar arus mobilitas. Karena
itu besarnya arus pelaku mobilitas penduduk ke Jakarta misalnya,
erat kaitannya dengan atribut yang disandangnya sebagai pusat
administrasi, pemerintahan, perdangangan, industri, peredaran
uang, lembaga pendidikan, rekreasi maupun pusat pelayanan jasa.
Berbagai atribut yang dimiliki oleh Jakarta memberikan kesan ter-
hadap banyaknya kesempatan kerja yang dapat ditawarkan tidak
sebanding dengan volume pelaku mobilitas, akibatnya timbullah
pengangguran.

Menurut Biro Pusat Statistik jumlah pengangguran di kota
pada tahun 1993 lebih dari 1.386.000 orang, sedangkan di desa
kurang dari 923.000, (Biro Pusat Statistik, 1994:101-102). Pada-
hal, jumlah angkatan kerja di kota jauh lebih kecil dari angkatan
kerja di desa (48,7 juta berbanding 93,9 juta). Walaupun tingkat
pengangguran di kota lebih tinggi dari pada di desa, namun mer-
eka tetap saja pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Masalahnya
terletak pada tuntutan aspirasi, mencari pengalaman di kota dan
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harga diri. Mereka bangga menjadi orang Jakarta, sekalipun ke-
nyataannya sebagai grass root. Padahal, tenaga mereka sangat
dibutuhkan di desa. Dewasa ini telah dirasakan betapa sulitnya
mencari tenaga kerja untuk bekerja di lahan pertanian. Para
pemuda desa mengetahui bahwa upah yang bakal di terima ka-
lau mereka bekerja di lahan pertanian lebih tinggi dibandingkan
di kota. Dengan demikian jelaslah, bahwa para pemuda yang la-
hir dan dibesarkan di desa akhirnya menjauhi kultur petani, dan
bahwa motif pergi ke kota bukan semata-mata ekonomi.

Motif utama pelaku mobilitas pada dasarnya dapat dibeda-
kan ke dalam dua tipe, yaitu inovatif dan konservatif (Petersen,
1958:275). Inovatif dalam arti bahwa ada niat dari pelaku mobili-
tas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Atas kesadaran send-
iri secara spontan mereka meninggalkan kampung halamannya
merantau ke daerah lain. migrasi dari desa ke kota, transmigrasi
spontan dan mencari pekerjaan ke negara-negara lain adalah
bersifat inovatif. Di lain pihak, berpindahnya ke daerah lain kalau
untuk mempertahankan kualitas kehidupan yang pernah dicapai
adalah tipe konservatif. Mudah diduga bahwa hal ini berkaitan de-
ngan besarnya motivasi, etos kerja yang tinggi, dan berjiwa spon-
tan untuk meraih sesuatu yang belum pernah dicapai. Karena itu
pelaku mobilitas inovatif mempunyai peran yang lebih penting
bagi pembangunan baik untuk diri sendiri, keluarga, daerah tu-
juan maupun daerah asal.

PERKEMBANGAN MODERNISASI, TRANSISI DEMOGRAFI DAN
MOBILITAS PENDUDUK

Zelinsky (1971) mengatakan bahwa ada hubungan antara
tingkat perkembangan modernisasi pembangunan, transisi de-
mografi, dan transisi mobilitas penduduk. Makin modern suatu
masyarakat makin meninggalkan tipe mobilitas permanen, se-
dangkan tipe beboro makin berkembang. Dalam tahap mod-
ernisasi berikutnya tipe beboro makin surut, namun tipe nglaju
makin berkembang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
makin modern suatu masyarakat, referensi waktu dalam mobili-
tas penduduk makin pendek. Secara garis besar Zelinsky meng-
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ajukan empat hipotesis.

Fase pertama, dalam kehidupan penduduk yang tradisional,
ditandai oleh tingginya fertilitas dan mortalitas, sehingga per-
tumbuhan penduduk sangat rendah. Dalam fase ini semua jenis
mobilitas penduduk belum berkembang.

Fase kedua, merupakan permulaan difusi modernisasi ke
dalam kehidupan tradisional, ditandai oleh mulai menurunnya
tingkat mortalitas, namun tingkat fertilitas masih tinggi sehingga
mengakibatkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam
fase ini mobilitas permanen dari desa ke kota berjalan intensif,
sedangkan beboro baru memasuki tahap awal.

Fase ketiga, ditandai oleh meluasnya difusi modernisasi yang
diikuti oleh menurunnya tingkat fertilitas maupun mortalitas
sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pertumbuhan pen-
duduk. Dalam fase ini mobilitas permanen dari desa ke kota mulai
surut, sedangkan beboro makin intensif.

Fase keempat, dimana difusi modernisasi keruangan telah
mencapai titik optimal yang ditandai oleh keseimbangan antara
fertilitas dan mortalitas sehingga jumlah penduduk dalam ke-
adaan stasioner. Dalam fase ini mobilitas dari desa ke kota menu-
run secara drastis sedangkan nglaju mulai berkembang.

Hipotesis Zelinsky di atas nampaknya juga berlaku untuk In-
donesia yang dewasa ini diperkirakan berada dalam fase kedua.
Difusi teknologi modern mulai memasuki kehidupan masyarakat
tradisional. Namun karena gencarnya program Keluarga Beren-
cana mengakibatkan menurunnya tingkat fertilitas secara tajam.
Pada tahun 1993 ‘tercatat tingkat kelahiran kasar (CBR) sebe-
sar 12 orang perseribu penduduk, sedangkan tingkat kematian
kasar (CDR) sebesar 9 per seribu (World Population Data Sheet,
1994). Derasnya arus mobilitas penduduk dari desa ke kota, serta
munculnya gejala beboro terutama di Jawa dan Bali sekarang ini
merupakan ciri utama fase kedua.

Simon (dalam United Nations, 1984: 156) memperkuat hipo-
tesis Zelinsky yang mengatakan bahwa migrasi merupakan bagian
integral dari perubahan sosial ekonomi. Lebih lanjut dikatakan
bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi di antara
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kedua variabel tersebut.

Skema di atas memberi gambaran bahwa pertumbuhan dan
pembagian kesempatan ekonomi akan berpengaruh terhadap
pola dan tingkat mobilitas, namun sebaliknya arus tenaga kerja,
modal dan transfer teknologi juga berpengaruh terhadap pertum-
buhan dan pembagian kesempatan ekonomi suatu daerah. Peru-
musan strategi dan kebijaksanaan pembangunan dapat diarahkan
pada salah satu dari pertumbuhan dan pembagian kesempatan
ekonomi atau arus tenaga kerja, modal dan transfer teknologi.

MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI

Kita mengenal beberapa model pembangunan ekonomi
dalam kaitannya dengan mobilitas penduduk, seperti model neo
klasik, model kelebihan tenaga kerja, model pembangunan desa,
dan model agropolitan. Arthur Lewis pernah manawarkan resep
pembangunan ekonomi sekaligus untuk mengatasi masalah ur-
banisasi kepada negara-negara berkembang (Arthur Lewis dalam
Todaro, 1980). Atas dasar-pengalaman di Eropa Barat pada abad
18, disarankan agar negara-negara berkembang membangun ka-
wasan industri di daerah perkotaan yang fasilitas pendukungnya
telah tersedia. Kawasan industri ini diharapkan berfungsi sehagai
kutub pertumbuhan yang akan memacu perkembangan di daerah
pheripheri, sekaligus akan menyerap kelebihan tenaga kerja di
kota. Namun resep yang ditawarkan oleh Lewis ternyata gagal un-
tuk menyembuhkan penyakit urbanisasi, terbukti pengangguran
di kota tetap tinggi di samping dampak positif terhadap daerah
pheripheri tidak seperti yang diharapkan.

Kondisi di Eropa Barat pada waktu revolusi industri yang men-
jadi dasar resepnya Lewis, ternyata berbeda dengan kondisi di
negara-negara sedang berkembang sekarang ini. Perbedaan ini ti-
dak hanya tcrletak pada kondisi demografis, yaitu tingginya tingkat
pertumbuhan penduduk, tetapi juga belum mapannya kondisi
ekonomi. Di samping itu sekalipun industri di daerah perkotaan
dapat berkembang karena penggunaan teknologi canggih, namun
akibatnya penyerapan tenaga kerja makin kecil. Berdirinya industri
semula diharapkan bersifat padat karya, namun akhirnya menjadi
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padat modal karena timbulnya motivasi untuk memperoleh keun-
tungan secara optimal.

Untuk mengatasi masalah pengangguran di kota, Todaro me-
nyarankan jangan diciptakan lapangan pekerjaan di kota. Hal ini
justru akan merangsang datangnya tenaga kerja dari desa lebih
banyak lagi. Dengan demikian kemungkinan mendapatkan pe-
kerjaan di kota makin kecil bagaikan urban employment lottery
game. Untuk mengatasi masalah pengangguran di kota sebagai
akibat dari overurbanisation seharusnya dilacak di daerah pe-
ngirim. Bertolak dari teori bahwa migrasi terjadi karena perbe-
daan kondisi antara dua daerah, maka untuk mengurangi arus mi-
grasi dari desa ke kota kesenjangan kondisi antara kedua wilayah
ini harus diusahakan seminimal mungkin. Pembangunan model
agropolitan merupakan alternatif yang dapat ditawarkan sebagai
pengganti model neo klasik.

Pada dasarnya pembangunan model agropolitan merupakan
konsep untuk menciptakan kota di ladang (city in the field). Re-
alisasi dari konsep ini adalah pembangunan sarana dan fasiliias
kota di daerah pedcsaan. Pembangunan prasarana dan sarana
transportasi, listrik, perbankan, pusat pembelanjaan, lembaga
pendidikan, hiburan, biro jasa, poliklinik, dan pengembangan po-
tensi wilayah untuk penciptakan lapangan kerja di desa seharus-
nya mendapat prioritas. Pembangunan model agropolitan yang
pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan model pembangunan
rnasyarakat desa (PMD), selain diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, juga dapat mengurangi derasnya
arus tenaga kerja ke kota. Namun perlu disadari bahwa mobilitas
tenaga kerja dari desa ke kota tidak mungkin dapat dihentikan
sama sekali, walaupun daerah pedesaan telah berubah menjadi
perkotaan. Masalahnya terletak pada tuntutan aspirasi pelaku
mobilitas, di samping itu perbedaan kondisi antara dua wilayah
akan tetap ada, selama kondisi dasarnya berbeda. Karena itu ka-
lau berpikir secara nasional, kota tetap harus disiapkan untuk me-
nerima tamu-tamu dari desa.
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TIPE MOBILITAS PENDUDUK

Berdasar pada referensi waktu, mobilitas penduduk dapat
dibedakan ke dalam tiga tipe, yaitu mobilitas permanen, be-
boro (circulating) , dan nglaju (commuting). Beboro dan nglaju
dua buah terminologi Jawa yang pas benar dalam studi tentang
mobilitas penduduk. Mobilitas permanen atau migrasi, (orang
Jawa menyebutnya: pindahan) merupakan perpindahan tempat
tinggal secara permanen, yang diikuti dengan pindahnya Kartu
Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan beboro adalah pergi bekerja di
daerah lain, namun tidak pulang pada hari yang sama. Referensi
waktu inilah yang membedakan beboro dari pelaku nglaju, yaitu
mereka pulang pada hari yang sama.

Ketiga tipe mobilitas penduduk tersebut mempunyai bobot
sumbangan terhadap pembangunan pedesaan berbeda-becla
lewat remitan (remittance). Remitan merupakan medium utama
antara pelaku mobilitas dengan pembangunan pedesaan, karena
itu pada kesempatan ini akan dibahas lebih rinci.

Mengikuti pendapat Curson (1981: 2) yang dimaksud dengan
remitan adalah pemberian atau pengiriman uang, barang, ga-
gasan, atau jasa dari pelaku mobilitas ke daerah asalnya. Dengan
demikian menjadi jelas, bahwa syarat adanya remitan adalah mo-
bilitas penduduk. Bahkan dapat dikatakan mobilitas penduduk
dan remitan ibarat sekeping mata uang yang keduanya sisinya ti-
dak dapat muncul pada waktu yang sama, tetapi merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Remitan dari ketiga pelaku
mobilitas mempunyai sifat yang berbeda baik dalam hal volume,
keteraturan maupun frekuensinya. Bagi masyarakat daerah asal,
remitan dari ketiga pelaku mobilitas walaupun berbeda, namun
dirasakan sama nikmatnya, ibarat daun sirih yang berbeda warna
kedua sisinya, namun kalau dikunyah sama rasanya.

Imigran menetap sekalipun telah lama menetap di daerah
lain, namun tetap mempunyai hubungan emosional yang erat de-
ngan daerah asalnya. lkatan yang bersifat kultural ini disebabkan
karena famili dekat terutama ayah dan ibu masih berada di dae-
rah asal, di samping masih adanya ikatan lain seperti kebiasaan
nyadran, lebaran dan pemilikan lahan. Selagi aset ini masih dimil-
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iki oleh migran, maka intensitas hubungan migran dengan daerah
asal sangat tinggi. Hal ini berarti remitan baik dalam bentuk uang,
barang dan jasa juga besar. Eksistensi orang tua di daerah asal
memegang peran yang penting dalam hubungan antara migran
dengan daerah asal. Tetapi kalau orang tuanya telah tiada, maka
intensitas hubungan antara migran dengan daerah asal menjadi
surut. Hal ini berarti hahwa remitan yang menyertainya juga
mengalami penurunan. Turunnya remitan ini menjadi nol, kalau
migran sendiri telah meninggal dunia. Anak keturunan migran di
daerah tujuan (-menurut konsep demografi mereka bukan lagi
disebut migran-) jarang berhubungan dengan daerah asal. Pada
saat ini tidak ada remitan lagi.

Bantuan migran kepada masyarakat daerah asal tidak hanya
berhentuk remitan, tetapi juga dalam bentuk yang lain. Migran di
daerah tujuan amat sering menjadi tempat jujugan, tidak hanya
terbatas pada kerabatnya tetapi juga tetangga bahkan masyara-
kat luas di desa asalnya untuk mencari pekerjaan. Lehih-lebih
pada waktu migran pulang ke desa, akan mengajak beberapa
orang pada waktu kembali ke kota. Mereka tinggal di rumah mi-
gran untuk beberapa hari sampai memperoleh pekerjaan yang
diharapkan. Bantuan migran menanggung makan, minum, tem-
pat tinggal, dan mencarikan pekerjaan merupakan bantuan yang
amat besar bagi masyarakat di daerah asal. Fenomena ini juga
terjadi pada penduduk yang beboro.

Hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa, perilaku pen-
duduk yang, beboro tidak ubahnya seekor semut yang keluar dari
liangnya untuk mencari makan. Apabila makanan telah diperoleh,
maka akan diseret masuk ke dalam liangnya. Namun apabila
makanan yang ditemukan begitu banyak, ia akan kembali lagi
masuk ke dalam liangnya memanggil semut-semut lain. Mereka
berbaris secara teratur mengikuti semut pemandu menuju pusat
makanan. Semut-semut itu secara heramai-ramai mengangkut
makanan masuk ke dalam liang kemhali.

Remitan yang di bawa ke daerah asal dapat diduga lebih be-
sar dari migran menetap. Hal ini disebabkan seluruh pendapatan
mereka di daerah tujuan dibawa pulang, dipergunakan untuk
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memenuhi keperluan hidup bersama keluarga. Di samping itu re-
mitan yang dibawa atau dikirim pulang lebih teratur daripada mi-
gran menetap. Sedangkan remitan dari migran menetap bersifat
insidental yaitu pada saat keluarga di desa mempunyai kerja, me-
nerima musibah, membayar SPP dan waktu mudik pada hari raya.

Para penglaju mempunyai karakteristik remitan yang berbe-
da dibanding dengan kedua jenis pelaku mobilitas di atas. Pada
dasarnya mereka adalah penduduk suatu daerah yang pada pagi
hari pergi mencari nafkah ke daerah lain dan kembali pulang pada
hari itu juga. Perilaku para penglaju mirip seekor burung yang
terbang keluar dari sarangnya untuk mencari biji-bijian atau se-
rangga. Apabila telah diperoleh, akan diterbangkan pulang kesa-
rangnya untuk menyuapi anak-anaknya. Para penglaju, umumnya
adalah para pedagang, buruh bangunan, karyawan perusahaan
atau pegawai negeri, baik sipil atau militer. Pendapatan yang di-
peroleh bersifat harian, mingguan atau bulanan, bergantung ke-
pada jenis dan sifat pekerjaan. Dewasa ini kecenderungan peng-
laju semakin tinggi karena kelancaran transportasi.

Sudibia (1985) pernah mengadakan penelitian terhadap
perilaku pengiriman uang oleh migran menetap, beboro dan
penglaju. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat per-
bedaan yang signifikan pada besarnya pengiriman uang antara
ketiga pelaku mobilitas tersebut. Jumlah pengiriman uang dari
migran menetap dalam waktu tertentu paling rendah, kemudian
diikuti oleh pelaku beboro dan penglaju yang tertinggi. Walaupua
penelitian Sudibia dilaksanakan di Bali, namun mudah diduga
bahwa hal ini juga berlaku untuk daerah lain termasuk di Jawa.

KEPUTUSAN BERMIGRASI

Besarnya remitan yang dikirim ke daerah asal menurut
Stahl (1981: 899) bergantung kepada pendapatan migran, porsi
pendapatan yang dikirir dan banyaknya penduduk yang mening-
galkan daerahnya. Yang terakhir ini selain berkorelasi positif de-
ngan remitan, juga menurut Standing (1981: 6) berkorelasi posi-
tif dengan tingkat kemiskinan suatu daerah. Makin miskin suatu
daerah, makin banyak penduduk yang meninggalkan daerahnya
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makin besar pula uang yang dikirim ke daerah asal.

Keputusan seseorang untuk melakukan mohilitas menetap,
beboro atau nglaju, lebih berdasar pada pertimbangan ekonomi,
yaitu perbandingan besarnya pendapatan yang diperoleh di desa
dengan kemungkinan besarnya pendapatan yang bakal diperoleh
kalau mereka bekerja di kota. Sebuah keluarga dapat memak-
simalkan pendapatannya dengan menga-lokasikan sejumlah
tenaga kerja di kota sebesar A - X, dan di desa sebesar B - X. De-
ngan demikian total_pendapatan keluarga sebesar SZVAB. Dalam
keadaan seperti ini sejumlah tenaga kerja sebanyak B - X akan
melakukan beboro. Namun kalau harapan untuk mendapatkan
tambahan pendapatan di kota sangat kecil bahkan nihil, maka
pendapatan keluarga hanya sebesar ABWT.

Dalam keadaan seperti ini tidak ada tenaga kerja keluarga yang
ditugasi untuk bekerja di kota. Sebaliknya kalau pendapatan di
desa sangat kecil sedangkan harapan memperoleh penghasilan
di kota sangat besar, maka pendapatan keluarga tersebut sebe-
sar BCVA. Dalam keadaan seperti kemungkinan keluarga terse-
but akan meninggalkan desanya untuk menetap di kota. Namun
dalam aplikasinya masih banyak faktor lain yang harus dipertim-
bangkan untuk memutuskan salah satu dari empat pilihan: tetap
tinggal di desa, menjadi penglaju, beboro, atau pindah di kota.

REMITAN KE DAERAH ASAL

Besarnya uang yang dikirim ke daerah asal kalau dilihat dari
waktu pengiriman sepanjang tahun sangat bervariasi. Hasil pene-
litian kami (Sunarto, 1991) di daerah Gunung Kidul menunjukkan
bahwa puncak pengiriman uang ke daerah asal pada Idhul Fitri
dan paling rendah pada saat panen rendhengan sekitar bulan
Maret-April. Pengiriman uang baik lewat Bank maupun Kantor
Pos mulai naik pada awal bulan Puasa dan mencapai puncaknya
beberapa hari menjelang lebaran. Pada saat itu volume pereda-
ran uang di daerah asal migran naik dengan pesat, dan mencapai
puncaknya pada Idhul Fitri saat para migran mudik.

Sebagai gambaran kasar untuk Kabupaten Gunung Kidul tiap
Idhul Fitri paling tidak kurang lebih 50.000 orang yang mudik. Ka-
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lau masing-masing membawa uang Rp 250.000,- berarti ada Rp
12,5 milyar masuk ke Gunung Kidul. Selain itu menurut penelitian
kami pada tahun 1990, rata-rata tiap 8 keluarga ada seorang yang
beboro. Kalau gambaran ini masih berlaku pada saat ini berarti
pelaku beboro dari Gunung Kidul tidak kurang dari 17.400 orang.
Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa rata-rata peng-
hasilan mereka sebesar Rp 40.500,-/bulan atau Rp 486.000,-/
tahun. Hal ini berarti bahwa uang masuk ke Gunung Kidul dari
pelaku beboro sebesar Rp 8,5 milyar per tahun. Di samping itu,
menurut catatan BAPPEDA Kabupaten Gunung Kidul wesel yang
masuk dari luar daerah tahun 1994 sebesar Rp 2,2 milyar, sedan-
gkan wesel keluar sebesar Rp 422 juta. Dengan demikian terdapat
saldo positif sebesar Rp 1,8 milyar. Nilai transfer uang bersih (uang
masuk dikurangi uang keluar) sebesar Rp 12,4 milyar pada tahun
yang sama. Kalau setengah nilai transfer ini berasal dari migran,
berarti sebesar Rp 6,2 milyar. Hal ini berarti jumlah uang masuk
ke Gunung Kidul dari pemudik, pelaku beboro, transfer dan wesel
akan mencapai lebih dari Rp 29 milyar per tahun. Jumlah ini tentu
amat besar bagi daerah Gunung Kidul yang dikenal. Jumlah ini
belum diperhitungkan kiriman uang lewat kawan atau famili yang
sedang pulang, remitan berupa barang dan uang yang dibawa mi-
gran pada waktu berkunjung secara insidental. Padahal APBD ta-
hun 1994/1995 ditargetkan hanya sebesar Rp 19,6 milyar. Hal ini
berarti bahwa uang yang masuk ke Gunung Kidul jauh lebih besar
dari target APBD. Dengan demikian jelaslah bahwa ketiga pelaku
mobilitas penduduk mempunyai dampak positif yaitu memper-
besar volume peredaran uang di daerah asal. Remitan ibarat air
kehidupan yang mengalir membasahi tanah kering dan tidak per-
nah berhenti sepanjang tahun.

DAMPAK MOBILITAS PENDUDUK TERHADAP DAERAH ASAL

Amin Samir menulis bahwa tidak ada satu daerahpun yang
dapat berkembang dengan adanya transfer uang dari migran.
Yang terjadi justru sebaliknya yaitu pemberian dari daerah miskin
kepada daerah kaya, karena orang-orang yang terpilih dari daerah
miskin meninggalkan daerahnya menuju ke daerah yang sudah
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maju. (Amin Samir, dalam Connell, et.al., 1980). Pendapat Samir
yang berdasar pada hasil penelitiannya di Afrika ini, untuk Indo-
nesia tidaklah benar. Naim (1979) misalnya mengatakan, bahwa
peran perantau terhadap pembangunan Sumatera Barat sangat
besar.

Bahkan dengan tegas dikatakan bahwa ranah Minang diban-
gun oleh para perantau. Begitu pula di Wonogiri, pemilik peru-
sahaan bus antar kota dan antar propinsi didominasi oleh putra
daerah yang semula beboro di Jakarta. Penelitian‘Mantra di Ngawi
juga menunjukkan hal yang sama, yaitu besarnya peran migran
terhadap pembangunan desa asal (Mantra, 1988).

Hasil penelitian kami juga memperkuat hasil penelitian terda-
hulu yaitu besarnya peran remitan terhadap keluarga dan daerah
asal (Sunarto, 1991) :

1. Remitan memperkecil tekanan penduduk terhadap lahan.

2. Tekanan penduduk terhadap lahan = 1, berarti lahan terse-
but tepat tidak ada tekanan; kalau kurang dari |, berarti di
lahan tersebut masih dapat menerima sejumlah penduduk
baru, dan kalau lebih dari 1 berarti bahwa di lahan tersebut
sudah melebihi kapasitas. Sebelum remitan diperhitungkan
besarnya tekanan penduduk terhadap lahan di kecamatan
Paliyan, Gunung Kidul adalah 6,31. Namun setelah remitan di-
perhitungkan angka ini turun menjadi 2,43.

3. Remitan memperbaiki kesenjangan pembagian pendapatan
masyarakat daerah asal. Pembagian pendapatan dicerminkan
oleh besarnya nilai Gini. Nilai Gini = 0 berarti terdapat pemer-
ataan pendapatan secara sempurna. Besarnya nilai Gini untuk
masyarakat non migran = 0,39 sedangkan setelah remitan di-
perhitungkan turun menjadi 0,21.

4. Remitan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

5. Remitan tidak hanya dipergunakan untuk membantu me-
menuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi juga keperluan yang
lain seperti alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga. alat
transportasi, kebutuhan sosial, keagamaan, bahkan alat kosme-
tika. Di samping itu juga untuk tabungan jangka panjang seperti
membeli ternak, lahan pertanian dan biaya pendidikan.
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6. Remitan membantu pembangunan fisik desa

Organisasi kedaerahan yang berkembang di kota-kota besar
sekarang ini, sekalipun mengandung unsur primordialisme, tetapi
merupakan medium yang baik untuk menjembatani masyarakat
daerah asal dengan migran di kota. Lewat organisasi kedaerahan
pengumpulan dana untuk membiayai suatu program desa, misal-
nya mendirikan balai dusun atau balai desa, masjid, pengerasan
jalan, dapat berjalan lebih efektif. Bahkan di suatu desa di Gunung
Kidul telah berdiri koperasi simpan pinjam yang seluruh modal-
nya berasal dari beberapa migran di Jakarta. Syarat peminjaman
adalah untuk usaha yang bersifat poduktif. Hal ini herarti bahwa
migran secara tidak langsung membantu menciptakan lapangan
pekerjaan di desa asalnya.

SARAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH ASAL MIGRAN

Tidak diragukan lagi bahwa pelaku mobilitas penduduk mem-
punyai sumbangan yang besar terhadap pembangunan di desa
asalnya. Lewat remitan volume peredaran uang di desa mening-
kat, serta dapat dipergunakan untuk memenuhi berbagai kebu-
tuhan rumah tangga. Sebenarnya jumlah uang yang dikirimkan
ke kampung halaman dapat ditingkatkan serta penggunaan-
nya dapat diarahkan pada usaha yang produktif. Untuk meng-
optimalkan pengiriman uang ke daerah asal perlu pendakatan
sosiokultural. Pejabat teras tingkat kabupaten, kecamatan, atau
kepala desa perlu sering mengadakan kunjungan kepada tokoh-
tokoh migran yang terbukti telah berhasil menjadi “orang” di
kota-kota besar, atau berkunjung kepada pengurus organisasi ke-
daerahan untuk bersilaturahmi. Kegiatan ini perlu ditindaklanjuti
dengan pertemuan di daerah asal migran yang dilaksanakan oleh
Bupati, Camat atau Kepala Desa. Kiranya waktu yang paling tepat
adalah saat migran mudik pada Idul Fitri, sekaligus untuk meles-
tarikan tradisi halal-bihalal. Pada saat ini perlu ditekankan pent-
ingnya memelihara hubungan dengan masyarakat daerah asal,
terutama bantuan keuangan untuk biaya pendidikan dan pen-
ciptaan lapangan kerja baru. Seandainya tiap desa dapat dirintis
berdirinya sebuah koperasi simpan pinjam yang seluruh modal-
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nya berasal dari para migran, berarti mereka telah berjasa turut
membangun desanya sendiri.

PENUTUP

Sebagai penutup pidato ini, perkenankanlah saya mengucap-
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SUMBANGAN PENDIDIKAN GEOGRAFI DALAM
PEMBENTUKAN MANUSIA BERWAWASAN
KEBANGSAAN INDONESIA

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam rumu-
san GBHN adalah : (1) bertujuan meningkatkan kualitas manusia
Indonesia, dan (2) mewujudkan “rnanusia-manusia pembangun-
an yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama
bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Oleh karena itu
rumusan tujuan pendidikan pada jenjang institusional, kurikuler,
dan instruksional harus mengacu dan pada gilirannya harus ber-
muara pada tujuan pendidikan nasional tersebut.

Pendidikan Geografi bersama-sama pendidikan lainnya,
berkedudukan dan berperan menciptakan serta membina war-
ga negara Indonesia yang berwatak, berkepribadian, cerdas
dan berkemampuan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Hal ini merupakan tugas yang utama dan mulia bagi pendidikan
Geografi dan juga merupakan tantangan yang harus dan mampu
melaksanakannya. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya de-
ngan sikap yang terbuka untuk menjawab tantangan tersebut.

KONDISI OBJEKTIF GEOGRAFI INDONESIA
1. Letak

Kepulauan Indonesia terletak antara dua benua, yaitu Asia dan
benua Australia, dan antara dua samudera yaitu samudera Pasifik
dan samudera Indonesia. Posisi silang ini tentu saja sangat mem-
pengaruhi iklim dan sifat-sifat oseanologi lautan Indonesia (April-
iani Soegiarto, 1982). Secara geografis kepulauan Indonesia ter-
letak pada 94° - 141° bujur timur dan 6° lintang utara sampai 11°
lintang selatan, jadi membujur di sepanjang katulistiwa (tropik).
Karena perairan Indonesla terletak di daerah tropik maka hampir
sepanjang tahun suhu lapisan permukaan tinggi, berkisar antara
26° dan 30° C. Sifat ini biasanya juga bersamaan dengan adanya
sifat yang lain. Sifat ini mengakibatkan terjadinya pemisahan
yang bersifat kekal antara lapisan air permukaan dengan lapisan

128



Sumbangan pendidikan geografi

di bawahnya. Karena adanya pemisahan lapisan yang kekal tadi
maka pada umumnya perairan tropik kurang subur bila diband-
ingkan dengan perairan daerah sub tropik atau daerah dingin.

Karena letak Indonesia dipisahkan oleh suatu perairan maka
Indonesia sangat dipengaruhi oleh iklim muson sehingga dapat
kita kenali adanya :

a. musim barat (Desember - Maret),

b. musim timur (Juni - Agustus), dan

c. dua musim pancaroba/peralihan (April - Juni dan September -
November)

Musim-musim ini mempengarubhi sifat-sifat laut secara nyata,
misalnya pada musim barat :

a. arus mengalir dari barat ke arah timur;

b. bagian barat Indonesia curah hujan tinggi, sehingga kadar ga-
ram menjadi rendah, angin kencang, ombak besar;

c. lkan-ikan yang suka pada kadar garam tinggi bermuara ke
timur atau ke lapisan bawah dan sebaliknya pada musim timur.
Dari prinsip ekologi sudah dapat diduga bahwa kita tidak

dapat meniru sistem pengembangan dan pengelolaan sumber

daya perairan seperti yang biasa terdapat di perairan dingin, teta-
pi memang memerlukan pengetahuan biologi dan faktor-faktor
kimia serta fisik yang lebih banyak. Justru kelemahan kita pada
waktu ini adalah belum tersedianya data yang cukup untuk men-
dasari sistem pengembangan dan pengelolaan ekosistem tropis

semacam ini (Apriliani Soegiarto, 1982).

Apabila hal ini dilihat dari sudut pandangan strategi ketahan-
an nasional bagi bangsa Indonesia terutama dalam menghadapi
abad ke 21, hal tersebut dapat merupakan salah satu kajian strat-
egis yang akan memegang peranan dalam kegiatan pembinaan
wilayah. Satu kesadaran maritime hendaknya dapat ditumbuh-
kan dalam pendidikan awal setiap warga negara Indonesia, dalam
rangka menumbuhkan kesadaran Wawasan Nusantara (Mattu-
lada, 1982).

BENTUK
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Negara Indonesia merupakan negara maritim kepulauan be-
gitu luas lautnya dan begitu banyak pulaunya, tentu mengandal-
kan kegiatan dan perkembangan ekonominya pada perhubungan
laut dalam bidang angkutan maupun komunikasi. Berkembang-
nya ekonomi Indonesia mengakibatkan meningkatnya tuntutan
service perhubungan laut. Walaupun perhubungan udara sema-
kin meningkat dalam jumlah maupun mutu, tetapi perhubungan
laut akan tetap mempunyai peranan dan pengaruh penting dalam
menunjang pembangunan Indonesia.

Dari survei geologi yang dilakukan di dasar laut dan di laut
dalam, laut diduga banyak mengandung endapan hidrokarbon
yang cukup luas di mana pada daerah-daerah tertentu diduga
terdapat ladang-ladang minyak dan gas, dan hasil mineral lainnya
seperti emas, nikel, timah, pasir besi, dan lain-lainnya.

Peranan laut dalam bidang keamanan dan pertahanan bagi In-
donesia tidak hanya merupakan garis terdepan menghadapi an-
caman dari luar, akan tetapi juga merupakan penghubung dalam
menjalin kekuatan dan kesatuan bangsa. Lebih-lebih letak In-
donesia dalam rangkaian Asia-Australia serta samudera Indone-
sia-Pasifik, akan banyak memberi arti bagi Indonesia dalam per-
caturan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan.

Akhirnya aspek penting yang merupakan kebutuhan akan pe-
ngembangan dan pengelolaan laut adalah penyediaan man pow-
er dan skill, kebutuhan bidang-bidang penelitian dan pengem-
bangan serta penyediaan tenaga kerja yang mampu memberikan
partisipasi ekonomis bagi perluasan kesempatan kerja.

Dari hal di atas dapat diketahui, betapa besarnya pengaruh
pendidikan, antara lain pendidikan Geografi dan pendidikan
tehnik kelautan terhadap kebutuhan pengembangan industri
maritim.

3. Kebijakan Pemerintah

Dilihat dari segi Geografis, maka Indonesia yang memiliki
13.667 buah pulau yang terbentang dari barat ke timur, berada
pada lintasan garis ekuator dengan posisi silang antara benua
Asia dan Australia, dan antara samudera Indonesia dan Pasifik.
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Posisi demikian menempatkan Indonesia sebagai negara yang
memiliki sifat yahg khas dan yang sangat menguntungkan. Iklim
yang sejuk, fauna dan flora yang beraneka ragam, laut yang ter-
bentang luas, dan sepanjang pantai bertebaran desa-desa yang
dihuni oleh penduduk Indonesia yang hidup sebagai pelaut mau-
pun sebagai petani. Semuanya ini merupakan modal dasar bagi
bangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menyadari akan kenyataan-kenyataan ini, dipandang perlu pe-
merintah mengambil kebijakan tertentu antara lain berupa:

a. Pembinaan dan pengembangan desa pantai

Diperkirakan masih banyak desa pantai yang belum sempat
terjamah pembangunan dan masih sulit dicapai, baik darat mau-
pun dari laut. Sudah sewajarnya demi pemerataan usaha pem-
bangunan, bahwa desa-desa tersebut mulai dapat dibina dan
dikembangkan. Di dalam usaha pembinaan dan pengembangan
desa pantai ini, perlu dititipkan beberapa peranan tambahan, dis-
amping peranan utama mereka masing-masing. Peranan tamba-
han ini antara.

1) sebagai pengamanan pantai, baik dari segi ekonomi (pe-
nyelundupan) maupun politik, dan hankamnas (subversi,
infiltrasi, dan lain-lain).

2) sebagai pelindung dan pengelola pantai, misalnya dari
kerusakan-kerusakan baik secara alami (menyampaikan la-
poran bila ada gelombang pasang, gempa bumi, dan lain-
lain) ataupun sebagai akibat ulah manusia.

Untuk melaksanakan peranan tambahan tersebut diperlukan

suatu perangkat/piranti yaitu komunikasi modern (Apriliani Soe-
giarto, 1982).

b. Pemanfaatan tanah untuk perluasan areal pertanian

Telah kita ketahui bersama bahwa pemilikan tanah untuk
usaha pertanian, harus didasarkan pada kelas, kesesuaian tanah
yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan suatu kriteria
yang telah ditentukan. Keadaan lereng dan topografi merupakan
kriteria utama memilih tanah kering untuk dijadikan usaha perta-
nian. Berdasarkan kelas kemiringan tersebut, maka daerah yang
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diprioritaskan untuk budidaya pertanian pangan adalah daerah
datar (0-3%), sedangkan daerah berombak (3-8%) pada dasarnya
untuk tanaman pangan dan atau peternakan, atau mixed farm-
ing dengan memperhatikan pencegahan erosi dan prinsip-prinsip
konservasi tanah.

Di Jawa dan Madura tanah yang sesuai untuk usaha pertanian,
luasnya hanya 5 juta hektar, padahal yang sudah dikerjakan telah
mencapai sekitar 8 juta hektar. Hal ini berarti bahwa ada tanah
seluas 3 juta hektar yang sebenarnya tidak sesuai untuk usaha
pertanian tetapi telah digunakan.

Perluasan ini tentunya dengan mengorbankan luasan areal
kehutanan di wilayah yang bersangkutan. Mengapa hal demikian
dapat terjadi, yaitu karena masalah peledakan penduduk di Jawa
yang haus akan tanah garapan.

Dengan demikian usaha-usaha perluasan areal pertanian atau
ekstensifikasi pertanian harus menuju ke luar Jawa. Masalah per-
luasan areal pertanian dalam peningkatan produksi pangan dan
yang dikaitkan pula dengan program transmigrasi atau pemuki-
man jelas merupakan kancah permasalahan karena bukan saja
menyangkut masalah- masalah teknik saja, tetapi dan biasanya
juga yang paling rumit adalah masalah sosio-ekonomis (Koswara,
1982).

c. Pengarahan kurikulum

Pengarahan kurikulum pendidikan Geografi untuk penguasaan
ilmu Geografi dan pengarahan untuk lebih rasa cinta tanah air
yaitu dengan mengetahui dan memahami aspek-aspek Geografi
di Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal Taman Mini Indonesia Indah? Siapa
saja bangsa Indonesia yang telah mengunjungi pasti akan me-
nyadari betapa besar, luas, dan kayanya budaya Indonesia. Penga-
ruh yang positif pada setiap insan Indonesia adalah timbulnya ke-
banggaan terhadap negaranya, kemudian rasa ingin mengabdi,
memelihara, mempelajarinya lebih dalam lagi, atau mungkin dapat
kita rumuskan dalam bahasa yang lebih umum yaitu timbulnya ke-
cintaan terhadap tanah air, Indonesia. Seseorang akan dapat
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menekuni dan mempelajari sesuatu dengan sungguh-sungguh
apabila dilandasi oleh rasa cinta terhadap apa yang sedang ia pela-
jari. Motivasi dan semangat saja nampaknya belum cukup untuk
menjamin tercapainya dengan optimal sesuatu yang dipelajari apa-
bila tidak disertai dengan rasa menyenangi dan mencintai.

Demikian pula untuk mempelajari segala sesuatu yang ber-
hubungan dengan alam (Geografi), seperti bahan-bahan yang
membentuk bumi, proses-proses yang bekerja serta sejarah
perkembangan bumi, dimana kita berada, memerlukan atau ha-
rus dilandasi dengan cinta terhadap alam. Rasa cinta terhadap
alam sekitar, sebenarnya telah dirintis dan dipupuk sejak anak-
anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui
rekreasi atau kerja lapangan, berdarmawisata ke luar kota, ke
pegunungan dengan kegiatan-kegiatan yang berupa lintas alam,
kepramukaan, dan sebagainya. Apabila kita kaitkan dengan ke-
hadiran Taman Mini Indonesia Indah, maka yang penting adalah
untuk menanamkan cinta itu perlu tersedianya sarana Dalam hal
ini seseorang tidak perlu berkeliling keseluruh Indonesia, tetapi
sudah cukup terwakili oleh hadirnya, Taman Mini Indonesia Indah
tersebut berikut segala perangkat sarana yang ada di dalamnya,
meskipun tidak akan selengkap kenyataannya.

Demikian pula dengan bumi dan alam sekitarnya, yang jauh
lebih luas dan kompleks daripada Indonesia. Untuk menanamkan
rasa cinta terhadap tanah air diperlukan suatu sarana, meskipun
jelas tidak mungkin lengkap dan mewakili seluruhnya, tetapi su-
dah cukup baik untuk meningkatkan rasa cintanya terhadap alam,
yang benih-benihnya telah ditanamkan sejak kanak-kanak (Suk-
endar Asikin, 1989).

Batuan-batuan yang hanya terbentuk dan dijumpai pada dasar-
dasar samudera, seperti batuan beku basalt dengan endapan-
endapan laut dalam, tersingkap atau terlihat di daerah Luk Ulo, se-
bagai akibat terjadinya tumbukan dengan kerak bumi. Batuan yang
termasuk langka di atas muka bumi, dapat diamati dan dipelajari.
Komposisi dan tatanan struktur geologi akibat tumbukan lempeng,
yang sekarang hanya dapat dijumpai dalam palung-palung laut
yang dalam, dapat dilihat dan dipelajari di daerah Luk Ulo.
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SUMBANGAN PENDIDIKAN GEOGRAFI
1. Sejarah singkat perkembangan Geografi

Istilah untuk pengertian Geografi pada zaman kolonial
disesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam bahasa Be-
landa ketika itu, yaitu dengan sebutan aardrijkskunde di sekolah-
sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda dan limu Bumi di
sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia (Bahasa
Melayu).

Dari kurikulum sekolah sejak masa kemerdekaan sebutan
Geografi baru mulai dipakai pada Kurikulum 1975. Selain peris-
tilahan, lingkup telaah Geografi di sekolah masa lalu juga pada
mulanya disesuaikan dengan yang biasa dikenal di negeri Belanda
pada khususnya dan di Eropa pada umumnya. Di negeri Belanda
pada awal abad 19, Geografi masih kurang mendapat tempat,
meskipun di benua baru Amerika sejak abad 17 konon Geografi
telah diajarkan di sekolah dan menjadi pengetahuan prasyarat
untuk masuk perguruan tinggi Kemudian hampir semua sekolah
memberikan pengetahuan umum tentang letak tempat-tempat di
dalam negeri dan di luar negeri. Hal yang demikian ini ada kaitan
dengan perkembangan kekuasaan negara-negara penjajah yang
menaklukkan daerah-daerah di seberang lautan.

Perhatian pada Geografi yang makin meluas telah menjadikan
Geografi secara umum sebagai mata ajaran di sekolah-sekolah,
bahkan kemudian juga sebagai mata kuliah di perguruan tinggi di
Eropa. Universitas Oxford termasuk salah satu perintis yang mulai
memberikan Geografi sebagai mata pelajaran di perguruan tinggi
(Suharyono, 1994). Di Indonesia program pendidikan Geografi di
perguruan tinggi mulai diselenggarakan pada Universitas Gadjah
Mada pada awal tahun 1950-an, disusul kemudian juga di Jakar-
ta. Sementara itu juga diselenggarakan program pendidikan guru
Geografi pada tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk Kursus B-I
[Imu Bumi dan Kursus B-Il Ilmu Bumi.

Dalam hal keterampilan pendidikan Geografi sangat besar pen-
garuhnya termasuk pengamatan (observasi) baik langsung mau-
pun tidak langsung, yang diikuti dengan pencatatan yang hasilnya
menjadikan dasar untuk membuat penafsiran atau interpretasi.
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2. Geografi sebagai bahan ajaran di sekolah mulai dari Taman

Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi.

Materi Geografi dan pengajaran Geografi dengan segala per-
angkatnya dirumuskan dalam kurikulum pengajaran Geografi. Se-
cara wajar, kurikulum pengajaran Geografi, seyogyanya disusun
secara integral-berkesinambungan mulai dari tingkat Prasekolah,
Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lan-
jutan Tingkat Atas sampai ke Perguruan Tinggi. Melalui peran-
cangan, perhatian, dan kesinambungan berfikir tidak terputus,
pengulangan serta tumpang tindih materi yang tidak perlu, dapat
dihindarkan.

Sebagai awalan, di tingkat TK ditentukan konsep esensial apa
yang akan dikembangkan. Selanjutnya konsep tersebut dikem-
bangkan, diperkaya dan ditambah oleh konsep esensial baru
ditingkat SD. Demikian seterusnya sampai ke tingkat yang lebih
tinggi.

3. Fungsi dan tujuan pengajaran Geografi di sekolah

Fungsi program pengajaran Geografi ialah mengembangkan
sikap rasional dan bertanggung jawab dalam menghadapi gejala
geosfer dan permasalahan yang timbul sebagai akibat interaksi
antara manusia dengan lingkungannya.

Tujuan pengajaran Geografi adalah agar siswa memiliki penge-
tahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengembangkan kemam-
puan berfikir analitis Geografis dalam memahami gejala geosfer,
memupuk rasa cinta pada tanah air, menghargai keberadaan ne-
gara lain, dan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul
sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya.

Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan bangsa
Indonesia dewasa ini hakikatnya adalah pembangunan manu-
sia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Dengan
demikian, pembangunan tersebut menyangkut aspek mental-
spiritual, fisik-material, dan bahkan kewilayahan nusantara.
Geografi dan pengajaran Geografi dengan nilai- nilainya memi-
liki kemampuan pembangunan mental spiritual anak didik yang
mempelajari. Geografi dan pengajaran Geografi yang membahas
tata ruang di permukaan bumi mampu mengembangkan citra or-

135



Prof. Drs. R. Iman Sujagad Saleh

ganisasi keruangan bagi yang mempelajarinya. Citra keruangan
ini memberikan landasan pemikiran tentang bagaimana pem-
bangunan fisik seharusnya ditata sesuai dengan konsep pemba-
ngunan berwawasan lingkungan (UU No 4 1982).

Ungkapan pembangunan seluruh masyarakat, berarti pemba-
ngunan yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyara-
kat di seluruh wilayah nusantara. Sesuai dengan asas pemerataan
dan keadilan, pada pelaksanaan tersebut harus menerapkan pen-
dekatan regional. Geografi dan pengajaran Geografi berperan
mengembangkan citra regional dan ketidak-merataan regional.
Dengan demikian menanamkan kesadaran pembangunan kepada
semua warga masyarakat termasuk anak didik di sekolah-sekolah,
harus ditanamkan juga citra regional dan ketidakmerataan re-
gional yang menjadi landasan bagaimana pembangunan itu harus
dilaksanakan di nusantara yang luas ini.

Melalui proses ini, warga masyarakat, khususnya anak didik
di sekolah-sekolah akan memahami hakikat pembangunan dan
bagaimana pembangunan itu wajib dilaksanakan sesual dengan
hakikatnya. Dengan memperhatikan peranan dan pengaruh pen-
gajaran Geografi dalam pendidikan kependudukan, pendidikan
lingkungan hidup, pendidikan pem bangunan, dan pencapaian
tujuan pengajaran Geografi sendiri, kita mendapatkan gambaran
yang jelas tentang kedudukan serta peranan dampengaruh pen-
gajaran Geografi dalam Pendidikan Nasional.

4. Posisi Geografi dalam ilmu-ilmu pengetahuan lain yang berkai-
tan.

Dalam Geografi terdapat tiga sistem yang utama yaitu: a)
sistem keruangan, b) sistem ekologi, dan c) sistem kompleks ka-
wasan. Sistem ini sangat erat dan besar pengaruhnya terhadap
gerakan penduduk, kegiatan penduduk, dan pemukiman. Per-
pindahan penduduk dan interaksi sosial mempunyai kaitan de-
ngan kepadatan, dispersi, dan pola dalam ruang dimuka bumi.
Persediaan ruang yang cukup dimuka bumi ini dapat memenuhi
keinginan manusia dalam pengaturan penggunaan tanahnya dan
sebaliknya, apabila persediaan ruang tidak mencukupi ataupun
bila keadaan fisiografinya tidak memungkinkan, maka manusia
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dapat dikecewakan karenanya.

Kegiatan penduduk dan kegiatan ekonomi dapat dipengarubhi
oleh ekologi setempat. Pemukiman penduduk di desa-desa dan
di kota-kota merupakan hasil dari jalinan kekuatan dan unsur-un-
sur kawasan setempat yang saling bekerja sama. Oleh karena itu
dalam Geografi, keruangan, ekologi dan kompleks kawasan meru-
pakan satu kebulatan yang mempunyai peranan besar dalam ke-
hidupan dan penghidupan (Bintarto, 1975).

Selanjutnya dikatakan oleh Bintarto (1975, 7): Geografi seba-
gai ilmu dan ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, tetapi juga
mempunyai hubungan dengan ilmu- ilmu dan ilmu pengetahuan
yang lain.

Geografi melalui analisis keruangan, analisis ekologi, dan
analisis kompleks kawasan dapat kerja sama dengan kelompok
ilmu ekologi, kelompok ilmu pengetahuan bumi, kelompok pen-
getahuan kawasan, kelompok studi daerah, dan kelompok studi
kotaldesa melalui beberapa teori dan metode yang kualitatif dan
kuantitatif. Dari tiga faktor yang ada sebagai konsekuensi perkem-
bangan struktur Geografi integrated, faktor keruanganlah yang
menjadi ciri khas dalam Geografi.

Penggunaan unsur ruang dalam Geografi dapat diketahui de-
ngan mempelajari beberapa teori analisis keruangan dan penera-
pan dari padanya. Beberapa penggunaan dan kegunaannya dapat
diuraikan sebagai berikut (Bintarto, 1975 : 9).

a. gravitasi dan interaksi sosial

Analisis keruangan dengan menggunakan teori gravitasi diper-
lukan untuk mengukur besarnya interaksi, sehingga dapat meng-
gambarkan potensi kontak sosial antara satu tempat dengan
tempat lainnya. Hasil dari analisis ini dapat dikembangkan untuk
mendukung penelitian-penelitian di bidang mobilitas penduduk.

b. matriks dan migrasi

Analisis keruangan yang menggunakan teori ini, penting un-
tuk mengetahui persentase migran dan prediksi secara kuantitatif
matematis dengan menggunakan Vector probability dan Prob-
ability transition yang dapat menjadi pelengkap penelitian yang
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sifatnya kualitatif.
c. sistem jaringan dan konektivitas

Analisis keruangan dengan menggunakan sistem jaringan,
penting untuk mengetahui besarnya derajat konektivitas antara
satu tempat dengan tempat lainnya dan sifat jaringan tertentu di
suatu wilayah.

d. Hal-hal lain

Hal lain yang dapat diperoleh dari analisis keruangan yang
menggunakan teori sistem jaringan yaitu untuk menemukan
kedudukan atau lokasi sentral dari tempat-tempat yang berada di
dalam suatu sistem jaringan di suatu wilayah.

Di dalam Geografi ada dua pengertian pokok mengenai lokasi,
yaitu: pertama, lokasi mutlak, yang artinya kurang lebih lokasi
yang dapat ditentukan dengan posisi gejala-gejala dalam sebuah
sistem grid terpisah dan kedua, lokasi nisbi, yang secara singkat
dikatakan sebagai satu posisi atau kedudukan terhadap lokasi-
lokasi lainnya. Lokasi ini dapat dinyatakan dalam suatu nilai yang
tidak menyangkut ukuran jarak seperti biasanya.

Berbicara selanjutnya mengenai sistem jaringan dan sentrali-
tas, maka jalur-jalur jalan sangat penting bagi kehidupan seka-
rang. Tempat atau kota satu dengan kota lainnya dihubungkan
satu sama lain dengan menghasilkan suatu jaringan (network).
Daerah-daerah yang memiliki kepadatan jaringan jalan yang kecil
tidak akan dapat cepat maju dibandingkan dengan daerah-dae-
rah dengan kepadatan jaringan jalan yang besar. Teori network ini
sudah banyak diterapkan untuk keperluan pembangunan daerah
terutama di negara-negara maju dan waktu ini sedang dikem-
bangkan di negara-negara berkembang.

Sekarang bagaimana dengan mata pelajaran IPS-Geografi?
Apakah IPS dengan pengertian sebagai penyederhanaan ilmu-
ilmu sosial akan mampu menghadapi perkembangan mendatang
dengan masalah-masalah sosial yang makin kompleks. Sementara
dari segi konsepsi dan pelaksanaannya di lapangan belum pernah
mantap. Dari segi konsepsi sampai sekarang masih ada hal-hal
yang kurang pas. Dikatakan bahwa IPS merupakan himpunan il-
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mu-ilmu yang termasuk dalam ilmu-ilmu sosial yang diseleksi, di-
sederhanakan, dan diintegrasikan untuk kepentingan pendidikan.

Kalau hal ini rasionalnya, maka konsepsi ini nampak kabur.
Karena hal itu sudah merupakan bagian dari segi didaktis dan
strategi kita dalam mengajarkan sesuatu ilmu. lImu yang kita ajar-
kan memang harus kita seleksi termasuk disederhanakan, sesu-
ai dengan tingkat perkembangan anak, jadi sekalipun tidak ada
nama IPS, cara mengajarkan ilmu-ilmu yang termasuk ilmu-ilmu
sosial mestinya memang harus demikian. Kemudian dari istilah
diintegrasikan nampak dipaksakan dan nampak sulit untuk dilak-
sanakan. Padahal tidak usaha demikian sebenarnya sudah lama
dalam pengembangan suatu ilmu dikenal adanya pendekatan in-
terdisipliner dan multidimensional. Ini sebenarnya sudah cukup,
tinggal bagaimana pengembangnya (Sardiman, 1996).

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan
pengembangan materi dan pengajaran IPS, menghadapi berbagai
kendala. Pengembangan materi dan pengajaran IPS yang terpadu,
masih jauh dari harapan. Sementara dilihat dari segi maksud dan
tujuan dari pengajaran IPS masih cukup memprihatinkan bahkan
berdampak mendangkalkan ilmu yang bersangkutan. Agar dapat
menghadapi perkembangan masa datang yang serba kompleks,
mata pelajaran IPS-Geografi perlu diarahkan kepada masalah-
masalah sosial kemanusiaan yang lebih mendalam dan Kompre-
hensif.

5. Kurikulum Sekolah Menengah Umum

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidi-
kan, sedangkan guru merupakan pelaksana kurikulum di seko-
lah. Upaya perbaikan dalam rangka penyempurnaan Kurikulum
Sekolah Menengah Umum dilakukan secara terus-menerus untuk
disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa, keadaan dan
kebutuhan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian.
Perubahan Kurikulum Sekolah Menengah umum dapat dilakukan
sewaktu-waktu. Berdasarkan tingkatnya, kurikulum dibagi men-
jadi kurikulum makro (untuk suatu jenjang sekolah), kunkulum:
mikro (untuk suatu bidang studi) dan kurikulum pengajaran un-
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tuk suatu pokok bahasan bidana studi). Setiap kurikulum terdiri
atas empat komponen, yaitu tujuan, isi atau bahan, metode atau
proses belajar-mengajar, dan penilaian. (Depdikbud, 1993). Yang
dimaksud dengan kurikulum dalam naskah ini adalah kurikulum
mata pelpjaran IPS yaitu Geografi. Berdasarkan tujuan program
pengajaran Geografi telah tersusun sedemikian baiknya, namun
dalam pelaksanaannya terjadilah ketimpangan. Hal ini nampak
sekali bahwa sesama rumpun IPS, Geografi hanya mendapat ja-
tah jumlah jam pelajaran sebanyak 2 yaitu di kelas | dan di kelas
I, sedangkan di kelas IIl tidak ada. Ekonomi mendapatkan 3 jam
pelajaran di keias | dan di kelas Ill. Tujuan pengajaran Geografi
diantaranya adalah memupuk rasa cinta pada tanah air, sehingga
dengan demikian kurikulum sekolah menengah umum belum
dapat diandalkan sebagai pembentuk manusia berwawasan ke-
bangsaan Indonesia. Selanjutnya bagaimana peranan guru seba-
gai pelaksana kurikulum di sekolah?

Materi mata pelajaran IPS Geografi yang harus diberikan di
sekolah menengah umum dirasa oleh hampir semua guru sa-
ngat banyak dan berat, alokasi waktu yang tersedia selalu dirasa
kurang. Dengan dimasukkan pokok bahasan atau sub pokok ba-
hasan baru, menjadikan alokasi waktu makin berkurang. Bagi
siswa mata pelajaran Geografi sangat membosankan dan terasa
amat kering dan lagi proses penilaian hasil belajar mata pelaja-
ran tidak di EBTANAS kan. Dengan demikian dapat mengundang
penafsiran yang kurang tepat terhadap mata pelajaran Geografi.
Dengan lain perkataan seolah-olah Geografi itu hanya merupakan
suatu knowledge atau pengetahuan, jika diketahui, syukur, jika ti-
dak diketahui, tidak mengapa.

Dalam mengembangkan GBPP mata pelajaran Geografi, guru
mempunyai peranan yang besar. Peranan ini berbentuk partisi-
pasi guru dalam mengantarkan siswa, menuju tujuan yang telah
ditetapkan. Agar guru dapat berperan besar dalam mencapai
tujuan pendidikan, guru harus memenubhi kualitas sebagai guru
yang baik. Guru yang baik ialah guru yang memiliki kemampuan-
kemampuan khusus untuk jabatan guru yang disebut kompetensi
guru (Tisna Amidjaja, 1980), yaitu:
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1) kompetensi pribadi, yaitu kemampuan mentransfer nilai-nilai
yang terdapat dalam Pancasila,

2) kompetensi profesional, yaitu kemampuan mentransfer bi-
dang studi yang menjadi wewenangnya,

3) kompetensi kemasyarakatan, yaitu kemampuan berpartisipasi
dalam kehidupan sosial.

Kompetensi profesional guru adalah kemampuan-kemampuan
yang dituntutkan kepada seseorang yang memangku jabatan se-
bagai guru, yaitu tiga kompetensi tersebut di atas. Kompetansi
profesional guru ini berkaitan erat dengan kemampuan guru
melaksanakan kurikulum. Peningkatan kompetensi profesional
guru akan meningkatkan kemampuan melaksanakan kurikulum,
dan pada gilirannya nanti akan meningkatkan mutu hasil pendi-
dikan.

BIDANG-BIDANG GEOGRAFI

Untuk dapat mempelajari Geografi secara rinci, secara garis
besar Geografi dapat diklasifikasi menjadi tiga bidang, yaitu per-
tama Geografi Fisik (physical geography), kedua Geografi Manu-
sia (Human Geography) dan ketiga Geografi Regional (regional
geography) (Nursid, 1981).

1 Geografi Fisik

Yang dimaksud dengan Geografi Fisik yaitu cabang Geografi
yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi, yang meli-
puti tanah, air, udara dengan segala prosesnya. Bidang studi Geo-
grafi Fisik adalah gejala alamiah permukaan bumi yang menjadi
lingkungan hidup manusia. Dengan demikian, Geografi Fisik ini
dianggap sebagai pelengkap Geografi Manusia. Kerangka kerja
Geografi Fisik ditunjang oleh geologi, geomorfologi, ilmu tanah,
meteorologi, dan oceanografi. Ke dalam Geografi Fisik, termasuk
juga biogeografi, zoogeography, yang bidang studinya adalah pe-
nyebaran alamiah tumbuhan dan binatang sesuai dengan habi-
tatnya.

Karena Geografi Fisik dipandang sebagai pelengkap Geografi
manusia, maka pembahasan uraiannya tidak dilepaskan kaitan-
nya dari faktor manusia yang ada di dalam alam lingkungan yang
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menjadi objek studinya. Oleh karena itu, apa yang menjadi in-
terpretasi dan analisis Geografi Fisik berbeda dengan apa yang
menjadi interpretasi dan analisis geologi. Meskipun materi yang
dipelajari kedua bidang tadi sama, yaitu gejala kulit bumi, tetapi
penekanan interpretasi dan analisisnya berbeda Interpretasi dan
analisis studi geologi lebih ditekankan kepada gejala dan proses
alamiah murni dari kulit bumi, sedangkan studi Geografi Fisik
selalu dikaitkan dengan gejala manusia yang ada di dalam ling-
kungan alam tersebut. Pada studi Geografi Fisik, gejala dan proses
alam dari kulit bumi, selalu ditinjau kaitannya dengan manusia
dan kepentingan manusia. Kulit bumi ditinjau sebagai sumberda-
ya bagi kehidupan manusia. Pada studi Geografi Fisik, pengung-
kapan rahasia alam dari kulit bumi, selalu ditinjau dan dikaitkan
dengan kepentingan hidup manusia.

2. Geografi Manusia

Yang dimaksud dengan Geografi Manusia adalah bidang Geo-
grafi yang bidang studinya yaitu aspek ke ruangan gejala di per-
mukaan bumi, yang mengambil manusia sebagai objek studi po-
kok. dalam gejala manusia sebagai objek studi pokok, termasuk
aspek kependudukan, aspek aktivitas yang meliputi aktivitas eko-
nomi, aktivitas politik, aktivitas sosial, dan aktivitas budayanya.

Konsep Geografi Sosial yang biasanya disebut dengan Geo-
grafi Manusia adalah istilah yang digunakan untuk bidang Geo-
grafi Manusia yang studinya ditekankan kepada aspek keruangan
dari karakteristik kependudukan, organisasi sosial, unsur kebu-
dayaan dan kemasyarakatan. Berdasarkan pendekatan topik dan
struktural dalam melakukan studi aspek kemanusiaan, Geografi
Manusia terbagi-bagi lagi ke dalam disiplin: Geografi Penduduk,
Geografi Ekonomi, Geografi Politik, Geografi Pemukiman dan
Geografi Sosial.

a. Geografi Penduduk

Geografi Penduduk adalah disiplin Geografi Manusia yang ob-
jek studinya aspek keruangan dari penduduk. Objek studinya me-
liputi penyebaran, densitas, perbandingan jenis, perbandingan
manusia dengan luas tanah dan lain sebagainya. Pada Geografi
Penduduk, manusia dipelajari sebagai penghuni suatu wilayah,
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dianalisis kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan wilayah yang
ditempati, dianalisis perbandingan kuantitas dengan luas tanah
yang dihuni, dianalisis penyebaran dan densitasnya dari satu
wilayah ke wilayah lain dengan memperhatikan faktor lingkungan
Geografi yang mempengaruhinya dan dianalisis pertumbuhannya
sesuai dengan wilayah yang ditempati dan seterusnya.

b. Geografi Ekonomi

Geografi Ekonomi adalah disiplin Geografi Manusia yang bi-
dang studinya struktur keruangan aktivitas ekonomi. Titik berat
studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang
termasuk ke dalamnya bidang pertanian - industri — perdagan-
gan - transportasi - komunikasi dan lain-lain sebagainya. Dalam
analisis Geografi Ekonomi, faktor lingkungan alam ditinjau seba-
gai faktor pendukung dan penghambat struktur aktivitas ekonomi
penduduk.

Berdasarkan struktur ekonomi yang menjadi objek studinya,
Geografi Ekonomi dapat diuraikan lagi menjadi: Geografi Perta-
nian, Geografi Industri, Geografi Perdagangan, Geografi Transpor-
tasi dan komunikasi. Dalam meninjau dan menganalisis struktur
ekonorni suatu wilayah, lingkungan Geografi dijadikan dasar yang
mempengaruhi perkembangan aktivitas ekonomi penduduk di
wilayah yang bersangkutan.

c. Geografi Politik

Geografi Politik adalah cabang Geografi Manusia yang bidang
studinya aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang
meliputi hubungan regional dan internasional pemerintahan atau
kenegaraan di permukaan bumi. Dalam Geografi Politik, lingkung-
an Geografi dijadikan dasar perkembangan dan hubungan ken-
egaraan.

Bidang studi Geografi Politik cukup luas, meliputi aspek keru-
angan, aspek politik, aspek hubungan regional dan internasional.
Faktor fisik, sosial, budaya, sejarah dan politik, dipergunakan se-
bagai dasar analisis Geografi Politik dalam meninjau kekuatan
dan hubungan kenegaraan dan pemerintahan suatu wilayah, ser-
ta hubungannya dengan wilayah pemerintahan dan kenegaraan
lainnya di permukaan bumi. Ruang lingkup Geografi Politik sangat
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luas karena meliputi empat bidang penelitian, yaitu bidang Geo-
grafi, Sejarah, Politik, den Hubungan Internasional.

d. Geografi Pemukiman

Geografi Pemukiman adalah suatu studi Geografi mengenai
perkembangan pemukiman di suatu wilayah di permukaan bumi.
Yang dibahas pada Geografi Pemukiman yaitu bilamana suatu wi-
iayah mulai dihuni manusia, bagaimana perkembangan pemuki-
man itu selanjutnya, bagaimana bentuk pola pemukiman, dan
faktor-faktor Geografi apakah yang mempengaruhi perkembang-
an dan pola pemukiman tersebut. Pemukiman itu, baik di pede-
saan maupun di perkotaan, menjadi objek studi Geografi
Pemukiman. Studi Geografi Pemukiman, erat sekali hubun-
gannya dengan sejarah dan perekonomian suatu wilayah.
Penyebaran dan relasi keruangan pemukiman, merupakan
bidang studi Geografi Pemukiman.

e. Geografi Sosial

Geografi Sosial adalah cabang Geografi Manusia yang bidang
studinya aspek keruangan yang karakteristik dari penduduk, or-
ganisasi sosial, dan unsur kebudayaan dan kemasyarakatan. Geo-
grafi Sosial bidang studinya berkenaan dengan unsur-unsur tem-
pat yang merupakan wadah kemasyarakatan manusia, sehingga
erat hubungannya dengan studi Sosiologi. Kalau ditinjau dan segi
penyebaran dan organisasi sosial pemukiman, bahasa dan keper-
cayaan, dapat dimasukkan ke dalam bidang studi Geografi Sosial.

3. Geografi Regional

Geografi Regional tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu
cabang Geografi seperti yang telah dikemukakan di atas. Geo-
grafi Regional merupakan deskripsi yang komprehensif-integratip
aspek fisik dengan aspek manusia dalam relasi keruangannya di
suatu wilayah. Atau dapat dikatakan bahwa Geografi Regional se-
cara normal dianggap sebagai suatu studi tentang variasi penyeb-
aran gejala dalam ruang pada wilayah tertentu, baik lokal, negara,
maupun kontinental. Pada studi Geografi Regional, seluruh aspek
dan gejala Geografi ditinjau dan dideskripsikan secara bertautan
dalam hubungan integrasi dan interelasi keruangannya. Dengan
interpretasi dan analisis Geografi Regional, karakteristik sesuatu
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wilayah yang khas dapat ditonjolkan, sehingga perbedaan wilayah
menjadi jelas.
4. Geografi Sejarah

Geografi Sejarah tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu
bidang Geografi. Geografi Sejarah adalah Suatu studi Geografi
tentang masa lampau yang sedikit banyak berurutan waktunya,
yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa manusia.

KEMAMPUAN KHUSUS PADA STUDI GEOGRAFI

Orang yang berkecimpung dalam bidang Geografi, harus me-
miliki kemampuan khusus menggunakan dan membuat peta dan
melaksanakan observasi lapangan.

1. Peta

Harus mengetahui bermacam-macam peta berdasarkan jenis,
skala dan penggunaannya. Pdta merupakan hakikat dasar yang
tidak dapat ditinggalkan. Suatu ketika, dalam observasi dan pene-
litian Geografi di lapangan, tidak selamanya kita berada di tempat
itu, melainkan pada saatnya lapangan tersebut harus ditinggal-
kan. Untuk tetap dapat melihat dan menganalisis gejala tadi, kita
harus merekamnya pada peta. Peta inilah yang selanjutnya kita
bawa ke kamar kerja.

Penyebaran gejala Geografi yang meliputi penyebaran jenis-je-
nis. tanah, jenis vegetasi, pemukiman, penduduk, jaringan jalan,
pola aliran sungai, jenis-jenis pertanian, dan lain sebagainya, bagi
kepentingan analisis keruangan harus dipetakan. Dari penyeba-
ran berbagai gejala Geografi pada peta tadi, kita dapat mengada-
kan interpretasi dan analisis keruangan gejala yang bersangkutan.
Dari hasil analisis kita akan dapat mengadakan evaluasi interaksi
keruangan, sehingga dapat diketahui hubungan linier dan hubun-
gan kausal gejala-gejala yang bersangkutan. Kecakapan ini dikenal
sebagai analisis dan interpretasi peta.

Peta-peta yang digunakan, tidak hanya terbatas kepada peta
buatan sendiri di lapangan, melainkan harus pula dilakukan
studi perbandingan dengan peta-peta yang telah ada, baik hasil
pemetaan biasa oleh ahli-ahli geodesi, maupun hasil pemetaan
dari udara. Kecakapan membuat dan mengisi peta di lapangan,
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didasarkan atas kemampuan mata kita membaca peta secara
terinci. Dengan demikian, hal-hal yang detail tadi harus langsung
di kover di lapangan.

Mengadakan interpretasi dan analisis peta di sesuatu wilayah
yang sama berdasarkan peta yang berlainan waktu pembuatan-
nya, kita akan dapat mengadakan evaluasi perkembangan ge-
jala Geografi di wilayah yang bersangkutan, berdasarkan urutan
waktunya. Dengan cara ini, kita dapat mengadakan evaluasi per-
kembangan regional wilayah itu, yang selanjutnya dapat digu-
nakan untuk perencanaan regional. Dari interpretasi dan analisis
peta secara teliti pula, kita akan dapat membuat deskripsi dan
penjelasan berbagai asosiasi dan korelasi antara ketingian dengan
produktivitas pertanian, antara relief permukaan dengan penyeb-
aran dan pola pemukiman, antara jenis perumahan dengan jarak
dari jalan utama, dan lain sebagainya.

2. Observasi Lapangan

Untuk dapat melakukan observasi dengan baik di lapangan
kita harus memiliki kemampuan mengadakan observasi di lapan-
gan. Kemampuan observasi harus pula dilengkapi dengan keter-
ampilan membuat dan menggunakan alat pengumpul data, ket-
erampilan menentukan sampel dan lokasi penelitian.

Observasi lapangan merupakan kebutuhan yang tidak dapat
ditinggalkan dalam penelitian regional. Gejala-gejala yang terlu-
kis secara garis besar pada peta, dapat ditangkap oleh mata kita,
sedangkan detail-detailnya yang tidak tergambar jelas pada peta
atau pada foto udara, harus diteliti dan diobservasi langsung di la-
pangan. Observasi lapangan merupakan satu-satunya teknik yang
dapat digunakan. Mengisi peta dasar dengan gejala Geografi yang
relevan, dan pembuatan peta wilayah tersebut, dilakukan bers-
ama-sama dengan observasi lapangan. Mencatat dan meneliti
penggunaan tanah di suatu wilayah berarti bahwa secara bersa-
ma-sama diadakan pemetaan daerah tersebut dengan observasi
lapangannya.

Pemetaan dan observasi lapangan yang dilakukan secara luas
dan mendalam, yang dilakukan oleh sekelompok orang dari berb-
agai bidang, harus dilaksanakan melalui kerja sama yang terpadu.
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Kartograf dan ahli observasi lapangan harus benar-benar kerjasa-
ma.

Berdasarkan tujuan dan caranya, observasi lapangan dapat
dibedakan antara observasi terkontrol dengan observasi tak ter-
kontrol, sedangkan berdasarkan pelaksanaannya di lapangan,
dibedakan pula antara observasi partisipasi dengan observasi non
partisipasi. Pada. studi Geografi yang lebih ditekankan kepada ob-
servasi material dengan segala prosesnya, lebih banyak menggu-
nakan observasi non partisipasi. Observasi lapangan yang diren-
canakan untuk dapat diolah secara matematik, harus
menggunakan teknik observasi terkontrol. Observasi lapangan
yang terkontrol untuk mencatat dan mengkover data dan gejala
Geografi, perlu menggunakan alat yang disebut check-list. Pada
check list ini disusun variabel-variabel penelitian yang relevan de-
ngan penelitian yang bersangkutan. Dengan teknik observasi
semacam itu, selain data yang diperoleh dapat dianalisis secara
matematik, waktu pelaksanaannya pun dapat diatur seteliti
mungkin. Dengan demikian, kita dapat menghemat daya, dana
dan waktu.

Kecuali kedua keterampilan dan kemampuan tersebut di atas
masih ada beberapa lagi, antara lain yaitu dokumentasi, model,
komputer, dan erts (earth resources technolow satelite dan lain
sebagainya).

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengaja-
ran Geografi sekolah dewasa ini

Dalam melaksanakan pengajaran Geografi terutama dengan
menggunakan Metode Kunjungan Belajar atau Karyawisata ter-
dapat beberapa hambatan, diantaranya adalah:

a. dalam menggunakan jam pelajaran mengganggu jam mata pe-
lajaran lain;

b. tidak semua siswa akan memperhatikan objek yang sama se-
hingga pengetahuan mereka tidak sama;

c. jika suatu objek dijelaskan oleh petugas di objek, belum tentu
semua siswa akan mendengarkan dan belum tentu pula cukup
jelas dan cukup lambat menerangkannya;

d. sukar untuk mempertahankan disiplin dan ketertiban;
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e. kelelahan dalam perjalanan dapat mengurangi gairah melaku-
kan observasi atau tanya jawab;

f. adanya tambahan pengeluaran uang untuk pembiayaan per-
jalanan karyawisata bagi siswa;

g. pada umumnya, dorongan untuk berekreasi lebih besar dari-
pada melakukan observasi, tanya jawab, dan mencatat data
yang diperlukan;

h. kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh sering berarti
bahwa para siswa tidak dapat belajar lagi sekembalinya mer-
eka di sekolah.

Untuk SLTA pengajaran Geografi harus diberikan secara Ter-
padu dan diajarkan oleh seorang guru Geografi yang generalis de-
ngan latar belakang studi Geografi.

PENUTUP

Karena Geografi merupakan ilmu observasional, diperlukan
pengamatan lapangan, hendaknya pengetahuan peta ditambah-
kan agar pemahaman konsep keruangan lebih jelas. Secara kes-
eluruhan pelajaran Geografi dapat berdiri sendiri sebagai pela-
jaran mandiri tidak bergabung di dalam kelompok IPS. Dengan
kemandirian tersebut ilmu Geografi sebagai bidang studi diharap-
kan lebih memasyarakat dan mendukung pembangunan yang ber-
wawasan kebangsaan Indonesia. Hal ini mengingat dari segi letak
bentuk kepulauan, keterjangkauan pemerintah pusat dan daerah
memerlukan pembinaan dan pendekatan khusus untuk men-
gantisipasi masalah rawan terhadap gangguan baik yang datang
dari dalam maupun luar negeri. Akhirnya pengaruh pendidikan
Geografi dalam pembentukan manusia berwawasan kebangsaan
Indonesia nampak yaitu dengan pengembangan diri -anak didik
sebagai warga masyarakat setempat, daerah, nasional, dan du-
nia dengan kemampuan menyadari dan bersikap simpati terha-
dap orang dan masyarakat lain mengembangkan rasa bagian dan
bertanggung jawab terhadap masyarakat mandiri, memahami
dan menghargai masalah sumber-sumber serta mengembangkan
konsep kebebasan dan perlunya kerja sama antar penduduk.

Dalam kesempatan yang mulia ini perkenankanlah saya men-
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gucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Republik Indo-
nesia yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk me-
mangku jabatan Guru Besar Madya dalam mata kuliah Pendidikan
Geografi.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Rek-
tor selaku Ketua Senat serta seluruh Anggota Senat Yogyakarta
yang telah mengabulkan permohonan saya untuk diusulkan se-
bagai Guru Besar Madya kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Kepada para Dosen baik dari Jurusan Pendidikan Geografi
dan Jurusan Pendidikan lainnya di IKIP Yogyakarta, maupun dari
Fakultas Geografi UGM, saya ucapkan banyak terima kasih atas
bantuannya dalam penyusunan berbagai karya ilmiah sehingga
cukup untuk kenaikan jabatan saya sebagai Guru Besar Madya.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada mendiang kedua
orang tua saya R. Prawiroprakoso Saleh, serta mertua saya RM
Sutarno Surnosutargyo dan lbu Rr. Rahayu Tirtonoto atas doa re-
stunya dalam mendorong saya mencapai jabatan tertinggi dalam
bidang pendidikan ini.

Kepada almarhum kakak Ir. Parewarno Saleh dan adik- adik
saya, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya yang ti-
dak henti-hentinya mendorong saya untuk mencapai jabatan ter-
tinggi dalam pendidikan ini.

Kepada saudara-saudara saya lainnya yang tak dapat saya se-
butkan satu persatu yang telah membantu saya untuk segera me-
nyelesaikan karya ilmiah sehingga dapat mencapai jabatan ter-
tinggi dalam bidang pendidikan ini.

Kepada Ketua Dewan, Ketua Umum HKMNS Pusat, Penasihat,
dan Ketua Umum Cabang Yogyakarta beserta para kerabat atas
bantuan dan perhatiannya saya sampaikan kasih.

Kepada istri dan anak-anak saya, yang dengan tekun serta
penuh keprihatinan dalam melampaui hambatan per hambatan
dan mendorong semangat untuk mencapai jabatan tertinggi
dalam bidang pendidikan ini, saya ucapkan terima kasih

Kepada Bapak-lbu dan Saudara-saudara yang tidak dapat saya
sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselenggaranya Pi-
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dato Pengukuhan ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Semoga amal baik dari semua yang telah memberikan ban-
tuan kepada saya, mendapatkan imbalan yang lebih besar dari
Tuhan Yang Maha Pengasih. Amien.
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Di pagi yang bahagia ini dan di tempat yang terhormat ini,
rasa syukur yang dalam wajib saya sampaikan ke hadirat Al-
lah Yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, atas segala limpahan
rahmat yang telah dikurniakan tanpa henti kepada kita semua.
Terima kasih yang tak terhingga saya tujukan kepada Pemerin-
tah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Rektor, Dekan FPIPS dan semua pihak yang langsung atau tidak
langsung telah memudahkan jalan bagi saya untuk menyampai-
kan pidato pengukuhan ini peda saat batang usia saya telah be-
rada di ambang petang. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pada
upacara ini benar- benar merupakan kehormatan tersendiri bagi
saya dan keluarga. Untuk itu semua sekali lagi rasa terima kasih
yang tulus kami sampaikan kepada hadirin dan hadirat yang mu-
lia.

PENDAHULUAN

Sejak sekitar seperempat abad yang terakhir, perhatian terha-
dap sejarah, filsafat dan agama melebihi perhatian saya terhadap
cabang-cabang ilmu yang lain. Namun saya sadar sepenuhnya, se-
makin saya masuki ketiga wilayah itu, semakin tidak tampak tepin-
ya. Tidak jarang saya merasa sebagai seorang asing di kawasan
itu, kawasan yang seakan-akan tanpa batas. Terasalah kekecilan
diri ini berhadapan dengan luas dan dalamnya lautan jelajah yang
hendak dilayari. Nasehat Al-Qur’an kepada setiap pencari berbu-
nyi : “Tidaklah kamu diberi ilmu, kecuali sedikit saja.”* Nasehat ini
dapat meredam ambisi dan rasa ingin tahu seseorang untuk tidak
melangkahi kawasan di luar batas kemampuan manusia. Dengan
segala keterbatasan saya pidato pengukuhan ini diberi judul:
KETERKAITAN ANTARA SEJARAH, FILSAFAT, DAN AGAMA. Akan dil-
ihat keterkaitan fungsional antara ketiganya dengan berpedoman
kepada pendapat-pendapat mereka yang dipandang mempunyai
otoritas dalam masalah yang dicoba untuk dibicarakan.

SEJARAH DAN FILSAFAT: MASALAH KETERKAITAN

Dalam Al-Mugaddimah lbn Khaldun (1332-1406) melihat dua
sisi Sejarah yang perlu diperhatikan: sisi luar dan sisi dalam. Pada
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sisi luar sejarah itu tidak lebih dari pada perputaran kekuasaan
yang silih berganti di masa lampau. Tetapi pada sisi dalamnya
sejarah adalah suatu kritis (nazar) dan kerja yang cermat untuk
mencari kebenaran; suatu penjelasan yang cerdas tentang se-
bab-sebab dan asal usul segala suatu; suatu pengetahuan yang
mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa
itu terjadi. Oleh sebab itu Sejarah berakar dalam dan dipandang
menjadi bagian dari filsafat (al-hikmah)?. Di mata sejarawan kela-
hiran Tunisia ini, bila dilihat dalam hierarki ilmu, Sejarah menem-
pati posisi kedua setelah filsafat, khususnya filsafat politik, tetapi
berada di atas ‘ilm al-'umran (ilmu sosial dan ilmu kultur) yang
berfungsi sebagai pelayan sejarah. Sedangkan sejarah adalah
pelayan filsafat politik.®> “Hanya sejarahlah,” simpul Muhsin
Mahdi tentang salah satu fungsi sejarah menurut lbn Khaldun,”
yang dapat mengajar man of action (manusia pelaku) tentang
bagaimana orang lain bertindak dalam keadaan-keadaan khusus,
pilihan-pilihan yang dibuatnya, dan tentang keberhasilan dan
kegagalan mereka.* Sejarah menjelaskan kondisi dan situasi yang
tepat bagi seorang negarawan untuk melaksanakan tugas ken-
egaraannya secara tepat pula. Tanpa mengenal Sejarah seorang
negarawan ataupun siapa saja yang memiliki tanggung jawab
umum akan kehilangan arah dan acuan dalam melaksanakan ke-
bijakannya, “....Sejarah adalah jembatan penghubung masa silam
dan masa kini, dan sebagai penunjuk arah ke masa depan”,® tulis
Allan Nevins.

Jika Sejarah memang dapat menunjuk arah ke masa depan,
mengapa umat manusia sering terjebak dalam melakukan kesala-
han serupa seperti yang diperbuat orang sebelumnya? Mengapa
seorang penguasa misalnya tidak pandai belajar dari kesalahan
yang diperbuat para pendahulunya untuk menghindari sebuah
kesalahan fatal bagi diri dan bangsanya? Pertanyaan-pertanyaan
semacam ini selalu saja muncul, tetapi orang biasa saja tertarung
pada batu yang sama berkali-kali. Ini sudah menjadi fakta sejarah
di berbagai bagian dunia. Keretakan antara teori dan realitas
perilaku manusia bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan
kolektif kita. Satunya kata dan perbuatan merupakan hal yang ma-
hal dalam sejarah, sekalipun bukan sesuatu yang tidak mungkin.
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Dalam kaitannya dengan pembicaraan ini, pernyataan Hegel
yang sering dikutip berbunyi: “Apa yang diajarkan, pengalaman
dan sejarah ialah bahwa orang dan pemerintah belum pernah
belajar dari sejarah, apalagi bertindak menurut ajaran-ajaran
yang diberikannya”,® perlu ditafsirkan lebih jauh. Penafsiran ini
akan dapat menghilangkan pesimisme kita menatap masa depan.
Kalimat berikut kita kutip: “Setiap abad punya kondisinya send-
iri sebagai suatu situasi individual; keputusan-keputusan harus
dan dapat dibuat hanya dalam dan sesuai dengan abad itu send-
iri”’. Dengan demikian sekalipun orang dapat belajar dari sinyal
masa lampau, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan
yang dibuat teruslah disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu
tertentu. Kelampauan memang diperlukan untuk berkaca dalam
menguak kekinian, tapi perbedaan nuansa ruang dan waktu de-
ngan segala kekhususannya perlu senantiasa dipertimbangkan.
Sejarah akan memberikan bahan-bahan pertimbangan itu seban-
yak yang kita perlukan.

Kita kembali kepada pendapat Ibn Khaldun: “Sejarah berakar
dalam dan dipandang menjadi bagian dari filsafat”. Apa artinya
ini bagi analisa kita selanjutnya? Mengapa filsafat menjadi begitu
penting bagi sejarah? Kita boleh tidak setuju dengan pernyataan
sejarawan ltalia Benedetto Croce (1866- 1952) yang mengatakan
bahwa Sejarah dalam bentuk historical judgment (pertimbangan
sejarah) adalah bentuk tertinggi dari filsafat dan bahkan iden-
tik dengannya®. Keidentikan sejarah dengan filsafat dirumuskan
Croce dalam bentuk proposisi: “keseluruhan yang satu adalah ke-
seluruhan yang lain” (‘the whole of one is the whole of other’).°
Sementara kutipan di bawah ini akan lebih menjelaskan kepada
kita tentang hubung kait antara sejarah dan filsafat: “Sejarah ti-
daklah mungkin tanpa unsur logika, dan unsur logika itu adalah
filsafat yang mengkondisikan sejarah; tetapi filsafat juga tidaklah
mungkin tanpa unsur intuitif, dan unsur intuitif itu adalah sejarah
yang mengkondisikan filsafat”.2°

Bila formula Croce di atas dibaca dalam ungkapan lain, maka
kita dapat mengatakan bahwa filsafat memberikan; kekuatan
logika kepada Sejarah, sedangkan Sejarah memberikan kekuatan
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intuisi kepada filsafat. Dalam perspektif ini. sebuah rekonstruksi
masa silam yang menjadi tugas sejarawan profesional sangat me-
merlukan kekuatan logika dan penalaran, dan kekuatan itu beribu
kepada filsafat. Oleh sebab itu historiografi yang kaya sumber tapi
tanpa rakitan logika yang kokoh adalah ibarat sarang burung di
atas dahan rapuh. Dalam sebuah masyarakat yang semakin cer-
das dan kritis, “historiografi sarang burung” ini tidak akan dapat
bertahan lama dan pasti segera menghilang dari peredaran kare-
na fondasi struktur penulisannya berupa teori kurang memenuhi
syarat yang diperlukan.

Pembicaraan kita selanjutnya masih dalam bingkai teori Croce,
tetapi pada dimensi kaitan fakta historis dengan interpretasi fi-
losofis. Baginya : “Semua fakta adalah historikal; semua interpre-
tasi adalah filosofikal”.!* Alur pemikiran ini menjelaskan bahwa
hubungan fakta dan interpretasi adalah hubungan Sejarah dan
filsafat. Semua masalah Sejarah tidaklah mungkin dipahami
tanpa merujuk kepada konsep-konsep rancangan filsafat. Begitu
pula masalah filsafat tidak mungkin dipecahkan kecuali melalui
keterkaitannya dengan fakta.'? Bila jalan logika ini diikuti, maka
muaranya adalah : seorang sejarawan haruslah filsuf atau setidak-
tidaknya punya minat terhadap filsafat, sedangkan seorang filsuf
haruslah berakar kuat dalam Sejarah. Posisi sejarawan-filsuf jelas
sangat ideal, sementara data sosiologis di mana pun di muka bumi
ini belum tentu selalu mendukung. Mereka yang berada pada po-
sisi ini tampaknya jumlahnya tidaklah banyak sepanjang Sejarah.
Nama-nama seperti Ibn Khaldun, Vico, Hegel, dan Toynbee dapat
dikategorikan sebagai sejarawan Filosuf. Mereka mencoba men-
eropong perjalanan sejarah dari posisi pengintai yang lebih tinggi.
Setidak-tidaknya menurut mereka, mereka telah jauh melampaui
jendela mikroskopik dan parokialistik dalam membaca fenomena
sejarah. Mereka mengamatinya dari jendela panoramik hingga
yang teriihat bukan saja pemandangan yang terbatas dan sem-
pit, tapi sebuah panorama yang indah dan luas, hampir tanpa
tepi. Mereka tidak risau bila mereka dituduh melakukan pende-
katan mistik dan bahkan irasional. Itu bukan urusan mereka. Itu
sepenuhnya urusan para pengeritik.
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Posisi sebagai sejarawan-filosuf adalah posisi yang mahal yang
memang tidak mudah diraih seseorang kecuali dengan kesung-
guhan. Filsafat akan senantiasa memberikan kepadanya kekua-
tan penalaran yang tidak mudah digoyahkan oleh perasaan benci
atau cinta dalam membaca masa lampau, sekalipun kajian histo-
ris bercorak personal. Prinsip keadilan dan kejujuran dalam
berpikir adalah lentera yang menerangi karier seorang sejarawan.
Catatan Philip K. Hitti tentang Ibn Khaldun adalah di antara con-
toh untuk diungkapkan di sini:

Kekuatannya [Ibn Khaldun] terletak pada pengetahuannya yang
langsung dan akrab tentang Afrika Utara-Arab dan Berber-Mesir dan
Granada, semuanya itu dia pertimbangkan dengan tingkat kontrol
diri dan objektivitas yang luar biasa. Jarang dia melebih-lebihkan
seorang teman pribadinya atau mengecilkan seorang musuh, Ibn
Khaldun si sejarawan berada dalam situasi yang sangat kontras de-
ngan Ibn Khaldun si politikus.™

Memang lbn Khaldun sebelum memasuki dunia sejarah dike-
nal sebagai seorang politikus yang sering terlibat dalam berbagai
intrik politik yang sangat melelahkan. Tetapi kemudian ternyata
bahwa sejarah dan filsafat telah membebaskannya dari tarikan
dan godaan oportunisme politik. Contoh tokoh lain dengan in-
tegritas moral dan intelektual, sekalipun bukan sejarawan, adalah
Bung Hatta, seorang Indonesia. Hatta dikenal sebagai moralis se-
jati. Dugaan kita adalah bahwa Hatta muncul sebagai yang kita
kenal tidak lepas dari buah pengembaraan intelektualnya dalam
lautan filsafat dan Sejarah dengan latar belakang spiritualisme
Islam yang mantap.!* Setelah Bung Hatta wafat pada 14 Maret
1980, Mochtar Lubis menuturkan kesannya tentang tokoh ini :

Tidak mengherankan manusia Indonesia Bung Hatta telah berha-
sil merebut kecintaan demikian banyak anggota masyarakat kita,
karena dalam dirinya dia berhasil menghimpun nilai-nilai manusia
Indonesia yang banyak telah hilang dalam banyak diri kita; sikap
sederhana, hidup sederhana, sopan dan santun yang tinggi, keju-
juran, cinta pada kebenaran dan keadilan, keberanian berpikir dan
menyatakan pikiran, integritas pribadi dan ilmu, tiada nafsu berkua-
sa atau mengejar kekayaan. Kekosongan yang ditinggalkannya akan
amat sukar terisi kini di tanah air kita. **
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Sekalipun Hatta seorang ekonom, sejarah, filsafat, dan agama
telah demikian dalam membentuk dan merekat kepribadiannya
yang utuh, kokoh dan tegar. Jika demikian halnya sejarah adalah
juga cermin untuk berkaca diri demi meraih tingkat kematangan
pribadi. Masa lampau sebagai memori kolektif kaya dengan con-
toh-contoh, terpuji atau tercela. Yang terpuji untuk diteladani,
yang tercela untuk dihindari. Proposisi ini berlaku untuk orang
seorang atau untuk suatu bangsa. Untuk Indonesia, pernyataan
Mochtar Lubis tentang Hatta yang berbunyi: “Kekosongan yang
ditinggalkannya akan sukar terisi kini di tanah air kita”*® yang di-
tulis 16 tahun yang lalu masih tetap relevan dengan suasana kita
menjelang akhir abad ini. Kita merasakan benar bangsa ini dalam
masalah moral sedang dilanda krisis keteladanan yang cukup seri-
us, di sisi pembangunan ekonomi yang relatif berhasil. Pancasila
yang telah kita yakini sebagai suatu dasar filsafat negara yang
mantap tampaknya masih harus dihadapkan kepada ujian-ujian
sejarah yang cukup berat. Antara gagasan dan pelaksanaan prin-
sip moralnya masih dibatasi oleh jurang yang lebar menganga.
Atau dalam bahasa Hatta, pelaksanaan Pancasila yang murni baru
pada tingkat bibir,’” belum membimbing perilaku kolektif kita se-
cara fungsional. Dalam perspektif sistem nilai, kita merasakan ada
sesuatu yang hilang dari kehidupan bangsa ini. Pertanyaan yang
mungkin muncul adalah : Apakah filsafat kenegaraan kita tidak
lagi solid? Saya melihat secara teoretik, ia cukup solid, tapi dalam
praktik ia sedang digerogoti virus-virus ganas hedonistik dan bu-
daya mumpungisme yang serba dangkal dengan wawasan sem-
pit yang menyesakkan nafas.

Namun kita pun sadar bahwa untuk membangun manusia In-
donesia seutuhnya sebagaimana yang sering diucapkan memang
bukan pekerjaan gampang. Inilah di antara tantangan mendasar
yang harus dicarikan jalan keluarnya oleh para pengambil kebi-
jakan, pemikir, ulama sejarawan, atau siapa saja yang memiliki
kepekaan nurani, demi menjaga bangsa ini agar tidak jauh terpu-
ruk secara moral. Tema Kongres Nasional Sejarah bulan Nopem-
ber 1996 yang berbunyi: “Dialog Kelampauan Menguak Kekinian
Untuk Merancang Masa Depan”*® perlu mendapat perhatian kita
semua, sebab dalam dirinya tema itu memuat persoalan besar
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yang sedang dihadapi bangsa kita pada periode peralihan ini.
Menurut pendangan saya, sejarawan bersama dengan kekuatan
intelektual yang lain adalah avant-garde, penjaga gawang moral
bangsa. Bila penjaga gawangnya juga kebobolan, lalu kepada sia-
pa lagi bangsa ini mengadukan persoalannya?

Setelah hubungan sejarah dan filsafat kita bicarakan seperlu-
nya di atas, berikut ini akan kita tengok sekadarnya apa yang dise-
but filsafat sejarah itu. Dalam pembacaan saya tidak ada definisi
yang disepakati tentang apa itu filsafat sejarah. Bagi Hegel misal-
nya, filsafat sejarah itu tidak lain dan pada “pertimbangan yang
penuh pemikiran tentang sejarah.® Allan Nevins mengatakan
bahwa “filsafat sejarah itu berasal dari keseluruhan pandangan
penulis: tentang nasib manusia, dan dengan begitu merupakan
penjelmaan pandangan hidupnya...” ° Dan masih banyak definisi
lain yang tidak perlu dikutip di sini.

Sekalipun Morris R. Cohen benar pada waktu dia mengatakan
bahwa teori sejarah merupakan “wilayah filsafat yang teramat
diabaikan:,?* renungan yang mendalam mengenai sejarah telah
dilakukan oleh St. Augustine (354-430) dengan karya monumen-
talnya The City of God?. “Di bawah sinaran Bible dalam karya
ini Augustine buat pertama kali dalam perjalanan pemikiran se-
jarah di Barat telah menawarkan teori linear tentang gerak se-
jarah sebagai antitesa terhadap pola siklus yang dianut Yunani
dan Romawi kuno. Bagi Augustine gerak sejarah bercorak tele-
ologis, punya tujuan akhir berupa terciptanya Kerajaan Tuhan di
muka bumi. Karya ini sampai dengan munculnya gerakan renai-
sans abad ke-16 di Eropa begitu dominan mewarnai pandangan
sejarah orang Barat. Bahkan sebenarnya dalam satu dan lain ben-
tuk, apa yang dikenal sebagai filsafat sejarah spekulatif sebagai
lawan dari filsafat sejarah kritikal pada masa modern, benang
merah pemikiran Augustine masih dirasakan. Karya-karya Hegel,
Marx, dan Toynbee misalnya, pada saat mereka berbicara tentang
gerak sejarah, orang tentu akan ingat pada The City of God. Bagi
Hegel, gerak sejarah menuju terwujudnya kebebasan (freedom)
dalam kehidupan umat manusia; bagi Marx, terciptanya sebuah
masyarakat tanpa kelas setelah sistem kapitalis ditumbangkan;
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bagi Toynbee, terbentuknya suatu agama universal. Semuanya
bercorak teleologis. Mungkin bilamana filsafat sejarah model
Pancasila dikembangkan, tentu akan terlihat pola linear yaitu ter-
ciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Filsafat sejarah spekulatif ingin menjawab pertanyaan-pertan-
yaan seperti: apakah pola sejarah itu, apakah mekanisme sejarah
itu, apakah ada maksud dan nilai sejarah itu??®* Sementara filsa-
fat sejarah kritikal mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:
apakah sejarah itu ilmu, dapatkah orang mengetahui fakta se-
jarah, dapatkah sejarawan bersikap objektif, apakah hakekat teo-
ri-teori dan tafsiran sejarah itu, apakah memang ada yang disebut
hukum-hukum sejarah itu??

Dari sekian pertanyaan di atas, hanya satu saja yang akan
dielaborasi pada kesempatan ini, yaitu masalah apakah sejarah
itu ilmu sebagai salah satu pertanyaan sentral dalam filsafat
sejarah kritikal. Menghadapi pertanyaan serupa ini, dua sejar-
awan Inggris, J. B. Bury dan R. G. Collingwood, telah saling ber-
hadapan dalam memberikan komentar terhadap pertanyaan itu.
Bury lantaran kuatnya pengaruh ilmu kealaman dengan segala
hukum-hukumnya yang tetap ingin menempatkan sejarah seja-
jar dengan posisi ilmu kealaman itu. Dalam pidato inaugurasinya
di Cambridge pada 1903, pada mulanya Bury masih menentang
metode ilmu kealaman untuk dipasangkan pada kajian sejarah.
Katanya pemikiran sejarah punya keunikannya sendiri, punya
karakternya sendiri, berbeda dengan ilmu kealaman. Tetapi pada
saat menjelaskan sejarah itu seperti apa, Bury menjawab; ‘His-
tory is simply a science, no less and no more’?® . Jawaban inilah
kemudian yang menimbulkan reaksi keras, antara lain dari Collin-
gwood, pemikir sejarah idealis.

Mengamati jawaban Bury di atas, Collingwood memberikan
reaksi sebagai berikut ;

Kuliah itu menyuguhkan pikiran yang tercabik antara dua konsepsi; satu,
membingungkan tapi perkasa, dalam menjelaskan perbedaan antara
sejarah danilmu; yang lain, jelas dan melumpuhkan, tentang identifikasi
keduanya yang tidak dapat dibedakan. Bury telah bekerja keras untuk
membebaskan dirinya dari konsepsi terakhir ini, dan dia gagal.?®
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Setahun kemudian setelah menyadari kegagalannya, Bury ber-
tanya lagi: “Apakah sejarah.... hanyalah penyimpan fakta yang
dihimpun bagi kepentingan para sosiolog dan antropolog,
atau ia sebuah disiplin yang harus dikaji untuk kepentingannya
sendiri?” Bury ternyata mengelak untuk memberi jawaban
terhadap pertanyaan semacam ini sebab itu katanya bercorak
filosofis yang berada di luar kompetensinya. Baru pada tahun
1909 Bury kembali kepada posisinya semula yang menentang
pendapat bahwa “peristiwa-peristiwa sejarah dapat dijelaskan
dengan merujuk kepada hukum-hukum umum. Uniformities,
yes laws, no.?’” Kegamangan Bury untuk membela martabat
sejarah adalah karena dia terjepit antara kepercayaan akan
otonomi sejarah dan iklim positivisme pada awal abad ini.
Collingwood akhirnya menyimpulkan:

Bury telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya di bawah
inspirasi kepercayaan pada otonomi dan dignitas sejarah; tetapi iklim
positivisme yang telah membentuk pikirannya sendiri telah meng-
hancurkan kepercayaan ini, dan mengurangi sasaran yang wajar dari
pengetahuan sejarah kepada suatu tingkat yang ... tidak dapat di-
mengerti (unintelligible)?®

Sejarawan kontemporer lain yang menentang mazhab positiv-
isme sosiologis adalah Croce yang pendapatnya tentang hubun-
gan sejarah dan filsafat telah kita bicarakan sebelumnya. Seperti
kita ketahui kaum positivis memandang sosiologi sebagai ilmu
yang memuat prinsip-prinsip penjelasan tentang sejarah, semen-
tara Croce berpendapat bahwa filsafatlah yang menduduki po-
sisi itu. Sosiologi dikatakannya sebagai barbaric (biadab), suatu
tuduhan ekstrem yang sarkastik. Croce melihat ilmu politik lebih
pantas digunakan tinimbang sosiologi.?®> Namun serangan Croce
terhadap sosiologi ternyata tidak mendapat dukungan, dan nama
sosiologi bahkan semakin mapan. Latar belakang serangan Croce
ini jelas berkaitan dengan usaha sekelompok sejarawan untuk
memasukkan sejarah dalam kategori ilmu (science) dengan segala
hukum-hukumnya. Kecenderungan ini tentu sukar diterima kare-
na sejarah bukanlah organisme biologis sebagaimana dikatakan
oleh Oswald Spengler, seorang penulis pesimistik dari Jerman.
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Kelemahan Croce mungkin terletak pada sikapnya yang ter-
lalu ekstrem dengan menafikan corak keilmuan pada sejarah. “...
sejarah bukanlah dan tidak akan pernah dapat menjadi ilmu”,%
pendapat Croce seperti disimpulkan oleh Burks. Memang kontro-
versi tentang apakah sejarah itu ilmu atau seni masih berlanjut
sampai hari ini. Mungkin pendirian moderat yang mengatakan
bahwa sejarah mengandung kedua dimensi ilmu dan seni lebih
pantas untuk dipertahankan. Dari sudut metode pengumpulan
dan penafsiran data, sejarah tidak berbeda dengan metode ilmu
pada umumnya.?! Tetapi dalam teknik penyusunan laporan unsur
imajinasi sejarawan memegang peran penting. Tentu saja bukan
imajinasi liar. Imajinasi historis adalah imajinasi yang dikontrol
oleh hukum-hukum logika berdasarkan fakta. Karena imajinasi
inilah karya sejarah dirasakan juga sebagai karya sastra. Sejarah
“adalah sebuah proses interaksi tanpa henti antara sejarawan
dan fakta-faktanya, sebuah dialog yang tak berujung antara masa
sekarang dan masa lampau”,*? tulis Edward Carr. Kemudian dalam
masalah bahasa, bahasa sejarah lebih dekat kepada bahasa nov-
el tinimbang bahasa teks ilmiah.** Hal ini memang diperlukan
demikian, sebab bila tidak, siapa yang akan betah membaca karya
sejarah? Sekalipun demikian, laporan sejarah senantiasa menun-
tut akurasi dalam bingkai disiplin historis. Tinggi rendahnya kuali-
tas sebuah karya sejarah akan sangat tergantung kepada akurasi
dan disiplin seorang sejarawan dalam membangun laporannya.
Dalam historiografi kita memang mengenal istilah sejarah yang
baik dan sejarah yang papa (poor history). Yang repot adalah “se-
jarah yang terburuk pun tetaplah ia sejarah,”3* tulis G. J. Ren

SEJARAH DAN AGAMA: MASALAH KEAMANAN ONTOLOGIS

Pada dataran teoretik, kita melihat hubungan yang erat antara
sejarah danfilsafat. Pembicaraan selanjutnya ingin melihat hubun-
gan sejarah dan agama pada dataran yang lain, sebuah hubungan
yang bercorak ontologis. Kerisauan yang mungkin muncul adalah
: apakah dengan menghubungkan sejarah kepada agama tidak
akan menjebak kita untuk memaksakan doktrin transendental,
extra-scientific terhadap perjalanan sejarah, sebagaimana St. Au-
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gustine telah melakukannya 15 abad yang lalu? Mari kita tengok
fenomena ini di masa kita. Sejarawan Belanda Pieter Geyl pada
masa modern telah menuduh A. J.Toynbee memaksakan keiman-
an Kristennya atas bangunan teori sajarahnya. Sistem Toynbee,
tulis Geyl,” pada dasarnya tidak kurang irasionalnya dan bersifat
aprioristik.”3> Menurut alur pemikiran ini, sesuatu yang irasional
dan aprioristik akan menghancurkan landasan teori ilmiah kajian
sejarah. Yang akan muncul bukan filsafat sejarah, tetapi teologi
sejarah. Namun Toynbee, sekalipun diserang dari berbagai pen-
juru, sampai saat wafatnya pada 1975 tidak beranjak dari para-
digma religiusnya dalam membangun teori sejarah. Dalam dialog
panjang dengan Profesor Kei Wakaizumi dari Universitas Kyoto
Sangyo, Toynbee mengungkapkan tentang tujuan kajian sejarah:

Bagi saya kajian sejarah tidak akan ada artinya jika pada akhirnya
tidak memiliki makna dan tujuan keagamaan, dan motif yang meng-
gerakkan saya adalah ... motif-motif yang menggerakkan kajian se-
jarah yang telah mengilhami para sejarawan di masa silam. Saya
berharap bahwa motif itu pula yang akan menjadi motif sejarawan
di masa depan.%®

Yang sulit dipahami orang adalah tawaran Toynbee berupa visi
transrational untuk membaca fenomena sejarah.?. Visi ini bila
dilihat dari kacamata sekuler memang berarti sama dengan me-
mutar jarum jam ke belakang. Sebuah kemunduran. Tetapi per-
soalannya adalah : apakah pendekatan ilmiah-rasional dapat di-
percaya untuk mengungkapkan fenomena sejarah secara tuntas?
Apakah fenomena sejarah tidak menunjuk kepada sesuatu yang
berada di luar dirinya? Pendekatan religius terhadap sejarah akan
menawarkan suatu keamanan ontologis terhadap bangunan se-
jarah dan bahkan terhadap bangunan filsafat. A.J. Toynbee adalah
di antara sejarawan modern yang banyak belajar dari pendekatan
religio-scientific Ibn Khaldun terhadap fenomena sejarah. Toyn-
bee menulis :

... persepsi lbn Khaldun tentang tidak memadainya eksplanasi sos-
iologis-sekuler terhadap sejarah Afrika Barat Laut pada abad Islam
telah mendorongnya untuk menyertakan Tuhan di antara the drama-
tis personae (pelaku dalam drama) sejarah, dan dengan begitu, un-
tuk memberikan sebuah dimensi baru terhadap sejarah itu sendiri.?®
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Bagi Toynbee kajian sejarah ilmiah memerlukan suatu supra-
mundane dimension® untuk melawan arus pemijkiran sekuler-
materialistik yang begitu dominan di abad modern. Di bawah
bayang-bayang filsafat antroposentrisme, kebanyakan sejarawan
modern telah begitu lengket dengan tarikan bumi hingga doktrin
langit terabaikan sama sekali karena dinilai menghalangi “kema-
juan”. Toynbee sebenarnya bukanlah anti kemajuan ilmu dan
teknologi; yang dilawannya adalah kecenderungan pendapat mo-
dern bahwa ilmu dan teknologi adalah segala-galanya. Kehidu-
pan moral dan spiritual tidak lagi menjadi agenda penting bagi
manusia modern. Kecemasan Toynbee ini juga dirasakan oleh
banyak pemikir dan pengamat Barat modern. Jack Kemp, bekas
menteri perumahan dan pengembangan kota Amerika Serikat,
sangat khawatir menyaksikan terjadinya transformasi sosial yang
paling dramatis dan destruktif dalam sejarah modern Amerika.
Menurut Kemp, anak-anak Amerika sekarang sedang mengalami
kemiskinan bentuk lain: mereka tidak saja tergusur dari sumber-
sumber penghasilan, mereka pun kehilangan harapan, perlind-
ungan, prinsip-prinsip dan nilai.* Salah satu indikasi transformasi
destruktif itu, Kemp menunjukkan gejala keluarga dengan sistem
orang tua tunggal (single-parent homes). Lalu dikutipnya angka-
angka berikut : Seperempat abad yang lalu, seorang di antara
10 anak lahir dengan orang tua tunggal. Sekarang, satu dalam
tiga. Di akhir abad ini, angka itu mungkin akan melampui 40%.
Kini Amerika mempunyai 1.200.000 anak yang lahir dalam kelu-
arga orang tua tunggal setiap tahun.** Di mata Kemp, gejala ini
adalah pertanda dari krisis yang cukup menghantui masa depan
Amerika. Kemudian disimpulkannya: “Sebuah masyarakat yang ti-
dak hirau terhadap kehidupan moral dan spiritual berarti tidak hi-
rau terhadap masa depannya.”*? Di atas dasar kekhawatiran yang
mendalam terhadap hari depan peradaban Barat Toynbee mem-
bangun teori sejarahnya dengan mengaitkannya dengan supra-
mundane dimension, seperti yang telah disinggung di atas.

Filosuf eksistensialis Kari Jaspers menggunakan ungkapan su-
pra-historical untuk istilah Toynbee supra-mundane dimension.
Berbeda dengan Jean-Paul Sartre dan Albert Camus yang ateis,
Jaspers adalah seorang ateis, bahkan sebagai pemeluk agama
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Protestan.®® Mungkin karena sama-sama beragama, Toynbee
dan Jaspers ingin “menggiring” sejarah ke wilayah di seberang
fenomena agar kajian sejarah punya fondasi spiritual yang kokoh.
Bagi Jaspers, sejarah adalah satu-satunya jalan menuju titik the
supra-historical.** Dalam ungkapan lain, hanya melalui jembatan
sejarah orang dapat memasuki wilayah di seberang sejarah. Ke-
mudian jaspers menulis :

....abad-abad yang panjang pra-sejarah dan tenggang waktu yang
singkat masa sejarah mendorong munculnya pertanyaan ini : Bu-
kankah sejarah suatu gejala sementara mengingat ratusan ribu ta-
hun pra- sejarah ? Pada dasarnya, tidak ada jawaban lain kecuali
proposisi umum : sesuatu yang punya titik awal juga punya titik akhir
sekalipun akan berlangsung jutaan atau milyaran tahun.*

Dalam perspektif yang serba supra itu, Jaspers selanjutnya
mengajukan pertanyaan kepada semua orang : di mana dia akan
berdiri, untuk apa dia bekerja.*® Dua pertanyaan filosofis yang
sangat mendasar ditujukan kepada kita semua, termasuk sejar-
awan.

Wilayah supra-historical adalah wilayah agama (iman). Al-
Qur’an menyebutnya sebagai wilayah ghaib yang menunjuk ke-
pada semua sektor atau fase-fase realitas yang berada di luar
wilayah persepsi manusia. Wilayah ini tidak dapat dibuktikan atau
dibuktikan melalui observasi ilmiah.*” Ini adalah wilayah supra-
rational. Menurut Toynbee, diperlukan pengetahuan ekstra-ilmi-
ah untuk memasuki wilayah ini. Ini wilayah iman (agama). Melalui
agama orang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan funda-
mental tentang tujuan eksistensi manusia dan tentang makna
kematian.*® Filsafat tidak mampu menjawab pertanyaan- pertan-
yaan ini apalagi sejarah yang memang bukan teritorialnya.

Puncak dari segala yang ghaib itu ialah Allah yang berada di
luar seluruh fenomena. Semua ciptaan bergantung kepada-Nya
bagi yang mempercayai-Nya. Dia pun berada di luar sejarah, se-
bab sejarah itu fenomena manusia. Bagi Allah tidak berlaku tiga
dimensi waktu : lampau, kini, dan esok yang senantiasa menyi-
bukkan para sejarawan. Apa arti lampau, kini dan esok bagi-Nya
karena ilmu-Nya meliputi itu semua. Di atas panggung sejarah,
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Dia memberikan kebebasan kehendak dan kebebasan memilih
kepada semua manusia dalam batas-batas kemanusiaannya. Pili-
han itu adalah pilihan moral. Tergantung kepada manusia untuk
memilih yang baik atau yang buruk. Bila yang baik yang dipilihnya,
Dia akan menjadi pelindung. Sebaliknya bila yang buruk yang dipi-
lih, resiko ditanggung penumpang. Keberadaan Allah tidak dapat
disangkut pautkan dengan probabilitas ilmiah, tapi menjadi ke-
harusan metafisika,* untuk meminjam ungkapan filosuf Katolik
Perancis Etienne Gilson.

Pertanyaan-pertanyaan sentral lain yang cukup mendesak
adalah: mengapa harus Tuhan (Allah) sama sekali? Mengapa alam
semesta dengan segala isi dan prosesnya tidak dibiarkan berdiri di
atas dirinya sendiri tanpa membawanya kepada ujud yang lebih
tinggi, yang mungkin hanya meruwetkan realitas yang ada dan
meletakkan beban yang tidak perlu atas pikiran dan jiwa manusia?
Mengapa harus percaya kepada sebuah Realitas di luar jangkauan
persepsi manusia? Persoalannya adalah karena alam semesta dan
seluruh muatannya tidak bisa menjelaskan dirinya, la diam seribu
bahasa mengenai asal-usul kejadian dan keberadaannya. Kemu-
dian turunlah wahyu untuk menolong otak dan persepsi manusia
guna memahami semua fenomena ini. Menurut wahyu, alam se-
mesta punya awal dan punya ujung. Kita kutip kembali Jaspers:
“... sesuatu yang punya titik awal juga punya titik akhir sekalipun
akan berlangsung jutaan atau milyaran tahun”.>° Kapan titik akhir
itu menjadi kenyataan, tak seorangpun dapat mengatakannya. Al-
Qur’an memberitakan : “Segala yang ada di atasnya (bumi dan
alam semesta) akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang mempu-
nyai kebesaran dan kemuliaan akan kekal abadi”.*!

Selanjutnya dalam peradaban modern yang sekuler gagasan
besar tentang Tuhan telah lama tertindas sejak lebih dari 300 ta-
hun yang lalu,? untuk meminjam pengamatan penulis Perancis
Maurice Clavel. Implikasi ketertindasan ini pada tatanan global
dunia cukup dahsyat, khususnya pada sikap moral manusia. Uku-
ran baik dan buruk menjadi sangat relatif. Konsep moral bersi-
fat situasional, tergantung kepada kepentingan. Ketidakadilan
hubungan antar bangsa, antara kawasan Utara dan Selatan belum
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mengalami perbaikan yang berarti. Kawasan Utara yang unggul
dalam teknologi tampaknya masih ingin melihat Selatan bergan-
tung kepadanya. Mungkin kondisi inilah yang sering dituduhkan
orang sebagai bentuk imperialisme ekonomi. Kawasan Selatan
yang sarat dengan beban hutang luar negeri sudah kelelahan han-
ya dalam membayar angsuran bunga pinjaman, ini jelas merupak-
an lampu merah bagi keserasian hubungan Utara-Selatan di masa
depan.

Pada dataran individual, otak sekuler tidak lagi mampu
mengintai dan memantau wajah Tuhan pada pergantian siang de-
ngan malam, pada perputaran musim, pada kicau murai di pagi
hari, pada bunyi siamang, pada air serasah yang terjun, pada
lambaian padi yang sedang menguning, pada perjalanan sejarah,
pada pasang naik dan pasang turunnya peradaban sebuah bang-
sa. Otak ini hanya menawarkan sebuah jawaban misterius : by
chance, semuanya karena kebetulan. Semuanya tidak menunjuk
kepada sesuatu di seberang fenomena. Suatu jawaban yang sa-
ngat kontras dengan jawaban yang diberikan Al-Qur’an: “Kemana
pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah.”>3

Dari seluruh perbincangan di atas, sebuah kesimpulan yang
dapat diberikan adalah bahwa agama pada tingkatnya yang murni
dan agung menawarkan keamanan ontologis dan sebuah fondasi
spriritual yang kokoh kepada sejarah dan filsafat. Wacana sejarah
dan filsafat di atas fondasi religius akan memberikan dimensi baru
dalam cara kita memandang dunia dan peradaban. Kita rindu me-
lihat lahirnya sebuah peradaban dengan wajah asri, anggun, dan
adil, sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh peradaban yang
sekuler. Kerinduan ini adalah kerinduan perennial, kerinduan
abadi semua umat manusia.

Sekarang sampailah saya kepada saat-saat akhir dari pidato
ini. Kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan IKIP Yog-
yakarta, sekali lagi diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Terima kasih khusus diucapkan kepada Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian,
M.A., guru dan penilai karya-karya tulis saya untuk keperluan ja-
batan ini. Juga kepada seluruh guru yang pernah mengajar saya
sejak dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, baik
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dalam maupun luar negeri, rasa terima kasih yang tulus disampai-
kan pula. Kepada teman-teman Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Dr. M. Amien Rais bersama 12 anggota pimpinan yang lain disam-
paikan penghargaan dan terima kasih yang tulus. Kesibukan men-
gurus persyarikatan tidaklah menutup peluang untuk berkiprah di
lingkungan kampus, berkat kerjasama yang baik selama ini. Hanya
Allah saja yang dapat membalas semua kebaikan, ketulusan dan
kerjasama kita. Kepada ayah dan bunda, Makrifah-Fathiyah, ayah
dan ibu mertua, Halifah- Sarialam, walaupun telah tiada, dari
mimbar ini dengan segala ketundukan hati diucapkan rasa hutang
budi yang setulus-tulusnya. Tanpa kebaikan dan santunan mereka
mungkin tidak jauh perjalanan yang dapat ditempuh dan dilalui.
Semoga arwah mereka diterima Allah dan ditempatkan pada
tempat yang sesuai dengan amal-baktinya selama hayat. Kepada
isteriku Nurkhalifah dan anakku Mohammad Hafiz yang telah be-
tah hidup bersama dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan
“perang” dan damai, disampaikan penghargaan dan ucapan teri-
ma kasih yang tak terbatas. Semoga perjalanan ini seterusnya
akan berujung dengan husnal khatimah pada akhirnya. Amien!

PENUTUP

Karena sejarah, filsafat, dan agama bersahabat karib dengan
sastra dan puisi, maka izinkanlah saya menyudahi pidato ini de-
ngan membacakan sajak Igbal di bawah :

Apakah engkau dalam tahap ‘hidup’, ‘mati’, atau ‘mati dalam hidup’?
Panggillah bantuan tiga saksi untuk mentahkikkan ‘stasiun’mu.
Saksi pertama adalah kesadaranmu sendiri

Tengoklah dirimu, kemudian, melalui cahayamu sendiri.

Saksi kedua adalah kesadaran ego lain

Lalu, lihatlah dirimu melalui cahaya ego lain selain darimu.

Saksi ketiga adalah kesadaran Tuhan

Kemudian, tiliklah dirimu melalui cahaya Tuhan.

Sekiranya engkau mampu berdiri tanpa goyang di depan cahaya
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ini,

Anggaplah dirimu sendiri sebagai hidup dan abadi penaka Dia!
Hanya manusia sendirilah yang benar-benar berani

Berani berhadapan muka dengan Tuhan!

Apakah ‘mikraj itu’? Hanyalah pencarian sebuah saksi

Yang boleh jadi akhirnya memastikan realitasmu

Sebuah saksi penegasan yang membuatmu abadi.

Tak seorang pun mampu berdiri tanpa goyang di hadapan-Nya;
Dan dia yang mampu, sungguh, dia adalah mas murni.
Apakah engkau hanyalah sebutir debu ?

Kuatkanlah ikatan egomu ;

Dan peganglah erat ujudmu yang mungil !

Alangkah agungnya mengilapkan ego seseorang

Dan ujilah kilapan ini di depan Matahari !

Lalu, oraklah lagi bingkaimu yang lama;

Dan bangun ujud yang baru.

Ujud itu adalah ujud yang sebenarnya;

Atau bila tidak, egomu itu hanyalah gumpalan asap belaka!

Jawid Nama**
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Bung Karno:

“ .. bangsa jang dikoengkoeng oleh kapitalisme jang
terpetjah-belah di dalam kelas- kelas jang memoesoehi
satoe sama lain, akan menoendjoekkan di dalam
onder-wijs [pengajaranjnja semoea perpetjah-belahan,
semoea pertikaian dan pertjideraan, semoea nafsoe-
nafsoenja penderitaan dan perdjoeangan, semoea
koeman- koemannja divide et impera [pecah-belah dan
kuasai] jang asalnja dari koengkoengan kapitalisme itu”,

i hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, izinkan-

lah saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah swt.
yang telah memberikan berbagai rahmat, anugerah, dan ke-
nikmatan yang tak terhingga nilainya. Dengan rahmat-Nya,
akhirnya saya berpeluang mengucapkan pidato penguku-
han. yang banyak didambakan siapa saja yang mengem-
ban tugas sebagai tenaga edukatif di perguruan tinggi. lz-
inkanlah saya mengucapkan terima kasih setulusnya kepada
Mendiknas dan stafnya. Demikian pula kepada Rektor Universi-
tas Negeri Yogyakarta, sekretaris Senat, semua anggota Senat,
Dekan FIS, Ketua Jurusan Sejarah dan semua pihak yang banyak
membantu secara langsung ataupun tidak langsung sehingga
saya mampu berada di depan yang terhormat Ibu-lbu dan Bapak-
Bapak, teman-teman serta keluarga.

Dengan rahmat-Nya dan bantuan tersebut, saya mampu bera-
da dalam kedudukan sekarang, sekalipun banyak sekali kekuran-
gan dan kelemahan saya. Untuk itu izinkanlah saya mohon maaf
sebesar-besarnya. Kalau pun ada kelebihan adalah berkat rahmat
Allah swt. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan anugerah
pada kita semua, amin ya Rabbal alamin. Saya mengucapkan teri-
ma kasih atas ketenangan dan kesabaran para hadirin untuk tetap
santai, sambil mendengarkan pidato pengukuhan yang berjudul
Paradigma Barat dan Islam dalam Dinamika Bangsa.
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A. PENDAHULUAN:

Dalam minggu ini umumnya bangsa Indonesia masih dalam
suasana khaul* Bung Karno, salah seorang proklamator? ke-
merdekaan Indonesia. Suasana penuh keprihatinan ini menyen-
tuh hati, karena akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada berb-
agai bahaya, salah satunya adalah ancaman disintegrasi nasional.
Apakah yang susah payah dibangun founding fathers, dengan da-
rah dan air mata serta meminta banyak kurban, akan berantakan?
Lebih menyedihkan lagi pujian A. J. Toynbee dalam East to West
A Journey around the World mengenai toleransi sesama umat be-
ragama di Indonesia, makin dipertanyakan keabsahannya. Sudah
berbilang tahun, atas nama agama yang penuh cinta kasih sesa-
ma anak bangsa saling berbunuhan.

Bercermin pada realita ini, khaul Bung Karno makin terasa
lebih bermakna. Suasana khaul terasa kental di Blitar tempat be-
liau disemayamkan. Mernbentangkan atau menyajikan soal khaul
Bung Karno berarti menyajikan Islam yang menjadi anutan may-
oritas bangsa Indonesia. Kajian mengenai sejarah Islam di Indo-
nesia relatif kurang mendapatkan perhatian untuk waktu yang
lama. Realita yang memprihatinkan ini pernah diketengahkan
dalam disertasi cendekiawan mancanegara yang cukup produk-
tif, H. J. Benda, tapi sayangnya dia meninggal dalam usia relatif
muda3. Lebih jelasnya tolong direnungkan apa yang diketengah-

1 Khaul atau khol “. .. merupakan salah satu bentuk upacara peringatan atas wafatnya
seseorang yang sudah dikenal sebagai pemuka agama Islam, baik itu Wali atau Ulama
atau orang Islam yang rnempunyai jasa besar terhadap masyarakat. Upacara ini lazim-
nya diadakan pada tiap-tiap setahun sekali yang bertepatan dengan hari-hari wafat-
nya”. (Lihat I. Abdul Manan (1981), Peringatan Khol Bagaimana Sebenarnya Menurut
Hukum Islam, Bangil: Pustaka Abdul Muis, p. 11. C. F Intran ABA (1980), Peringatan
Khaul Bukan dari Ajaran Islam adalah Pendapat Yang Sesat, Kudus: Menara Kudus;
dan Imron A_M, Peringatan Khaul Bukan dari Ajaran Islam, Surabaya: Bina llmu).

2 Proklamator lainnya adalah Bung Hatta yang dilahirkan di Bukittinggi pada 12 Agus-
tus 1902 dan wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo, pada Jum’at
14 Maret 1980. (Lihat selanjutnya Yayasan Idayu (penyusun) (1982), Bung Hatta Kita
dalamPandangan Masyarakat, Jakarta: Yayasan Idayu)

3 Disertasi Benda dinilai berbobot tinggi, sebagai hasil paduan penelitian sejarah yang
cermat dan pandangan Sosiologi yang tajam. Apalagi Benda diuntungkan bukan seba-
gai mantan birokrat Belanda dan bukan pula sebagai cendekiawan hasil didikan Be-
landa. (Lihat W. F. “Kata Pengantar”, dalam Harry J. Benda (1980), “The Crescent and
the Rising Sun, Indonesian Islam under the Japanese Occupation, - 1942-1945 “a. b.
Daniel Dhakidae dengan suntingan Alfian, Bulan Sabit dan Matahari IslamIndonesia
pada Masa Pendudukan Jepang, Jakarta: Pustaka Jaya, pp. 9--9.
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kannya dalam baris-baris berikut:

Sejarah Islam Indonesia, di pihak lain, relatif tidak mendapat
perhatian dalam kebanyakan karya mereka, yang tidak jarang
memberikan ternpat lebih kecil kepada gerakan-gerakan Islam
dalam pertumbuhan nasionalisme Indonesia. Penulisan seperti
ini cenderung untuk mengaburkan bukan saja pentingnya Islam
Indonesia itu sendiri, akan tetapi juga perbedaan-perbedaan
yang mendalam antara para pemimpin Muslim dan kelompok-ke-
lompok sosial dan politik Indonesia lainnya, baik yang tradisional
maupun yang modern, di jaman [sic.] kolonial®.

Dalam kaitan masuk dan berkembangnya Islam di Indone-
sia, hampir semua pakar sejarah sepakat bahwa Islam masuk
secara damai. Hanya saja dalam hal waktu masuknya dan pem-
bawa Islam ke Nusantara ini, sekurang-kurangnya terdapat dua
pendapat. Snouck Hurgronje menekankan Islam datangnya dari
India, dibawa pedagang India, dan masuk ke Indonesia setelah Is-
lam berada dalam titik nadirnya. Antara lain dia telah menuliskan
pandangannya dalam beberapa baris berikut:

Hanya kira-kira setengah abad saja sebelum saat yang berse-
jarah itu agama Islam perlahan-lahan mulai merembes ke kep-
ulauan Hindia Timur. Tidak ada kekuasaan negara yang campur
tangan dalam gerakan ini; penyebaran agama yang berlangsung
berangsur-angsur ke negara-negara pantai Sumatera, Jawa, dan
juga negara-negara pesisir Kalimantan dan Sulawesi, dan pulau-
pulau kecil yang demikian banyaknya itu, pertama-tama adalah
usaha-usaha saudagar Islam. Juga para penetap dari negara-neg-
ara sebelah barat, dan usaha itu kemudian hingga kini dilanjutkan
oleh orang-orang pribumi sendiri yang sudah masuk Islam>.

Apa yang disajikan Hurgronje di atas, diikuti umumnya para
cendekiawan Barat dan sebagian cendekiawan Indonesia. Hanya
saja pada 1963, dalam Seminar Masuknya Islam di Indonesia,
Hamka menampilkan pendapat yang menyangkal pandangan.
Hurgronje yang telah mulai mapan. Sebagai ulama yang melahir-

4 1bid., p. 19.
5 C. Snouck Hurgronje (1983), “De Islam in Nederlandsch-Indie”, a. b. S. Gunawan,
Islam di Hindia Belanda, Jakarta: Bhratara, p. 9.
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kan berbagai karya dalam berbagai bidang®, Hamka menunjuk-
kan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama
hijriyah. Islam telah masuk ke Indonesia pada zaman daulah bani
Umayyah. Para pendakwahnya adalah muslim Arab, bukan mus-
lim dari India’. Apalagi Islam bertunas dan berkembang dengan
pesat, bukan dengan cara “adhesi”?, atau “konversi”®, tapi secara
fitrah, alami. Menurut cendekiawan dari Asia Selatan, Khurshid
Ahmad: “Islam has been an absorbing religion rather than a con-
verting religion.”

B. PARADIGMA BARAT DAN PARADIGMA ISLAM:

Melihat perbedaan penafsiran sejenis ini, sering seseorang
melihat sejarah dengan nada pesimis. Penglihatan sejenis ini
senada dengan Gilbert Keith Chesterton yang mengatakan bahwa:
“History is only a confused heap of facts.” Perbedaan pendapat
Hurgronje dengan pendapat Hamka, seperti disajikan di atas,
lebih disebabkan perbedaan paradigma. Paradigma Hurgronje
erat berkaitan dengan tabii atau keadaan alaminya. Sebagai um-
umnya orang Belanda, apalagi yang menjadi pegawai pemerintah
kolonial Belanda, mereka mempunyai sikap kurang, bahkan tidak
bersahabat terhadap kaum pribumi. Wajarlah apabila sebagian
mereka selama bertahun-tahun berusaha menghancurkan Islam,
sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Segala cara akan
dilakukan untuk mencapai tujuan ‘mulia’ penjajah Belanda.

Dalam berbagai tulisannya yang bersifat ‘ilmiah’ nampak seka-
li Hurgronje mempunyai agenda khas, baik secara tersembunyi
atau disajikan secara terang-terangan. Dalam berbagai contoh tu-

6  Hamka (1908-1981) mulai menulis sejak tahun 1925, saat beliau masih belia, berusia
sekitar 17 tahun. Sebagai ulama beliau antara lain telah menulis Tasawuf Modern, Fal-
safah Hidup, Lembaga Hidup, Negara Islam. Revolusi Agama, dan Adat Minangkabau
Menghadapi Revolusi.

7  Risalah Seminnar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia di Medan, 1963, pp. 87- 92.

C. f Ibrahim Boechori (1971), Sedjarah Masuknja Islam dan Proses Islamisasi di Indo-

nesia, Djakarta; Publicita.

--;-”Adhesi” mengacu kepada tindakan memeluk agama nonprofetis.

9  “Konversi” mengacu kepada tindakan memeluk agama profetis. Mudah-dipahami bila
proses Islamisasi masyarakat di Indonesia biasa dikategorikan “konversi”, sekalipun
banyak yang membantah, karena Islam adalah sebuah agama profetis yang menuntut
komitmen tanpa syarat untuk mencapai keselamatan.
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lisannya, arsitek jempolan politik Islam pada zaman penjajahan
Belanda, selalu menunjukkan superioritas budaya dan negara Er-
opa yang akan dapat melumpuhkan Islam dengan kajian ilmiah’.
Untuk lebih jelasnya tolong direnungkan salah satu contoh tulisan
Hurgronje dalam Selected Works of C. Snouck Hurgronje, p. 256
dalam baris-baris berikut:

Therefore it [the Islamic law] remains, and still is for us too,
an important subject of study, not only for abstract reasons con-
nected with the history of law, civilization and religion, but also
for practical purposes. The more intimate the relations of Europe
with the Muslim East become, the more Muslim countries fall un-
der European suzerainty, the more important it is for us Europe-
ans to become acquinted with the intellectual life, the religious
law, and the conceptual background of Islam™.

Wajar dan sukar dibantah apa yang disajikan, tokoh PKB, dan
cendekiawan yang mumpuni, Alwi Shihab tentang kebijakan politik
Islam zaman penjajahan Belanda. Tokoh yang saat sekarang men-
jadi menteri luar negeri Rl ini telah menuliskan sebagai berikut:

Bagi Belanda, Islam adalah ancaman bagi eksistensinya di In-
donesia. Suatu hal yang harus selalu diingat bahwa para orientalis
masa penjajahan adalah bagian dari mesin pemerintah kolonial
yang memiliki agenda yang sama, yakni melestarikan pemerin-
tahan kolonial dan membendung pengaruh Islam. Van den Berg
[termasuk Hurgronje dan kawan-kawannya] tentunya bukanlah
suatu pengecualian®®.

Dalam paradigma Barat, agama merupakan salah satu cabang
kegiatan manusia seperti antropologi, budaya, hukum, seni serta
sejenisnya. Segala sesuatunnya lebih dilihat sebagai bagian dari
konflik.

Sekiranya mampu dikelola dengan bijak lahirlah berbagai
kompetisi yang bermakna. Apabila gagal dengan pendekatannya,
berarti perang yang cukup dahsyat sebagaimana perang yang
bersifat lokal atau antar negara sampar dengan apa yang dike-

10 Edward W. Said (1979), Orientalism, New York: Vintage Books, p. 256.

11 Alwi Shihab (1998a), Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, Band-
ung: Mizan, p. 322.
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nal sebagai perang dunia. Dalam pengalaman sejarahnya, setelah
para penganutnya dikejar-kejar dan banyak dibunuh, agama Nas-
rani secara mantap setelah Konstantin menjadikannya sebagai
agama negara. Hanya saja, sejarah merekam betapa para pen-
guasa agama menggunakan berbagai cara, kalau perlu dengan
kekerasan, agar agama Nasrani dianut rakyat. Mereka yang be-
ragama lain, mengalami nasib seperti para penganut Nasrani pada
tiga abad pertama masehi. Yang lebih menyedihkan lagi, selama
agama Nasrani memegang peran utama, seperti pada masa abad
tengah, atau abad gelap, terjadi kemandekan dalam bidang dan
teknologi. Benar-benar Eropa pada masa itu dalam kemunduran.
Wajarlah apabila Nasrani dianggap sebagai part of the problem
dan bukan part of the solution dalam dinamika sejarah mereka.

Hampir identik dengan lIsa, atau Jesus, beserta para pengi-
kutnya, Muhammad beserta para pengikut setianya mengalami
berbagai penyiksaan. Bahkan, banyak dari mereka yang gugur
sebagai syuhada. Hanya saja perjalanan sejarah Islam kemudian
cukup berbeda dengan Nasrani, karena sejak Muhammad masih
hidup, Islam telah mapan, bahkan Muhammad telah menjadi
“raja” tanpa mahkota. Segala sesuatunya bukan sebagai dikhoto-
mi*? atau konflik tapi lebih sebagai proses dan bersifat himbauan
bukan dengan kekerasan, menghindari konflik kecuali karena ter-
paksa. Konflik bahkan perang tidak dapat dihindari kalau untuk
mempertahankan diri. Wajarlah apabila lahir beberapa tulisan
yang mengaguminya. Pada abad-abad berikutnya, kaum muslim-
in telah tampil sebagai pembawa budaya dan ilmu pengetahuan
yang cukup piawai®s.

Pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai sejarah
dan budaya umat Islam, membuat Hamka berupaya membumi-
kan Islam secara utuh di pertiwi ini. Baginya, Islam adalah segala-

12 Dikhotomi abangan dan santri; tetap, kalau dilihat sebagai tahapan saja sehingga de-
ngan proses yang ada, sebagian_ abangan akan menjadi santri, dan seterusnya.

13 Tolong dikaji Hossein Nasr (1984), Science and Civilization in Islam,Kuala Lum-
pur: Dewan Pustaka Fajar; A. Baiquni (1983), Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern,
Bandung: Pustaka; Ahmad As Shauwy [et. a!l (1999), Islam dan Ilmu Pengetahuan
Modern, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press; dan Abdul Majid bin Aziz al-Zindani [et.
all (1999), Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press;
Shaharir M. Zain (1988), Pengenalan Tamadut; Islam; dalam Sains and Teknologi,
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.
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galanya. Tentunya sudut pandangnya tentang Islam selalu bersifat
positif sekalipun tetap dalam bingkai yang objektif. Baginya Islam
bermakna sejalan dengan uraian Hammudah Abdalati sebagai
berikut:

The word Islam is derived from the Arabic root “SLM” which means,
among other things, peace, purity, submission and obedience. M
the religious sense the word Islam means submission to the Will of
God and obedience to His Law. The connection between the original
and the religious meanings of the word is strong and obvious. Only
through submission to the Will of God and by obedience to His Law
Call one achieve true and enjoy lasting purity“.

Sekiranya uraian Abdalati dinilai belum pas, ada baiknya disa-
jikan hasil kajian cendekiawan Barat saja. Untuk ini ada baiknya
disajikan kajian populer Hendrik Willem van Loon. Dalam uraian-
nya, Van Loon mengetengahkan sebab-sebab mudahnya Islam
diterima para pemeluknya, dan berkembang pesat setelah bertu-
nas di suatu daerah. Baris-baris uraiannya terasa padat dan dapat
menyajikan Islam secara utuh serta mudah dipahami:

... the ,cread which Mohammad taught to his followers was very
simple. The disciples were told that they must love Allah, the Ruler of
the World, the Merciful and Compassionate. They must honour and
obey their parents. They were warned against dishonesty in dealing
with the neighbours and were admonished to be humble and chari-
table to the poor and to the sick. Finally they were ordered to abstain
from strong drink and to be vety frugal in what they ate. That was
all. There were no priests, who acted as shepherds of their flocks and
asked that they be supported at the expense®.

Berbeda dengan agama yang dipeluk umumnya warga Barat,
Islam bukan sekedar agama yang hanya mengatur hubungan an-
tara makhluk dengan Khaliknya. Islam merupakan teras dari se-
tiap tindakan umat Islam, baik dalam budaya, ekonomi, hukum,

14 Hammudah Abdalati (1977), Islam in Focus, Dainascus: The Holy Koran Pub., p. 7; cl
Nurcholish Madjid, “Dialog Agama-agama dalam Perspektif Universalisme allslam,”
dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus A.F. eds. (1998), Passing Over Melintasi
Batas Agama, Jakarta: Gramedia, p. 7 & 21; dan A. Mukti Ali (19(9), Etika Agama
dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dan Pembrantasan Kemaksiatan dari Segi
Agama Islam, Yogya: Nida, p. 19.

15 Hendrik Willem van Loon (1960), The Story-trAlankind, New York: Washington
Square Press BLik, p. 133.
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serta sejenisnya. Islam adalah agama yang memberikan bingkai
bagi para pemeluknya untuk hidup bermasyarakat dan berdialog
dengan alam sekitarnya. Dalam kaitan inilah, orientalis piawai
H.A.R. Gibb mengatakan: “Islam is indeed much more than a
system of theology, it is a complete civilization.” Jelaslah, Islam
merupakan inti bagi segala niat, tarikan nafas, dan tindakan kaum
Muslimin, kapan saja dan di mana saja. Sejalan dengan kalimat
Gibb, ada baiknya diketengahkan apa yang ditulis seorang emi-
nent historian, Henri Pirenne dalam salah satu karya monumen-
talnya, Mohammed and Charlemagne. Sejarawan jempolan ini
sangat kagum terhadap keberhasilan yang diraih kaum Muslimin
dalam bidang ilmu dan budaya serta bersifat demikian toleran se-
bagaimana yang diajarkan Islam. Dalam bahasa Pirenne ditulis-
kan sebagai berikut:

. . . they assimilated themselves to tizis civilization with astonish-
ing rapidity; they learnt science from the Greeks, and art from the
Greeks and the Persians. In the beginning, at all events, they were
not even fanatical, and they did not expect to make convert of their
subjects. But they required them[selves] to be ohedient to the one
God, and His prophet Mahommed?®,

C. BERAGAM PARADIGMA DALAM DINAMIKA BANGSA:

Pada awal abad XX dinamika keragaman paradigma di Indone-
sia makin mengental. Pada saat yang sama proses pembentukan
bangsa tengah berlangsung. Salah satu ciri lain yang cukup me-
nonjol adalah saling berhadapan paradigma Barat dengan para-
digma Islam. Keadaan ini sebenarnya telah berlangsung cukup
lama dalam sejarah dunia sejalan dengan uraian Stoddard berikut
ini:

Pertentangan antara Timur dan Barat-Eropa dan Asia, oleh
karena itu [telah] berlangsung berabad-abad. Hal ini telah terd-
jadi sedjak peperangan Persia, duel jang lama dan tak menentu
antara kerajaan Romawi dan Parthia Persia] sepandjang perba-
tasan Timur. Syria. Sebagai telah kita katakan, orang-orang Sara-

16  Henri Pirenne (1974), Mohammed and Charlemagne, New York: Barnes & Noble, p.
150.
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sin telah menghantjurkan propinsi-propinsi kekaisaran Timur itu;
dan untuk sementara waktu peperangan Salib telah mendesak
kembali bangsa Timur, namun kedjadian ini tak menentu hingga
masuknja orang-orang Seldsjuk [sic.] dan Turki Osman kedalam
Islam?’.

Perang Salib berlangsung selama beberapa abad, dan telah
mewariskan rasa curiga para pemeluk Islam dan Nasrani. Perang
ini diawali dengan himbauan Paus Urbanus Il, yang ingin me-
nolong kaisar Romawi Timur. Dengan lantang paus menyerukan
para pengikutnya agar: “. . . enter upon the road to the Holy, . . .
wrest it from the wicked race and subject it.”*® Perang yang men-
imbulkan banyak bencana ini, juga membawakan rahmat®® Men-
genai perang agama ini Bung Karno menuliskan sebagai berikut:

Tahun 1188 Masehi. Buat kedua kalinja kota Jeruzalem djatuh ket-
angan orang Islam, kini ketangan Sultan Salahuddin jang gagah per-
kasa buat kedua kalinja! Sebab ditahun 1099 kota itu dapat direbut
oleh kaum Nasrani. Dibasmi habis-habisan, sehingga susah mentjari
bandingannja di seluruh sedjarah manusia: Laki-laki, perempuan-
perempuan, anak-anak Muslimin dibunuh mati, 70.000 orang Islam
dibinasakan’, djiwa raganja. Tetapi kini ditahun 1188 . . . Sultan Sala-
huddin dapat merampas kembali Jeruzalem itu ke dalam tangannja
orang Islam. Muslim orloogsethiek didjalankan dengan sehalus-
halusnja rasa kemanusiaan. Tidak setetes darah dialirkannja buat
membalas dendamnja tahun 1099, tidak satupun rumah benda jang
dibinasakan®.

Apa yang disajikan Bung Karno dapat dikaji ulang dalam tu-
lisan Hitti, Makers of Arab History. Yang lebih penting lagi realita
ini memperkuat apa yang diketengahkan sejarawan piawai abad
ini, mendiang Toynbee yang menyatakan bahwa: “ .. in practice
the Muslims caine to recognize that the adherents of all other
higher religions had a moral claim to be tolerated by the follow-
ers of Islam on the implicit ground that they too, in their degree,

17 L. Stoddard, (1966), “The Rising of Color”, a.b. Pan. Penerbit, Pasang Naik Kulit
Berwarna, [tanpa kota dan badan penerbit] pp. 18-19.

18 P.K. Hitti (1951), History of the Arabs, New York: Mac Millan Co., p. 636.

19 Lihat H. Haikal, “Perang Salib Perang Pembawa Rahmat,” Alijamiah, Vol. XII, 1973,
No. 2.

20 Soekarno, op. cit., p. 503.
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had been recepients of the revelation from the One True God*.

Salah satu warisan penjajah yang sukar dilenyapkan, adalah
kekaguman pribumi terhadap dunia Barat. Apalagi kekaguman
mereka pada zaman penjajahan tentunya tarnbah hebat?. Seba-
gian kaum terpelajar terpesona dengan berbagai kelebihan yang
dimiliki dunia Barat. Mereka melihat Barat adalah segala-galanya
serta patut dijadikan contoh yang utuh dan sempurna bagi pem-
bangunan negaranya. Apalagi mereka yang beroleh pendidikan
langsung dari Belanda, atau pendidikan Barat pada umumnya. Su-
lit dipisahkan mereka dari kekagumannya terhadap Barat. Salah
satu contohnya dapat dilihat dari beberapa bagian sajak yang
disajikan Dr. Rivai:

Sembah didjundjunglah kami
Seru mengundjung berami-rami
Ke-arasj Allah, Tuhan jang sami
Terhampar oetjap alami
Koningin EMMA, Baginda Soeri
Sep’rampat abad tachta di-Puri
Wangi-harumi bagai kasturi
Bani ihatat asoeh-atoeri

Soeri hadlirkan Mustika Bani
Kan jadi radja Nagra insani

Di Insulinda bagai disini

Satu ucapan(sic.]: Soeri lhsani®

21 A.J. Toynbec (1988), A Study of History The One-Volume Edition, London: Oxford
Un. Press, p. 431, c. f pp. 240 dan 340.

22 Tolong dipahami secara jernih baris-baris berikut yang ditulis Romo Mangun:
aduhai menerima hadiah dari Sri Ratu; satu ketip atau 10 sen. Bayangkan semua murid
di seluruh Nederlandsch-Indie, anak kecil menerima 10 sen dari Sri Ratu, bayangkan!
Itu terjadi, sebab kami adalah putra-putri sekolah priyayi Belanda, kendati pribumi.
Dan bukan murid Wilde School atau ‘pandu berpeci beledu hitam komunis.” (J. B.
Mangunwijaya (1994), Tumbal, Yogya: Bentang, p. 17.)

23 Mochtar Lubis, “Pengantar”, H. Baudct dan Ij. Brugmans (1987), “BaJams van
Beleid,” a.b. Amir Sutaarga, Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan, Jakarta: Y01, p.
iX.
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Bagi kaum terpelajar yang melihat serta menghayati berbagai
perkembangan yang ada, lebih-lebih mereka yang beragama ls-
lam, ada yang merasa cemas. Dalam keadaan yang lebih mem-
prihatinkan, mereka menjadi. bingung’. Dalam keadaan seperti
ini, mereka melihat apa yang sedang berlaku di Turki. Di bawah
pimpinan Mustafa Kemal, Turki secara mengagetkan dapat bang-
kit dan melepaskan dari dari berbagai serangan Barat yang meng-
gerogoti negerinya. Satu per satu daerah Turki direbut negara-
negara Barat. Dari Utara dengan ganasnya mereka mencaplok
daerah-daerah Turki. Sementara Inggeris secara mantap dan laju
menggerogoti kawasan Turki dari Selatan. Sementara Perancis se-
cara gampang menjarah daerah-daerah Turki dari Barat.

Dengan cara yang khas, Mustafa Kemal Attaturk mampu meng-
konsolidasikan daerah Turki, serta mengusir kaum imperialis
Barat. Dia berhasil melakukan semua itu dengan ideologi®* seku-
larisasinya. Sejalan dengan paradigma Barat, secara bertahap dan
sistematis dia menghapuskan segala sesuatu yang berbau Islam.
Yang pertama-tama dilakukannya adalah menghapuskan sistem
khilafah, kemudian diikuti dengan penggunaan huruf latin seba-
gai pengganti huruf Arab. Bahasa Turki juga “dimurnikan” dengan
melenyapkan segala pengaruh bahasa Arab dan Persia.

Keberhasilan Attaturk mengalahkan negara-negara Barat, yang
telah berhasil menggerogoti sebagian kawasan Turki, lebih dise-
babkan berkobarnya Perang Dunia |. Perang ini sebenarnya lebih
merupakan perang saudara Eropa, karena sesama orang Eropa
sendiri saling berperang. Terseretnya Amerika Serikat dalam per-
ang ini lebih disebabkan akibat perang kapal selam tak terbatas
yang dilancarkan Jerman. Kemudian Jepang terlibat dalam perang
ini karena ingin menguasai beberapa daerah jajahan Jerman. Ke-
adaan yang kemudian melumpuhkan Eropa ini tercermin dalam
baris-baris berikut:

24 Ideologi adalah ““. .kerangka berpikir konsepsional, ia akan mengalami uji coba dalam
pengalaman yang kongkret. Sifat dinamis dari ideologi ialah kemampuannya untuk
menyerap pengalaman-pengalarnan empiris ke dalam sistemnya dan secara terus-
menerus berhadapan dengan perubahan dari perkembangan baru melalui sebuah pro-
ses dialektika. Dalam hubungan inilah kita dapat mengatakan bahwa ideologi meru-
pakan perpaduan antan teori dan praktek.” (Lihat Kuntowijoyo (1994), Demokrasi dan
Budaya Birokrasi, Yog) :: Bentang, p. 3)
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Ketika Perang Besar petjah, di Inggeris hampir terdjadi perang
saudara. Rusia diantjam revolusi sosial. Itali baru selesai mengal-
ami “Minggu berdarah” jang dapat menuju anarchi, dan setiap
negara Eropa mengalami keadaan dalam negeri jang tak tenang.
Permulaan musim panas tahun 1914 merupakan masa jang aneh
mengerikan, jang sekarang sudah diselimuti oleh adanja kedjadi-
an-kedjadian berikutnja, dan generasi-generasi jang akan datan-
glah jang akan memberikannja tempat jang lajak dalam sedjarah
manusia-®

Nampaknya Mustafa Kemal mencoba membidani lahirnya na-
sionalisme Turki, yang berdasarkan sistem Eropa Modern. Untuki-
tulah dilenyapkan segala yang berbau Islam tradisional, yang me-
rendahkan perempuan?® dan menyatukan agama dan negara.?’

Secara sistematis pula aliran buku-buku dan majalah Islam
diputuskan. Kegiatan berbagai organisasi Islam yang ada dibata-
si, perjalanan haji secara bertahap dihentikan; bahkan berbagai
mesjid diubah fungsinya, antara lain dijadikan sebagai museum,
atau tangsi militer.

Dunia Barat sangat bergembira dengan “dinamika” Turki yang

25 L. Stodddard (1966), op. cit., p. 168. Nampaknya perang saudara Eropa pada 1914-
1918 tidak membuat mereka jera, sehingga terjadilah apa yang dikenal sebagai Perang
Dunia II. Dalamkaitan ini Bung Karno telah menuliskan: “Perang di Eropah kini sudah
djadi betul-betul! Apakah kita menghadapi <djatuhnja negeri Eropah”?, lihat DBR, I,
p. 475.

26 Apakah benar Barat sangat memuliakan kaum perempuan? Nampaknya tidak. Untuk
lebih jelasnya tolong dikaji uraian berikut ini: Barulah pada tahun 1950 [di Jerman
Barat] wanita yang menjadi dosen boleh kawin, sebelumnya harus selibat. (4)

Di Amerika Serikat baru tahun 1847 lulus dokter wanita pertama di New York. Tahun 1850
di Fakultas Kedokteran Universitas Harvard mulai diterima secara resmi mahasiswa
putri, tetapi ia tidak dapat tempat duduk di ruang kuliah, karena mahasiswa putera
menentangnya. Barulah tahun 1946 Harvard menerima wanita di Fakultas Kedokteran,
dan baru kemudian mereica boleh bekerja di rumah sakit. (T. Jacon (1993), Manusia
Ilmu dan Tehnologi, Yogya: Tiara Wacana, p. 5)

27 Dalamkaitan ini, ada baiknya direnungkan apa yang telah diuraikan M. Natsir berikut

ini:
Kalau kita terangkan, bahwa agama dan negera harus bersatu, maka terbayang sudah
di mata seorang bahlul (bloody fool) duduk di atas singgasana, dikelilingi oleh “har-
umnya” menonton tari “dayang-dayang”. Terbayang olehnya yang duduk mengepalai
“kementrian kerajaan, beberapa orang tua bangka memegang toga. Sebab memang
beginilah gambaran ‘pemerintahan Islam’ yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropah
yang mereka baca dan diterangkan oleh guru bangsa barat selama ini. Sebab umumnya
(kecuali amat sedikit) bagi orang Eropa: Chalifah=Harem; Islam=poligami. (Ahmad
Sultelmi (1999), Soekarno Versus Notsir, Jakarta: Darul Falah, p. 54.)
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sekuler ini, serta berharap segera diikuti umumnya negara-negara
Islam yang lain. Harapan tersebut nampak sebagai sekedar mimpi
di siang hari saja. Walaupun telah berlangsung cukup lama, usaha
Attaturk sekedar berhasil mengganti kulit saja, Turki tetap tidak
mungkin dipisahkan dengan Islam.28

Partai Kemalis hanya mampu bertahan selama Attaturk ma-
sih hidup. Setelah dia wafat, pihak lawan kaum Kemalis berhasil
berkuasa, dan berusaha mengembalikan suasana Islam. Sekali-
pun usaha ini masih tertatih-tatih, karena cukup sukar untuk me-
lenyapkan pengaruh Kemalis yang telah berjalan sekitar setelah
abad.

Saat dunia Islam yang muram, penjajahan yang menyesak-
kan dan penuh tidak keadilan, tampil founding fathers yang ingin
mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Salah seorang dari mereka
itu adalah Bung Karno yang berwasiat agar dimakamkan di tem-
pat beliau berjumpa dengan Pak Marhaen. Pertemuan ini yang
mengilhami lahirnya Marhaenisme. Istilah ini adalah orisinal pen-
emuan dan pemikiran Bung Karno sendiri. Marhaenisme adalah
paham yang ingin mengangkat dan membela rakyat kecil Indone-
sia yang menderita. Kaum marhaen bukan nama lain, atau iden-
tik, dengan kaum proletar. Konsep proletar masa awal abad XX
telah demikian populer dikalangan cendekiawan sosialis Barat,
yang sering dijadikan rujukan Pemimpin Besar Revolusi ini. Isti-
lah Marhaen membuktikan Bung Karno mempunyai kemampuan
berpikir bebas. Sikap anti dogmatisme ini telah memungkinkan
Bung Karno melahirkan, menumbuhkan, dan mengembangkan
pemikiran-pemikirannya sendiri.29

Berkaitan dengan penemuan konsep Marhaen dan tempat-
nya, ada baiknya direnungkan beberapa baris kalimat berikut:

...di desa Cibintinu dan [Kusno] bertemu dengan seorang petani yang
bernama Marhaen. ltulah penemuannya. “Marhaenisme!” katanya.
la paparkan padaku segala pikirannya, segala teorinya. Sebagian aku
ingat. Sebagian lagi tidak. la jelaskan, seorang Marhaen adalah orang
yang mempunyai alat, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-
alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri. Penghasilannya pun

28 Ali Audah (1 99), Dari-Khazanah Dunia Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, pp.16- 18.
29 Alfian (1981), Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia, p.11.
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kecil, hanya cukup untuk mengganjal perut sekeluarganya. Tak ada
lebih riya sedikitnya pun juga. Tapi dalam pada itu ia tidak bekerja
untuk orang lain dan tidak ada orang lain yang bekerja baginya. Tidak
ada penghisapan tenaga seseorang oleh orang lain.®

Apa yang disajikan Ramadhan KH dalam karyanya yang bersi-
fat novel sejarah ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Hal ini antara lain telah dibuktikan dengan beberapa penelitian
serta sejenisnya.’* Untuk lebih memantapkan lagi keabsahan kon-
sep orisinal Soekarno, dapat dilihat dari tulisan Mangil berikut ini:

.. disebut Bung Karno sebagai kaum Marhaen. Mereka ini rakyat
miskin, rakyat kecil, rakyat yang susah hidupnya, yang menderita,
yang hidupnya papa sengsara. Mereka ini bukan buruh (proletar),
sebab Pak Marhaen ini ikut memiliki alat-alat produksi, seperti cang-
kui, arit dan sebagainya.

Betapa hebatnya pemikiran Soekarno, dan founding fathers
lainnya, nampaknya seperti dilupakan. Realita inilah yang me-
nyebabkan bangsa Indonesia makin kerdil, bodoh karena buta
dengan khazanah kekayaan pernikiran bangsa. Apakah yang
menimpa Soekarno ini sebagai kelanjutan sebagian kebijakan
pemerintahannya. Bung Karno melarang karya-karya lawan yang
dinilai berbahaya bagi kedudukannya, sebagai presiden maupun
ajaran demokrasi terpimpinnya Hal ini dapat dilihat dalam artikel
Hatta, “Demokrasi Kita.” Sebenarnya sikap Soekarno perlu diper-
tanyakan, karena Bung Hatta telah mengundurkan diri sebagai
wakil presiden, agar presiden mampu mewujudkan impiannya.?

30 Ramadhan K. H. (1981), Kuantar ke Gerhang Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung
Karno, Jakarta: Sinar Harapan, p. 62.

31 Untuk kajian betapa eratnya sejarah dengan sastera, dan novel khususnya, lihat H.
Haikal (1995), “Persepsi Terhadap Indonesia dalam Sastera Melayu Modern”, Perha-
tian dengan Dana Penyelidikan Jangka Pendek USM, Pusat Pendidikan Jarak Jauh,
Universiti Sains Malaysia, dan Kuntowijoyo (1984), “Para Priyayi sebagai Novel Se-
jarah”, Editor: Aprinus Salam, Umar Kayant dan Jaring Sennotik, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

32 Mangil Martowidjejo (1999), Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967, Jakaria:
Gramedia;-p. 304.

33 Bagi saya Hatta yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan
susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan fair chance (kesempatan
yang fair) dalam waktu yang layak kepada presiden Soekarno untuk mengalanti send-
iri apakah sisternnya itu akan menjadi suatu sukses atau suatu kegagalan. (Selanjut-
nya lihat Idayu, op, cit., p. 27.)
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Kekhasan orba yang ketakutan terhadap sosok Soekarno dan aja-
rannya dapat dilihat dari baris-baris berikut:

...sejarawan militer yang mencoba menghilangkan gambar Soekarno
dalam sebuah foto mengenai pengibaran bendera saat proklamasi
kemerdekaan, upaya ini tidak berhasil karena ada protes dari sejar-
awan lainnya--Abdurrachman Surjomihardjo. Usaha lainnya berupa
tindakan politik untuk melarang ajaran Soekarno. Termasuk dalam
hal ini pelarangan pendirian Universitas Bung Karno oleh seorang

puterinya.?*

Ketakutan orba, menunjukkan pemerintahan ini sebagai
pelanjut estafet kebijakan pemerintahan Belanda, yang meman-
tapkan status quo. Rekayasa penulisan sejarah orba tidak hanya
menyentuh bidang pendidikan juga menjadi kurban. Dinamika
pesantren dalam bidang pendidikan, maupun dinamika Muham-
madiyah belum disentuh.3®> Bagaimana dengan posisi Islam di
Indonesia zaman itu? Memang belum menggembirakan, apalagi
Indonesia berada dalam cengkeraman penjajah Belanda. Umat
Islam dibonsai dan memahami Islam secara parsial bukan kaaf-
fah atau utuh®®, kadang-kadang pemahaman Islam mereka hanya
bersifat superfisial saja. Mudah dimengerti apabila Hurgronje
melihat Islam sulit dapat diharapkan mampu bangkit kembali. Is-
lam dianggapnya sudah membeku dan bergelimang dengan hal-
hal yang tidak masuk akal. Islam dinilai tak akan mampu mem-
bimbing dan menggerakkan pemeluknya®” menghadapi kemajuan
zaman. Analisa Snouck Hurgronje yang tajam ini didasarkan pada
pengalaman dan hasil-hasil penelitiannya di bagian akhir abad
lalu dan pada permulaan abad ini, pada waktu Islam memang

34 Asvi Warman Adam, “Pengendalian Sejarah Sejak Orde Baru”, dalam Henri Cham-
bert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (Eds.) (1999), Panggung Sejarah, Jakarta: YOI, p.
572. C. f penulis yang sama dalam “Pertarungan Sejarah”, Gatra, 24 Oktober 1998, p.
4.

35 H. Haikal (1991), “Sejarah dan Pendidikan Muhammadiyah,” Suara Muhammadiyah,
No. 16/76, p. 15.

36 Salah satu contohnya diuraikan dalam karya Toto Tasmara (2000), Menuju Islam Kaj-
jah, Jakarta: Gema Insani Press.

37 Sebagian pemeluknya nampak asyik terjebak dalam adat seperti direkam Hamka beri-
kut ini: “Perkawinan berulang-ulang, kawin dan cerai, kawin dan bercerai pula, adalah
adat, adalah kemegahan yang harus dipegang teguh, baik orang yang terkemuka dalam
adat atau orang yang terkemuka dalam agama.” (Lihat Hainka (1979), Kenang-kenan-
gan Hidup, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, p. 63.)
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relatif masih berada dalam suasana yang digambarkannya. Mod-
ernisasi Islam yang kemudian bangkit secara mengejutkan itu
masih dalam benih-benih awal pertumbuhannya, mungkin terlalu
remeh untuk dapat perhatian yang sungguh. ltulah kiranya yang
menyebabkan asumsi Snouck Hurgronje kemudian tidak benar,
walaupun tidak sama sekali meleset®®,

Pemahaman Hurgronje, sebagaimana orang-orang barat lain-
nya, menekankan adanya dikhotomi. Dalam banyak hal mereka
melihat segala sesuatu seperti warna hitam dan putih saja, jadi
berlawanan. Realita alam dan masyarakat nampak lebih ber-
warna warni dan beragam. Mudah dipahami bila Hurgronje, se-
perti rekan-rekannya yang lain, sering gagal melihat masyarakat
Indonesia yang demikian khas seperti diuraikan dalam baris-baris
berikut

...orang-orang Indonesia berhasil menunjukkan kemampuan mer-
eka membangun sintesis antara seluruh pengaruh yang berdatangan
itu. Mereka menerima pengaruh yang baru tanpa mengesamping-
kan yang lama. Mereka lebih menerima dan tidak menolak penga-
ruh-pengaruh itu. Aspek khusus ini dalam sejarah Indonesia jelas
mencerminkan sikap masyarakatnya yang selalu berusaha menemu-
kan konsensus seraya menjauhkan konfrontasi®°.

Kekhasan di atas ‘'menimpa’ pribadi Bung Karno. Ini antara lain
dapat dilihat ketika pada 1926 Soekamo muda menulis “Nasion-
alisme, Islam, dan Marxisme.” Dalam pemahamannya, ketiga pa-
ham tadi harus bersatu. Dengan jiwa persatuanlah, kemerdekaan
Indonesia dapat direbut. Konflik, permusuhan harus ditiadakan,
persatuanlah yang menjadi tujuan bersama.

Teori konflik dan saling menghancurkan merupakan konsep
yang akrab dalam paradigma barat. Paradigma inilah yang meng-
hanyutkan dunia barat sehingga terjebak dalam perang saudara
Eropa. Perang ini mereka populerkan sebagai perang dunia per-
tama, sebagai manifestasi rasa superioritas mereka. Teori konflik
ini telah turut menyumbangkan dalam berbagai perang agama di

38 Alflan, “Cendekiawan dan Ulama Aceh”, dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir
(eds.) (1983), Cendekiawan dan Politik, Jakarta: LP3ES, p. 129.

39  Alwi Shihab (1998b), Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap
penetrasi Misi Kristen Di Indonesia, Bandung: Mizan, p. 18.
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benua Barat. Sayangnya hal ini juga dieksport ke Indonesia, seki-
ranya disetujui uraian berikut ini :

Dengan bangkitnya kekuatan Belanda, dimulailah kisah perkem-
bangan Protestan di wilayah ini. Di bawah VOC, agama Kristen di-
dominasi Gereja Reformasi. Mereka mengambil alih jemaah Katolik
Portugis dan mengangkat pastor [sic.] untuk melayani gereja. Be-
landa menentang sepenuhnya dan bermaksud menghancurkan apa
yang telah dibangun Katolik Roma. Ini terjadi bertepatan dengan pe-
rubahan situasi internasional ketika Spanyol dan Portugis yang Kato-
lik tidak lagi menjadi kekuatan utama dunia.*°

Figur Soekarno sendiri memahami Islam secara utuh relatif

agak terlambat. Walaupun benihnya mulai tertanam subur saat
kost di rumah H.O.S. Tjokroaminoto. Di Surabaya ini Bung Karno
muda sering mengikuti tabligh Ahmad Dahlan dengan konsep
pemahaman pemurnian Islam. Tapi saat di Surabaya ini pula dia
merasa kecewa ketika berjumpa dengan pemahaman Islam yang
jumud, yang beku. Peristiwa tersebut sangat membekas sekali,
karena terjadi saat beliau akan menikah kali pertama. Untuk lebih
jelasnya tolong dikaji uraian berikut:

Ketua masjid dengan seenaknya saja menolak meresmikan [upacara
pernikahan saya] karena saja sedang pakai dasi. la berkata: “Anak
muda, dasi sepenuhnya adalah cara berpakaian orang Kristen dan
tidak sesuai dengan adat istiadat Islam kita.” “Tuan,” saya memba-
las, “Saya sadar bahwa dulunya seorang pengantin hanya memakai
pakaian asli kita sendiri, sarung. Tapi itu adalah cara kuno, hukum-
kini telah modern.” “Betul,” bentaknya, “tetapi kemoderenan kita
hanyalah boleh sejauh pengantin memakai celana dan leher baju
terbuka.” “Adalah pilihan saya untuk berpakaian dengan necis dan
pakai dasi,” komentarku dengan keras. “Dalam persoalan ini karena
anda tetap ingin tampan saya menolak dengan tegas untuk melak-
sanakan upacara ini “ Sekiranya tidak ada di antara tamu kami yang
juga seorang alim (holy man) yang mampu melaksanakan kewajiban
itu, maka mungkin Sukarno tidak pernah dikawinkan dengan Utari
Tjokroaminoto dalam upacara perkawinan suci itu®.

40

41

Shihab (1998a), op. cit., p. 10. Tradisi konflik yang melihatkan agama ini sekarang
tengah berkecamuk di Ambon, Maluku. (Selanjutnya lihat Rustam Kastor (2000), Fak-
ta, Data, dan Analisa” Yogya: Wihdah Press.

Dikutip dari Ahmad Syafli Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES,
1996, p. 54.
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Secara intens Bung Karno mulai mendapatkan pernahaman Is-
lam yang kaaffah justru saat berada dalam penjara dalam suasa-
na yang serba kekurangan, penuh kesepian ini Bung Karno makin
asyik dengan Islam. Pengalaman indah ini diutarakannya kepada
orang yang paling dicintainya, Inggit. Dia adalah satu-satunya is-
teri Bung Karno yang telah banyak berkurban dan cukup matang
jiwanya*.

“Inggit, benar, cita-cita yang besar datangnya pada saat-saat yang

sepi. Cita-cita yang besar dapat membelah dinding penjara.” “Seka-

rang aku benar-benar mulai membaca al Qur’an, menelan al- Qur’an

... Kalau aku terbangun, maka aku membacanya. Lalu aku mema-
hami Tuhan itu . . "%

Makin mantapnya pemahaman Islam yang utuh, makin tersen-
tuh Bung Karno dengan penderitaan kaum Marhaen. Dialog de-
ngan al-Quran dari Islam yang kaaffah terus berlanjut, baik ketika
Bung Karno berada pembuangan di Bengkulu maupun Endeh.
Hanya saja setelah berada dalam puncak kekuasaan dan dalam
pelukan kemewahan, nampaknya Bung Karno lupa dengan Islam
yang utuh. Islam diperlukan, selama menguntungkan kedudu-
kannya. Demi kekuasaan dan kemewahan, tak apalah paradigma
Islam dipinggirkan, walau tetap diutarakan dengan bersemangat
secara retorika. Ini nampak jelas dalam konsep Nasionalisme, Is-
lam, dan Marxisme yang kemudian menjadi Nasakom. Nampak-
nya Soekarno dalam jebakan komunis. Bung Karno tetap memeluk
secara utuh Nasionalismenya, tapi membonsai Islam yang men-
jadi bagian dari agama. Bung Karno yang hanyut dalam buaian
Komunis sehingga rela membonsai Marxisme, sehingga diabaikan

42 Dalam kaitan ini cukup menyentuh hati penilaian tulus berikut ini:
Inggit Ganarsih bagi pemuda dan mahasiswa Soekarno mewujudkan kasih ibu Yang
hilang itu, yang tidak ia nikmati sebelumnya — betapa paradoksalpun kedengarannya
itu. la kekasih satu-satunya yang mencintai Soekarno tidak karena harta dan tahtanya,
yang memberi dan tak meminta kembali serta satu-satunya yang pernah menemani
Soekarno di dalam kemiskinan dan kekurangan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya
kepada semua janda Soekarno dengan segala jasa dan segi positif masing-masing, teta-
pi saya harus mengatakan, bahwa hanya Inggit Ganarsihlah yang merupakan tiga di
dalam satu diri: ibu, kekasih dan kawan yang hanya memberi tanpa meminta. Kekuran-
gan Inggit yang tak mampu melahirkan anak bagi Soekarno merupakan sesuatu yang
ditemukan kemudian pada saat vang tepat ketika sesuatu perlu dicari. (Lihat Poera-
disastra, S. 1., “Kata Pengantar?’, dalam Ramadhan K. H _( 1981), op. cit., p. viii.)

43  “Ramadhan (1981), op. cit., p. 249.
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Sosialisme, Murbaisme dan yang tinggal hanya Komunisme.

Dalam jebakan Komunislah Bung Karno rela membubarkan
Masyumi dan PSI. Kedua-duanya mempunyai visi yang berbeda
dan menawarkan alternatif yang cukup bermutu dibandingkan
demokrasi dan ekonomi terpimpin. Apalagi Masyumi ditakuti
karena massanya yang besar dan PSI merupakan lawan tangguh
bagi Komunis. Para penentang yang lain dari Partai Katolik mau-
pun Partindo, tetap bisa santai karena partainya tetap diberi hak
hidup dan para pemimpinnya tidak ada yang merasakan dingin-
nya penjara. Berbagai tokoh Masyumi, seperti Natsir, Roem dan
tokoh PSI, seperti Sjahrir, Subandio dipenjarakan tanpa mengala-
mi proses pengadilan.

Bahkan sampai wafatnya karena menderita sakit, Sjahrir
masih dalam status tahanan.** Keadaan memprihatinkan kaum
dhuafa ini yang telah mendorong Ahmad Dahlan, A. Hassan, A.
Wahid Hasyim, Dewantara, Hasyim Asy’ari, Moh. Syafeii, maupun
Surkati bergerak mendidik mereka agar nasib dan derajat, serta
kehidupan mereka terangkat. Wong cilik yang selalu menjadi ka-
wida adalah kaum inlanders yang dipinggirkan oleh sistem yang
berlaku. Mereka harus dididik serta diperjuangkan agar menjadi
warga negara yang penuh®. Untuk itu Indonesia harus dimerdeka-
kan, agar melancarkan mereka menjadi pemimpin dan pewaris di
bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah: Kami [Allah] bermak-
sud untuk memberikan karunia kepada orang yang tertindas di
bumi; Kami akan jadikan mereka pemimpin dan pewaris di bumi.
(QS. al Qas’nas (28) : 5)

Berbeda dengan Al-Kitab yang seringkali diperalat sebagai
alat legitimasi untuk perbuatan-perbuatan yang kurang terpuiji,
Al Qur’an relatif terjaga dan tahan kritik. Dengan semangat re-
conquista, atau penaklukan kembali, Portugis datang membawa
semboyan Gold, Glorious, and Gospel. Realita ini menggambar-
kan unsur budaya dalam Nasrani sangat berperan dan sering

44 J.D. Legge (1993), “Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Fol-
lowing Recruited by Sutan Sjahrir in Occupay ion Jakarta,” a. b. Ilasan Basari, Kaum
Intelektaol dan Perjuangan Kemerdekoon: Peronan Kelompok Syahrir Jakarta: Graflu,
n 244.

45 C.fKuntowijoyo (1994), Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Yogyakarta: Shala-
huddin Press dan Pustaka Pelajar.
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penuh misteri. Untuk lebih jelasnya silahkan direnungkan uraian
berikut ini:

Munculnya gereja pada saat itu, sekali lagi, tidak bisa dipisahkan dari
pemikiran bahwa memang hubungan manusia dengan Tuhan dise-
lubungi kabut misteri itu, dan karenanya gereja menggariskan cara
bagaimana hubungan itu harus dilakukan. Munculnya konsep Trini-
tas dan teologi Kristen pada dasarnya adalah juga karena pengaruh
Yunani tadi“.

Dalam realita sehari-hari nampak kalau ada seseorang Nasrani
yang meninggal. Apabila Jesus dikafani, jenazah tadi biasanya di-
beri pakaian sesuai dengan profesi atau kedudukannya. Mudahn-
ya jenazah seorang petani akan diberi pakaian petani, dan jenazah
kopral akan didandani sebagai seorang kopral, serta yang sejenis-
nya. Hal yang sama juga berlaku dalam perayaan natal. Ini mudah
dipahami karena Jesus sendiri tidak lahir pada 25 Desember®’.
Wajar pula kedatangan kaum misionaris bersama-sama dengan
penjajah, telah menyebabkan lahir sikap arogan sebagian mereka
serta cenderung menegasikan penduduk pribumi. Tentang kritik
teks terhadap cukup membaca uraian beberapa baris berikut.

We are all familiar with the term tword of Godi as a name for the
Bible. In the past it was, and in some circles today it is, believed that
God directly inspired cvery word therein. But the textual criticisin
and modern study have made it impossible for modern scholars to

hold that belief.*®

Berkaitan dengan al-Qur’an, cukup membaca uraian Dawson
dalam The Making of Europe. Dalam bahasa yang padat dan mu-
dah dipahami, sejarawan ini telah menuliskan dua kalimat beri-
kut:

“. .. the Koran has exercised a greater infhtence on the history of the
world than any other single book. Even today it is the suprezne

46 Barbara Brown Zikmund, “Dialog agama-agama datam Konteks Missionarisme
Baru,” dalam Hidayat, op. cit., p. 27.

47  Silahkan lihat karya-karya berikut; seperti tulisan Carroll V. Newsom (197)), The
Roots of Christianity, Englcwood Cliffs: Prentice-Hall; Carol Ward (1986), The Oris-
tian Sourcebook, New York: A Ballantine; C. Smith (1967), “Christmas and Its Cycle”,
New Catholic Encyclopedia, New York: Mc-Graw-Hill Book Co., Vol. 111.

48 Alfred Guilaume (1968), Islam, Baltimore: Pcnguin Books, p. 55.
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authority for the social life and though of 200 million of the
human race and is regarded as devinely inspired in every line
and syllable.”*

Secara lahiriah dunia Barat relatif berhasil dalam kehidupan
duniawi. Kemewahan duniawi ini lebih disebabkan kreativitas
mereka dalam bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan tehnologi
telah membuat masyarakat lebih santai dan menikmati hidup ini.
Sebagian mereka cukup puas hanya menikmati kelezatan duniawi
saja, hingga populerlah istilah carpediem, nikmatilah hidup. Se-
bagian lagi meiakukan pengembaraan yang serius dalam bidang
ruhani, dan mempertanyakan agama yang mereka peluk selama
ini. Wajarlah apabila lahir kaum agnostik, deis, bahkan atheis.
Berbagai kegagalan yang terjadi di tanah leiuhur dunia Barat,
telah melahirkan penolakan yang ingin melakukan tindakan
heroik demi Kristus, yang gagal mereka lakukan di kampung hala-
man sendiri. Mereka merasa terdorong untuk pergi ke Indonesia.
Secara umum mereka benar-benar berhasil dalam usaha mereka
untuk menyebarkan ajaran Kristen di Indonesia.>®

Sebagian usaha misionaris dan zending berhasil dengan baik,
tetapi belum seimbang dengan biaya®!, tenaga, dan pikiran yang
mereka limpahkan. Padahal dalam pandangan mereka; Islam,
pemeluknya, dengan Muhammad sebagai nabi palsu yang tidak

49  Christopher Dawson (1956), The Making of Europe an Introducation to the History of
European Unity, New York: Mcridian Books, p. 132.

50 Karel A. Steenbrink, “Dutch Colonialism and in Indonesia: Confiict and Contact
(1596-1950)”, a. b. Suryan A. Jamrah, Kawati- dalatn’Perf:*than Kaum Kolonial Be-
landa dan Islam di Indonesia (1596-194211), Bandlirg: p. 143.

51 Salah satu contohnya pada 1928, Belanda memberikan bantuan kepada kaum Nasrani
sebesar f. 1.666.300 dan umat Islam hanya diberi sebesar f. 3.950. Selain timpangnya
jumlah gulden yang diberikan, tebih timpang lagi kalau diperhitungkan jumlah umat
Islam yang lebih dari 95%. Kekhasan sikap Belanda terhadap Islam dan Nasrani dapat
dilihat pula dari baris-baris berikut:

Malah residen Surabaya menganjurkan, agar semua kas masjid di karesidennya terus
memberikan sumbangan kepada rumah sakit Kristen di Mojowarno, yang dipimpin
oleh tokoh zending, J-Kruyt. Menurut Residen sumbangan ini perlu, karena orang Is-
lam juga dirawat di rumah sakit tersebut. Dia belum pernah mendengar keluhan atau
protes dari pihak bupati atau penghulu, karena sedekah toh sangat keras dianjurkan
dalam undang-undang Islam.

Di daerah Surabaya, menurut Residen, belum pernah timbul keberatan terhadap pem-
bayaran dari kas masjid kepada lembaga yang mempunyai tujuan Kristenisasi! (Steen-
brink, Karel A. (1984), Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke19, Jakarta:
Bulan Bintang, p. 228-229.)
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berharga sama sekali, sehingga mereka perlu dinasranikan. Kega-
galan tersebut disebabkan kecurigaan bahwa misionaris Kristen
adalah antek-antek kolonial, serta anggapan bahwa agama Kris-
ten adalah agama kaum penjajah, semakin menghambat penca-
paian tujuan-tujuan misionaris. Keberhasilan terbesar misionaris
adalah pada masyarakat miskin dan kurang mampu, atau pada
suku terbelakang®?. Kesulitan yang paling besar yang dihadapi
kaum misi dan zending adalah agama Islam. Suatu daerah yang
telah memeluk Islam, sangat sulit sekali dimasuki ajakan kaum
misi maupun zending. Dalam kaitan ini cukup menarik keluhan
yang dilontarkan Hendrik Kraemer (1888-1965)*3 sebagai berikut:

Islam merupakan masalah bagi misi. Tidak ada agama lain yang
membuat misi memaksakan diri bekerja keras dengan hasil yang se-
dikit dan membuatnya mencakarkan kukunya sampai berdarah dan
tercabik-cabik selain Islam.

Dia kemudian melanjutkan, Teka-teki mengenai Islam adalah
bahwa walau sebagai agama yang dangkal dan miskin dari segi
isi, Islam mengungguli semua agama di dunia dari segi kekuatan
mempertahankan orang-orang yang memeluknya®.

Kekesalan, kemarahan, rasa superioritas dan harapan meru-
pakan sebagian sisi yang terungkap dalani dinamika missi dan ze-
nding. Melihat keluhan Kraemer serta yang sejenisnya, tentunya
tidak berlebihan apa yang disajikan oleh Phipps berikut:

Selama lebih dari separo sejarah gereja, musuh yang paling dibenci
kaum Kristiani adalah Islam. Superioritas kultural Islam. selama mile-
nium pertama setelah kedatangan Islam, tidak dihargai. Sementara
agama Kristiani berada dalam “Zaman Gelap”-nya, di negara-negara
Muslim, seni dan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Untuk
menutupi kecemasan dan ketakutannya, kaum Kristiani sering ber-
sukaria dengan menyebarkan berbagai distorsi. Bagi Gereja Ortho-
doks Timur, Katolik Roma, maupun Protestan, memfitnah Muham-

52 Alwi Shihab (1998a), op. cit., p. 12.

53 Semacam biografi singkatnya dapat dilihat tulisan E. Jansen Schoonhoen, dalam Dela-
pan Tokoh Ilmuwan Belanda bagi Pengkajian Islam Indonesia, pp. 109-118. Tokoh
ini dinilai sebagai simbol arogansi dan intoleransi misionaris. Lihat selanjutnya, Alwi
Shihab (1998b), op. cit., p. 57.

54  Ali Shihab (1998a), op. cit., p. 11.

199



Prof. Dr. Husain Haikal, MA.

mad merupakan kelaziman®.

Selain mengenalkan agama Nasrani, kedatangan mereka telah
mengenalkan berbagai kebiasaan yang khas. Hal ini identik de-
ngan kebiasaan para pegawai Belanda, katakanlah semacam
home staff, yang suatu saat berniat kembali ke tanah leluhur
Belanda, selalu memelihara budaya yang khas. Budaya khas itu
antara lain berupa babu yang all in, atau budaya menyewa atau
mempekerjakan nyai yang tidak terikat dengan perkawinan®®.
Bahkan “... para pegawai muda ini disarankan agar hidup dengan
seorang nyai sebelum dia menikahi seorang wanita Eropa”*’.

Selain melihat berbagai kekhasan di atas, keindahan Indone-
sia telah mengundang banyak cendekiawan untuk mengamalkan
ilmu dan teori-teorinya. Sayangnya sebagian mereka yang menel-
iti Indonesia menyatakan bahwa Islam di Indonesia tidak lebih
dari sebuah lapisan tipis di atas lapisan tebal peninggalan keya-
kinan-keyakinan keagamaan pra-Islam. Mereka juga menyatakan
bahwa Islam di Indonesia adalah produk sintesis antara Islam dan
kebudayaan Hindu-Budha. Dengan sikap makin terbuka mereka,
terjadi berbagai perubahan yang cukup tajam.

Salah satunya M. Hodgson, dalam bukunya The Venture of Is-
lam: Cotzscience and Histoty in a World Civilization, mengkritik
pedas pendapat-pendapat di atas. Hal yang sama berlaku pada
Mark Woodward dalam bukunya Islam in Java. Dia juga sampai
kepada kesimpulan bahwa kalau ditelaah secara mendalam dan
ditinjau dari segi perspektif Islam secara meluas, didapati bahwa
hampir seluruh ajaran, tradisi, dan penekanan yang bersifat spiri-
tual yang selama ini berkembang dalam masyarakat Jawa, pada
dasarnya bersumber dari ajaran Islam di Timur Tengah. Apa yang
dikenal dalam upacara keagamaan di Jawa seperti gerebeg, se-
lametan, kalimasodo, adalah bagian dari ajaran Islam. Demikian
pula doktrin Kawulo Martabat Tujuh dari tradisi wayang yang

55 William E. Phipps (1998), “Muhammad and Jesus A Comparison of the Prophets and
Their Teachings”, a. b. Ilyas Hasan, Muhammad dan Isa Telaah Kcritis atas Risalah dan
Sosoknya, Bandung: Mizan, pp.

56 1.J. van de V&tie (1987), “Brieven uit Sumatera”, a.b. Pustaka Azet, Surat-Surat dari
Sumatera, Jakarta: Pustaka Azet, p. 14.

57 Selanjutnya lihat “Iqrar, Tempo, 11 Juni 2000, p. 50. Tempo_menyediakan 11 pp.
untuk menguraikan masalah sama Indonesia yang ditulis pada zaman penjajahan.
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dikenal dan dilestarikan dalam masyarakat Jawa, dapat ditelusuri
asal-usulnya dari tradisi tasawuf Islam.

. . .substansinya Islam namun formatnya tampil dengan versi
Jawa. Dalam kaitan ini Nieuwenhuize, penulis Belanda dengan
sangat indah mengatakan “Kalau masyarakat ini (baca:. Jawa)
menganggap diri mereka Muslim, maka sangat sulit untuk mem-
pertahankan suatu temuan ilmiah yang berkesirnpulan bahwa
masyarakat tersebut tidak demikian”38,

D. KESIMPULAN:

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa paradigma Barat
dan Islam, di samping paradigma yang lain, banyak mewarnai din-
amika bangsa Indonesia. Ada usaha yang terencana, serius, dan
beroleh dana yang berlimpah, agar paradigma Islam diabaikan.
Terbukti tetap sukar dipisahkan paradigma Islam dan dinamika
bangsa Indonesia. Yang ada hanya semacam pasang naik dan pa-
sang surut saja. Ketika dalam dinamika bangsa Islam memberi
warna yang kental, lahirlah semacam loro-loroning atunggal
Islam dan Indonesia. Inilah yang mewarnai proklamasi 17 Agustus
1945. Kita tahu semua itu, tapi umumnya kita lupa bahwa prokla-
masi 17 Agustus 1945 terjadi "‘pada hari Jum’at dan pada bulan
puasa. Bagi Islam, semua hari baik, tetapi Jum’at adalah sayiddii
ayam, penghulu segala hari. Bagi Islam, semua bulan adalah baik,
tetapi bulan Ramadhan adalah sayiddil shuhur, penghulu segala
bulan.

Contoh pergumulan paradigma Barat dan Islam, antara lain
dapat dilihat kehidupan pribadi Soekarno. Setelah makin jaya,
nampak Bung Karno mulai lupa dengan jasa-jasa Inggit, karena ke-
mudian Bung Karno menikahi Fatimah yang memberinya putera-
puteri yang telah lama didambakan. Mungkin paradigma Baratlah
yang mendorong kita tidak mengenal Fatimah, tapi Fatmawati.
Inggit memberikan segala-galanya, kecuali tidak diberi izin Allah
memberikan anak bagi Bung Karno. Terekam dinamika khas Bung
Karno dan Inggit seperti terlihat dalam baris-baris berikut:

... dibandingkan sewaktu bersama Sanusi dan sewaktu bersa-

58  Alwi Shihab (1998a), op. cit., pp. 314-315.
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ma Kusno. Benar, aku ingat, sewaktu dengan Kang Uci kami penuh
dengan pesiar, jalan-jalan sampai ke Singapura segala. Sedangkan
hidupku dengan Kusno penuh dengan semangat, kerisauan, se-
mangat lagi, kerisauan lagi. Lalu aku seperti berkata kepadaku
sendiri, bahwa hidup dengan Sukarno berada dalam perjuangan
yang jauh lebih hebat daripada dengan Sanusi®.

Lepas dari pelukan Inggit, nampak Bung Karno secara berta-
hap jatuh dalam buaian Komunis. Apalagi banyak para pemimpin
Indonesia, apalagi rakyatnya, sering lupa dengan berbagai tipu
daya Komunis. Demikian populernya, hanya apakah benar ada
perlawanan komunis pada 1926, sekiranya benar uraian sejar-
awan berikut:

...[masalah pemberontakan komunis 1926] dikoreksi oleh Syahrir
[sic.] sendiri ketika dia ada di Tanah Merah, bahwa dia tidak bertemu
dengan orang Komunis yang berbicara tentang masalah Leninisne
ataupun Marxisme, tapi tentang Quran dan Hadis. Pada tahun 1970
Fakultas Sastra Unpad sudah memberikan koreksi sejarah terhadap
penulisan tahun 1926 yang menuliskan bahwa pemberontakan ta-
hun 1926 bukanlah komunis. Adapun yang menuliskan komunisme
itulah hanya pemerintah kolonial yang mengategorikan pernberon-
takan itu dengan komunis. Benderanya putih, tulisannya Allah dan

Muhammad dan ditulis oleh orang Banten sendiri®,

Lebih menyedihkan lagi, sikap menegasikan budaya maupun
penganut agama lain nampaknya masih terus berkembang. Asyik
diributkan kurang bermaknanya agama dan budaya pihak lain, pa-
dahal kelemahan dapat terjadi®* dan dapat terulang lagi pada ke-

59 Ramadhan K. H. (1981), op. cit..,p. 273; perhatian Bung Karno terhadap Inggit ter-
ekam dalam baris-baris berikut: “. .. waktu itu [Bung Karno] duduk di tempat tidur
sambil merangkai bunga melati untukku, untuk sanggup,:. Memang bukan sekali itu
aku biasa ditolong seperti itu oleh suamiku, oleh singa beringas yang mendambakan
kemerdekaan [Indonesia] itu. (Ibid., p. 283).

60 Achmad Mansur Suryanegara, “NU: Sejarah dan Politik (Tanggapan atas Ceramah H.
Mahbub Djunaidi)”, dalam Abdurrahman Wahid (1993), Kontroversi Pemikiran Islam
di Indonesia, Bandung: Rosdakarya., p. 188

61 Salah satu contohnya diuraikan dalam baris-baris berikut:

... kehidupan Geredja makin lama mendjadi makin bersifat keduniawian, biara-biara
mulai memperkaja diri, adat kesusilaan para rohianiwan mendjadi sangat merosot,
berbagai Paus hidup dengan tjara tak pantas. Itu semua adalah tanda-tanda kemero-
satan Geredja. Immoralitas jang sedemikian djauh, kemunalikan para rochaniwan,
kemewahan kehidupan di istana Paus, menjebabkan orang-orang mendjauhkan diri
dari Geredja, dan menggabungkan diri dipihak Reformasi. (Lihat A. Sartono Karto-
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lompoknya sendiri. Kehendak serius ingin menyebarkan agama di
negara lain yang telah beragama, akhirnya lupa dengan keadaan
negeri sendiri®. Masih ditekankan bahwa Muhammad adalah
nabi palsu. Hanya apakah tuduhan ini benar dan dapat dipertang-
gung jawabkan? Apalagi kalau dilihat betapa Islam memberikan
sifat pengikut al-Masih penuh sifat ra’fah wa rahmah, rasa san-
tun dan rasa kasih sayang, seperti disajikan dalam Ali Imran (3):
50. Islam memberikan sebutan lain bagi kaum Nasrani adalah
al-Rawariyun, pengikut setia al-Masih, sebagaimana dibentang-
kan dalam Surat al Maidah (5): 111. Lebih menarik lagi, al Qur’an
sama sekali tidak menyinggung Ibunda Muhammad, Aminah; me-
nariknya banyak uraian yang menyentuh hati disajikan al-Qur’an
mengenai Maryam, atau Maria, lbunda Jesus. Bahkan dari 114 su-
rat dalam al-Qur’an, satu diantaranya dikenal sebagai S. Maryam.
Adakah hal yang sejenis dalam Al-Kitab? Toleransi Islambagi para
pemilik lain, diungkapkan pula dalam ayat-ayat berikut ini:

...sesungguhnya orang-orang yang beriman (maksudnya pengikut

dirdjo (1970), “Perbandingan antara Kebudayaan Barat Abad Pertengahan dan Djaman
ModemPendjelasan Berdasar Kesedaran Sedjarah”, Lembaran Sejarah , no.5 Djuni, p.
32)
Sejalan dengan hal ini seyogianya dikaji uraian berikut ini:
From the very beginning, Jesus was on one side, while Christianity was on the other.
As time has passed, this difference has been transformed into the difference between
the divine and the human. This fact could also explain the emergence of the dogma
of Jesus as the son of the God. In the Christian myth about the god-man lies the si-
lent admission that pure Christianity is not possible in real life. CAlija A. Izetbegovic
(1993), Islambetween East and West, Indianapolis: Amrerican Trust Publications, pp.
254-255.)

62  Untuk Iebih jelasnya tolong diperhatikan apa yang telah terjadi di Belanda seperti
dibentangkan dalam beberapa baris berikut:
... jumlah kaum Muslim hampir 0% pada 1960, sekarang pada 1995, sudah ham-
pir 4%. Cukup hebat: dalam jangka waktu kurang dari satu generasi bertumbuh dari
nol sampai hampir setaraf dengan jumlah umat Katolik di Indonesia! Di Den Haag,
di mana pada 1960 baru dibuka 1 (satu) masjid, yaitu masjid jemaat kaum Ahmadi-
yah, sekarang sudah dibuka 20 tempat ibadat kaum Muslim. Di Leiden, kota di mana
Snouck Hurgronje pernah belajar dan mengajar Islamologi, tetapi tanpa pergaulan
langsung dengan umatnya, baru-baru ini kaum Muslim telah membeli sebuah gereja
Protestan dengan harga 850.000 gulden atau kurang lebih 1 milyard rupiah. Kemu-
dian menara gereja dirombak dan dibangun kembali dengan bentuk yang lebih langs-
ing, menyerupai menara halus menurut gaya Turki. Lonceng gereja diam pada hari
Minggu, tapi pada hari Jum’at dan pada malam-malam bulan Ramadhan digantikan
oleh pengeras suara yang memanggil orang di Leiden untuk salat jum’at atau Tarawih.
(Karel A. Stcenbrink (1995), op. cit., pp. Xiv-Xv).
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Nabi Muharnmad saw) dan Yahudi, Nasrani, Sabean (penganut
agama kuna Timur Tengah) dan orang-orang Majusi, siapa saja di
antara mereka yang beriman kepada Tuhan dan percaya kepada ke-
hidupan setelah mati dan berbuat baik, sernua akan mendapatkan
pahala dari Tuhan mereka dan karena itu mereka itu tidak perlu kha-
watir ataupun bersedih hati. ( S. al- Maidah (5): 69; Q. S. al-Bagarah
(2): 120).

Dari apa yang disajikan, di samping berbagai perbedaan ter-

dapat pula persamaan-persamaan. Apakah tidak seyogianya pers-
amaan yang beroleh perhatian, terutama yang berkaitan dengan
masalah yang esensial, masalah agama. Sama halnya dengan per-
bedaan Barat dan Timur, yang lebih dikaitkan karena kelemahan
masing-masing yang terlibat®®. Apalagi bangsa saat ini tengah di-
landa berbagai krisis, apakah tidak seyogianya mencari alterna-
tif pada persoalan-persoalan yang nyata, seperti dalam masalah
ekonomi yang makin menjerat leher bangsa dengan banyaknya
hutang yang kita warisi. Untuk lebih jelasnya tolong dikaji uraian
berikut:

Sejumlah rintisan di bidang ilmu ekonomi jelas menunjukkan secara
ilmiah keburukan fatal dari sistem kapitalisme internasional, yang
.. . nanti akan merupakan sumbangan amat berharga bagi penyu-
sunan ilmu ekonomi baru, yang bebas dari keharusan “paradigma
sistemik” nya dewasa ini. Bagaimana menyusun ekonomi bebas-riba,
bagaimana membuat keseimbangan antara produktivitas tenaga
kerja dan pemerataan hasil kerja, termasuk masalah-masalah yang
secara teoritis sedang dikaji para ekonom muslim di mana-mana®.
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Dalam kaitan ini cukup meneabar apa yang telah disajikan RGCSlati Abdulgani,
salah seorang yang banyak menekuni ajaran Soekarno, uraiannya scbagai berikut:

.. .Rudyard Kipling: “East is East, and West is West, and never the twain shall meet”.
Namun, kutipan ini tidak lengkap. Masih ada beberapa baitri‘a, yang berbunyi: “But
there is neither East nor Wcst, Border nor Breed nor When two strong Men stand
face to face, though they come from the end of the carth”. Tetapi tidak akan ada garis
pcmisah antara Timur dan Barat, dernikian pula tidak akan ada garis—pemisali dalam
batas, ras clan kettieunan, apabila dua orang berjiwa kuat saling bertatap muka dan
berdialog, sekalipun mereka berdua datang dari pojok berjauhan dari dunia ini. (Lihat
selanjutnya Roeslan Abdulgani,”Kata pengantar”, Jan Romein, In de ban van Pram-
banan, Penerjemah Hazil Tanzil (19S9), Dalam Pesona Prambanan: Indonesta di ten-
gah gejolak dunia,Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, p. xv)

Abdurrahman Wahid, “Pengantar”, dalam Hasyim Asy’ari,”Risalah Ahlussunnah wa
Al-Jama’alt,” a. b. Khoiron Nandliyyin, Risalah Ahlussunnah Wal Jama’ah, Yogya:
LKPSM, pp. vi-vii.
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Akhirnya apa yang disajikan ini tidak hanya menyinggung hal-
hal yang serba rasio tapi mencoba pula menyentuh yang serba
wahyu. Kajian ini tidak ingin sekedar terjebak dalam yang serba
literalis tekstualis, tapi bagaimana sampai kepada yang kontek-
stualis. Sebagian mungkin mudah dicerna karena baru menyen-
tuh taraf muallaf, mukallaf belum sampai kepada yang mukasya-
fah. Walau bagaimanapun kita semua dituntut bersifat mukhlis
agar tidak menjadi muflis.

Jelasnya perhelatan dalam bingkai wahyu yang absolut seba-
gai basic idea yang “dipadu’ dengan pengembaraan pikir insani
yang nisbi. Semua ini perlu dilakukan secara serius untuk men-
jawab berbagai tantangan manusia kekinian agar manusia tidak
terbelenggu dalam acuan birokrasi yang sudah lapuk. Seharusnya
birokrasi melayani ilmu tetapi dengan makin diperkuatnya per-
angkat dan dana birokrasi, akhirnya ilmu diselaraskan ‘selera’
birokrasi yang kaku. Bahkan dalam banyak hal harus mengabdi
kepentingan kaum birokrat yang mapan dan menikmati berbagai
kemudahan atau fasilitas yang ada dalam bentuk status quo yang
ingin diabadikan sampai yang bersangkutan pensiun. Akibatnya,
terjadi pembonsaian ilmu dan pembodohan umat, bangsa ini.
Sekiranya sebagian yang hadir, masih menjadi bingung, wajarlah
sekiranya disetujui apa yang dikatakan Oskar Wilde: “Anybody
can make history; only a great men can write it.”

PENUTUP

Dalam kesempatan ini, selain ucapan terima kasih yang telah
saya sampaikan, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih setu-
lusnya pada semua guru-guru saya sejak sekolah rakyat, sekolah
menengah, demikian pula dengan para dosen saya baik di Yogya-
karta, Bandung, Jakarta, maupun mereka yang berasal dari manca
negara. Banyak dari beliau-beliau yang memberikan warna khu-
sus dalam pribadi saya seperti Prof Drs. H. Woerjanto, maupun
Prof. Dr. Darsiti Soeratman. Peranan Prof Dr. Faisal Ismaii dan Prof.
Drs. A. Muin Umar memperlancar proses saya mencapai jenjang
yang sekarang ini, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan
rahimnya pada beliau-beliau tersebut. Terima kasih kepada ibu
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kos yang demikian baik hati, alrnarhumah Ibu Notorejo, dan lbu
Socatminah yang bersikap ‘ngemong’ dan selalu membantu para
karyawan perpustakaan untuk lebih maju, sehingga banyak yang
berhasil menjadi staf edukatif, bahkan ada yang telah berhasil
mencapai Prof. Dr. Terutama sekali terima kasih kepada asatidh,
para guru. SRI, SMI, SGAN di Pekalongan. Dan yang terpenting
adalah terima kasih kepada kedua orang tua saya dan kedua mer-
tua saya, serta harapan kepada empat orang putera-puteri® saya,
Munir, Humamah, Haamid, serta Halimah, serta ibu mereka. Tak
lupa juga kepada semua staf di FIS, dan terutama sekali rekan-
rekan maupun mahasiswa di Jurusan Sejarah UNY.
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To be a patriot

Was to be a member of the faithful,
and the faithful were be known

not only by work

but by signs?*

Yang terhormat Rektor/Ketua Senat, Dewan Penyantun, Sekretaris
Senat serta para anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta,

Yang terhormat Dekan dan Para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan
Ketua Program Studi Sejarah di Fakultas llmu Sosial,

Yang terhormat para tamu undangan, rekan sejawat, mahasiswa, dan
hadirin yang berbahagia.

Salam dan damai sejahtera bagi kita semua
Assalamu’alaikum Wr. Wh.

erkenankanlah, pertama-tama saya memanjatkan puji syukur

ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan
Maha Penyayang, atas segala kelimpahan kasih karunia-Nya yang
tak terhingga, sehingga di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini
saya peroleh kesempatan untuk berdiri di mimbar kehormatan di
hadapan sidang yang sangat mulia pada Rapat Senat Terbuka Uni-
versitas Negeri Yogyakarta yang sangat terhormat ini.

Sungguh suatu kehormatan bagi saya, apabila pada saat seka-
rang ini saya diperkenankan untuk menyampaikan pidato pengu-
kuhan sebagai guru besar dalam Fakultas llmu Sosial, Universitas
Negeri Yogyakarta di depan sidang yang terhormat ini. kesem-
patan penyampaian pidato pengukuhan Guru Besar semacam
ini hendaknya dipandang sebagai suatu manifestasi pertang-
gung jawab pengembangan diri (Self development) bagi seorang
tenaga akademik yang karena tugasnya sebagai tenaga edukatif
di Perguruan Tinggi memang wajib dan harus mengembangkan
diri sejauh-jauh dapat tergapai sesuai dengan kesempatan yang

1 Boyd C. Shafer. (1995). Nationalisme, Myth, and Reality. New York : A Harvest Book
harcourt, Bruce & World Inc. Hlm : 148.

212



Harmonisasi hubungan nasionalisme

ada demi maksimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di
bidang-bidang kependidikan, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat, bangsa, dan negara.

Namun, dengan segala kerendahan hati, ketulusan serta ke-
jujuran perlu dan harus saya akui dan saya kemukakan di depan
sidang yang terhormat, bahwa kalau jenjang kehormatan ini, kini
dan di sini saya terima, bukanlah karena pencapaian prestasi-
prestasi besar yang telah saya raih, melainkan karena rahmat,
ridha, kasih-karunia Tuhan sendiri, serta penyelenggaraan illahi-
Nya (divina providentia) yang telah mengantarkan saya untuk
berdiri di mimbar ini. oleh sebab itu, kebahagiaan terbesar bagi
saya dan keluarga saya yang tak pernah terlupakan ialah bahwa
saya dengan dan dalam kesederhanaan serta kekecilan saya
melalui orasi ilmih pada pagi hari ini diperkenankan oleh Allah
memuji dan meluhurkan kemuliaan dan kebesaran-Nya.

Dengan terpilih dan terbentuknya pemerintahan baru, duet
Megawati-Hamzah Haz, pada tanggal 26 Juli 2001 yang mengakh-
iri konflik antara DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid sejak ka-
sus Buloggate dan Bruneigate tujuh bulan sebelumnya (Januari
2001), maka kepada mereka berdua telah diletakkan harapan-
harapan baru untuk dengan segera dapat diatasinya krisis bangsa
yang multi kompleks yang berkepanjangan selama ini. Secara op-
timis, keduanya dipandang ideal, yang secara sinergis diharapkan
akan mampu memadukan dua kekuatan, nasionalis dan keber-
agamaan (Islam), yang dalam pejalanan sejarah bangsa ini masih
belum menunjukkan keserasian yang padu.

Keberhasilan kerjasama yang harmonis dwi-tunggal pucuk
pimpinan bangsa ini bukan saja diharapkan akan mampu mem-
bentuk satu kekuatan besar dan solid justru sangat diperlukan un-
tuk secepat mungkin dapat mengentaskan bangsa ini dariambang
kehancuran, dan horisontal dalam hidup berbangsa dan berneg-
ara, agar demikian dapat diletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi
Indonesia Baru yang damai, maju, dan sejahtera dalam bingkai
negara bangsa yang berbhineka-tunggal-ika (pluralsitisk). Dalam
rangka ikut serta ambil bagian dalam penyelesaian permasalah-
an bngsa tersebut, perkenankanlah saya menyampaikan pidato
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pengukuhan dengan pokok pembahasan mengenai: Harmonisasi
Hubungan Nasionalisme, Negara, dan Agama dalam Perspektif
Pluralisme menuju Indonesia Baru, Suatu Analisis Kritis.

A. PENDAHULUAN

Kiranya bukan tanpa alasan mendasar, apabila para Bapak
Pendiri Bangsa (the founding Fathers) seperti Bung Karno, Bung
Hatta, Muhamad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan lain-lain dalam
mendirikan negara 56 tahun yang lalu memilih bentuk negara
kebangsaan (nation state) yang diletakkan di atas dasar filsafat
(philosophisvhe grondslag) kebangsaan Pancasila sebagaimana
kita warisi sekarang, dan bukannya negara agama dengan agama
sebagai dasar negaranya. Secara formal-konseptual masalah ne-
gara kebangsaan dengan Pancasila sebagai ideologi negaranya,
sebenarnya sudah selesai 56 tahun yang lalu juga dengan terben-
tuknya negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan pokok-pokok
kaidah fundamentalnya sebagai terumuskan dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yang keduanya sebagai pilar-pilar
bangunan negara kebangsaan (nation state) Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia tak terpisahkan yang satu dari yang lain. namun,
perjalanan sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa cita-cita nega-
ra kebangsaan sebagai perwujudan bangunan konsep Persatuan
Indonesia (sila ketiga Pancasila) yang menjadi tempat berlindung
dengan aman dan dami bagi segenap bangsa Indonesia dengan
asal-usul bangsa (ras), agama, etnik, adat istiadat, sosial-ekonomi,
sosial-budaya, paham politiknya yang sangat pluralistik, kiranya
masih jauh dari harapan. Asas Bhineka-Tunggal-lka (pluralisme)
yang dahulu menjadi sumber kekuatan hebat ketika harus meng-
enyahkan penjajah, merebut kemerdekaan serta mendirikan ne-
gara, maka sesudahnya pada saat-saat derajat kondisi bangsa
mendekati pada titik-titik lemah, tak urungkah asas pluralisme
tersebut berubah menjadi sumber kerawanan konflik.

Di antara sumber-sumber konflik, agama merupakan pemicu
konflik yang terbesar. Apabila samapai dasawarsa tahun 1980-an
konflik keagamaan itu lebih bersifat vertikal (antara agama de-
ngan negara), maka pada dasawarsa menjelang milenium ketiga,
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meluas menggejala dalam berbagai konflik horisontal, antar umat
beragama, yang telah meminta korban jiwa dan harta yang tak
terbilang, suatu hal yang sangat memalukan, sebab mana mung-
kin Allah yang Maha Esa, Khalik yang satu dan sama bagi semua
makhluk, menghendaki umat-umat-Nya saling berbaku hantam.

Maka saat ini kiranya merupakan momentum yang tepat un-
tuk secara tulus hati dengan pikiran jernih kitab bersam-sama
merenungkan kembali konsep-konsep dasar mengenai negara ke-
bangsaan (nation state) dan dalam hubungannya dengan agama
sebagai telah diletakkan oleh para Bapak Pendiri Bangsa (the
founding fathers) untuk kemudian kita jadikan dasar pijakan bers-
ama dalam melakukan reorientasi pemahaman, sikap dan aktual-
isasi hidup keberagaman dalam nuansa yang lebih konstruktif dan
dialogis? untuk kenegaraan yang diletakkan dapat bersama-sama
memasuki dan membangun Indonesia Baru yang lebih harmonis,
bersatu, maju, adil, dan sejahtera. Keyakinan kita akan kebenaran
konsep-konsep dasar oleh para Bapak Bangsa di samping dapat
dianalisis dari keluhuran, luar jangkauan, serta makna hikmah
nilai-nilai filosofisnya®, namum lebih-lebih dapat kita runut dari
bukti-bukti keteladanan mereka yang telah mempersembahkan
seluruh tenaga, pikiran, cita-cita serta seluruh hidupnya dengan
tanpa hitung-hitung dan tanpa pamrih apa pun bagi bangsa dan
negara.

Kalau pidato pengukuhan saya membahas tema tersebut, se-
dikitpun saya tidak memiliki pretensi dan kepentingan apa pun.
Sejak awal saya adalah guru, insya Allah akan tetap berjiwa guru,
dan Alhamdulilah pagi hari ini saya dilantik sebagai Guru Besar.
mengikuti teladan guru-guru saya, sayapun sebagai seorang guru
harus dan akan tetap terdiri di atas dan lepas dari segala prevel-
ensi dan kepentingan. Kalaupun saya dipandang berkepentingan,
maka kepentingan saya dengan pembahasan tema tersebut tidak
lain adalah suatu harapan, bahkan suatu doa, agar bangsa dan
negara ini segera dapat memenuhi tugas kebangsaan dan ken-

2 Mohamad Sofyan. (1999). Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi. Yogya-
karta: Media Pressindo. Hlm. 13.

3 Mengenai stratifikasi nilai-nilai dapat dibaca pada tulisan Anton Bakker : Agama dan
Tatanan Sosial Politik dalam Cahaya Stfratifikasi Niali, Basis, XLI, No. 11, November,
1992.
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egaraannya, ialah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia.

B. HUBUNGAN NASIONALISME DAN NEGARA KEBANGSAAN

Nasionalisme merupakan slaah satu kekuatan yang paling
menentukan dalam sejarah berpolitik modern. Secara etimologis
kata nasionalisme, nationalism, dan nation (dalam bahasa Ing-
gris) atau natio (dalam bahasa latin) berasal dari kata kerja baha-
sa latin nascor yang berarti “saya lahir“, atau dari kata natus sum
yang berarti “saya dilahirkan”.* Kata renaisance dalam bahasa Ita-
lia juga berasal dari akar kata latin yang sama yakni renascor atau
renatus sum yang berarti “saya lahir kembali” dan “saya dilahirkan
kembali”. Hanya bedanya renaisance melahirkan konsep-konsep
kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, sedang
nasionalisme menumbuhkan konsep politik dan ketatanegaraan.

Konsep kelahiran menunjuk hadirnya sesuatu yang baru. Had-
irnya nasionalisme juga memberi makna datangnya suatu pem-
baharuan. Nasionalisme sebagai konsep modern lahir pada za-
man renaissance sejalan dengn perkembangan limu Pengetahuan
Alam. Dengan penemuan-penemuan dalam limu Pengetahuan
alam tumbuhlah kesadaran dalam diri manusia akan berpotensi
sebagai manusia bebas dan otonom. Apabila pada masa abad
pertengahan (abad 5-15) kebebasan individu dan kebebasan ber-
fikir banyak didominasi dogma agama. Reformasi pada awal abad
ke-16 merupakan reaksi pertama terhadap otoritas gereja.

Sejarah lahirnya nasionalisme modern tak dapat dilepaskan
dari cita-cita kemerdekaan dan harga dir manusia. Cita-cita ke-
merdekaan inilah yang kemudian mendorong lahirnya negara
bangsa, sebagai lahir dari revolusi yang menentang absolutisme
para raja, dan sebagian lahir terutama di daerah-daerah jajahan
di Asia dan Afrika dari revolusi menentang kekuasaan kolonial-
isme dan imperialismse.®

Hans Kohn, seorang sejarawan yang sangat terkenal dan pa-

4 Boyd C. Shafer.Op.cit. him.4
5 Mohamad Noor Syam. (1983). Filsafat Pendidikan Dasar Filsafat Pendidikan Pan-
casila. Surabaya :Penerbit Usaha Nasional. HIm : 203-204.
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ling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, memberikan
definisi yang hingga kini tetap digunakan dalam pengajaran di
sekolah, dalam teks dan monografi-monografi: “Nationalism is a
state of mind, in which the supreme loyalty of individual is felt to
be due the nation state”.®

Konsep nasionalisme tersebut mengungkapkan bahwa selama
berabad-abad dahulu kesetiaan orang tidak ditujukan kepada ne-
gara kebangsaan, melainkan kepada berbagai bentuk kekuasaan
sosial, organisasi politik, raja feodal, suku, negara kota, kerajaan
dinasti, golongan keagamaan atau gereja. Pada masa abad perten-
gahan kesetiaan orang lebih tertuju kepada agama, gereja. Oto-
ritas agama melebihi otoritas negara atau kerajaan. Kekuasaan
dan otoritas agama yang dipersonifikasikan pada Paus di Roma,
bersifat universal bagi semua bangsa dan negara. Bangsa-bangsa
berada di bawah naungan kedaulatan gereja sebagai perwuju-
dan paham internsionalisme dalam kesatuan paham keagamaan
(Kristen).” Protestanisme mematahkan universalitas, internasi-
onalisme dalam hidup keagamaan Kristen Katolik Abad Perten-
gahan. Reformasi memajukan keaneragaman di lapangan agama.

Dengan demikian nampaklah dengan jelas adanya hubungan
antara renaissance, reformasi dan nasionalisme. Renaisance dan
nasionalisme menjadi sumber kekuatan timbul dan terwujud cita-
cita kemrdekaan individu dalam wadah negara kebangsaan yang
merdeka, sedang renaissance dan reformasi menumbuhkan dan
mewujudkannya cita-cita kemerdekaan beragama dan yang seka-
ligus mengakui serta menghormati adanya keaneragaman agama
dalam suatu negara kebangsaan.

Hubungan antara nasionalisme dan negara kebangsaan adalah
seperti anatara jiwa dan badan. Nasionalisme adalah semangat,
kesadaran, dan kesetiaan bahwa suatu bangsa itu adalah satu ke-
luarga dan atas dasar rasa sebagai suatu keluarga bangsa diben-
tuklah negara. Negara, karenanya adalah nasionalisme yang me-
lembaga. Dengan demikian pada hakekatnya nasionalisme adalah

6  Hans Kohn. (1965). Nationalism : itsmeaning and History. New York : D. Van Nos-
trand Company, Inc. Hlm: 9.
7  Mohamad Noor Syam. Op.cit. hlm. 205.
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sebagai dasar universal setiap negara.® Bangsa lebih menunjuk
kepada penduduk suatu negeri yang dipersatukan di bawah suatu
pemerintahan tunggal yang disebut negara. Sedang negara lebih
menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat atau bangsa
yang menempati wilayah tertentu yang terorganisir secara politis
di bawah satu pemerintah yang berdaulat, dan atau tidak tunduk
pada kekuasaan dari luar.

Sering konsep bangsa dan negara dipergunakan secara bergan-
tian, lebih-lebih dalam kaitannya dengan hubungan internasional.
Negara selalu diartikan sebagai unit politik. Konsep bangsa dalam
beberapa hal dapat diartikan sebagai unit politik. Konsep bangsa
dalam beberapa hal dapat diartikan juga negara, ialah apabila
tak ada arti lain, kecuali dalam pengertian satu nasionalitas, ne-
gara nasional.’ Sekarang istilah bangsa Indonesia, misalnya sama
artinya dengan negara Indonesia. Namun pada periode antara
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sampai menjelang Proklamasi
17 Agustus 1945 kita boleh menyebut bangsa kita bangsa Indone-
sia, namun tidak boleh menyebutnya negara Indonesia. Jadi isti-
lah bangsa dan negara dapat digunakan secara bertukaran yang
satu dengan yang lainnya, bahkan dalam makna sebagai suatu
padanan, sinonim, apabila keduanya merujuk kepada kekuasaan
yang berdaulat dalam konteks hubungan internasional.°

Semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh
lima prinsip nasionalisme?'?, ialah (1) kesatuan dalam: wilayah ter-
itorial, bangsa, bahasa, ideologi dan doktrin kenegaraan, sistem
politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertah-
anan keamanan, dan policy kebudayaan; kebebasan dalam be-
ragama, berbicara, dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelom-
pok dan berorganisasi; (3) kesamaan dalam kedudukan hukum,
hak, dan kewajiban.; (4) kepribadian dan sebagai neagra kebang-
saan yang telah merdeka. Mencakup wilayah dan penduduk yang

8  Ibid. Hlm: 207-208.

9  Louis L. Snyder. (1954). The Meaning of Nationalism. New Jersey : Rutgers Univer-
suty press. Hlm : 17-18.

10 Bandingkan pula dengan E.J. Hobsbawm. (1990). Nasionalisme Menjelang Abad
XXI. Yogyakarta : Tiara Wacana. Hlm. 21-25.

11 Sartono Kartonodirjo. (1999). Multi Dimensi Pembangunan Bangsa, Etos Nasional-
isme Negara kesatuan. Yogyakarta : Kanisius. Him. 15 dan Boyd C. Shafer. Op.cit.
hlm. 7-8.
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menempati seluruh daerah Hindia Belanda. Kebanggaan sebagai
bangsa dinyatakan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya dan
kesatuan kita sebagai bangsa diikat dengan kuat oleh bahasa In-
donesia dan bendera negara sang merah putih.

Kita pun merasa bahagia bahwa para Founding Father telah
berhasil meletakkan pilar-pilar bangunan negara kebangsaan kita
di atas fondasi dasar filsafat negara, pandangan dunia, pandan-
gan hidup, dan ideologi negara kebangsaan Pancasila yang digali
oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dari sejarah kebuday-
aan dan kepribadian bangsa sendiri, yang karenanya sungguh-
sungguh mencerminkan entitas negara kebangsaan yang sedang
mereka dirikan bersama. Keserasian antara bentuk bangunan ne-
gara kebangsaan Pancasila sebagai jati diri bangsa yang memang
telah melekat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup dan
kepribadian seluruh rakyat dan bangsa kita, lebih memungkinkan
bagi kita untuk dapat menyusun suatu format sistem penyeleng-
garaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencangkup
seluruh bidang kehidupan yang secara terpadu dan harmonis di-
arahkan untuk mewujudkan tujuan bersama ialah me